SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5),
Pasal 25 ayat (6), Pasal 27 ayat (6), Pasal 78 ayat (5), Pasal
81 ayat (7), Pasal 83 ayat (8) dan Pasal 84 ayat (4)
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung dan Pasal 3 ayat (3 Peraturan Daerah
Nomor S5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 6018, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6018);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 TentangBangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan
Gedung;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor O05/PRT/M/2016 tentang Izin
Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);

9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2011 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2011 tentang
Retribusi  Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten @ Sumedang Tahun 2011 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah  Kabupaten adalah Daerah  Kabupaten
Sumedang.

. Bupati adalah Bupati Sumedang.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Instansi teknis terkait adalah instansi yang secara
teknis mempunyai kewenangan dan tanggung jawab
dalam memberikan rekomendasi terkait dengan
penyelenggaraan Bangunan Gedung.

. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut

Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan
sosial,budaya, maupun kegiatan khusus.

Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya
disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan atau kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi
khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik Bangunan
Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat
Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

IMB Bertahap adalah IMB yang diberikan secara
bertahap oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada Pemilik
Bangunan Gedung untuk membangun Bangunan
Gedung baru.

IMB Pondasi adalah bagian dari IMB Bertahap yang
diberikan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada Pemilik
Bangunan Gedung untuk membangun konstruksi
pondasi Bangunan Gedung, yang merupakan satu
kesatuan dokumen IMB.
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Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan
Pemilik Bangunan Gedung kepada Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan untuk
mendapatkan IMB.

Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis
Bangunan Gedung dan kelengkapannya yang
mengikuti  tahapan  prarencana, pengembangan
rencana, dan penyusunan gambar kerja yang terdiri
atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana
utilitas, rencana spesifikasi teknis, dan rencana
anggaran biaya, serta perhitungan teknis pendukung
sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.

Desain Prototipe adalah model gambar teknis
Bangunan Gedung Sederhana yang sesuai dengan
pedoman dan standar teknis yang disediakan oleh
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan untuk Pemohon IMB.

Bangunan Gedung Sederhana adalah Bangunan
Gedung dengan karakter sederhana serta memiliki
kompleksitas dan teknologi sederhana.

Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah Bangunan
Gedung dengan karakter tidak sederhana serta
memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak
sederhana.

Bangunan Gedung Khusus adalah Bangunan Gedung
yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus,
yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya
memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.

Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum adalah
Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan
publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha,
maupun sosial dan budaya.

Bangunan Gedung Eksisting adalah Bangunan Gedung
yang telah dibangun dan/atau dimanfaatkan.

Bangunan Gedung Kolektif adalah Bangunan Gedung
yang dibangun secara kolektif/massal oleh pelaku
pembangunan, baik berupa bangunan tunggal maupun
bangunan deret, untuk fungsi antara lain rumah

tinggal, perdagangan (toko/ruko), perkantoran
(kantor/rukan).
Bangunan Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik

lingkungan seperti konstruksi pembatas/penahan/
pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi,
konstruksi  perkerasan, konstruksi penghubung,
konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi
menara, konstruksi monument, konstruksi
instalasi/gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.

Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
TABG, adalah tim yang terdiri dari para ahli yang
terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung
untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses
penelitian Dokumen Rencana Teknis dengan masa
penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan
masukan dalam penyelesaian masalah
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penyelenggaraan Bangunan Gedung tertentu yang
susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus
disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung
tertentu tersebut.

Pemeliharaaan adalah kegiatan menjaga keandalan
Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya
agar Bangunan Gedung selalu laik fungsi.

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau
mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen,
bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar
Bangunan Gedung tetap laik fungsi.

Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya
disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan
tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Sumedang pada lokasi tertentu.

Rekomendasi adalah pertimbangan dari TABG/instansi
teknis/instansi terkait yang disusun secara tertulis
terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis
Bangunan Gedung baik dalam proses pembangunan,
pemanfaatan, pelestarian, maupun Pembongkaran
Bangunan Gedung.

Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi
terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan
mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan
klasifikasi Bangunan Gedung.

Persetujuan Dokumen Rencana Teknis adalah
pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh
persyaratan dalam rencana teknis Bangunan Gedung
yang telah dinilai.

Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah
pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda
tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap
resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang
dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan
seluruh persyaratan dalam rencana teknis Bangunan
Gedung dalam bentuk izin mendirikan Bangunan
Gedung.

Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok
orang, atau  perkumpulan yang mengajukan
Permohonan IMB atau SLF kepada Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.

Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan
hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang
menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan
Gedung.

Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang
perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli
atau professional dibidang perencanaan jasa konstruksi
yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk
dokumen perencanaan banguan fisik lain.
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Pengkajian Teknis adalah pemeriksaan objektif kondisi
Bangunan Gedung terhadap pemenuhan persyaratan
teknis termasuk pengujian keandalan Bangunan
Gedung.

Testing and Comissioning adalah proses pemeriksaan
dan pengujian terhadap seluruh sistem dan komponen
dari Bangunan Gedung yang telah terbangun.

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang
selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang
kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus oleh
Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu
Bangunan Gedung atau Bangunan Prasarana baik

secara administratif maupun teknis, sebelum
pemanfaatannya.
Gambar Terbangun (as built drawings) adalah gambar

hasil pelaksanaan pekerjaan konstruksi Bangunan
Gedung dan/atau Bangunan Prasarana yang telah
dilakukan, tergambar dalam lembar standar dan skala
sesuai ketentuan.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau
merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung,
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
sarananya.

Rencana Teknis Pembongkaran yang selanjutnya
disingkat RTB adalah Dokumen Rencana Teknis yang
terdiri atas konsep dan gambar rencana
Pembongkaran, gambar detail pelaksanaan
Pembongkaran, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
Pembongkaran, jadwal, metode, dan tahapan
Pembongkaran, rencana pengamanan lingkungan, serta
rencana  lokasi tempat  pembuangan limbah
Pembongkaran yang diajukan oleh pemilik dan/atau
pengguna Bangunan Gedung kepada Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan sebelum dilakukan Pembongkaran.

Pendataan Bangunan Gedung adalah kegiatan
pengumpulan data Bangunan Gedung oleh pemerintah
daerah yang dilakukan secara bersamaan dengan
proses ijin mendirikan Bangunan Gedung, proses
sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung, dan
Pembongkaran Bangunan Gedung, serta pendataan
dan pendaftaran Bangunan Gedung yang telah ada.

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung adalah
sistem manajemen terkomputerisasi yang dibangun
untuk pendataan Bangunan Gedung.

Pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk
menjaga kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan
Dokumen Rencana Teknis yang telah disahkan di
dalam IMB.
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. Penertiban adalah suatu wusaha untuk mengambil

tindakan terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung
yang tidak sesuai dengan cara penyegelan dan/atau
Pembongkaran.

Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang
meliputi kegiatan peninjauan design dan pemantauan
pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai
dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata
ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar
bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB),
koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan
penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan
dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang
menempati bangunan tersebut.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya
disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh
rumabh.

BAB II
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA BANGUNAN
GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Perangkat Daerah  penyelenggara layanan urusan
Bangunan Gedung meliputi:

a.

b.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan;

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan; dan

instansi teknis terkait.

Pasal 3

Penyelenggaraan layanan urusan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain:



penerbitan IMB;

penerbitan dan perpanjangan SLF;

c. Pengkajian Teknis bangunan rumah tinggal tunggal
dan rumah tinggal deret; dan

d. pengesahan RTB.

o p

Pasal 4

Penyelenggaraan layanan urusan Bangunan Gedung
dilakukan melalui koordinasi antar Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai tugas dan
kewenangannya serta mengikuti persyaratan,
penggolongan, dan tata cara yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Pelayanan
Perizinan

Paragraf 1
Tugas dan Kewenangan

Pasal 5

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan

perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a

mempunyai tugas:

a. memberikan pelayanan penerbitan IMB; dan

b.memberikan pelayanan penerbitan dan perpanjangan
SLF.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan

perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

mempunyai kewenangan:

a. menerbitkan, membekukan, atau mencabut IMB;

b.menerbitkan, membekukan, atau mencabut SLF; dan

c. merekomendasikan perubahan pendelegasian
kewenangan penerbitan IMB kepada Bupati.

Pasal 7

(1) Dalam hal pelaksanaan tugas dan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan
huruf b, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan membentuk:

a. unit layanan; dan
b. Tim teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan.

(2) Unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berupa:
a.loket layanan; dan
b.layanan online.



Paragraf 2
Loket Layanan

Pasal 8

(1) Loket layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a dibentuk untuk memberikan pelayanan
langsung kepada masyarakat.
(2) Pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen
Permohonan IMB;

b. pemrosesan dokumen Permohonan IMB;

c. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen
permohonan SLF; dan

d. pemrosesan dokumen permohonan SLF.

(3) Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen
Permohonan IMB dan dokumen permohonan SLF
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf
c dilaksanakan dari pukul 08.00 sampai dengan pukul
12.00.

(4) Pemrosesan dokumen Permohonan IMB dan dokumen
permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan huruf d dilaksanakan sesuai tata cara
penerbitan IMB dan SLF yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini.

Pasal 9

(1) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis Permohonan IMB atau SLF dinyatakan tidak
lengkap, petugas loket layanan mengembalikan
permohonan kepada Pemohon untuk dilengkapi
dan/atau diperbaiki.

(2) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis Permohonan IMB atau SLF dinyatakan lengkap,
petugas loket layanan berkewajiban:

a. memberikan tanda terima atas permohonan
penerbitan IMB atau penerbitan SLF;

b. mencatat dan memasukan data proses permohonan
ke dalam sistem informasi penyelenggaraan
Bangunan Gedung;

c. membuat berita acara harian penerimaan
permohonan layanan;

d. melaksanakan pemrosesan dokumen permohonan
penerbitan IMB atau penerbitan SLF sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);

e. menerima dan memverifikasi bukti pembayaran
Retribusi IMB; dan

f. menyampaikan dokumen IMB atau dokumen SLF
kepada Pemohon.



Paragraf 3
Layanan Online

Pasal 10

(1) Layanan online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf b disediakan untuk memberikan
pelayanan berbasis internet kepada masyarakat.

(2) Pelayanan berbasis internet sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen
Permohonan IMB;

b. pemrosesan dokumen Permohonan IMB;

c. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen
permohonan SLF; dan

d. pemrosesan dokumen permohonan SLF.

(3) Kelengkapan dokumen Permohonan IMB dan dokumen
permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf c diunggah oleh Pemohon dalam
format yang diatur oleh Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan.

(4) Dokumen Permohonan IMB dan dokumen permohonan
SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunduh dan
diperiksa kelengkapannya oleh petugas layanan online
dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00.

(5) Pemrosesan dokumen Permohonan IMB dan dokumen
permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan huruf d dilaksanakan sesuai tata cara
penerbitan IMB dan SLF yang diatur dalam Peraturan
Bupati ini.

Pasal 11

(1) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis Permohonan IMB atau SLF dinyatakan tidak
lengkap, petugas layanan online menginformasikan
kepada Pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki
melalui surat elektronik.

(2) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis Permohonan IMB atau SLF dinyatakan lengkap,
petugas loket layanan berkewajiban:

a. memberikan tanda terima atas permohonan
penerbitan IMB atau penerbitan SLF melalui surat
elektronik;

b. membuat berita acara harian penerimaan
permohonan layanan;

c. melaksanakan pemrosesan dokumen permohonan
penerbitan IMB atau penerbitan SLF sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5);

d. menginformasikan kepada Pemohon melalui surat
elektronik waktu dan loket penyerahan bukti
pembayaran Retribusi IMB serta pengambilan
dokumen IMB atau SLF;

e. menerima dan memverifikasi bukti pembayaran
Retribusi IMB; dan

f. menyampaikan IMB atau SLF kepada Pemohon.



Paragraf 4
Tim Teknis

Pasal 12

(1) Tim teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat 1 huruf b dibentuk secara adhoc oleh
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan  perizinan untuk setiap permohonan
penerbitan IMB atau SLF.

(2) Anggota tim  teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan berdasarkan permohonan Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan
mempertimbangkan kemampuan serta keahlian spesifik
setiap personil.

(3) Kemampuan serta keahlian spesifik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) antara lain:

a. keahlian arsitektur;

b. keahlian struktur;

c. keahlian mekanikal dan elektrikal; dan
d. keahlian geoteknik.

(4) Unsur anggota tim teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan meliputi:

a. unsur Pegawai ASN untuk Bangunan Gedung bukan
untuk kepentingan umum; dan

b.unsur TABG untuk Bangunan Gedung Untuk
Kepentingan Umum.

Pasal 13

Tugas tim teknis Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:

a.melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis
untuk Dokumen Rencana Teknis yang dimohonkan IMB-
nya;

b.memberikan masukan untuk perbaikan Dokumen
Rencana Teknis;

c. memberikan persetujuan tertulis atas Dokumen Rencana
Teknis yang telah memenuhi persyaratan teknis
Bangunan Gedung; dan

d.melakukan Pengkajian Teknis untuk rumah tinggal 1
(satu) lantai dalam rangka penerbitan SLF.



Bagian Ketiga
Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Perumahan

Pasal 14

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang  perumahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas:

a. memberikan penilaian Dokumen Rencana Teknis
pada proses Permohonan IMB sebagai anggota tim
teknis yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan;

b. memberikan pemeriksaan dan penilaian dokumen
persyaratan administrasi dan teknis pada proses
penerbitan dan perpanjangan SLF untuk Bangunan
Gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah
deret 1 (satu) lantai sebagai anggota tim teknis yang
ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan;

c. melakukan pemeriksaan dan atas persyaratan
adminsitratif dan teknis pada proses pra-permohonan
penerbitan dan perpanjangan SLF untuk Bangunan
Gedung hunian tidak sederhana selain rumah tinggal
tunggal dan rumah deret 1 (satu) lantai;

d. melaksanakan verifikasi Pengkajian Teknis dan
penerbitan surat rekomendasi penerbitan SLF untuk
Bangunan Gedung hunian tidak sederhana selain
rumah tinggal tunggal dan rumah deret 1 (satu)
lantai;dan

e. menyelenggarakan layanan pengesahan RTB.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mempunyai tugas meliputi:

a. menyampaikan anggota tim teknis dari unsur pejabat
fungsional tata bangunan dan perumahan kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan sebagai pemeriksa Dokumen Rencana
Teknis Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan
umum dalam rangka penerbitan IMB;

b. menyampaikan anggota tim teknis dari unsur TABG
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebagai pemeriksa Dokumen
Rencana  Teknis Bangunan  Gedung  Untuk
Kepentingan Umum dalam rangka penerbitan IMB;
dan

c. menyampaikan anggota tim teknis dari unsur pejabat
fungsional tata bangunan dan perumahan kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan sebagai pengkaji teknis Bangunan Gedung
rumah tinggal 1 (satu) lantai dalam rangka
penerbitan SLF.



Pasal 15

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang  perumahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai
kewenangan:

a. menentukan personil untuk anggota tim teknis
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan;dan

b. mengesahkan atau tidak mengesahkan RTB.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan dalam menjalankan
kewenangan menentukan personil untuk anggota tim
teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dapat:

a. memilih personil pejabat fungsional tata bangunan
dan perumahan berdasarkan penilaian keahlian dan
kompetensi masing-masing personil; dan

b. memilih personil TABG berdasarkan penilaian
keahlian dan kompetensi masing-masing personil.

(3) Dalam hal belum terdapat Pejabat Fungsional Tata
Bangunan dan Perumahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dapat menyampaikan anggota tim teknis
dari unsur Pegawai ASN yang memiliki kompetensi di
bidang Bangunan Gedung.

(4) Dalam hal personil Pegawai ASN dipandang secara
kuantitas dan kualitas belum memadai, Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan dapat melakukan pengadaan tenaga
penunjang.

Pasal 16

Dalam  melaksanakan tugas dan kewenangannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15,

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perumahan melakukan:

a.penyelenggaraan TABG;

b.pembinaan pejabat fungsional tata bangunan dan
perumahan; dan

c. pembinaan Pegawai ASN yang membidangi Bangunan
Gedung.

Bagian Keempat
Instansi Teknis Terkait

Pasal 17

(1) Instansi teknis terkait merupakan Perangkat Daerah
yang bertugas mendukung proses penyelenggaraan
Bangunan Gedung, antara lain:

a. bidang penataan ruang;



(3)

(4)

)

(6)

(7)

(8)

()

. bidang lingkungan hidup;
bidang perhubungan;
. bidang kebakaran;

bidang ketenagakerjaan;

bidang energi dan sumber daya mineral;

bidang komunikasi dan informatika;
. bidang kesehatan; dan
i. satuan polisi pamong praja.
Bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a memiliki tugas pengaturan dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
Bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b memiliki tugas dan fungsi pengendalian
dampak lingkungan
Bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ memiliki tugas dan fungsi pengaturan dan
pengendalian terhadap dampak lalu lintas.
Bidang kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan
proteksi kebakaran pada Bangunan Gedung dan
lingkungan.
Bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e memiliki tugas dan fungsi
penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja.
Bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki tugas dan
fungsi  penyelenggaraan instalasi dan jaringan
kelistrikan, serta sumber energi.
Bidang komunikasi dan informatika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki tugas dan
fungsi penyelenggaraan instalasi dan  jaringan
komunikasi dan informatika.
Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan
Bangunan Gedung fasilitas kesehatan.
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(10) Satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

pada ayat (1) huruf g memiliki tugas dan fungsi
Penertiban pelanggaran Bangunan Gedung terhadap
ketentuan peraturan daerah.

BAB III
KETENTUAN PENYELENGGARAAN IMB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Setiap orang atau badan hukum yang akan membangun
baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung harus memiliki IMB.

IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperoleh dengan mengajukan Permohonan IMB kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan.



(3) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan oleh Pemohon yang merupakan Pemilik
Bangunan Gedung atau orang yang diberi kuasa oleh
Pemilik Bangunan Gedung.

(4) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis.

(5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
menggunakan Perencana Konstruksi.

(6) Dalam hal Pemohon adalah MBR sehingga tidak mampu
menggunakan Perencana Konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan perumahan harus
memberikan bantuan teknis berupa Desain Prototipe
Bangunan Gedung dan petunjuk Bangunan Gedung
yang sesuai dengan persyaratan pokok tahan gempa.

Pasal 19

(1) Mengubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(1) meliputi:

a. mengubah fungsi ruang pada lantai Bangunan
Gedung;

b. mengubah fungsi keseluruhan Bangunan Gedung;
dan

c. mengubah struktur Bangunan Gedung.

(3) Memperluas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) adalah kegiatan penambahan luas Bangunan
Gedung yang berdampak pada penambahan total luas
Bangunan Gedung.

(4) Mengurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (1) adalah kegiatan pengurangan luas Bangunan
Gedung yang berdampak pada pengurangan total luas
Bangunan Gedung.

(5) Merawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(1) adalah kegiatan perawatan Bangunan Gedung yang
dapat berdampak pada pembebanan = struktur
Bangunan Gedung.

Pasal 20

Dalam hal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) termasuk Bangunan Gedung cagar
budaya yang dilestarikan dan/atau terletak di dalam
kawasan cagar Dbudaya, penyelenggaraan IMB-nya
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan penyelenggaraan IMB meliputi:
penggolongan objek IMB;

persyaratan administratif Permohonan IMB;
persyaratan teknis Permohonan IMB;

masa berlaku IMB;

tata cara penyelenggaraan IMB;

tata cara penghitungan Retribusi IMB;
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h. jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB;

1.

(3)

(1)

dan
perubahan rencana teknis pasca penerbitan IMB.

Bagian Kedua
Penggolongan Objek IMB

Pasal 22

Penggolongan objek IMB meliputi:

a. Bangunan Gedung baru;

b. Bangunan Gedung Eksisting;

c. Bangunan Gedung Kolektif; dan

d. Bangunan Prasarana.

Penggolongan objek IMB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c berdasarkan

pemanfaatannya meliputi:

a. Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum; dan

b. Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan umum.

Penggolongan objek IMB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c berdasarkan

kompleksitasnya meliputi:

a. Bangunan Gedung Sederhana;

b. Bangunan Gedung Tidak Sederhana; dan

c. Bangunan Gedung khusus.

Penggolongan objek IMB sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a berdasarkan penyediaan Dokumen

Rencana Teknisnya meliputi:

a. Bangunan Gedung Sederhana yang Dokumen
Rencana Teknisnya disediakan oleh Perencana
Konstruksi;

b. Bangunan Gedung Sederhana yang Dokumen
Rencana Teknisnya menggunakan Desain Prototipe;
dan

c. Bangunan Gedung Sederhana yang Dokumen
Rencana Teknisnya disediakan sendiri oleh Pemohon
dengan berpedoman pada persyaratan pokok tahan
gempa Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) lantai.

Pasal 23

Bangunan Gedung termasuk dalam penggolongan

Bangunan Gedung Sederhana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a apabila memenuhi

kriteria:

. jarak antar kolom maksimal 3 (tiga) meter;

. tinggi kolom di setiap lantai maksimal 3 (tiga) meter;

. jumlah lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai;

. luas bidang dinding maksimal 9 (sembilan) meter
persegi; dan

. luas total lantai bangunan maksimal 500 (lima ratus)
meter persegi.
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(2)

(1)

Dalam hal Bangunan Gedung Sederhana yang
Dokumen Rencana Teknisnya menggunakan Desain
Prototipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(4) huruf ¢ dan Bangunan Gedung Sederhana yang
Dokumen Rencana Teknisnya disediakan sendiri oleh
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(4) huruf d, luas total lantai bangunan maksimal 100
(seratus) meter persegi.

Dalam hal kriteria pada ayat (1) tidak terpenuhi,
Bangunan Gedung termasuk dalam penggolongan
bukan Bangunan Gedung Sederhana.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administratif Permohonan IMB

Pasal 24

Persyaratan administratif Permohonan IMB meliputi:

a. formulir Permohonan IMB yang ditandatangani oleh
Pemohon;

b. fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon atau
identitas lainnya yang masih berlaku;

c. fotokopi dokumen legalitas badan hukum dalam hal
Permohonan IMB dilakukan oleh badan hukum.

d. surat kuasa dari Pemilik Bangunan Gedung dalam
hal Pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung;

e. fotokopi surat bukti status hak atas tanah;

f. fotokopi tanda bukti lunas pajak bumi dan bangunan
tahun berjalan;

g. surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status
sengketa;

h.surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan
tanah antara Pemilik Bangunan Gedung dengan
pemegang hak atas tanah dalam hal Pemilik
Bangunan Gedung bukan pemegang hak atas tanah;

i. data kondisi atau situasi tanah;

j. fotokopi KRK;

k. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam
KRK; dan

1. dokumen dan surat terkait.

Data kondisi atau situasi tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf i paling sedikit meliputi:

a. gambar peta lokasi lengkap dengan kontur tanah;

b. batas-batas tanah yang dikuasai;

c. luas tanah; dan

d. data Bangunan Gedung Eksisting dalam hal terdapat
Bangunan Gedung pada area/persil.

Dalam hal Bangunan Gedung baru dengan

kompleksitas sederhana, dokumen dan surat terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 meliputi:

a.data Perencana Konstruksi, surat pernyataan
menggunakan pelaksana konstruksi bersertifikat, dan
surat pernyataan menggunakan
pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat jika
Dokumen Rencana Teknis dibuat oleh Perencana
Konstruksi;



b. surat pernyataan menggunakan Desain Prototipe;
atau

c. surat pernyataan menggunakan persyaratan pokok
tahan gempa.

(4) Dalam hal Bangunan Gedung baru dengan
kompleksitas tidak sederhana dan kompleksitas
khusus, Bangunan Gedung Kolektif, dan Bangunan
Prasarana, dokumen dan surat terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 1 meliputi:

a. data Perencana Konstruksi bersertifikat;

b. surat pernyataan menggunakan pelaksana
konstruksi bersertifikat; dan
c. surat pernyataan menggunakan

pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat.

(5) Dalam hal Bangunan Gedung Eksisting belum memiliki
IMB, dan dimohonkan IMB beserta SLF nya, dokumen
dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 1 paling sedikit berupa data pengkaji teknis.

(6) Dalam hal Bangunan Gedung Eksisting yang
dimohonkan IMB untuk mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung,
dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf I meliputi:

a. data Perencana Konstruksi bersertifikat;

b. surat pernyataan menggunakan pelaksana
konstruksi bersertifikat; dan
C. surat pernyataan menggunakan

pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat.
Pasal 25

Ketentuan mengenai format persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam
Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat
Persyaratan Teknis Permohonan IMB

Paragraf 1
Umum

Pasal 26

(1) Persyaratan teknis Permohonan IMB untuk Bangunan
Gedung baru dan Bangunan Gedung Kolektif meliputi:
a. formulir data umum Bangunan Gedung; dan
b. Dokumen Rencana Teknis.
(2) Persyaratan teknis Permohonan IMB untuk Bangunan
Gedung Eksisting meliputi:
a. formulir data umum Bangunan Gedung;
b. Gambar Terbangun (as built drawings) dalam hal
Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan Bangunan
Gedung khusus; dan



(4)

(6)

c. Dokumen Rencana Teknis dalam hal Pemohon akan
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung.

Persyaratan teknis Permohonan IMB untuk Bangunan

Prasarana meliputi:

a. formulir data umum Bangunan Prasarana; dan

b. Dokumen Rencana Teknis.

Format formulir data umum Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat

(2) huruf a dan format formulir data umum Bangunan

Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf ¢, dan ayat (3) huruf b

dibuat oleh Perencana Konstruksi dengan mengacu

pada persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemohon IMB adalah masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR) sehingga tidak mampu

menggunakan jasa Perencana Konstruksi, Dokumen

Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan ayat (2) huruf ¢ dapat:

a. menggunakan Desain Prototipe Bangunan Gedung
yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan dan/atau
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan; atau

b. dibuat sendiri oleh Pemohon dengan berpedoman
pada persyaratan pokok tahan gempa Bangunan
Gedung Sederhana 1 (satu) lantai.

(7) Dokumen Rencana Teknis yang dibuat sendiri oleh

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b
hanya diperkenankan untuk Permohonan IMB
Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) lantai.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung
Sederhana yang Dokumen Rencana Teknisnya Dibuat oleh

(1)

(2)

Perencana Konstruksi
Pasal 27

Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan
Gedung dan menyampaikan Dokumen Rencana Teknis
yang dibuat oleh Perencana Konstruksi.

Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:

a. rencana arsitektur;

b. rencana struktur; dan

c. rencana utilitas.

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a antara lain memuat:

a. gambar situasi atau rencana tapak;

b. gambar denah;

c. gambar tampak; dan

d. gambar potongan.



(4)

(5)

Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b antara lain memuat:

a. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; dan

b. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya.

Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c antara lain memuat:

a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air
bersih, air kotor, limbah cair, dan limbah padat;

b. gambar jaringan listrik yang paling sedikit
menunjukkan  sumber listrik, panel listrik,
instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop
kontak; dan

c. gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase
dalam tapak.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung

(1)

(2)

(3)

(1)

Sederhana yang Menggunakan Desain Prototipe
Pasal 28

Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan

Gedung dan memilih Desain Prototipe yang akan

digunakan sebagai Dokumen Rencana Teknis.

Desain Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Desain Prototipe Bangunan Gedung Sederhana 1
(satu) lantai; dan

b. Desain Prototipe Bangunan Gedung Sederhana 2
(dua) lantai.

Desain Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 29

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan agar menyediakan
Desain Prototipe sebagai pengayaan alternatif bagi
masyarakat.

Penyediaan desain alternatif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disahkan dalam bentuk Keputusan Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan.

Paragraf 4

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung

(1)
(2)

Sederhana 1 (satu) Lantai yang Dokumen Rencana
Teknisnya Dibuat Sendiri oleh Pemohon

Pasal 30

Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan
Gedung dan membuat Dokumen Rencana Teknis.
Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain memuat:



(3)

(4)

a. gambar denah yang dilengkapi dengan rencana
perletakan tanki septik;

b. gambar tampak;

c. gambar potongan; dan

d. persyaratan pokok tahan gempa Bangunan Gedung
Sederhana 1 (satu) lantai.

Gambar denah, gambar tampak, dan gambar potongan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digambar

secara sederhana dengan informasi yang lengkap

dengan skala paling kecil 1:100 di atas Kkertas

berukuran paling kecil A2.

Persyaratan pokok tahan gempa Bangunan Gedung

Sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d sesuai dengan Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 5

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung

(1)

(2)

(9)

Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus
Pasal 31

Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan

Gedung dan menyampaikan Dokumen Rencana Teknis

yang dibuat oleh Perencana Konstruksi.

Dalam hal Bangunan Gedung dipersyaratkan untuk

mendapatkan perizinan dan/atau rekomendasi teknis

lain dari instansi berwenang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, Pemohon harus

memenuhi dan melampirkan dokumennya sebagai

kelengkapan Permohonan IMB.

Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

a. rencana arsitektur;

b. rencana struktur; dan

c. rencana utilitas.

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a antara lain memuat:

. gambar situasi atau rencana tapak;

. gambar denabh;

gambar tampak;

. gambar potongan;

gambar detail arsitektur; dan

spesifikasi umum dan khusus arsitektur.

Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b antara lain memuat:

a.perhitungan struktur;

b.hasil penyelidikan tanah;

c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;

d.gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;

e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya;
dan

f. spesifikasi umum dan khusus struktur.
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(6) Dalam hal Bangunan Gedung memiliki basement,
rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b harus disertai dengan gambar rencana
basement termasuk detailnya.

(7) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c antara lain memuat:

a.

i.
J-

k.

perhitungan wutilitas yang terdiri dari perhitungan
kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik,
penampungan dan pengolahan limbah cair dan
padat, beban kelola air hujan;

. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran,;
. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air

bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan
persampahan;

. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase

dalam tapak;

. gambar jaringan listrik yang paling sedikit

menunjukkan  sumber  listrik, panel listrik,
instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop
kontak;

gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan
dengan tingkat risiko kebakaran;

gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan
buatan;

.gambar sistem transportasi vertikal dan/atau

horizontal;

gambar sistem komunikasi internal dan eksternal;
gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan
spesifikasi umum dan khusus utilitas Bangunan
Gedung.

(8) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari
instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) antara lain:

a.
b.

C.

analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
upaya pengelolaan lingkungan dan  upaya
pemantauan lingkungan (UKL-UPL);

analisis mengenai dampak lalu lintas (AMDALALIN)
dan/atau rekomendasi teknis tentang lalu lintas
sesuai peraturan perundangan,;

. ketentuan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
. surat izin peruntukan penggunaan tanah (SIPPT);
dan/atau
rekomendasi peil banjir.

Paragraf 6

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung

Sederhana Eksisting

Pasal 32

(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan
Gedung dan menyampaikan Gambar Terbangun (as
built drawings) Bangunan Gedung Eksisting.

(2) Gambar Terbangun (as built drawings) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a.

gambar arsitektur;



(3)

(4)

(5)

b. gambar struktur; dan

c. gambar utilitas.

Gambar arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a antara lain memuat:

a. gambar situasi atau rencana tapak;

b. gambar denah;

c. gambar tampak; dan

d. gambar potongan.

Gambar struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b paling sedikit memuat spesifikasi umum

struktur.

Gambar utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢ antara lain memuat:

a. Gambar Terbangun sistem sanitasi yang terdiri dari
sistem air bersih, air kotor, dan tangki septik;

b. Gambar Terbangun sistem pengelolaan air hujan dan
drainase dalam tapak; dan

c. Gambar Terbangun sistem instalasi listrik yang
paling sedikit menunjukkan sumber listrik, panel
listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan
stop kontak.

Paragraf 7

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung

(1)

(2)

(4)

(5)

Tidak Sederhana dan Khusus Eksisting
Pasal 33

Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan
Gedung dan menyampaikan Gambar Terbangun (as
built drawings) Bangunan Gedung Eksisting.

Gambar Terbangun (as built drawings) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. gambar arsitektur;

b. gambar struktur; dan

c. gambar utilitas.

Gambar arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a antara lain memuat:

a. gambar situasi atau rencana tapak;

b. gambar denah;

c. gambar tampak;

d. gambar potongan;

e. gambar detail arsitektur; dan

f. spesifikasi umum dan khusus arsitektur.

Gambar struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b antara lain memuat:

a. Gambar Terbangun pondasi termasuk detailnya;

b. Gambar Terbangun kolom, balok, plat dan detailnya;

c. Gambar Terbangun rangka atap, penutup, dan
detailnya;

d. spesifikasi umum struktur; dan

e. spesifikasi khusus.

Gambar utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c antara lain memuat:



a. Gambar Terbangun sistem sanitasi yang terdiri dari
sistem air bersih, air kotor, limbah cair, limbah
padat, dan persampahan;

b. Gambar Terbangun sistem pengelolaan air hujan dan
drainase dalam tapak;

c. gambar terbangunsistem instalasi listrik yang paling
sedikit menunjukkan sumber listrik, panel listrik,
instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop
kontak

d. Gambar Terbangun sistem proteksi kebakaran yang
disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran,;

e. Gambar Terbangun sistem penghawaan/ventilasi
alami dan buatan;

f. Gambar Terbangun sistem transportasi vertikal
dan/atau horizontal;

g. Gambar Terbangun sistem komunikasi internal dan

eksternal,

h. Gambar Terbangun sistem penangkal/proteksi petir;
dan

i. spesifikasi umum dan khusus utilitas Bangunan
Gedung.

Pasal 34

Dalam hal Gambar Terbangun (As Built Drawings)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal
33 ayat (1) tidak tersedia, Pemohon dapat menggunakan
jasa pengkaji teknis untuk membuat Gambar Terbangun
tesebut.

Paragraf 8
Persyaratan Teknis Permohonan IMB untuk mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung Sederhana

Pasal 35

(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan
Gedung dan menyampaikan Dokumen Rencana Teknis
yang dibuat oleh Perencana Konstruksi.

(2) Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:

a. hasil studi teknis Bangunan Gedung Eksisting oleh
Perencana Konstruksi;

b. rencana arsitektur;

c. rencana struktur; dan

d. rencana utilitas.

(3) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b antara lain memuat:

a. gambar situasi atau rencana tapak;
b. gambar denah;

c. gambar tampak;

d. gambar potongan;

e. gambar detail arsitektur; dan

f. spesifikasi umum arsitektur.



(4)

(5)

(1)

Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c antara lain memuat:

a. perhitungan struktur;

b. hasil penyelidikan tanah;

c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;

d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;

e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya;
dan

f. spesifikasi umum struktur.

Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d antara lain memuat:

a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan
kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, tangki
septik, dan beban kelola air hujan;

b. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air
bersih, air kotor, dan persampahan;

c. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase
dalam tapak;

d. gambar sistem instalasi listrik yang paling sedikit
menunjukkan sumber listrik, panel listrik,
instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop
kontak; dan

e. spesifikasi umum utilitas Bangunan Gedung.

Pasal 36

Dalam hal Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) lantai

dan Dokumen Rencana Teknisnya dibuat sendiri oleh

Pemohon, paling sedikit memuat:

a. gambar denah yang dilengkapi dengan rencana
perletakan tanki septik;

b. gambar tampak;

c. gambar potongan; dan

d. persyaratan pokok tahan gempa Bangunan Gedung
Sederhana 1 (satu) lantai.

Gambar denah, gambar tampak, dan gambar potongan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digambar

secara sederhana dengan informasi yang lengkap

dengan skala paling kecil 1:100 di atas kertas

berukuran paling kecil A2.

Persyaratan pokok tahan gempa Bangunan Gedung

Sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d sesuai dengan Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Paragraf 9

Persyaratan Teknis Permohonan IMB untuk mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan

(1)

Gedung Tidak Sederhana dan Khusus
Pasal 37
Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan

Gedung dan menyampaikan Dokumen Rencana Teknis
yang dibuat oleh Perencana Konstruksi.



(2)

(5)

Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

a. hasil studi teknis Bangunan Gedung Eksisting oleh
penyedia jasa pengkaji teknis atau Perencana
Konstruksi;

b. rencana arsitektur;

c. rencana struktur; dan

d. rencana utilitas.

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b antara lain memuat:

a. gambar situasi atau rencana tapak;

b. gambar denah;

c. gambar tampak;

d. gambar potongan;

e. gambar detail arsitektur; dan

f. spesifikasi umum dan khusus arsitektur.

Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c antara lain memuat:

a. perhitungan struktur;

b. hasil penyelidikan tanah;

c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya;

d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;

e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya;

f. spesifikasi umum dan khusus struktur; dan

Dalam hal Bangunan Gedung memiliki basement,

rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c¢ harus disertai dengan gambar rencana

basement termasuk detailnya.

Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d antara lain memuat:

a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan
kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik,
penampungan dan pengolahan limbah cair dan
padat, dan beban kelola air hujan;

b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;

c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air
bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan
persampahan;

d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase
dalam tapak;

e. gambar sistem instalasi listrik yang paling sedikit
menunjukkan  sumber listrik, panel listrik,
instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop
kontak;

f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan

dengan tingkat risiko kebakaran;

. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan

buatan;

. gambar sistem transportasi vertikal;

gambar sistem komunikasi intern dan ekstern;
gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan

. spesifikasi umum utilitas Bangunan Gedung.
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Paragraf 10

Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kolektif
Pasal 38

Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan
Gedung dan menyampaikan Dokumen Rencana Teknis

yang dibuat oleh Perencana Konstruksi.

Formulir data umum Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk masing-masing
kaveling yang tercantum dalam Permohonan IMB.
Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:

a. masterplan atau siteplan yang telah disahkan;

b. rencana arsitektur;

c. rencana struktur; dan

d. rencana utilitas.

Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf b antara lain memuat:

a. gambar situasi atau rencana tapak;

b. gambar denah;

c. gambar tampak;

d. gambar potongan;

e. gambar detail arsitektur; dan

f. spesifikasi umum dan khusus arsitektur.

Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c antara lain memuat:

. perhitungan struktur;

. hasil penyelidikan tanabh;

gambar rencana pondasi termasuk detailnya;

. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya;

gambar rencana rangka atap, penutup, dan

detailnya;dan

f. spesifikasi umum struktur dan khusus.

Dalam hal Bangunan Gedung memiliki basement,

rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf c¢ harus disertai dengan gambar rencana

basement termasuk detailnya.

Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf d antara lain memuat:

a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan
kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik,
penampungan dan pengolahan limbah cair dan
padat, dan beban kelola air hujan;

b. perhitungan tingkat kebisingan dan/atau getaran;

c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air
bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan
persampahan;

d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase
dalam tapak;

e. gambar sistem instalasi listrik yang paling sedikit
menunjukkan  sumber listrik, panel listrik,
instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan stop
kontak;
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f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan
dengan tingkat risiko kebakaran;
gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan
buatan;

. gambar sistem transportasi vertikal;
gambar sistem komunikasi internal dan eksternal;
gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan

. spesifikasi umum utilitas Bangunan Gedung.

=

Paragraf 11
Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Prasarana

Pasal 39

(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan
Prasarana dan menyampaikan Dokumen Rencana
Teknis yang dibuat oleh Perencana Konstruksi.

(2) Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:

a. perhitungan dan perencanaan struktur;
b. gambar teknis; dan
c. spesifikasi umum dan teknis.

Bagian Kelima
Masa Berlaku IMB

Pasal 40

(1) Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya IMB
tidak ada kegiatan pembangunan, atau kegiatan
pembangunan hanya berupa pekerjaan persiapan,
dan/atau pekerjaan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan
tidak dilanjutkan, maka IMB dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mencukupi, Pemohon dapat mengajukan
perpanjangan masa berlaku IMB hingga genap 24 (dua
puluh empat) bulan.

(3) Pengajuan perpanjangan masa berlaku IMB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lambat 5 (lima) hari kerja sebelum jangka waktu 12
(dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB.

(4) Permohonan  perpanjangan masa berlaku IMB
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat
dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 41

(1) Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan masa
berlaku IMB melalui loket Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan.

(2) Permohonan perpanjangan masa berlaku IMB tidak
dikenakan retribusi.

(3) Format surat permohonan perpanjangan masa berlaku
IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 42

Rencana tanggal dimulainya pelaksanaan konstruksi harus
diinformasikan secara tertulis kepada kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.

Bagian Keenam
Tata Cara Penyelenggaraan IMB

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

(1) Tata cara penyelenggaraan IMB meliputi:

a.

b.

m o

tata cara penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung

bukan untuk kepentingan umum;

tata cara penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung

Untuk Kepentingan Umum;

. tata cara penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung
Eksisting;

.tata cara penyelenggaraan IMB untuk mengubah,

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat

Bangunan Gedung;

tata cara penyelenggaraan IMB Bertahap;

tata cara penyelenggaraan IMB kolektif;

. tata cara penyelenggaraan IMB Bangunan Prasarana;

dan

h. tata cara penyelenggaraan IMB secara online.
(2) Tata cara penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi tahapan:

a

. proses praPermohonan IMB;

b. proses Permohonan IMB; dan
c. proses penerbitan IMB.

Pasal 44

(1) IMB Bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

(3)

ayat (1) huruf e, dapat diterbitkan atas permintaan

Pemohon untuk Bangunan Gedung Tidak Sederhana

dan Bangunan Gedung Khusus dengan ketentuan:

a. Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum;

b. ketinggian Bangunan Gedung lebih dari 8 (delapan)
lantai;

c. luas Bangunan Gedung lebih dari 2000 (dua ribu)
meter persegi; dan/atau

d. menggunakan pondasi dalam lebih dari 2 (dua) meter.

IMB Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan mulai proses penerbitan IMB Pondasi

dilanjutkan dengan penerbitan IMB.

IMB Pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) hari

kerja semenjak Permohonan IMB.



Paragraf 2

Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Bukan

(1)

(2)

(3)

Untuk Kepentingan Umum
Pasal 45

Proses praPermohonan IMB Bangunan Gedung bukan

untuk kepentingan umum, meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebelum mengajukan
Permohonan IMB;

b. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti
ketentuan dalam KRK; dan

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memberikan KRK dan menyampaikan
informasi persyaratan administratif dan persyaratan
teknis Permohonan IMB.

Informasi persyaratan administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti ketentuan

dalam Pasal 24.

Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c antara lain:

a. persyaratan teknis Permohonan IMB Bangunan
Gedung Sederhana yang Dokumen Rencana
Teknisnya dibuat oleh Perencana Konstruksi
mengikuti ketentuan dalam Pasal 27;

b. persyaratan teknis Permohonan IMB Bangunan
Gedung Sederhana yang menggunakan Desain
Prototipe mengikuti ketentuan dalam Pasal 28 ayat
(1);

c. persyaratan teknis Permohonan IMB Bangunan
Gedung Sederhana 1 (satu) lantai yang Dokumen
Rencana Teknisnya dibuat sendiri oleh Pemohon
mengikuti ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1); atau

d. persyaratan teknis Permohonan IMB Bangunan
Gedung Tidak Sederhana mengikuti ketentuan dalam
Pasal 31.

Pasal 46

Dalam proses praPermohonan IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan = pemerintahan  bidang
perumahan dapat memberikan konsultasi teknis
penyusunan Dokumen Rencana Teknis.

Format surat permohonan KRK dan format surat
pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 47

(1) Proses Permohonan IMB Bangunan Gedung bukan
untuk kepentingan umum, meliputi:

a. Pemohon mengajukan surat Permohonan IMB kepada
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan dengan melampirkan dokumen
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas Permohonan
IMB dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
dan/atau diperbaiki;

d. pengembalian berkas Permohonan IMB sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan persyaratan; dan

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
penilaian Dokumen Rencana Teknis.

(2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

Proses penerbitan IMB Bangunan Gedung bukan untuk

kepentingan umum, meliputi penilaian dan Persetujuan

Dokumen Rencana Teknis untuk:

a.Bangunan Gedung Sederhana yang Dokumen Rencana
Teknisnya dibuat oleh Perencana Konstruksi atau
Bangunan Gedung Tidak Sederhana;

b.Bangunan Gedung Sederhana yang menggunakan Desain
Prototipe; dan

c. Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) lantai yang
Dokumen Rencana Teknisnya dibuat sendiri oleh
Pemohon.

Pasal 49

(1) Proses penilaian dan Persetujuan Dokumen Rencana
Teknis Bangunan Gedung Sederhana yang Dokumen
Rencana Teknisnya dibuat oleh Perencana Konstruksi
atau Bangunan Gedung Tidak Sederhana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi:

a. tim teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan melakukan penilaian Dokumen
Rencana Teknis terhadap pemenuhan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;



(2)

(1)

b.dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan
belum memenuhi persyaratan teknis, berkas
Permohonan IMB dikembalikan ke Pemohon dengan
dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis dan
surat pemberitahuan hasil penilaian Dokumen
Rencana Teknis; dan

c. dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan
sudah memenuhi persyaratan teknis, tim teknis
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memberikan persetujuan secara tertulis
berupa paraf pada setiap lembar Dokumen Rencana
Teknis dan surat persetujuan Dokumen Rencana
Teknis.

Format surat pemberitahuan hasil penilaian Dokumen

Rencana Teknis dan surat Persetujuan Dokumen

Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf ¢ tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 50

Proses penilaian dan Persetujuan Dokumen Rencana

Teknis Bangunan Gedung Sederhana yang

menggunakan Desain Prototipe sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 48 huruf b meliputi:

a. Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
konfirmasi terhadap Desain Prototipe yang dipilih;

b. dalam hal Pemohon IMB ingin mengubah Desain
Prototipe, Pemohon diarahkan untuk menggunakan
Perencana Konstruksi atau membuat sendiri
Dokumen Rencana Teknis untuk Bangunan Gedung
Sederhana 1 (satu) lantai dengan berpedoman pada
persyaratan pokok tahan gempa; dan

c. Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan memberikan
persetujuan tertulis pada Desain Prototipe yang
dipilih Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf b
dalam bentuk paraf pada setiap lembar Dokumen
Rencana Teknis dan surat persetujuan Dokumen
Rencana Teknis.

Format surat Persetujuan Dokumen Rencana Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Proses penilaian dan Persetujuan Dokumen Rencana
Teknis Bangunan Gedung Sederhana yang Dokumen
Rencana Teknisnya dibuat sendiri oleh Pemohon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c
meliputi:



a. tim teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan melakukan penilaian Dokumen
Rencana Teknis berpedoman pada persyaratan pokok
tahan gempa,;

b. dalam hal Dokumen Rencana Teknis yang dibuat oleh
Pemohon dinyatakan belum memenuhi persyaratan
teknis, Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan memberikan
asistensi perbaikan Dokumen Rencana Teknis; dan

c. dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan
sudah memenuhi persyaratan teknis, tim teknis
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memberikan persetujuan secara tertulis
berupa paraf pada setiap lembar Dokumen Rencana
Teknis dan surat persetujuan Dokumen Rencana
Teknis.

(2) Format surat Persetujuan Dokumen Rencana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan menghitung dan menetapkan nilai Retribusi
IMB atas Dokumen Rencana Teknis yang telah disetujui
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

(2) Nilai Retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon
dalam bentuk SKRD.

(3) Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan
menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa SSRD
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan.

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan mengesahkan Dokumen Rencana Teknis dan
menerbitkan dokumen IMB.

(5) Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 53

(1) Tim teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 15 beranggotakan Pejabat
Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan dan/atau
Pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang
Bangunan Gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan.

(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan memandang
penting, tim teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diperkuat oleh TABG.



Pasal 54

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan
Pasal 48 dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan
IMB Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan umum
yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Untuk
Kepentingan Umum

Pasal 55

(1) Proses praPermohonan IMB Bangunan Gedung Untuk

Kepentingan Umum, meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebelum mengajukan
Permohonan IMB;

b. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti
ketentuan dalam KRK; dan

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memberikan KRK dan menyampaikan
informasi persyaratan administratif, persyaratan
teknis, serta perizinan dan/atau rekomendasi teknis
lain dari instansi berwenang untuk Permohonan IMB.

(2) Informasi  persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti ketentuan

dalam Pasal 24.

(3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c antara lain:

a. persyaratan teknis Permohonan IMB Bangunan
Gedung Sederhana mengikuti ketentuan dalam Pasal
36; atau

b. persyaratan teknis Permohonan IMB Bangunan
Gedung Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung
Khusus mengikuti ketentuan dalam Pasal 31.

(4) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari
instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf ¢ antara lain:

a.analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);

b.upaya pengelolaan lingkungan dan  upaya
pemantauan lingkungan (UKL-UPL);

c. analisis mengenai dampak lalu lintas (AMDALALIN)
dan/atau rekomendasi teknis tentang lalu lintas
sesuai peraturan perundangan;

d.rekomendasi ketinggian dalam kawasan keselamatan
operasional penerbangan (KKOP);

e.surat izin peruntukan penggunaan tanah (SIPPT);
dan/atau

f. rekomendasi peil banjir.



(S)

(6)

(3)

(1)

Dalam proses praPermohonan IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dapat memberikan konsultasi teknis
penyusunan Dokumen Rencana Teknis.

Format surat permohonan KRK dan format surat
pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

Proses Permohonan IMB Bangunan Gedung Untuk

Kepentingan Umum, meliputi:

a. Pemohon mengajukan surat Permohonan IMB kepada
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan dengan melampirkan dokumen
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas Permohonan
IMB dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
dan/atau diperbaiki;

d. pengembalian berkas Permohonan IMB sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan persyaratan; dan

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
penilaian Dokumen Rencana Teknis.

Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Proses penerbitan IMB Bangunan Gedung Untuk

Kepentingan Umum meliputi:

a. Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
penilaian Dokumen Rencana Teknis terhadap
pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

b.dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan
belum memenuhi persyaratan teknis, berkas
Permohonan IMB dikembalikan ke Pemohon dengan
dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis dan
surat pemberitahuan hasil penilaian Dokumen
Rencana Teknis;



c. dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan
sudah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memberikan persetujuan secara tertulis
berupa paraf pada setiap lembar Dokumen Rencana
Teknis dan surat persetujuan Dokumen Rencana
Teknis;

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan menghitung dan menetapkan nilai Retribusi
IMB atas Dokumen Rencana Teknis yang telah
disetujui;

e. nilai Retribusi IMB yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan
kepada Pemohon dalam bentuk SKRD;

f. Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan
menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa
(SSRD kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan; dan

g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan mengesahkan Dokumen Rencana Teknis
dan menerbitkan dokumen IMB.

(2) Tim Teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi
tugas oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan.

(3) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknis
terhadap ketentuan:

a. fungsi Bangunan Gedung;

b. klasifikasi Bangunan Gedung;

c. persyaratan tata bangunan;

d. persyaratan keandalan Bangunan Gedung; dan

e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi
terkait.

(4) Format surat pemberitahuan hasil penilaian Dokumen
Rencana Teknis dan surat Persetujuan Dokumen
Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(5) Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dan huruf f sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 58

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan
Pasal 57 dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan
IMB Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum yang
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 4
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung
Eksisting

Pasal 59

Proses praPermohonan IMB Bangunan Gedung Eksisting
dilakukan oleh Pemohon dengan menyiapkan dokumen
terkait dengan Bangunan Gedung Eksisting.

(1)

Pasal 60

Proses Permohonan IMB Bangunan Gedung Eksisting

meliputi:

a. Pemohon mengajukan surat Permohonan IMB kepada
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan  perizinan yang dilengkapi dengan
dokumen persyaratan administratif dan persyaratan
teknis;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan
dokumen persyaratan administratif dan persyaratan
teknis;

c. dalam hal dokumen persyaratan administratif dan
teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas Permohonan
IMB dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
dan/atau diperbaiki;

d. pengembalian berkas Permohonan IMB sebagaimana
dimaksud pada huruf «c¢ dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan dokumen persyaratan;
dan

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan
dengan Pengkajian Teknis dalam rangka penerbitan
SLF.

Dokumen persyaratan administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan

dalam Pasal 24.

Dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana

diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dilengkapi dengan:

a. persyaratan teknis Permohonan IMB Bangunan
Gedung Sederhana eksisting sebagaimana diatur
dalam Pasal 32; atau

b. persyaratan teknis Permohonan IMB Bangunan
Gedung Tidak Sederhana dan khusus eksisting
sebagaimana diatur dalam Pasal 37.

Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 61

Proses penerbitan IMB Bangunan Gedung Eksisting

meliputi pengkajian teknis, perhitungan Retribusi IMB dan

penyerahan dokumen IMB Bangunan Gedung untuk:

a.Bangunan Gedung Sederhana eksisting; atau

b.Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan Bangunan
Gedung Khusus eksisting

Pasal 62

(1) Proses Pengkajian Teknis Bangunan Gedung Sederhana
eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf
a meliputi:

a.

Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
Pengkajian Teknis terhadap kesesuaian kondisi fisik
dengan dokumen teknis dan pemenuhan persyaratan
teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

. dalam hal Pengkajian Teknis sebagaimana dimaksud

pada huruf a dinyatakan hasilnya tidak sesuai
dengan dokumen teknis dan tidak memenuhi
persyaratan  teknis sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan memberikan
rekomendasi perbaikan dan/atau pengubahsuaian
Bangunan Gedung secara tertulis; dan

. dalam hal Pengkajian Teknis sebagaimana dimaksud

pada huruf a dinyatakan hasilnya sesuai dengan
dokumen teknis dan memenuhi persyaratan teknis
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memberikan surat persetujuan dokumen
teknis.

(2) Proses Pengkajian Teknis Bangunan Gedung Tidak
Sederhana dan khusus eksisting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

a.

Pengkajian Teknis oleh penyedia jasa pengkaji teknis
terhadap kesesuaian kondisi fisik dengan dokumen
teknis dan pemenuhan persyaratan teknis sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. dalam hal hasil Pengkajian Teknis dinyatakan bahwa

Bangunan Gedung tidak laik fungsi, pengkaji teknis
sebagaimana dimaksud pada huruf a memberikan
rekomendasi perbaikan dan/atau pengubahsuaian
bangunan;

. dalam hal hasil Pengkajian Teknis dinyatakan bahwa

Bangunan Gedung laik fungsi, pengkaji teknis
sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat surat
pernyataan kelaikan fungsi Bangunan Gedung;

. Tim Teknis Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
verifikasi atas Pengkajian Teknis yang dilakukan oleh
penyedia jasa pengkaji teknis;



e. dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf d dinyatakan hasilnya tidak memenuhi
persyaratan  teknis sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan memberikan
rekomendasi perbaikan dan/atau pengubahsuaian
Bangunan Gedung secara tertulis;

f. dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf d dinyatakan hasilnya memenuhi persyaratan
teknis sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan memberikan
rekomendasi penerbitan IMB dan SLF secara tertulis;
dan

g. atas dasar rekomendasi dari tim teknis sebagaimana
dimaksud pada huruf f, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan memberikan
surat persetujuan dokumen teknis.

(3) Tim Teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a beranggotakan Pejabat Fungsional Tata
Bangunan dan Perumahan dan/atau Pegawai ASN yang
memiliki kompetensi dalam bidang Bangunan Gedung
yang dipilih dan diberi tugas oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan.

(4) Tim Teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf d beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi
tugas oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan.

(5) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan

(2)

(3)

pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknis

terhadap ketentuan:

a. fungsi Bangunan Gedung;

b. klasifikasi Bangunan Gedung;

c. persyaratan tata bangunan;

d. persyaratan keandalan Bangunan Gedung; dan

e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi
terkait.

Pasal 63

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan menghitung dan menetapkan nilai Retribusi
IMB atas dokumen teknis yang telah disetujui
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c
dan ayat (2) huruf g.

Nilai Retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Pemohon
dalam bentuk SKRD.

Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan
menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa SSRD
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan.



(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan  mengesahkan  dokumen  teknis dan
menerbitkan IMB dan SLF.

(5) Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 64

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, dan
Pasal 61 dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan
IMB Bangunan Gedung Eksisting yang tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Paragraf 5
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Untuk Mengubah,
Memperluas, Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan
Gedung

Pasal 65

(1) Proses praPermohonan IMB untuk mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebelum mengajukan
Permohonan IMB;

b. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti
ketentuan dalam KRK; dan

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memberikan KRK dan menyampaikan
informasi persyaratan administratif dan persyaratan
teknis untuk Permohonan IMB.

(2) Informasi  persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti ketentuan
dalam Pasal 24.

(3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c antara lain:

a. persyaratan  teknis Permohonan IMB untuk
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung Sederhana eksisting
sebagaimana diatur dalam Pasal 35; atau

b. persyaratan  teknis Permohonan IMB untuk
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan
khusus eksisting sebagaimana diatur dalam Pasal 37.

(4) Dalam proses praPermohonan IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dapat memberikan konsultasi teknis
penyusunan Dokumen Rencana Teknis.

(5) Penyusunan  Dokumen Rencana Teknis harus
mempertimbangkan hasil Pengkajian Teknis Bangunan
Gedung Eksisting.



(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(2)

Dalam hal Bangunan Gedung Sederhana, Pengkajian
Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
dilakukan oleh Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan atau penyedia
jasa Perencana Konstruksi.

Dalam hal Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan
Bangunan Gedung khusus, Pengkajian Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh
penyedia jasa pengkaji teknis atau penyedia jasa
Perencana Konstruksi.

Format surat permohonan KRK dan format surat
pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 66

Proses Permohonan IMB untuk mengubabh,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan
Gedung meliputi:

a. Pemohon mengajukan surat Permohonan IMB kepada
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan dengan melampirkan dokumen
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas Permohonan
IMB dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
dan/atau diperbaiki;

d. pengembalian berkas Permohonan IMB sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan persyaratan; dan

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
penilaian Dokumen Rencana Teknis.

Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

Proses penerbitan IMB untuk mengubah, memperluas,
mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung
meliputi  penilaian Dokumen Rencana  Teknis,
perhitungan Retribusi IMB dan penerbitan dokumen
IMB Bangunan Gedung.

Proses penilaian Dokumen Rencana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



(3)

(4)

()

a. Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
penilaian Dokumen Rencana Teknis terhadap
pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. dalam hal Dokumen Rencana Teknis yang dibuat oleh
Perencana Konstruksi dinyatakan belum memenuhi
persyaratan teknis, berkas Permohonan IMB
dikembalikan ke Pemohon dengan dilengkapi
keterangan perbaikan rencana teknis dan surat
pemberitahuan hasil penilaian Dokumen Rencana
Teknis; dan

c. dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan
sudah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memberikan persetujuan secara tertulis
berupa paraf pada setiap lembar Dokumen Rencana
Teknis dan surat persetujuan Dokumen Rencana
Teknis.

Dalam hal Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan
umum, Tim  Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a beranggotakan Pejabat
Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan dan/atau
Pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang
Bangunan Gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan.
Dalam hal Bangunan Gedung Untuk Kepentingan
Umum, Tim  Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a beranggotakan TABG
yang dipilih dan diberi tugas oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan.

TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan

pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknis

terhadap ketentuan:

a. fungsi Bangunan Gedung;

b. klasifikasi Bangunan Gedung;

c. persyaratan tata bangunan;

d. persyaratan keandalan Bangunan Gedung; dan

e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi
terkait.

Format surat pemberitahuan hasil penilaian Dokumen

Rencana Teknis dan surat Persetujuan Dokumen

Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan

perizinan menghitung dan menetapkan nilai Retribusi

IMB atas Dokumen Rencana Teknis yang telah disetujui

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufe.



(8) Nilai Retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Pemohon
dalam SKRD.

(9) Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan
menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa SSRD
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan.

10) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan mengesahkan Dokumen Rencana Teknis dan
menerbitkan dokumen IMB.

11) Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dan ayat (9) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 68

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal
67 dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan IMB
untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat Bangunan Gedung yang tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bertahap

Pasal 69

(1) Proses praPermohonan IMB Bertahap meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebelum mengajukan
Permohonan IMB;

b. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti
ketentuan dalam KRK; dan

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memberikan KRK dan menyampaikan
informasi persyaratan administratif, persyaratan
teknis, serta perizinan dan/atau rekomendasi teknis
lain dari instansi berwenang untuk Permohonan IMB.

(2) Informasi  persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti ketentuan
dalam Pasal 28.

(3) Informasi persyaratan teknis serta perizinan dan/atau
rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti
ketentuan dalam Pasal 28.

(4) Dalam proses praPermohonan IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dapat memberikan konsultasi teknis
penyusunan Dokumen Rencana Teknis.



(S)

(2)

(1)

(2)

Format surat permohonan KRK dan format surat
pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

Proses Permohonan IMB Bertahap meliputi:

a. Pemohon mengajukan surat Permohonan IMB dan
surat Permohonan IMB Pondasi kepada Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan dengan melampirkan dokumen persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas Permohonan
IMB dan Permohonan IMB Pondasi dikembalikan ke
Pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;

d. pengembalian  berkas Permohonan IMB dan
Permohonan IMB Pondasi sebagaimana dimaksud
pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan
kelengkapan persyaratan; dan

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
penilaian Dokumen Rencana Teknis.

Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

Proses penerbitan IMB Bertahap meliputi:

a. tahap penerbitan IMB Pondasi; dan

b. tahap penerbitan IMB.

Tahap penerbitan IMB Pondasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
penilaian Dokumen Rencana Teknis terhadap
pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b.dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan
belum memenuhi persyaratan teknis, berkas
Permohonan IMB dan Permohonan IMB Pondasi
dikembalikan ke Pemohon dengan dilengkapi
keterangan perbaikan rencana teknis dan surat
pemberitahuan hasil penilaian Dokumen Rencana
Teknis;



(3)

j-

. dalam hal Dokumen Rencana Teknis secara umum

dapat disetujui dan rencana pondasi dinyatakan
sudah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memberikan persetujuan atas rencana
pondasi secara tertulis;

. persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud

pada huruf c meliputi paraf pada setiap lembar
dokumen rencana pondasi dan surat persetujuan
dokumen rencana pondasi;

. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan

perizinan menghitung nilai Retribusi IMB yang
merupakan perhitungan yang bersifat sementara;
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan menetapkan nilai Retribusi IMB Pondasi
sebesar 10 (sepuluh) persen dari nilai Retribusi IMB
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf e;

nilai Retribusi IMB Pondasi yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan
kepada Pemohon dalam bentuk SKRD;

. Saat pengambilan SKRD IMB Pondasi, Pemohon wajib

menyerahkan formulir surat pernyataan akan
membayar nilai Retribusi IMB yang tersisa sesuai
dengan perhitungan rinci yang dilakukan kembali
setelah perhitungan sementara oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan
menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa
SSRD kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan; dan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan menerbitkan dokumen IMB Pondasi.

Format surat pemberitahuan hasil penilaian Dokumen
Rencana Teknis, surat persetujuan dokumen rencana
pondasi, dan formulir surat pernyataan akan membayar
nilai Retribusi IMB yang tersisa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf h tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Tahap penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a. Tim Teknis Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan pelayanan perizinan melanjutkan
penilaian Dokumen Rencana Teknis bersamaan
dengan proses penghitungan nilai retribusi sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;

. dalam hal Dokumen Rencana Teknis harus diperbaiki

tanpa mempengaruhi rencana pondasi, Dokumen Rencana
Teknis dikembalikan ke Pemohon untuk diperbaiki dengan
dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis;

. dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan sudah

memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan
memberikan persetujuan secara tertulis berupa paraf pada
setiap lembar Dokumen Rencana Teknis dan surat
persetujuan Dokumen Rencana Teknis;



d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan menghitung ulang nilai Retribusi IMB;

e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan menetapkan nilai Retribusi IMB yang
merupakan sisa yang harus dibayarkan oleh
Pemohon sebesar nilai retribusi hasil hitung ulang
dikurangi nilai Retribusi IMB Pondasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f;

f. nilai Retribusi IMB yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada huruf f disampaikan
kepada Pemohon dalam bentuk SKRD;

g. Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan
menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa
SSRD kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan; dan

h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan menerbitkan dokumen IMB.

(5) Format surat Persetujuan Dokumen Rencana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf g dan huruf h serta ayat (4) huruf f dan
huruf g sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 72

(1) Tim Teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi
tugas oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan.

(2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknis
terhadap ketentuan:

a. fungsi Bangunan Gedung;

b. klasifikasi Bangunan Gedung;

c. persyaratan tata bangunan;

d. persyaratan keandalan Bangunan Gedung; dan

e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi
terkait.

Pasal 73

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal
71 dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan IMB
Bertahap yang tercantum dalam Lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari  Peraturan
Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Paragraf 7
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Secara Kolektif

Pasal 74

Proses praPermohonan IMB Secara Kolektif meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebelum mengajukan
Permohonan IMB;

b. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti
ketentuan dalam KRK; dan

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memberikan KRK dan menyampaikan
informasi persyaratan administratif, persyaratan
teknis, serta perizinan dan/atau rekomendasi teknis
lain dari instansi berwenang untuk Permohonan IMB.

Informasi persyaratan administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti ketentuan

dalam Pasal 24.

Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal

38.

Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari

instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf ¢ antara lain:

a. analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);

b. upaya pengelolaan lingkungan dan  upaya
pemantauan lingkungan (UKL-UPL);

c. analisis mengenai dampak lalu lintas (AMDALALIN)
dan/atau rekomendasi teknis tentang lalu lintas
sesuai peraturan perundangan;

d. rekomendasi ketinggian dalam kawasan keselamatan
operasional penerbangan (KKOP);

e. surat izin peruntukan penggunaan tanah (SIPPT);
dan/atau

f. rekomendasi peil banjir.

Dalam proses praPermohonan IMB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
perumahan dapat memberikan konsultasi teknis
penyusunan Dokumen Rencana Teknis.

Format surat permohonan KRK dan format surat

pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf

b tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

Proses Permohonan IMB Secara Kolektif meliputi:

a. Pemohon mengajukan surat Permohonan IMB kepada
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan dengan melampirkan dokumen
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;



(1)

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan

perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan

teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas Permohonan
IMB dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
dan/atau diperbaiki;

.pengembalian berkas Permohonan IMB sebagaimana

dimaksud pada huruf ¢ dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan persyaratan; dan

. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan

teknis dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
penilaian Dokumen Rencana Teknis.

Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 76
Proses penerbitan IMB Secara Kolektif meliputi:
Tim Teknis Perangkat Daerah yang

a.

menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
penilaian Dokumen Rencana Teknis terhadap
pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

.dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan

belum memenuhi persyaratan teknis, berkas
Permohonan IMB dikembalikan ke Pemohon dengan
dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis dan
surat pemberitahuan hasil penilaian Dokumen
Rencana Teknis;

. dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan

sudah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memberikan persetujuan secara tertulis
berupa paraf pada setiap lembar Dokumen Rencana
Teknis dan surat persetujuan Dokumen Rencana
Teknis;

. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan

perizinan menghitung dan menetapkan nilai Retribusi
IMB atas Dokumen Rencana Teknis yang telah
disetujui;

.nilai Retribusi IMB yang telah ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan
kepada Pemohon dalam bentuk SKRD;

Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan
menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa
SSRD kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan; dan

. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan

perizinan mengesahkan Dokumen Rencana Teknis
dan menerbitkan dokumen IMB induk.



(2) Dalam hal Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan
umum, Tim  Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan pejabat
fungsional tata bangunan dan perumahan dan/atau
Pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang
Bangunan Gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan.

(3) Dalam hal Bangunan Gedung Untuk Kepentingan
Umum, Tim  Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan TABG
yang dipilih dan diberi tugas oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan.

(4) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan
pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknis
terhadap ketentuan:

a. fungsi Bangunan Gedung;

b. klasifikasi Bangunan Gedung;

c. persyaratan tata bangunan;

d. persyaratan keandalan Bangunan Gedung; dan

e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi
terkait.

(5) Format surat pemberitahuan hasil penilaian Dokumen
Rencana Teknis dan surat Persetujuan Dokumen
Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(6) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan
Surat Setor Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal
76 dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan IMB
secara kolektif yang tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari  Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 8
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Prasarana

Pasal 78

(1) Proses praPermohonan IMB Bangunan Prasarana
meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan KRK kepada
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebelum mengajukan
Permohonan IMB;



b. Pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti
ketentuan dalam KRK; dan

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memberikan KRK dan menyampaikan
informasi persyaratan administratif, persyaratan
teknis, serta perizinan dan/atau rekomendasi teknis
lain dari instansi berwenang untuk Permohonan IMB.

(2) Dalam hal Bangunan Prasarana adalah konstruksi
pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda
masuk lokasi, konstruksi perkerasan, dan/atau
konstruksi penghubung, permohonan KRK tidak
diperlukan.

(3) Informasi  persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti ketentuan
dalam Pasal 24.

(4) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal
39.

(5) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari
instansi berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf ¢ antara lain:

a. analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);

b. upaya pengelolaan lingkungan dan  upaya
pemantauan lingkungan (UKL-UPL);

c. analisis mengenai dampak lalu lintas (AMDALALIN)
dan/atau rekomendasi teknis tentang lalu lintas
sesuai peraturan perundangan;

d. rekomendasi ketinggian dalam kawasan keselamatan
operasional penerbangan (KKOP);

e. surat izin peruntukan penggunaan tanah (SIPPT);
dan/atau

f. rekomendasi peil banjir.

(6) Dalam proses praPermohonan IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dapat memberikan konsultasi teknis
penyusunan Dokumen Rencana Teknis.

(7) Format surat permohonan KRK dan format surat
pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
b tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 79

(1) Proses Permohonan IMB Bangunan Prasarana meliputi:

a. Pemohon mengajukan surat Permohonan IMB kepada
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan dengan melampirkan dokumen
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan tidak lengkap, berkas Permohonan
IMB dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
dan/atau diperbaiki;



(2)

(1)

(2)

(3)

d. pengembalian berkas Permohonan IMB sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan persyaratan; dan

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
penilaian Dokumen Rencana Teknis.

Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

Proses penerbitan IMB Bangunan Prasarana meliputi:

a. Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan melakukan
penilaian Dokumen Rencana Teknis terhadap
pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b.dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan
belum memenuhi persyaratan teknis, berkas
Permohonan IMB dikembalikan ke Pemohon dengan
dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis dan
surat pemberitahuan hasil penilaian Dokumen
Rencana Teknis;

c. dalam hal Dokumen Rencana Teknis dinyatakan
sudah memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan memberikan persetujuan secara
tertulis berupa paraf pada setiap lembar Dokumen
Rencana Teknis dan surat persetujuan Dokumen
Rencana Teknis;

d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan menghitung dan menetapkan
nilai Retribusi IMB atas Dokumen Rencana Teknis
yang telah disetujui;

e. nilai Retribusi IMB yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada huruf e disampaikan
kepada Pemohon dalam bentuk SKRD;

f. Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan
menyerahkan bukti pembayaran retribusi berupa
SSRD kepada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan; dan

g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan  perizinan mengesahkan  Dokumen
Rencana Teknis dan menerbitkan dokumen IMB.

Tim Teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi

tugas oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang perumahan.

TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan
pengkajian terhadap pemenuhan persyaratan teknis
terhadap ketentuan:

a. fungsi Bangunan Gedung;



b. klasifikasi Bangunan Gedung;

c. persyaratan tata bangunan;

d. persyaratan keandalan Bangunan Gedung; dan

e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi
terkait.

(4) Format surat pemberitahuan hasil penilaian Dokumen
Rencana Teknis dan surat Persetujuan Dokumen
Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan huruf ¢ tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(5) Format SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e dan huruf f sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 81

Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB
Bangunan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
78, Pasal 79 dan Pasal Pasal 80 dijelaskan pada bagan tata
cara penyelenggaraan IMB Bangunan Prasarana yang
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Secara Online

Pasal 82

(1) Proses praPermohonan IMB secara online meliputi:
a. Pemohon melakukan pendaftaran secara online
dengan mengisi aplikasi data Pemohon yang tersedia
pada laman resmi Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
mengunggah hasil pindai kartu identitas yang masih
berlaku;

b. Pemohon melakukan verifikasi dengan mengisi kode
yang dikirim melalui sms ke nomor telepon selular
milik Pemohon;

c. Pemohon yang telah terverifikasi dapat mengisi
aplikasi permohonan KRK dan menyatakan akan
mengikuti ketentuan dalam KRK melalui akun yang
telah terverifikasi;

d. KRK dikirimkan ke alamat surat elektronik Pemohon;
dan

e. informasi persyaratan administratif, persyaratan
teknis, serta perizinan dan/atau rekomendasi teknis
lain dari instansi berwenang untuk Permohonan IMB
dapat dilihat pada laman resmi Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.

(2) Informasi  persyaratan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e mengikuti ketentuan

dalam Pasal 24.



(3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e mengikuti ketentuan dalam Pasal
26 sampai dengan Pasal 39 sesuai dengan
penggolongan Bangunan Gedung.

Pasal 83

(1) Proses Permohonan IMB secara online meliputi:

a.Pemohon mengisi aplikasi Permohonan IMB yang
tersedia pada laman resmi Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
mengunggah file dokumen persyaratan administratif
dan persyaratan teknis;

b.Pemohon yang telah mengisi aplikasi Permohonan
IMB sebagaimana dimaksud pada huruf a
memperoleh tanda terima permohonan yang harus
dicetak sebagai tanda bukti permohonan;

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administratif dan persyaratan teknis;

d.dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan tidak lengkap, Perangkat Daerah
yang  menyelenggarakan pelayanan perizinan
mengirimkan surat pemberitahuan kelengkapan
persyaratan ke alamat surat elektronik Pemohon;

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan mengirimkan
surat undangan verifikasi kelengkapan persyaratan
Permohonan IMB ke alamat surat elektronik
Pemohon; dan

f. Permohonan IMB yang telah terverifikasi dapat
dilanjutkan dengan proses penilaian Dokumen
Rencana Teknis oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan.

(2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 84

Proses penerbitan IMB secara online mengikuti ketentuan
penerbitan IMB sesuai penggolongan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 10
Dokumen IMB

Pasal 85

(1) Dokumen IMB yang telah diterbitkan diberikan kepada
Pemohon beserta lampiran dokumen IMB.

(2) Dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan.



(3) Format dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Lampiran dokumen IMB Bangunan Gedung baru,
Bangunan Gedung Kolektif, Bangunan Prasarana, dan
Bangunan Gedung yang akan diubah, diperluas,
dikurangi, dan/atau dirawat meliputi:

a. Dokumen Rencana Teknis yang telah disahkan;

b. formulir surat pernyataan Pemohon akan
menggunakan pelaksana konstruksi dan
melaksanakan konstruksi Bangunan Gedung sesuai
dengan Dokumen Rencana Teknis yang telah
disahkan; dan

c. surat pernyataan Pemilik Bangunan Gedung akan
melaksanakan konstruksi dengan berpedoman pada
persyaratan pokok tahan gempa dan surat kesediaan
pemilik untuk Bangunan Gedungnya dilakukan
kajian teknis oleh pengkaji teknis Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan, dalam
hal Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) lantai;

d. surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi
mengenai kelaikan fungsi Bangunan Gedung yang
telah dibangun; dan

e. surat permohonan SLF.

(5) Dalam hal Bangunan Gedung Eksisting, dokumen IMB
diberikan bersama dengan dokumen SLF.

(6) Format surat pernyataan menggunakan pelaksana
konstruksi bersertifikat dan format surat pernyataan
Pemilik Bangunan Gedung akan melaksanakan
konstruksi dengan berpedoman pada persyaratan pokok
tahan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b dan huruf ¢ tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(7) Format surat pernyataan pengawas/manajemen
konstruksi mengenai kelaikan fungsi Bangunan Gedung
yang telah dibangun dan format surat permohonan SLF
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf
e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 86

(1) Dalam hal Bangunan Gedung Kolektif, dokumen IMB
yang diberikan berupa dokumen IMB Induk.

(2) Pemohon dapat mengajukan pemecahan dokumen IMB
Induk menjadi dokumen IMB per kaveling di Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.

(3) Pengajuan pemecahan dokumen IMB Induk
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
sebelum permohonan SLF.



Bagian Ketujuh
Tata Cara Penghitungan Retribusi IMB

Paragraf 1
Umum

Pasal 87

Retribusi IMB meliputi:

a.jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi;
b.penghitungan Retribusi IMB;

c. indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB; dan
d.harga satuan (tarif) Retribusi IMB.

Paragraf 2
Jenis Kegiatan dan Objek yang Dikenakan Retribusi

Pasal 88

(1) Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi IMB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a
meliputi:

a. pembangunan baru;

b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau
perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan;
dan

c. pelestarian atau pemugaran.

(2) Objek yang dikenakan Retribusi IMB sebagaimana
dimaksud huruf a meliputi:

a. Bangunan Gedung; dan

b. Bangunan Prasarana.

Paragraf 3
Penghitungan Retribusi IMB

Pasal 89

Penghitungan Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 huruf b meliputi:

a. komponen retribusi dan biaya;

b.penghitungan besarnya retribusi; dan

c. tingkat penggunaan jasa.

Pasal 90

Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 89 huruf a meliputi:

a. retribusi pembinaan penyelenggaraaan Bangunan
Gedung untuk kegiatan pembangunan baru,
rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau



b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen
IMB, pembuatan duplikat dokumen IMB yang
dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang
hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan
Pemilik Bangunan Gedung, dan/atau perubahan non
teknis lainnya; dan

c. retribusi  penyediaan formulir Permohonan IMB,
termasuk biaya pendaftaran Bangunan Gedung.

Pasal 91
(1) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dilakukan dengan

ketentuan:

a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 ditetapkan sesuai permohonan yang
diajukan

b.lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan
Bangunan Gedung baru, rehabilitasi atau renovasi
Bangunan Gedung meliputi perbaikan atau
perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan,
dan pelestarian atau pemugaran; dan

c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan
retribusi untuk Bangunan Gedung, dan untuk
Bangunan Prasarana.

(2) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus
untuk:

a. pembangunan Bangunan Gedung baru;

b. rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan

c. pembangunan Bangunan Prasarana.

(3) Rumus  penghitungan besarnya retribusi serta
komponen retribusi dan penghitungan besarnya
retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 92

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan
IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c
menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan
waktu penggunaan Bangunan Gedung serta indeks untuk
Bangunan Prasarana sebagai tingkat intensitas
penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).

Paragraf 4
Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB

Pasal 93

Indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 87 huruf ¢ meliputi:

a.penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;

b.skala indeks; dan

c. daftar kode.



Pasal 94

(1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a sebagai
faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk
mendapatkan besarnya retribusi meliputi:
a.indeks untuk penghitungan besarnya retribusi

Bangunan Gedung; dan
b.indeks untuk penghitungan besarnya retribusi
Bangunan Prasarana.

(2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan fungsi dan
klasifikasi setiap Bangunan Gedung  dengan
mempertimbangkan spesifikasi Bangunan Gedung
pada:

. tingkat kompleksitas;

. tingkat permanensi;

tingkat risiko kebakaran Bangunan Gedung;

. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;

kepadatan Bangunan Gedung di peruntukan lokasi

pembangunan;
f. ketinggian atau jumlah lantai;
g. kepemilikan Bangunan Gedung; dan
h.jangka waktu penggunaan Bangunan Gedung.

(3) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi
Bangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan untuk setiap jenis Bangunan
Prasarana.

© 00 o

Pasal 95

(1) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93
huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah
hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran
perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.

(2) Indeks penghitungan besarnya Retribusi IMB untuk
Bangunan Gedung dan Bangunan Prasarana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 96

Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c
untuk mengidentifikasi indeks penghitungan Retribusi IMB
guna ketertiban administrasi dan transparansi.

Paragraf 5
Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB

Pasal 97

(1) Harga satuan atau tarif Retribusi IMB ditetapkan oleh
Bupati dalam bentuk Surat Keputusan Bupati.



(2) Harga satuan atau tarif Retribusi IMB pada Bangunan

Gedung harus memenuhi ketentuan:

a.luas Bangunan Gedung dihitung dari garis sumbu
dinding atau kolom;

b.luas teras, balkon dan selasar luar Bangunan
Gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi
oleh garis sumbu-sumbunya;

c.luas bagian Bangunan Gedung seperti kanopi dan
pergola yang berkolom dihitung setengah dari luas
yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;

d.luas bagian Bangunan Gedung seperti seperti kanopi
dan pergola tanpa kolom dihitung setengah dari luas
yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;
dan

e.luas overstek atau luifel dihitung setengah dari luas
yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.

(3) Jenis prasarana dan satuan untuk penetapan harga

satuan atau tarif Retribusi IMB meliputi:

a. konstruksi pembatas, pengaman, atau penahan, per-
m?2;

b. konstruksi penanda masuk lokasi, per-m’ atau unit
standar;

c. konstruksi perkerasan, per-m?;

d. konstruksi penghubung, per-m?2, atau unit standar;

e. konstruksi kolam atau reservoir bawah tanah, per-

m?2;

f. konstruksi menara, per-unit standar dan
pertambahannya;

g. konstruksi monumen, per-unit standar dan
pertambahannya;

h. konstruksi instalasi atau gardu, per-m?;

i. konstruksi reklame, per-unit standar dan

pertambahannya; dan

j- konstruksi bangunan lainnya yang termasuk
Bangunan Prasarana yang ditetapkan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan.

Paragraf 6
Pengembalian Retribusi IMB

Pasal 98

Dalam hal luas Bangunan Gedung yang dibangun kurang
dari luas Bangunan Gedung yang tercantum dalam
Dokumen Rencana Teknis, kelebihan retribusi yang telah
dibayar tidak dapat dikembalikan.

Bagian Kedelapan
Jangka Waktu Proses Permohonan dan Penerbitan IMB

Pasal 99

(1) Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB
dihitung sejak pengajuan Permohonan IMB meliputi:



.IMB Bangunan Gedung Sederhana yang Dokumen
Rencana Teknisnya dibuat oleh Perencana Konstruksi
paling lama 4 (empat) hari kerja;

.IMB Bangunan Gedung Sederhana yang Dokumen

Rencana Teknisnya menggunakan Desain Prototipe

paling lama 3 (tiga) hari kerja;

. IMB Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) lantai

yang Dokumen Rencana Teknisnya disediakan sendiri

oleh Pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja;

.IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana bukan

untuk kepentingan umum paling lama 7 (tujuh) hari

kerja;

. IMB Bangunan Gedung Sederhana untuk

kepentingan umum paling lama 6 (enam) hari kerja;

. IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana untuk

kepentingan umum dan Bangunan Gedung Khusus

dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan)
lantai paling lama 12 (dua belas) hari kerja;

. IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana untuk
kepentingan umum dan Bangunan Gedung Khusus
dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

.IMB Bangunan Gedung Sederhana eksisting dengan
luas sampai dengan 100 (seratus) meter persegi
paling lama 9 (sembilan) hari kerja;

i. IMB Bangunan Gedung Sederhana eksisting dengan

luas sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi
paling lama 12 (dua belas) hari kerja;

j. IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan

Bangunan Gedung Khusus eksisting paling lama 12
(dua belas) hari kerja diluar proses Pengkajian Teknis
oleh penyedia jasa pengkaji teknis;

.IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat Bangunan Gedung bukan untuk
kepentingan umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

. IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat Bangunan Gedung Untuk
Kepentingan Umum paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja;

m.IMB Pondasi untuk Bangunan Gedung Tidak

Sederhana untuk kepentingan umum dan Bangunan
Gedung Khusus paling lama 18 (delapan belas) hari
kerja;

.IMB Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan
umum secara kolektif paling lama 10 (sepuluh) hari
kerja;

. IMB secara kolektif untuk Bangunan Gedung Untuk
Kepentingan Umum dengan ketinggian 1 (satu)
sampai dengan 8 (delapan) lantai paling lama 13 (tiga
belas) hari kerja;

. IMB secara kolektif untuk Bangunan Gedung Untuk
Kepentingan Umum dengan ketinggian lebih dari 8
(delapan) lantai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
dan

. IMB Bangunan Prasarana paling lama 10 (sepuluh)
hari kerja.



(2)

(3)

(1)

(9)

(1)

Permohonan IMB yang dapat diproses adalah
permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
Dalam hal Permohonan IMB dikembalikan ke Pemohon,
jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB
dihitung kembali dari awal.

Bagian Kesembilan
Perubahan Rencana Teknis Paska Penerbitan IMB

Pasal 100

Perubahan rencana teknis pasca penerbitan IMB antara

lain:

a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling atau
persil yang tidak sesuai dengan rencana teknis
dan/atau adanya kondisi eksisting di bawah
permukaan tanah yang tidak dapat diubah atau
dipindahkan seperti jaringan prasarana dan benda
cagar budaya,;

b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan Pemilik
Bangunan Gedung seperti penampilan arsitektur,
penambahan atau pengurangan luas dan jumlah
lantai, dan tata ruang-dalam; dan

c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik bangunan.

Perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk

penyesuaian dengan kondisi lapangan dan tidak

mempengaruhi sistem struktur dituangkan dalam

Gambar Terbangun (As Built Drawings).

Gambar Terbangun (As Built Drawings) sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

pelayanan perizinan atas rekomendasi Tim Teknis

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan

perizinan.

Perubahan rencana teknis yang mengakibatkan

perubahan pada arsitektur, struktur, dan utilitas harus

melalui permohonan baru IMB.

Perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi

harus melalui proses permohonan baru dengan proses

sesuai dengan penggolongan Bangunan Gedung untuk
penyelenggaraan IMB.

BAB IV
KETENTUAN PENYELENGGARAAN TABG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 101

TABG memiliki tugas umum memberikan nasehat,
pendapat dan pertimbangan teknis dalam
penyelenggaraan  Bangunan  Gedung khususnya
penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan
Umum.



(2)

(9)

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diberikan TABG kepada:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan, dalam hal TABG ditugaskan menjadi
anggota Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan, sebagai tugas rutin
tahunan dan tugas insidental; dan

c. Institusi lain, sebagai tugas insidental jika
dibutuhkan.

Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kompleksitas:

a. Bangunan Gedung Sederhana;

b. Bangunan Gedung Tidak Sederhana; dan

c. Bangunan Gedung khusus.

Bangunan Gedung Sederhana sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) huruf a diantaranya:

a. Bangunan Gedung fasilitas pelayanan kesehatan
seperti puskesmas kawasan perdesaan, klinik, dan
apotik;

b. Bangunan Gedung fasilitas pendidikan seperti taman
kanak-kanak dan sekolah dasar;

c. Bangunan Gedung pemerintahan seperti pos polisi,
kantor desa/lurah, dan kantor dinas; dan

d. bangunan fasilitas peribadatan seperti mushola dan
surau.

Bangunan Gedung Tidak Sederhana sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf b diantaranya:

a. Bangunan Gedung fasilitas kesehatan seperti rumah
bersalin, poliklinik, puskesmas perkotaan, dan
rumah sakit kelas A, B, dan C;

b. Bangunan Gedung perdagangan dan jasa skala
menengah dan besar, seperti pasar, pertokoan, pusat
perbelanjaan, atau sejenisnya;

c. Bangunan Gedung perindustrian seperti pabrik dan
Bangunan Gedung industri sejenisnya,;

d. Bangunan Gedung hunian jamak yang terdiri dari 2
(dua) unit atau lebih hunian terpisah seperti rumah
susun dan apartemen;

e. Bangunan Gedung hunian sementara seperti hotel,
motel, dan asrama;

f. Bangunan Gedung fasilitas peribadatan seperti
masjid, gereja, pura, vihara, dan klenteng;

g. Bangunan Gedung pemerintahan seperti kantor
bupati, kantor DPRD, kantor polisi, atau Bangunan
Gedung pelayanan pemerintah lainnya;

h. Bangunan Gedung fasilitas pendidikan seperti SMP,
SMU, dan perguruan tinggi, atau sejenisnya;

i. Bangunan Gedung kebudayaan seperti museum,
gedung kesenian, Bangunan Gedung adat, atau
sejenisnya; dan



j- Bangunan Gedung laboratorium seperti laboratorium
fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi,
laboratorium kebakaran, atau sejenisnya.

(6) Bangunan Gedung Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf ¢ diantaranya:

a. Bangunan Gedung olahraga seperti stadion atau
sejenisnya;

b. Bangunan Gedung terminal darat/laut/udara; dan

c. rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (lapas).

(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), TABG dibentuk secara ad-hoc dengan
masa penugasan tertentu yang susunan anggotanya
ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan
kompleksitas Bangunan Gedung.

Pasal 102

(1) Keanggotaan TABG meliputi:

a.unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan;

b. unsur instansi teknis terkait; dan

c. unsur ahli yaitu asosiasi profesi, perguruan tinggi,
dan/atau masyarakat ahli termasuk masyarakat
adat.

(2) Keanggotaan TABG dari unsur Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupakan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan
dan Perumahan, dan/atau pejabat lainnya yang terkait;

(3) Keanggotaan TABG dari unsur instansi teknis terkait
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
meliputi bidang tugas antara lain:

. bidang jalan;

. bidang perhubungan/transportasi;

bidang telekomunikasi;

. bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3);

bidang pertahanan;

bidang keamanan; dan
g. bidang keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(4) Keanggotaan TABG dari unsur ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri
dari bidang keahlian:

a. bidang arsitektur;
b. bidang struktur; dan
c. bidang utilitas (mekanikal dan elektrikal).

(5) Selain keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
keanggotaan TABG dari unsur ahli dapat dilengkapi
dengan bidang keahlian antara lain:

a. bidang planologi/perencanaan wilayah dan kota;
b. bidang pertamanan /lansekap;

c. bidang tata ruang-dalam/interior;

d. bidang Bangunan Gedung adat;

e. bidang nuklir; dan

f. bidang teknologi informasi.
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(6) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari:

a. ketua merangkap anggota TABG (ex-officio) dari unsur
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan;

b. wakil ketua merangkap anggota TABG (ex-officio) dari
unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan atau
instansi teknis terkait;

c. sekretaris merangkap anggota TABG (ex-officio) dari
unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan atau
instansi teknis terkait; dan

d. anggota TABG dari unsur Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan, instansi teknis terkait, dan ahli.

(7) Anggota TABG yang berhak memberikan suara (vote
member) dalam menetapkan keputusan hasil pengkajian
adalah anggota dari unsur ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c.

(8) Komposisi keanggotaan TABG ditetapkan dengan
ketentuan jumlah anggota TABG dari unsur ahli paling
sedikit sama dengan jumlah gabungan anggota TABG
dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan dan instansi
teknis terkait.

(9) Jumlah anggota TABG dari unsur ahli ditetapkan dalam
jumlah ganjil untuk kepentingan pemungutan suara
(voting) dalam hal Persetujuan Dokumen Rencana
Teknis tidak tercapai mufakat.

(10) Anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(11) Dalam hal tidak tersedia bidang keahlian yang
dibutuhkan, Bupati dapat:

a. merekrut ahli Bangunan Gedung dari
kabupaten/kota lain yang tidak ditetapkan sebagai
TABG berdasarkan basis data ahli Bangunan
Gedung kabupaten/kota lainnya; atau

b. mengundang anggota TABG kabupaten/kota lain di
Indonesia untuk membantu sebagai narasumber
sesuai kebutuhan.

(12) Untuk  melaksanakan  ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (11), Bupati menyampaikan
undangan tertulis kepada Bupati yang memiliki ahli
Bangunan Gedung untuk direkrut dan TABG yang
diundang sebagai narasumber.

(13) Format undangan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (12) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 103

(1) TABG setara dengan pejabat publik yang dalam
pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada:
a. asas umum penyelenggaraan negara; dan
b. kode etik TABG.



(2) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya:

SRS TR MO A0 T

. asas kepastian hukum;
. asas kemanfaatan;

asas ketidakberpihakan;

. asas kecermatan;

asas tidak menyalahgunakan wewenang;
asas keterbukaan;
asas kepentingan umum;

. asas pelayanan yang baik;

asas tertib penyelenggara negara;
asas profesionalitas;

. asas akuntabilitas;

asas efisiensi; dan

m. asas efektivitas.

(3) Naskah kode etik TABG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b paling sedikit memuat tujuan dan janji
TABG dalam membantu tugas Pemerintah Daerah
Kabupaten.

(4) Tujuan yang termuat dalam naskah kode etik TABG
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu
melaksanakan tugas untuk terwujudnya Bangunan
Gedung yang fungsional, andal dan efisien serta sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(5) Janji yang termuat dalam naskah kode etik TABG
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit
yaitu:

a.

b.

€.

melaksanakan tugas melaksanakan tugas secara
profesional dengan keilmuan yang didasari ilmu
pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya dan
ekonomi, serta meliputi kearifan lokal kaidah
tradisional,

melaksanakan tugas secara independen;

c. melaksanakan tugas secara objektif;
d.

melaksanakan tugas tanpa terdapat konflik
kepentingan; dan
melaksanakan tugas dengan hati nurani.

(6) Format naskah kode etik TABG tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Anggota TABG

Pasal 104

(1) Persyaratan calon anggota TABG meliputi:

a.
b.
c.

persyaratan umum,
persyaratan administratif; dan
persyaratan teknis keprofesian/kepakaran.

(2) Persyaratan umum calon anggota TABG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.

b.

Warga Negara Indonesia (WNI);
terdaftar sebagai penduduk di kabupaten/kota
tempat domisilinya;



(5)

(6)

c. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana kejahatan;

d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas

TABG;

e. sehat jasmani dan rohani; dan

f. bebas narkoba, yaitu tidak pernah terbukti sebagai

pengguna dan/atau pengedar narkoba.

Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), calon TABG dari unsur Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dan instansi teknis terkait, harus
memenuhi persyaratan umum lainnya yang meliputi:

a. tidak dalam status dinonaktifkan; dan

b. menduduki jabatan yang tugas dan fungsinya terkait

dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Persyaratan administratif calon anggota TABG

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. surat permohonan untuk menjadi TABG;

b. daftar riwayat hidup (curriculum vitae);

c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);

d. fotokopi ijasah pendidikan terakhir;

e. surat penugasan (hanya untuk calon TABG dari
unsur Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan);
fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP)
perseorangan;

g. surat keterangan domisili;

h. surat keterangan sehat;

i.

gl

surat keterangan bebas narkoba;

j- pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan

k. surat keterangan lainnya.

Persyaratan teknis keprofesian/kepakaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk calon

anggota TABG dari unsur ahli, meliputi:

a. sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga
sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk
unsur ahli dari asosiasi profesi;

b. persyaratan teknis keprofesian /kepakaran
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau surat
keterangan dosen yang memiliki kepangkatan
minimal asisten ahli untuk unsur ahli dari perguruan
tinggi;

c. pengakuan kepakaran atau pemangku dibidang adat
untuk unsur ahli dari masyarakat adat; dan

d. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan untuk anggota TABG dari unsur
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang perumahan dan  surat
rekomendasi dari kepala instansi teknis terkait untuk
calon anggota TABG dari unsur instansi teknis
terkait.

Format surat permohonan untuk menjadi TABG

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi TABG

Paragraf 1
Umum

Pasal 105

TABG mempunyai tugas dan fungsi secara:
a.rutin tahunan; dan
b.insidental.

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi Rutin Tahunan TABG

Pasal 106

Tugas rutin tahunan TABG dilakukan dalam rangka

pengesahan Dokumen Rencana Teknis Bangunan

Gedung Untuk Kepentingan Umum.

Berdasarkan unsur keanggotaannya, tugas rutin

tahunan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu:

a. unsur ahli memberikan pertimbangan teknis berupa
nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional;

b.unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan dan
instansi teknis terkait memberikan masukan tentang
program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
instansi yang terkait; dan

c. keseluruhan unsur anggota TABG dapat memberikan
konsultasi teknis kepada Pemohon IMB terkait
penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk
Kepentingan Umum pada proses pra Permohonan
IMB.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, TABG dari unsur ahli memiliki

fungsi pengkajian Dokumen Rencana Teknis Bangunan

Gedung Untuk Kepentingan Umum terhadap:

a. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi teknis
lain dari instansi berwenang.

b. pemenuhan persyaratan tata bangunan; dan

c. pemenuhan persyaratan keandalan Bangunan
Gedung.

Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari

instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf a, mengikuti ketentuan dalam Pasal 48 ayat

(4).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, TABG dari unsur Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang perumahan dan instansi teknis terkait memiliki

fungsi pemberian masukan data, dan/atau informasi

terhadap kondisi yang ada, program yang sedang atau

akan dilaksanakan di/melalui atau dekat dengan lokasi

rencana Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum

yang dimohonkan IMB-nya.



(1)

(4)

(9)

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi Insidental TABG

Pasal 107

Tugas TABG secara insidental yaitu memberikan

pertimbangan teknis dalam:

a. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan
Bangunan Gedung apabila diperlukan;

b. penyempurnaan peraturan perundang-undangan
terkait Bangunan Gedung apabila diperlukan; dan

c. penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan
Bangunan Gedung apabila diperlukan.

Penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a antara lain untuk:

a. penentuan peruntukan pemanfaatan ruang dan
persyaratan intensitas Bangunan Gedung dalam
rangka penerbitan IMB sementara apabila peraturan
tata ruang belum ditetapkan;

b. penilaian rekomendasi kelaikan fungsi Bangunan
Gedung yang diberikan oleh pengkaji teknis;

c. perencanaan perawatan Bangunan Gedung; dan
d. penilaian RTB Bangunan Gedung.
Penentuan peruntukan pemanfaatan ruang dan
persyaratan  intensitas yang belum  ditetapkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan
untuk membantu Bupati dalam menghasilkan acuan
penetapan peraturan terkait peruntukan pemanfaatan
ruang dan intensitas Bangunan Gedung dalam rangka
penerbitan IMB sementara.
Penilaian rekomendasi kelaikan fungsi Bangunan
Gedung yang diberikan oleh pengkaji teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
untuk  membantu Bupati menilai  kebenaran
rekomendasi pengkaji teknis terhadap kelaikan fungsi
Bangunan Gedung dalam rangka penerbitan SLF.
Perencanaan perawatan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ dilakukan
untuk membantu Bupati dalam penilaian terhadap
metode perawatan Bangunan Gedung yang akan
dilaksanakan oleh pemilik atau penyedia jasa dalam
rangka pengajuan perpanjangan SLF.

Penilaian RTB) Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk

membantu Bupati dalam penilaian metode

Pembongkaran, pemenuhan persyaratan keselamatan

harta benda, nyawa dan lingkungan akibat

Pembongkaran.

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b adalah:



a. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat

tentang penyempurnaan peraturan, termasuk
peraturan daerah, yang menghasilkan penentuan
substansi-substansi yang layak untuk

dipertimbangankan dalam peraturan;

b. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat
tentang pedoman teknis yang spesifik di daerah, yang
menghasilkan penentuan substansi-substansi yang
sesuai dengan kondisi lokal, dan;

c. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat
tentang standar teknis yang spesifik di daerah, yang
menghasilkan kesimpulan tentang pemenuhan
persyaratan sistem teknis konstruksi yang secara
tradisional dan spesifik telah digunakan, terhadap
standar teknis yang berlaku.

Penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ adalah memberikan pertimbangan untuk

menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam
pemutusan perkara tentang pelanggaran dibidang

Bangunan Gedung yang menghasilkan materi paparan

prinsip-prinsip penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Dalam melaksanakan tugas insidental sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) TABG memiliki fungsi:

a. pengkajian dan analisis berdasarkan bidang keahlian
masing-masing anggota;

b. pengkajian dan analisis terhadap masukan
masyarakat di luar TABG; dan

c. penyusunan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan dan/atau  Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dalam tugas penyelenggaraan Bangunan
Gedung.

Bagian Keempat
Pembentukan TABG

Pasal 108

(1) Tata  cara  pembentukan  TABG dilaksanakan

berdasarkan prinsip:
a. keterbukaan;

b. transparansi;

c. efisiensi; dan

d. keekonomisan.

(2) Tata cara pembentukan TABG sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk unsur ahli meliputi tahapan:

a. pembentukan panitia seleksi;

b. penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan anggota
TABG serta penyusunan rancangan naskah kode etik
TABG;

c. undangan Bupati kepada asosiasi profesi, perguruan
tinggi, lembaga masyarakat adat, dan/atau
Kabupaten /Kota lain;

d. penilaian calon anggota TABG oleh panitia seleksi;



e. pengusulan calon anggota TABG menjadi anggota
TABG kepada Bupati;

f. penetapan anggota TABG; dan

g. pelatihan dan pengukuhan anggota TABG.

(3) Tata cara pembentukan TABG sebagaimana dimaksud

(4)

(6)

(8)

pada ayat (1) dari unsur Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang

perumahan dan instansi teknis terkait meliputi
tahapan:

a. panitia seleksi menyampaikan surat permohonan
usulan nama calon anggota TABG dari unsur
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan dan instansi teknis
terkait kepada Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kepala instansi teknis terkait;

b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan dan kepala
instansi teknis terkait merekomendasikan calon
anggota TABG dari ASN kepada panitia seleksi;

c. panitia seleksi mengusulkan calon anggota TABG dari
unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan dan
instansi teknis terkait kepada Bupati untuk
ditetapkan sebagai anggota TABG;

d. penetapan anggota TABG; dan
e. pelatihan dan pengukuhan anggota TABG.
Format surat permohonan usulan nama calon anggota
TABG unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan dan instansi
teknis terkait dari panitia seleksi kepada kepada Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan dan kepala instansi
teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pembentukan TABG sebagamana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) dilakukan oleh panitia seleksi yang
sama dan dalam 1 (satu) kesatuan proses
pembentukan.
Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a merupakan kewenangan Bupati
yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan
menunjuk perwakilan dari unsur Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan, instansi teknis terkait, dan masyarakat
ahli.

Format Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia

Seleksi TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan anggota

TABG serta penyusunan rancangan naskah kode etik

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

oleh panitia seleksi dengan ketentuan:



a. menetapkan kriteria anggota TABG yang dibutuhkan
sesuai pertimbangan kompleksitas Bangunan Gedung
dan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat;

b. menetapkan jumlah anggota TABG yang dibutuhkan
sesuai pertimbangan jumlah penerbitan IMB
Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum dan
kemampuan keuangan daerah;

c. menetapkan persyaratan anggota TABG sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 104 berdasarkan
pertimbangan  kriteria, jumlah TABG yang
dibutuhkan, dan ketersediaan ahli Bangunan Gedung
di daerah; dan

d. menyusun dan menetapkan rancangan naskah kode
etik.

Proses pengusulan calon TABG sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf c¢ dilakukan dengan cara

penyampaian undangan Bupati oleh panitia seleksi
kepada:

. asosiasi profesi;

. perguruan tinggi;

lembaga masyarakat adat; dan/atau

. kabupaten/kota lain yang memiliki ahli Bangunan

Gedung tertentu yang tersedia di wilayahnya dan
tidak dalam penugasan sebagai anggota TABG.
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(10) Format undangan calon TABG kepada asosiasi profesi,

perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat adat dan
Kabupaten/Kota lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Penilaian calon anggota TABG sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh panitia seleksi
pada setiap calon anggota TABG dari unsur ahli
dengan menilai kualifikasi pendidikan, keahlian,
pengalaman, dan hasil pengujian.

(12) Pengusulan calon anggota TABG menjadi anggota

TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
dilakukan oleh panitia seleksi setelah mendapatkan
calon anggota TABG yang sudah memenuhi penilaian.

(13) Penetapan anggota TABG sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf d dilakukan oleh Bupati dengan
Keputusan Bupati berdasarkan usulan panitia seleksi.

(14) Format Keputusan Bupati tentang penetapan anggota

TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(15) Setelah anggota TABG ditetapkan, selanjutnya

dilakukan pelatihan dan pengukuhan terhadap

anggota TABG dengan ketentuan:

a.pelatihan anggota TABG dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan dengan
melibatkan instruktur yang memahami ketentuan
penyelenggaraan TABG; dan



(1)

(4)

b.pengukuhan anggota TABG dilakukan oleh Bupati
atau pejabat yang diberi kewenangan dengan
penyerahan Surat Keputusan Bupati tentang
Penetapan anggota TABG dan pembacaan kode etik
TABG.

Pasal 109

Keputusan penetapan anggota TABG sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (13), paling sedikit
memuat:
a. nama lengkap dan gelar akademis;
b. data umum;
c. unsur keanggotaan TABG;
d. bidang keahlian,;
e. ijasah terakhir; dan
f. remunerasi.
Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, paling sedikit memuat:
a. tempat lahir;
b. tanggal lahir; dan
c. alamat rumabh.
Unsur keanggotaan TABG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan;
instansi teknis terkait;
perguruan tinggi;
asosiasi profesi; atau
. masyarakat adat.
Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
f berupa pemberian honorarium anggota TABG yang
diberikan:
a. honorarium orang bulan, dalam hal intensitas
penugasan personil TABG tinggi; dan/atau
b. honorarium orang jam, dalam hal intensitas
penugasan personil TABG rendah.
Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberikan  sesuai dengan  beban  kerja dan
pembiayaannya mengacu pada standar biaya orang
bulan dan orang jam yang berlaku di Daerah
Kabupaten.
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Bagian Kelima
Penugasan TABG

Paragraf 1
Umum

Pasal 110

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan memberikan
penugasan kepada anggota TABG melalui surat
penugasan yang diterbitkan oleh sekretariat TABG.



(2)

(4)

(5)

(1)

Dengan mempertimbangkan besarnya beban kerja dan

bidang keahlian yang dimiliki oleh anggota TABG,

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang perumahan dapat

menugaskan anggota TABG untuk melaksanakan tugas

rutin tahunan dan/atau insidental.

Surat penugasan anggota TABG sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama lengkap dan gelar akademis;

b. unsur/instansi;

c. bidang keahlian/tupoksi;

d. kedudukan dalam tim;

e. penugasan ke; dan

f. remunerasi.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

f berupa pemberian honorarium anggota TABG meliputi:

a. honorarium orang bulan, dalam hal intensitas
penugasan personil TABG tinggi; dan/atau

b. honorarium orang jam, dalam hal intensitas
penugasan personil TABG rendah.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberikan  sesuai dengan  beban  kerja dan

pembiayaannya mengacu pada standar biaya orang

bulan dan orang jam yang berlaku di Daerah

Kabupaten.

Paragraf 2
Tata Cara Penugasan Rutin Tahunan TABG

Pasal 111

Tata cara penugasan rutin tahunan TABG meliputi:

a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan melalui
sekretariat TABG menugaskan anggota TABG untuk
melaksanakan tugas rutin tahunan sebagamana
dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, berdasarkan
surat permintaan tim teknis dari Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan; dan

b.dalam hal penugasan rutin tahunan TABG,
sekretariat TABG mempertimbangkan kesesuaian
antara kemampuan dan bidang keahlian setiap
anggota TABG dengan fungsi, klasifikasi, dan/atau
karakteristik Bangunan Gedung yang akan ditangani.

(2) Format keputusan Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan tentang penugasan rutin tahunan anggota
TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 3
Tata Cara Penugasan Insidental TABG

Pasal 112

(1) Tata cara penugasan insidental TABG meliputi:

a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan melalui
sekretariat TABG menugaskan anggota TABG untuk
melaksanakan tugas insidental sebagamana
dimaksud dalam Pasal 105 hutuf b, berdasarkan
permintaan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan, instansi teknis terkait atau instansi
lainnya; dan

b. dalam hal penugasan insidental TABG, sekretariat
TABG  mempertimbangkan  kesesuaian  antara
kemampuan dan bidang keahlian setiap anggota
TABG dengan kebutuhan pertimbangan teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1).

(2) Format keputusan Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
perumahan tentang penugasan insidental anggota
TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Tata Cara Pelaksanaan Tugas TABG

Paragraf 1
Umum

Pasal 113

Tata cara pelaksanaan tugas TABG meliputi:
a.tata cara pelaksanaan tugas rutin tahunan; dan
b.tata cara pelaksanaan tugas insidental.

Paragraf 2
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Rutin Tahunan TABG

Pasal 114

Tata cara pelaksanaan tugas rutin tahunan TABG meliputi:

a.pengkajian pemenuhan persyaratan Dokumen Rencana
Teknis Bangunan Gedung;

b.persidangan dan/atau asistensi; dan

c. Persetujuan Dokumen Rencana Teknis Bangunan
Gedung Untuk Kepentingan Umum.



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 115

Pengkajian pemenuhan persyaratan Dokumen Rencana

Teknis Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a

dilakukan terhadap kesesuaian dengan:

a. perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari
instansi berwenang;

b. persyaratan tata bangunan; dan

c. persyaratan keandalan Bangunan Gedung.

Pengkajian pemenuhan persyaratan Dokumen Rencana

Teknis Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum

terhadap kesesuaian dengan perizinan dan/atau

rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
untuk menjamin Dokumen Rencana Teknis Bangunan

Gedung Untuk Kepentingan Umum telah memenuhi

persyaratan tertentu yang ditentukan oleh instansi

teknis terkait dalam:

. bidang jalan;

. bidang perhubungan/ transportasi;

bidang telekomunikasi;

. bidang energi;

bidang pertahanan dan keamanan;

bidang lingkungan hidup; dan

g. bidang lainnya yang terkait.

Pengkajian pemenuhan persyaratan Dokumen Rencana

Teknis Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum

terhadap kesesuaian dengan persyaratan tata bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
untuk menjamin Dokumen Rencana Teknis Bangunan

Gedung Untuk Kepentingan Umum telah memenuhi

persyaratan tata bangunan yang meliputi:

a. persyaratan peruntukan dan intensitas Bangunan
Gedung, yaitu peruntukan lokasi, kepadatan,
ketinggian, dan jarak bebas Bangunan Gedung sesuai
rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang
dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan;

b. persyaratan arsitektur, yaitu penampilan, tata ruang
dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
dengan lingkungan; dan

c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan, yaitu
dampak negatif yang timbul.

Pengkajian pemenuhan persyaratan Dokumen Rencana

Teknis Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum

terhadap kesesuaian dengan persyaratan keandalan

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c dilakukan untuk menjamin Dokumen Rencana

Teknis Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum

telah memenuhi persyaratan keandalan Bangunan

Gedung yang meliputi:

a. persyaratan keselamatan;

b. persyaratan kesehatan;

c. persyaratan kenyamanan; dan

d. persyaratan kemudahan.
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(5) Pemenuhan persyaratan keselamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

(6)

a.

kemampuan mendukung beban muatan dengan
struktur yang kuat/kokoh, stabil dalam memikul
beban atau kombinasi beban, keandalan terhadap
pengaruh-pengaruh aksi akibat beban muatan tetap
atau beban sementara dari gempa dan angin, serta
struktur yang daktail;

. kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya

kebakaran dengan sistem proteksi pasif dan sistem
proteksi aktif;

. kemampuan mengurangi risiko kerusakan bahaya

petir dengan sistem penangkal petir yang menjamin
perlindungan terhadap Bangunan Gedung, peralatan,
dan manusia;

. kemampuan mencegah bahaya listrik dengan

perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, dan
pemeliharaan instalasi listrik yang menjamin
keandalan bangunan  gedung terhadap ancaman
bahaya kebakaran akibat listrik; dan

. kemampuan mencegah bahaya akibat bahan peledak

dengan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan
sistem pengamanan berupa peralatan detektor dan
peralatan terkait lainnya.

Pemenuhan  persyaratan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

a.

sistem penghawaan berupa ventilasi alami, bukaan
permanen, kisi-kisi, dan ventilasi mekanik yang
menjamin sirkulasi udara yang sehat;

. sistem pencahayaan berupa pencahayaan alami,

buatan, dan darurat yang menjamin tingkat iluminasi
sesuai dengan fungsi ruang;

. sistem air bersih dan sanitasi berupa penyediaan air

bersih, pembuangan air kotor/limbah, kotoran, dan
sampah, serta penyaluran air hujan yang menjamin
kesehatan manusia dan lingkungannya; dan

. penggunaan bahan Bangunan Gedung yang

menjamin kesehatan dan terjaganya baku mutu
lingkungan.

Pemenuhan persyaratan kenyamanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ meliputi:

a.

kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang
yang sesuai dengan kebutuhan luas ruang untuk
pengguna dan perabot/peralatan serta menjamin
kelancaran sirkulasi;

. kenyamanan  kondisi udara yang menjamin

kenyamanan temperatur dan kelembaban dalam
ruang;

. kenyamanan pandangan yang memperhatikan kaidah

perancangan arsitektur, tata ruang-dalam, tata
ruang-luar, serta privasi penghuni dan lingkungan
sekitarnya;

. kenyamanan terhadap getaran yang memperhatikan

kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap
getaran; dan



e. kenyamanan terhadap kebisingan yang
memperhatikan kaidah perancangan tingkat
kenyamanan terhadap kebisingan.

(8) Pemenuhan persyaratan kemudahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:

a. kemudahan ke, dari, dalam Bangunan Gedung
melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan
aksesibilitas hubungan horizontal dan vertikal, pintu,
koridor, tangga, ram, lif, escalator, dan elevator yang
menjamin kemudahan pencapaian dan pemanfaatan
ruang dalam Bangunan Gedung;

b. kemudahan evakuasi melalui penyediaan dan
perancangan sistem peringatan tanda bahaya, pintu
keluar, pintu darurat, dan jalur evakuasi yang
menjamin kemudahan evakuasi;

c. kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
dan lanjut usia melalui penyediaan dan perancangan
fasilitas dan aksesibilitas minimal tempat parkir,
rambu dan marka, jalur pemandu ram, tangga, lif,
pintu, toilet dan telepon umum; dan

d. kelengkapan  sarana dan  prasarana dalam
pemanfaatan Bangunan Gedung melalui penyediaan
dan perancangan kelengkapan pemanfaatan
bangunan seperti ruang ibadah, ruang ganti, ruang
bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas
komunikasi dan informasi.

Pasal 116

Pengkajian pemenuhan persyaratan Dokumen Rencana
Teknis Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 115.

Pasal 117

Pengkajian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 huruf a dituangkan dalam
bentuk daftar simak yang substansinya paling sedikit
dimuat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 118

(1) Persidangan dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 114 huruf b dilakukan dengan ketentuan:
a. dihadiri oleh Perencana Konstruksi, pemilik dan/atau
pengguna Bangunan Gedung serta seluruh anggota
TABG yang ditugaskan;

b. persidangan dan/atau asistensi dipimpin oleh ketua
TABG; dan

c. persidangan dan/atau asistensi membahas dan
memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan
Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Untuk
Kepentingan Umum.



(2) Dalam hal ketua TABG berhalangan hadir, persidangan
dan/atau asistensi dipimpin oleh wakil ketua TABG
atau sekretaris TABG.

(3) Persidangan dilakukan melalui:

a. pemaparan Dokumen Rencana Teknis Bangunan
Gedung Untuk Kepentingan Umum oleh Perencana
Konstruksi;

b. penyampaian tanggapan TABG terhadap pemaparan
Perencana Konstruksi dan penyampaian hasil
pengkajian TABG terhadap pemenuhan persyaratan
Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung
kepentingan umum;

c. diskusi internal; dan

d. pertimbangan teknis TABG.

(4) Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Untuk
Kepentingan Umum yang dipaparkan oleh Perencana
Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a paling sedikit memuat perancangan:

a. arsitektur;

b. struktur; dan

c. utilitas.

(5) Persidangan dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dibatasi
paling banyak 3 (tiga) kali.

(6) Asistensi dilaksanakan dalam hal terdapat catatan
perbaikan dari TABG yang disampaikan pada saat
persidangan.

(7) Diskusi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c dilakukan oleh TABG dengan Perencana
Konstruksi serta pemilik dan/atau pengguna Bangunan
Gedung setelah pemaparan oleh Perencana Konstruksi
sebelum TABG memberikan pertimbangan teknisnya.

(8) Pertimbangan teknis TABG sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d dituangkan dalam berita acara
persidangan yang berupa:

a. catatan tanpa perbaikan; atau

b. catatan perbaikan

(9) catatan tanpa perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf a berupa kesimpulan hasil persidangan
yang menyatakan bahwa Dokumen Rencana Teknis
Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum sudah
memenuhi persyaratan.

(10) catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) huruf b memuat butir-butir perbaikan dari TABG
terhadap Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung
Untuk Kepentingan Umum.

(11) butir-butir perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) harus bersifat konkrit dan komprehensif serta
tidak dapat ditambahkan pada agenda sidang
berikutnya.

(12) Dalam hal dilakukan persidangan berikutnya,
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan memfasilitasi dan menjadwalkan kembali
persidangan Dokumen Rencana Teknis Bangunan
Gedung Untuk Kepentingan Umum.



(13) Proses persidangan berikutnya hanya mengkonfirmasi
butir-butir perbaikan yang termuat dalam berita acara
persidangan sebelumnya.

(14) Ketentuan mengenai format jadwal sidang TABG
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Persetujuan Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 119

(1) Persetujuan Dokumen Rencana Teknis Bangunan
Gedung Untuk Kepentingan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 114 huruf c diberikan oleh
TABG dalam hal kesimpulan hasil pemeriksaan
Dokumen Rencana Teknis menyatakan bahwa:

d. tidak terdapat catatan perbaikan; atau
e. catatan perbaikan telah dipenuhi.

(2) Dalam hal Persetujuan Dokumen Rencana Teknis
Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh anggota
TABG yang diberi penugasan termasuk ketua (ex-officio)
harus bertanda tangan.

(3) Dalam hal anggota TABG berhalangan saat
penandatanganan dokumen pertimbangan teknis,
anggota TABG yang bersangkutan harus membuat
pernyataan tertulis sebelum/pada tanggal
penandatanganan dokumen.

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan mengesahkan Dokumen Rencana Teknis
Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum
berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh TABG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Insidental TABG

Pasal 120

Tata cara pelaksanaan tugas insidental TABG meliputi:
a. pengkajian; dan
b. persidangan.

Pasal 121

Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 huruf
a dilakukan terhadap pelaksanaan tugas insidental TABG
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) sampai
dengan ayat (4), dan ayat (8).

Pasal 122

(1) Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120
huruf b dilakukan secara insidental dan komprehensif;



(2) Persidangan insidental sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai
berikut:

a. pembahasan permasalahan penyelenggaraan
Bangunan Gedung, penyempurnaan peraturan
perundang-undangan Bangunan Gedung, dan/atau
kasus hukum terkait permasalahan Bangunan
Gedung; dan

b. Pertimbangan teknis dari TABG.

(3) Pertimbangan teknis dari TABG berupa nasihat,
pendapat, dan  pertimbangan profesional yang
disampaikan  kepada  Perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
perumahan, instansi teknis terkait, dan/atau instansi
lain terkait pelaksanaan tugas insidental sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) sampai dengan ayat
(4), dan ayat (8).

Pasal 123

Waktu pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 120 huruf b dijadwalkan bersama oleh anggota
TABG yang  ditugaskan sesuai dengan  kondisi
permasalahan dan kebutuhan.

Bagian Ketujuh
Jangka Waktu Masa Kerja TABG

Pasal 124

(1) Jangka waktu masa kerja TABG ditetapkan untuk:
a. tugas rutin tahunan; dan
b. tugas insidental.

(2) Jangka waktu masa kerja TABG untuk tugas rutin
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
yaitu memberikan pertimbangan teknis terhadap
Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Untuk
Kepentingan Umum, ditetapkan selama 1 (satu) tahun
sesuai dengan periode tahun anggaran.

(3) Jangka waktu masa kerja TABG sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, dan
paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan.

(4) Jangka waktu masa kerja TABG untuk tugas insidental
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
ditetapkan sesuai kebutuhan dan paling lama 3 (tiga)
tahun.

(5) Dalam hal ketersediaan ahli terkait bidang Bangunan
Gedung terbatas, perpanjangan masa kerja TABG
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) dapat dikecualikan.



(1)

(4)

(5)

Bagian Kedelapan
Pembiayaan TABG

Pasal 125

Pembiayaan TABG dibutuhkan untuk mendukung
operasionalisasi tugas TABG, bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah pada dokumen
pelaksanaan anggaranPerangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
perumahan.

Pembiayaan TABG dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah diusulkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
perumahan pada tahun anggaran sebelumnya
berdasarkan perkiraan kebutuhan operasionalisasi
tugas TABG.

Pembiayaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. biaya operasional sekretariat TABG;

b. biaya persidangan TABG;

c. honorarium TABG; dan

d. biaya perjalanan dinas TABG.

Biaya operasional sekretariat TABG sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain pembiayaan
untuk:

a. operasional sekretariat;

b. pengelolaan basis data ahli Bangunan Gedung;

c. honor tenaga sekretariat;

d. pengadaan peralatan; dan

e. pengadaan alat tulis kantor.

Biaya persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b merupakan pembiayaan penyelenggaraan
sidang TABG antara lain untuk:

a. sewa ruang;

b. penggandaan dokumen sidang; dan

c. konsumsi.

Bagian Kesembilan
Sanksi Bagi Anggota TABG

Pasal 126

Sanksi bagi anggota TABG diberikan oleh Kepala

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perumahan melalui sekretariat

TABG atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota

TABG.

Sanksi bagi anggota TABG sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dalam bentuk:

. sanksi teguran,;

. sanksi peringatan;

sanksi pemberhentian; dan

.sanksi pemberhentian dan dikeluarkan dari basis
data ahli Bangunan Gedung.
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(3)

(4)

(7)

(8)

(2)

(3)

Sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a diberikan pada setiap anggota TABG yang
dalam periode masa penugasannya tidak melaksanakan
tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan
tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diberikan pada setiap anggota TABG yang
dalam periode masa penugasannya tidak melaksanakan
tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan
tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c diberikan pada setiap anggota TABG
yang dalam periode masa penugasannya tidak
melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan dan/atau 3
(tiga) kali pertemuan berturut-turut tanpa alasan
tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sanksi pemberhentian dan dikeluarkan dari basis data
ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d diberikan pada setiap anggota TABG
yang dalam periode masa penugasannya:
a. terbukti menggunakan atau mengedarkan narkoba;
b. terbukti melakukan tindakan kriminal/pidana;
c. mendapat hukuman berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
d. melakukan malpraktek; dan/atau
e. melanggar kode etik TABG.
Pemberhentian  anggota @~ TABG  bukan  karena
pelanggaran dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan melalui sekretariat TABG apabila
yang bersangkutan mengajukan permohonan
pengunduran diri secara tertulis atau meninggal dunia.
Ketentuan mengenai format Lkeputusan tentang
penjatuhan sanksi bagi anggota TABG sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Sekretariat TABG

Pasal 127

Sekretariat TABG merupakan unit yang bertugas
memfasilitasi:

a. pembentukan TABG;

b. pelaksanaan tugas TABG; dan

c. pengelolaan administrasi TABG.

Sekretariat TABG melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas TABG.

Sekretariat TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melekat kepada bidang cipta karya pada Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan.



(4) Keanggotaan sekretariat TABG ditunjuk dari unsur
Pegawai ASN pada  Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
perumahan.

(5) Pembentukan sekretariat TABG ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
perumahan.

Pasal 128

(1) Fasilitasi pembentukan TABG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui
pembentukan panitia seleksi.

(2) Calon anggota panitia seleksi disiapkan oleh sekretariat
TABG dan diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan kepada Bupati.

(3) Pembentukan panitia seleksi ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(4) Panitia seleksi diberikan waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari kerja untuk menyampaikan pengusulan
anggota TABG kepada Bupati.

(5) Bupati menetapkan anggota TABG untuk masa tugas 1
(satu) tahun dan dapat diperpanjang melalui dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 129

Fasilitasi pelaksanaan tugas TABG sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 127 ayat (1) huruf b antara lain:

a.penyediaan ruang rapat;

b.penyediaan ruang sidang; dan

c. penyediaan peralatan penunjang tugas TABG.

Pasal 130

Fasilitasi pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf c antara lain:

a.pemilihan personil TABG untuk diusulkan menjadi
anggota Tim  Teknis Perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan;

b. penyiapan remunerasi TABG;

c. penyiapan tata surat menyurat dan administrasi lainnya;
dan

d. pengelolaan basis data ahli Bangunan Gedung.

Pasal 131

(1) Remunerasi TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
130 huruf b dianggarkan pada anggaran Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan.

(2) Remunerasi TABG dilaksanakan dalam bentuk:

a. honorarium orang bulan, dalam hal intensitas
penugasan personil TABG tinggi; dan/atau



b. honorarium orang jam, dalam hal intensitas
penugasan personil TABG rendah.

(3) Bentuk dan besaran remunerasi TABG ditetapkan
dalam Keputusan Penugasan TABG.

Pasal 132

(1) Tata surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 130 huruf c meliputi penggunaan identitas
tersendiri  berupa  kop  surat/dokumen  TABG,
cap/stempel TABG, dan logo TABG.

(2) Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 130 huruf c digunakan untuk semua dokumen
yang dihasilkan dalam penyelenggaraan TABG dan
harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan.

Pasal 133

(1) Pengolahan basis data ahli Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d adalah
penghimpunan seluruh daftar tentang data anggota
TABG yang sudah ditetapkan dan ahli Bangunan
Gedung dari asosiasi profesi, perguruan tinggi,
masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan serta instansi teknis
terkait sebagai sumber rekrutmen calon TABG.

(2) Basis data ahli Bangunan Gedung disusun oleh
sekretariat TABG dan dimutakhirkan apabila terdapat
perubahan terkait pembentukan TABG, perpanjangan
masa kerja TABG, berakhirnya masa kerja TABG,
pemberhentian TABG dan/atau data ketersediaan ahli
Bangunan Gedung.

(3) Basis data ahli Bangunan Gedung dikelola oleh
sekretariat TABG melalui sistem informasi dan
terpublikasi secara terbuka sehingga dapat diakses dari
seluruh kabupaten/ kota, provinsi dan pusat.

(4) Format basis data ahli Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat
TABG diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan.



BAB V
KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 135

(1) Setiap Bangunan Gedung yang telah selesai dibangun
harus memiliki SLF sebelum dimanfaatkan.

(2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Bangunan Gedung baru dan Bangunan
Gedung Eksisting.

(3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperoleh dengan mengajukan permohonan SLF kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan.

(4) Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diajukan oleh Pemohon yang merupakan Pemilik
Bangunan Gedung atau orang yang diberi kuasa oleh
Pemilik Bangunan Gedung.

(5) Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

(6) SLF diterbitkan terhadap Bangunan Gedung yang telah
memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan
hasil pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.

(7) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh
penyedia jasa pengkaji teknis Bangunan Gedung,
kecuali untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai oleh Tim
Teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan.

(8) Tim Teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) beranggotakan Pegawai ASN dari Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan.

Pasal 136

Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan SLF
diselenggarakan secara transparan, prosedur yang jelas,
dan tanpa pungutan biaya prinsip pelayanan prima.

Pasal 137

(1) SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1)
diberikan untuk 1 (satu) kesatuan sistem Bangunan
Gedung.

(2) Pemberian SLF sebagian dapat diberikan atas
permohonan Pemilik Bangunan Gedung untuk:

a. Bangunan Gedung yang terpisah secara horizontal
atau terpisah secara kesatuan konstruksi; dan/atau
b. setiap unit Bangunan Gedung yang merupakan
kelompok Bangunan Gedung dalam 1 (satu)

kavling/persil dengan kepemilikan yang sama.



(3) Pemberian SLF bertahap dapat diberikan atas
permohonan Pemilik Bangunan Gedung yang IMB-nya
diterbitkan secara kolektif untuk setiap Bangunan
Gedung tunggal yang telah dinyatakan laik fungsi.

Pasal 138

Ketentuan penyelenggaraan SLF meliputi:

penggolongan objek SLF;

persyaratan administratif permohonan SLF;
persyaratan teknis permohonan SLF;

masa berlaku SLF;

tata cara penerbitan SLF;

dokumen SLF Bangunan Gedung; dan

jangka waktu proses permohonan dan penerbitan SLF.
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Bagian Kedua
Penggolongan Objek SLF

Pasal 139

(1) Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138 huruf a meliputi:

a. Bangunan Gedung baru;

b. Bangunan Gedung Eksisting; dan

c. Bangunan Prasarana.

(2) Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. penerbitan SLF; atau SLF yang pertama kali; atau

b. penerbitan SLF, atau perpanjangan SLF.

(3) Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan kompleksitas
Bangunan Gedungnya meliputi:

a. Bangunan Gedung Sederhana;

b. Bangunan Gedung Tidak Sederhana; dan

c. Bangunan Gedung khusus.

(4) Penggolongan objek SLF sebagimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan pelaksanaan
pengawasan konstruksinya meliputi:

a. Bangunan Gedung Sederhana yang pengawasan
konstruksinya dilakukan oleh penyedia jasa;

b. Bangunan Gedung Sederhana dengan Desain
Prototipe yang pengawasan konstruksinya dilakukan
sendiri oleh pemilik;

c. Bangunan Gedung Sederhana yang desain dan
pengawasan konstruksinya dilakukan sendiri oleh
pemilik; dan

d. Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan khusus.

Bagian Ketiga
Persyaratan Administratif Permohonan SLF

Pasal 140
(1) Persyaratan administratif permohonan penerbitan SLF
meliputi:



(6)

a. formulir  permohonan  penerbitan SLF yang
ditandatangani oleh Pemohon;

b. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila Pemohon
bukan pemilik bangunan;

c. data tanah, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan
tanah atau perubahan perjanjian pemanfaatan tanah;

d. surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi
bahwa Bangunan Gedung laik fungsi; dan

e. data penyedia jasa perencana, pelaksana, dan/atau
pengawas/manajemen konstruksi.

Persyaratan administratif permohonan perpanjangan

SLF meliputi:

a. formulir permohonan perpanjangan SLF yang
ditandatangani oleh Pemohon;

b. surat kuasa dari pemilik bangunan, apabila Pemohon
bukan pemilik bangunan;

c. data tanah, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan
tanah atau perubahan perjanjian pemanfaatan tanah;

d. surat pernyataan penyedia jasa pengkaji teknis
bahwa Bangunan Gedung laik fungsi; dan

e. data penyedia jasa pengkaji teknis.

Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c dan pada ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. fotokopi surat bukti status hak atas tanabh;

b. fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB tahun berjalan; dan

c. surat perjanjian pemanfaatan atau penggunaan
tanah antara Pemilik Bangunan Gedung dengan
pemegang hak atas tanah dalam hal Pemilik
Bangunan Gedung bukan pemegang hak atas tanah.

Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk

Bangunan Gedung Eksisting, surat pernyataan

pengawas/manajemen konstruksi dan data penyedia

jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan

huruf e diganti menjadi:

a. surat pernyataan pengkaji teknis; dan

b. data pengkaji teknis.

Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk

Bangunan Gedung Sederhana yang perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh

pemilik, surat pernyataan pengawas/manajemen

konstruksi dan data penyedia jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diganti

menjadi:

a. surat pernyataan pemilik; dan

b. data pemilik.

Dalam hal permohonan SLF untuk Bangunan Gedung

Sederhana bukan kepentingan umum, surat pernyataan

pengawas/manajemen konstruksi dan data penyedia

jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan

huruf e diganti menjadi:

a. surat pernyataan pemilik;

b. surat pernyataan Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan; dan

c. data pemilik dan Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan.



Pasal 141

Ketentuan mengenai format persyaratan administratif
permohonan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Persyaratan Teknis Permohonan SLF

Paragraf 1
Umum

Pasal 142

(1) Persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF
Bangunan Gedung meliputi:
a. data umum Bangunan Gedung;
b. dokumen IMB beserta lampirannya;
c. as built drawings;
d. dokumen pengawasan konstruksi; dan
e. dokumen testing comisioning dan/atau dokumen
pemeriksaan kelaikan fungsi.
(2) Persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF
Bangunan Prasarana meliputi:
a. data umum Bangunan Prasarana;
b. dokumen IMB prasarana beserta lampirannya; dan
c. as built drawings;
d. dokumen pengawasan konstruksi; dan
e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.
(3) Persyaratan teknis permohonan perpanjangan SLF
Bangunan Gedung meliputi:
. data umum Bangunan Gedung;
. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;
dokumen pemeliharaan dan perawatan;
. dokumen pemeriksaan berkala; dan
as built drawings;
dokumen pengawasan konstruksi; dan
dokumen testing comisioning dan/atau dokumen
pemeriksaan kelaikan fungsi.
(4) Persyaratan teknis permohonan perpanjangan SLF
Bangunan Prasarana meliputi:
. data umum Bangunan Prasarana;
. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;
dokumen pemeliharaan dan perawatan;
. dokumen pemeriksaan berkala; dan
as built drawings;
dokumen pengawasan konstruksi; dan
dokumen testing comisioning dan/atau dokumen
pemeriksaan kelaikan fungsi.
(5) Data umum Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
a. nama Bangunan Gedung;
b. alamat lokasi Bangunan Gedung;
c. fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung;
d. jumlah lantai Bangunan Gedung;
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(6)

e. luas lantai dasar Bangunan Gedung;

f. total luas lantai Bangunan Gedung;

g. ketinggian Bangunan Gedung;

h.luas basemen;

i. jumlah lantai basemen; dan

j- posisi Bangunan Gedung.

Data wumum Bangunan Prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a
meliputi:

a. nama Bangunan Prasarana;

b. alamat lokasi Bangunan Prasarana;

c. fungsi Bangunan Prasarana; dan

d. posisi Bangunan Prasarana.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan

(1)

(3)

(4)

(5)

Gedung Sederhana
Pasal 143

Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan

Gedung dan menyampaikan kelengkapan dokumen

persyaratan teknis meliputi:

a. dokumen IMB beserta lampirannya;

b. Dokumen Rencana Teknis yang telah disahkan;

c. as built drawings;

d. dokumen pengawasan konstruksi; dan

e. dokumen testing comisioning.

Dalam hal pemilik adalah MBR sehingga pemBangunan

Gedung tidak melibatkan penyedia jasa konstruksi,

kelengkapan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit memuat:

. dokumen IMB beserta lampirannya;

. Dokumen Rencana Teknis yang telah disahkan;

spesifikasi umum struktur;

. gambar situasi atau gambar tapak;

gambar denah, tampak, potongan;

foto pengawasan konstruksi; dan

daftar simak pengawasan konstruksi Bangunan

Gedung Sederhana yang diisi oleh pemilik dan

diketahui Tim Teknis Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan pelayanan perizinan.

Formulir data umum dan dokumen IMB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengikuti

ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3).

As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 141.

Dokumen Rencana Teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. Dokumen Rencana Teknis yang dibuat oleh
Perencana Konstruksi;

b. Dokumen Rencana Teknis yang memuat Desain
Prototipe; atau

c. Dokumen Rencana Teknis yang dibuat oleh Pemohon.
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(6) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk
Bangunan Gedung Eksisting yang belum memiliki IMB,
persyaratan teknis sebagimana dimaksud pada ayat (1)
diganti dengan ketentuan dalam Pasal 141.

(7) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, kelengkapan
dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diganti dengan persyaratan meliputi:

. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;

. dokumen pemeliharaan dan perawatan;

dokumen pemeriksaan berkala;

.dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan

Gedung;

as built drawings;

dokumen pengawasan konstruksi; dan

g. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.
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Pasal 144

Ketentuan mengenai format persyaratan teknis
permohonan penerbitan SLF Bangunan Gedung Sederhana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan
Gedung Tidak Sederhana dan Khusus

Pasal 145

(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan
Gedung dan menyampaikan kelengkapan dokumen
persyaratan teknis meliputi:

a. dokumen IMB beserta lampirannya;

b. Dokumen Rencana Teknis yang telah disahkan;
c. as built drawings;

d. dokumen pengawasan konstruksi; dan

e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.

(2) Formulir data umum dan dokumen IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengikuti
ketentuan dalam Pasal 143 ayat (5).

(3) As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 143.

(4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk
Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan khusus
eksisting yang belum memiliki IMB, persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan
ketentuan dalam Pasal 152.

(5) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, kelengkapan
dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diganti dengan persyaratan meliputi:

a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;

b. dokumen pemeliharaan dan perawatan;

c. dokumen pemeriksaan berkala;

d. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan
Gedung; dan



e. as built drawings;
f. dokumen pengawasan konstruksi; dan
g. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.

Pasal 146

Ketentuan mengenai format persyaratan teknis
permohonan penerbitan SLF Bangunan Gedung Tidak
Sederhana dan khusus sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 145 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan
Prasarana

Pasal 147

(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum Bangunan
Prasarana dan menyampaikan kelengkapan dokumen
persyaratan teknis meliputi:

a. dokumen IMB beserta lampirannya,;

b. Dokumen Rencana Teknis yang telah disahkan;
c. as built drawings;

d. dokumen pengawasan konstruksi; dan

e. dokumen testing comisioning.

(2) Formulir data umum dan dokumen IMB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengikuti
ketentuan dalam Pasal 142 ayat (6).

(3) As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ mengikuti ketentuan dalam Pasal 144.

(4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk
Bangunan Prasarana yang belum memiliki IMB,
persyaratan teknis sebagimana dimaksud pada ayat (1)
diganti dengan:

a. as built drawings; dan
b. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.

(5) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, kelengkapan
dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diganti dengan persyaratan meliputi:

a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya;
b. dokumen pemeliharaan dan perawatan;

c. dokumen pemeriksaan berkala;

d. as built drawings; dan

e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi.

Pasal 148

Ketentuan mengenai format persyaratan teknis
permohonan penerbitan SLF Bangunan Prasarana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kelima
Masa Berlaku SLF Bangunan Gedung

Pasal 149

(1) SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal
sederhana dan rumah deret sederhana berlaku selama
Bangunan Gedung tidak mengalami perubahan IMB.

(2) SLF Bangunan Gedung hunian rumah tinggal tunggal
dan rumah deret dengan ketinggian sampai dengan 2
(dua) lantai berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh)
tahun.

(3) SLF Bangunan Gedung rumah tinggal tidak sederhana
dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai, Bangunan
Gedung lainnya pada umumnya, dan Bangunan
Gedung Untuk Kepentingan Umum berlaku untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.

(4) SLF Bangunan Gedung yang telah habis masa
berlakunya harus diperpanjang.

(5) Pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedung
dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender
sebelum masa berlaku SLF Bangunan Gedung berakhir.

Bagian Keenam
Tata Cara Penyelenggaraan SLF

Paragraf 1
Umum

Pasal 150

(1) Tata cara penyelenggaraan SLF meliputi:

a. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan
Gedung Sederhana;

b. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan
Gedung Sederhana dengan Desain Prototipe atau
desain sendiri oleh pemilik;

c. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan
Gedung Tidak Sederhana dan khusus;

d. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan
Gedung Sederhana eksisting;

e. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan
Gedung Tidak Sederhana dan khusus eksisting;

f. tata cara penyelenggaraan perpanjangan SLF; dan

g. tata cara penyelenggaraan SLF untuk Bangunan
Prasarana.

(2) Tata cara penyelenggaraan SLF sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi tahap:

a. proses permohonan SLF; dan

b. proses verifikasi hasil Pengkajian Teknis dan proses
penerbitan SLF.

(3) Tata cara penyelenggaraan SLF sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi tahap:

a. proses asistensi pemeriksaan pemenuhan
persyaratan teknis; dan

b. proses permohonan dan penerbitan SLF.



(4) Tata cara penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung
Tidak Sederhana dan khusus sebagaimana meliputi
tahap:

a. proses prapermohonan SLF;

b. proses verifikasi Pengkajian Teknis dan penerbitan
surat persetujuan pemeriksaan kelaikan fungsi;

c. proses permohonan SLF; dan

d. proses penerbitan SLF.

(5) Dalam hal permohonan SLF untuk Bangunan Gedung
Sederhana, proses pemeriksaan kelaikan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan.

(6) Dalam hal prapermohonan SLF untuk Bangunan
Gedung Tidak Sederhana dan khusus, dan proses
pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perumahan.
Paragraf 2
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung
Sederhana
Pasal 151

(1) Proses permohonan SLF Bangunan Gedung Sederhana
meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan SLF kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan dengan melampirkan dokumen persyaratan
administratif dan teknis;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administratif dan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan teknis
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan SLF
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi dan/atau
diperbaiki; dan

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 140.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 143.

(4) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis
dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan ke verifikasi
hasil pengkajian teknis.

Pasal 152

Proses verifikasi hasil Pengkajian Teknis dan penerbitan
SLF Bangunan Gedung Sederhana meliputi:



a.tim teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan melakukan verifikasi kesesuaian
dokumen as built drawing, pengawasan konstruksi, dan
dokumen laporan  testing comisioning terhadap
pemenuhan persyaratan teknis;

b.tim teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan melakukan pemeriksaan visual
Bangunan Gedung terhadap pemenuhan persyaratan
teknis;

c. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tidak
sesuai, Tim  Teknis Perangkat  Daerah  yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan mengeluarkan
rekomendasi perbaikan Bangunan Gedung;

d.Pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan
rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ dalam batas waktu yang ditentukan;

e. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan sesuai,
tim teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan mengeluarkan rekomendasi
penerbitan SLF; dan

f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan mengesahkan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada huruf d dan menerbitkan dokumen SLF.

Paragraf 3
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung
Sederhana yang Menggunakan Desain Prototipe dan Desain
Sendiri

Pasal 153

(1) Proses asistensi pemeriksaan pemenuhan persyaratan
teknis meliputi:

a. Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan memberikan
asistensi kepada Pemohon IMB terkait pemanfaatan
Desain Prototipe atau pembuatan desain sederhana
berpedoman kepada ketentuan persyaratan pokok
bangunan tahan gempa;

b. pemilik  diberikan daftar simak pengawasan
pelaksanaan konstruksi bangunan;

c. tim teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan melakukan asistensi
pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis selama
masa pelaksanaan konstruksi; dan

d. penandatanganan surat pernyataan oleh Pemilik
Bangunan Gedung diketahui oleh Tim Teknis
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan bahwa Bangunan Gedung laik fungsi.

(2) Tim teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf c beranggotakan Pegawai ASN dari
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan.



Pasal 154

(1) Proses permohonan dan penerbitan SLF Bangunan
Gedung Sederhana meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan SLF kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan dengan melampirkan dokumen persyaratan
administratif dan teknis;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administratif dan teknis;

c. dalam hal persyaratan administratif dan teknis
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan SLF
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi dan/atau
diperbaiki; dan

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 150.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 143.

(4) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis
dinyatakan lengkap, Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan mengeluarkan
rekomendasi penerbitan SLF.

(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan mengesahkan rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada huruf d dan menerbitkan dokumen SLF.

Paragraf 4
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Tidak
Sederhana dan Khusus

Pasal 155

(1) Proses prapermohonan SLF Bangunan Gedung Tidak

Sederhana dan khusus, meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan
kelaikan fungsi kepada Kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan sebelum mengajukan permohonan SLF;

b. Pemohon  melampirkan dokumen  persyaratan
administratif dan teknis;

c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang  perumahan  melakukan
pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif
dan teknis;

d.dalam hal persyaratan administratif dan teknis
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan SLF
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi dan/atau
diperbaiki; dan

e. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan persyaratan.



(2)

(3)

(4)

(5)

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 104.
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105.

Dalam hal persyaratan administratif dan teknis
dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan ke verifikasi
hasil Pengkajian Teknis dan penerbitan surat
rekomendasi penerbitan SLF.

Pasal 156

Proses verifikasi hasil Pengkajian Teknis dan penerbitan

surat rekomendasi penerbitan SLF meliputi:

a. Tim Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan melakukan
verifikasi kesesuaian dokumen as built drawing,
pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan testing
comisioning terhadap pemenuhan persyaratan teknis;

b. Tim Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan melakukan
pemeriksaan visual Bangunan Gedung terhadap
pemenuhan persyaratan teknis;

c. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
dinyatakan tidak sesuai, Tim Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan mengeluarkan rekomendasi perbaikan
Bangunan Gedung;

d. Pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan
rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada
huruf c dalam batas waktu yang ditentukan;

e. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
dinyatakan sesuai, Tim Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan mengeluarkan rekomendasi penerbitan
SLF; dan

f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan mengesahkan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf d
dan menerbitkan dokumen SLF.

Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pegawai ASN Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan  urusan = pemerintahan  bidang
perumahan.

Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

pelayanan perizinan memandang penting, proses

verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melibatkan TABG.

Pasal 157

Proses permohonan SLF Bangunan Gedung Tidak
Sederhana dan khusus meliputi:



a. Pemohon mengajukan permohonan SLF kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan dengan melampirkan dokumen persyaratan
administratif, persyaratan teknis, dan surat
rekomendasi penerbitan SLF;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administratif persyaratan teknis, dan
surat rekomendasi penerbitan SLF;

c. dalam hal persyaratan administratif persyaratan
teknis, dan surat rekomendasi penerbitan SLF
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan SLF
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi dan/atau
diperbaiki; dan

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 104.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 105.

(4) Surat rekomendasi penerbitan SLF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam 152.

(5) Dalam hal persyaratan administratif, persyaratan
teknis, dan surat rekomendasi penerbitan SLF
dinyatakan  lengkap, Perangkat @ Daerah  yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan menerbitkan
dokumen SLF.

Paragraf 5
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung
Eksisting

Pasal 158

(1) Proses permohonan SLF Bangunan Gedung Eksisting
meliputi:

a. Pemohon mengajukan prapermohonan SLF kepada
Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen
persyaratan administratif dan teknis;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang perumahan  melakukan
pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif
dan teknis;

c. dalam hal Bangunan Gedung Eksisting yang
dimintakan SLF nya belum mempunyai IMB,
penyelenggaraan penerbitan SLF nya mengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155
sampai dengan Pasal 157;

d. dalam hal persyaratan administratif dan teknis
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan SLF
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi
dan/atau diperbaiki; dan



(2)

(3)

(4)

e. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 152.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 152 untuk Bangunan Gedung Sederhana
atau mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 152 untuk Bangunan Gedung Tidak

Sederhana dan khusus.

Dalam hal persyaratan administratif dan teknis

dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan ke verifikasi

hasil Pengkajian Teknis dan penerbitan surat
rekomendasi penerbitan SLF.

Pasal 159

Proses verifikasi hasil Pengkajian Teknis dan penerbitan

surat rekomendasi SLF meliputi:

a.Tim Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan melakukan
verifikasi kesesuaian dokumen as built drawing,
pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan testing
comisioning terhadap pemenuhan persyaratan teknis;

b.Tim Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan melakukan
pemeriksaan visual Bangunan Gedung terhadap
pemenuhan persyaratan teknis;

c.dalam hal \verifikasi dan pemeriksaan visual
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
dinyatakan tidak sesuai, Tim Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan mengeluarkan rekomendasi perbaikan
Bangunan Gedung;

d.Pemilik Bangunan Gedung harus melaksanakan
rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ dalam batas waktu yang ditentukan; dan

e.dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
dinyatakan sesuai, Tim Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan mengeluarkan rekomendasi penerbitan
SLF;

Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pegawai ASN Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan  urusan pemerintahan  bidang

perumahan.

Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

pelayanan perizinan memandang penting, proses

verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

melibatkan TABG.



Pasal 160

(1) Proses permohonan SLF Bangunan Gedung Eksisting
meliputi:

a. Pemohon mengajukan permohonan SLF kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan dengan melampirkan dokumen persyaratan
administratif, persyaratan teknis, dan surat
rekomendasi penerbitan SLF;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan melakukan pemeriksaan kelengkapan
persyaratan administratif persyaratan teknis, dan
surat rekomendasi penerbitan SLF;

c. dalam hal persyaratan administratif persyaratan
teknis, dan surat rekomendasi penerbitan SLF
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan SLF
dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi dan/atau
diperbaiki; dan

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan persyaratan.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 152.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam dalam Pasal 152 untuk Bangunan Gedung
Sederhana atau mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 152 untuk Bangunan Gedung
Tidak Sederhana dan khusus.

(4) Surat rekomendasi penerbitan SLF sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152.

(5) Dalam hal persyaratan administratif, persyaratan
teknis, dan surat rekomendasi penerbitan SLF
dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan menerbitkan
dokumen SLF.

Pasal 161

(1) Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung merasa keberatan
atas rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 159 huruf c, pemilik dapat mengajukan
keringanan.

(2) Pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada
huruf e dipertimbangkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
perumahan dengan meminta pertimbangan TABG.

(3) Pertimbangan TABG atas pengajuan keringanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas
dasar prinsip kehati-hatian, keselamatan, kemanfaatan,
dan keekonomian.

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan dapat memberikan
keringanan perbaikan pada Bangunan Gedung
Eksisting, antara lain:



a. keringanan atas waktu pelaksanaan perbaikan; dan

b. keringanan atas rekomendasi perbaikan komponen
arsitektural, struktural, utilitas, serta tata ruang
luar Bangunan Gedung sepanjang tidak berakibat
terhadap keselamatan.

Pasal 162

Dalam melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1) huruf d Pemilik
Bangunan Gedung  harus memberikan  jaminan
pelaksanaan tertulis dan bermaterai.

Bagian Ketujuh
Jangka Waktu Penyelenggaraan SLF

Pasal 163

(1) Jangka waktu proses penyelenggaraan SLF Bangunan
Gedung dihitung sejak pengajuan permohonan SLF
meliputi:

a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif
dan teknis dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari
kerja;

b. proses verifikasi hasil Pengkajian Teknis untuk
Bangunan Gedung Sederhana dilaksanakan paling
lama 2 (dua) hari kerja;

c. proses verifikasi hasil Pengkajian Teknis untuk
Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan khusus
dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

d. proses verifikasi hasil Pengkajian Teknis untuk
Bangunan Gedung Eksisting dilaksanakan paling
lama 14 (empat belas) hari kerja;

€. proses pelaksanaan rekomendasi perbaikan
dilaksanakan dalam jangka waktu yang diberikan;
dan

f. proses penerbitan SLF Bangunan Gedung
dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja.

(2) Permohonan SLF yang dapat diproses adalah
permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal permohonan SLF dikembalikan ke Pemohon,
jangka waktu proses penerbitan dan perpanjangan SLF
dihitung kembali dari awal.

Bagian Kedelapan
Dokumen SLF Bangunan Gedung

Pasal 164

Pemilik/pengguna  Bangunan Gedung yang telah
menyelesaikan proses penerbitan atau perpanjangan SLF
memperoleh:

a.dokumen SLF;

b.lampiran dokumen SLF; dan

c. label SLF.



(1)

(3)

Pasal 165

Dokumen SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164
huruf a merupakan lembar surat keterangan Bangunan
Gedung laik fungsi yang ditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan.
Dokumen SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang memuat informasi:
a.nomor surat keterangan Bangunan Gedung laik
fungsi yang dapat dilengkapi dengan kode batang (bar
code);
.nomor dan tanggal surat pernyataan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung;
nama Bangunan Gedung;
. jenis Bangunan Gedung;
fungsi Bangunan Gedung;
nomor bukti kepemilikan Bangunan Gedung;
nomor IMB;
.nama Pemilik Bangunan Gedung;
lokasi Bangunan Gedung;
j.- pernyataan laik fungsi; dan
k. masa berlaku.
Nomor SLF Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b disusun dari serangkaian angka
yang dapat mengidentifikasi dokumen SLF sebagai yang
pertama kali (awal) atau perpanjangan yang telah
dilakukan.
Lembar Dokumen SLF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diganti pada setiap perpanjangan, dimana
lembar lama dikembalikan kepada Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.
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Pasal 166

Lampiran dokumen SLF sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 164 huruf b meliputi:

a.lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan
perpanjangan SLF Bangunan Gedung;

b. lembar gambar block plan/ site plan; dan

c. lembar daftar kelengkapan dokumen untuk
perpanjangan SLF Bangunan Gedung.

Lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan

perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki ketentuan:

a. dicatat nomor urut, tanggal dan nomor SLF sesuai
sejarah penerbitan dan perpanjangan SLF;

b. dicatat lingkup setiap SLF yang diterbitkan untuk
seluruh atau sebagian Bangunan Gedung dan/atau
Bangunan Prasarana; dan

c. bersifat tetap pada pemilik/pengguna Bangunan
Gedung.



(3) Lembar gambar block plan/site plan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki ketentuan:

a. menunjukkan blok Bangunan Gedung dan Bangunan
Prasarana yang mendapat penerbitan SLF Bangunan
Gedung atau perpanjangan SLF Bangunan Gedung;

b. dibuat setiap proses perpanjangan SLF Bangunan
Gedung; dan

c. secara kumulatif tetap pada pemilik/pengguna
Bangunan Gedung.

(4) Lembar  daftar  kelengkapan  dokumen  untuk
perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ memiliki ketentuan:

a. berfungsi sebagai informasi untuk pengurusan
permohonan perpanjangan SLF Bangunan Gedung;
dan

b. bersifat tetap pada pemilik/pengguna Bangunan
Gedung.

Pasal 167

(1) Label SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164
merupakan penanda yang disediakan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan bagi Bangunan Gedung yang telah
memiliki SLF.

(2) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan sebagai instrumen pengawasan pemanfaatan
Bangunan Gedung.

(3) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada pemilik /pengguna bangunan
bersamaan dengan dokumen SLF Bangunan Gedung
setelah menyelesaikan proses penerbitan atau
perpanjangan SLF.

(4) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:

a. logo/ikon SLF;

b. tanggal mulai berlaku SLF;

c. tanggal berakhirnya SLF; dan
d. kode batang (bar code).

(5) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dipasang pada bagian muka sisi luar Bangunan Gedung
yang mudah dilihat penghuni, pengunjung dan/atau
petugas pengawasan Perangkat Daerah  sesuai
kewenangannya.

BAB VI
PENGKAJI TEKNIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 168

(1) Pengkaji teknis merupakan penyedia jasa Pengkajian
Teknis yang berbentuk:
a. perorangan; atau
b. badan hukum.



(2) Pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas melaksanakan Pengkajian Teknis
Bangunan Gedung dalam rangka:

a. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
untuk keperluan penerbitan SLF;

b. pemeriksaan berkala Bangunan Gedung; dan/atau

c. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
untuk keperluan perpanjangan SLF.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengkaji Teknis

Paragraf 1
Persyaratan Pengkaji Teknis Perorangan

Pasal 169

Pengkaji teknis perorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 168 Pasal 1 ayat (1) huruf a harus memenuhi

persyaratan:

a.memiliki keahlian Pengkajian Teknis dalam bidang
arsitektur, struktur dan/atau utilitas yang dibuktikan
dengan sertifikat keahlian; dan

b.memiliki pengalaman dalam melakukan pengkajian
teknis, pengawasan konstruksi dan/atau manajemen
konstruksi Bangunan Gedung.

Paragraf 2
Persyaratan Pengkaji Teknis Badan Hukum

Pasal 170

(1) Pengkaji teknis badan hukum sebagaimana dimaksud
dalam 168 ayat (1) huruf b harus memenuhi:

a. persyaratan administratif; dan

b. persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

a.akta pendirian perusahaan dan pengesahan

pendirian perusahaan;
. tanda daftar perusahaan;
surat keterangan domisili perusahaan;
. surat izin usaha jasa konstruksi (IUJK);
sertifikat badan usaha dalam bidang pengawasan
konstruksi;
nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
kartu tanda penduduk (KTP) pemilik perusahaan;
. daftar pengalaman perusahaan; dan

i. referensi pekerjaan dari pengguna jasa.

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. memiliki pengalaman dalam melakukan Pengkajian
Teknis dan/atau pengawasan konstruksi Bangunan
Gedung; dan

b. memiliki tenaga kerja pengkaji teknis yang memiliki
pendidikan, keahlian dan pengalaman dalam
melakukan Pengkajian Teknis dan/atau pengawasan
konstruksi Bangunan Gedung.
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Bagian Ketiga
Penugasan Pengkaji Teknis

Paragraf 1
Umum

Pasal 171

Penugasan pengkaji teknis dapat dilakukan oleh:

a. pemilik/pengguna Bangunan Gedung; atau

b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan.

(1)

(3)

Paragraf 2
Penugasan Pengkaji Teknis oleh Pemilik/Pengguna
Bangunan Gedung
Pasal 172

Penugasan pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
171 huruf a dilakukan untuk membantu
pemilik/pengguna Bangunan Gedung melakukan
pemeriksaan kelaikan fungsi dan/atau pemeriksaan
berkala semua penggolongan Bangunan Gedung.
Penugasan pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna
Bangunan Gedung dapat dilakukan pada pengkaji
teknis perorangan atau badan hukum sesuai
kebutuhan.

Pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh
pemilik/pengguna Bangunan Gedung dilaksanakan
menggunakan mekanisme lelang atau penunjukan
langsung berdasarkan ikatan hubungan kerja dalam
bentuk perjanjian tertulis.

Format dokumen ikatan hubungan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penugasan Pengkaji Teknis oleh Perangkat Daerah Yang

(1)

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan

Pasal 173

Penugasan pengkaji teknis Oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171
huruf b dilakukan untuk membantu Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi
Bangunan Gedung rumah tinggal tunggal dan rumah
tinggal deret.



(2)

(3)

(3)

(1)

(1)

Penugasan pengkaji teknis oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan = pemerintahan  bidang
perumahan dapat dilakukan pada pengkaji teknis
perorangan atau badan hukum sesuai kebutuhan.
Penugasan pengkaji teknis oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dapat dilakukan melalui:

a. kontraktual; atau

b. penetapan.

Pasal 174

Penugasan pengkaji teknis oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
perumahan melalui kontraktual sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 173 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan
ikatan hubungan kerja dalam bentuk perjanjian tertulis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perumahan dilakukan
menggunakan mekanisme lelang atau penunjukan
langsung.

Mekanisme pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang  perumahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan
mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 175

Penugasan pengkaji teknis oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan melalui penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 173 ayat (3) huruf b dilakukan dengan
pembentukan tim Pengkajian Teknis dengan keputusan
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan.

Pembentukan tim Pengkajian Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari pengkaji teknis
perorangan.

Pasal 176

Tata cara pembentukan tim Pengkajian Teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1)
meliputi tahapan:

a. penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan;

b. proses penjaringan calon tim pengkajian teknis;

c. penilaian calon tim pengkajian teknis;

d. penetapan tim pengkajian teknis; dan

e. pelatihan dan pengukuhan tim pengkajian teknis.



(2)

(6)

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dengan ketentuan:

a. kriteria calon tim Pengkajian Teknis ditentukan
berdasarkan pertimbangan kompleksitas Bangunan
Gedung di daerah;

b.jumlah calon tim Pengkajian Teknis ditentukan
berdasarkan pertimbangan banyaknya permohonan
pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
rumah tinggal di daerah;

c. persyaratan calon tim Pengkajian Teknis ditentukan
berdasarkan pertimbangan ketersediaan tenaga
pengkaji teknis di daerah.

Proses penjaringan calon tim Pengkajian Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dengan cara permohonan pengusulan calon anggota tim
Pengkajian Teknis melalui:
a. asosiasi profesi;
b.perguruan tinggi; dan/atau
c. praktisi profesional.
Penilaian calon tim Pengkajian Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan
menilai kualifikasi  pendidikan, keahlian, dan
pengalaman  oleh Perangkat @ Daerah  yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan terhadap setiap calon anggota tim
pengkajian teknis.

Penetapan tim Pengkajian Teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan

Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan.

Pelatihan dan pengukuhan tim Pengkajian Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan
dengan ketentuan:

a. pelatihan tim Pengkajian Teknis dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan dengan melibatkan
instruktur yang memiliki pengetahuan mengenai
pengkaji teknis, pemeriksaan kelaikan fungsi,
pemeriksaan  berkala dan = penerbitan  atau
perpanjangan SLF; dan

b. pengukuhan tim Pengkajian Teknis dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan dengan penyerahan
Keputusan  Kepala  Perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan tentang Penetapan Tim Pengkajian
Teknis.



Bagian Keempat
Kemampuan dan Pengetahuan Dasar Pengkaji Teknis

Paragraf 1
Umum

Pasal 177

Untuk menunjang proses Pengkajian Teknis Bangunan
Gedung, pengkaji teknis harus memiliki:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

kemampuan dasar; dan
pengetahuan dasar.

Paragraf 2
Kemampuan Dasar Pengkaji Teknis

Pasal 178

Kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

176 huruf a paling sedikit meliputi:

a. membaca gambar teknis dan laporan perencanaan
serta melakukan pengecekan kesesuaiannya secara
fisik di lapangan;

b. melakukan pemeriksaan komponen terbangun
arsitektural Bangunan Gedung;

c. melakukan pemeriksaan komponen terbangun
struktural Bangunan Gedung;

d. melakukan pemeriksaan komponen terpasang utilitas
Bangunan Gedung; dan

e. melakukan pemeriksaan komponen terbangun tata
ruang luar Bangunan Gedung.

Pemeriksaan = komponen terbangun arsitektural

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diantaranya meliputi:

. dinding dalam;

. langit-langit;

lantai;

. penutup atap;

dinding luar;
pintu dan jendela;
lisplank; dan

. talang.

Pemeriksaan komponen terbangun struktural

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ diantaranya meliputi:

a. pondasi;

b. dinding geser;

c. kolom dan balok;

d. plat lantai; dan

e. atap.

Pemeriksaan komponen terpasang utilitas Bangunan

Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

diantaranya meliputi:

a. sistem mekanikal;

b. sistem atau jaringan elektrikal; dan

c. sistem atau jaringan perpipaan.
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(S)

Pemeriksaan komponen terbangun tata ruang luar
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e diantaranya meliputi:
a. jalan setapak;
b. jalan lingkungan;
tangga luar;
. gili-gili;
parkir;
dinding penahan tanah;
pagar;
. penerangan luar;
pertamanan; dan
saluran.
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Paragraf 3
Pengetahuan Dasar Pengkaji Teknis

Pasal 179

Pengetahuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

176 huruf b paling sedikit meliputi:

a.Desain Prototipe Bangunan Gedung Sederhana 1
(satu) lantai;

b.persyaratan pokok tahan gempa Bangunan Gedung
Sederhana 1 (satu) lantai;

c.inspeksi sederhana saat pelaksanaan konstruksi
Bangunan Gedung;

d. pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi;

e. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
secara visual; dan

f. pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung
menggunakan peralatan non-destruktif.

Ketentuan mengenai Desain Prototipe Bangunan

Gedung hunian serderhana 1 (satu) lantai dan

persyaratan pokok tahan gempa Bangunan Gedung

hunian sederhana 1 (satu) lantai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan  mengenai inspeksi sederhana  saat

pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung, pengisian

daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi, pemeriksaan

kelaikan fungsi Bangunan Gedung secara visual, dan

pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung

menggunakan peralatan non-destruktif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sampai dengan huruf f

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pembinaan terhadap Pengkaji Teknis

Pasal 180

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan melakukan
pembinaan kepada pengkaji teknis di daerah.



(2)

(3)

(4)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran
akan peran, hak, dan kewajiban, serta meningkatkan
kemampuan dalam pengkajian teknis.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui pendataan, sosialisasi atau
diseminasi, bimbingan teknis, dan/atau pelatihan.
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
melibatkan asosiasi profesi, akademisi, dan/atau
narasumber.

Bagian Keenam
Pengkajian Teknis oleh Perangkat Daerah Yang
Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan

Pasal 181

Pengkajian Teknis oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dilakukan untuk Bangunan Gedung rumah
tinggal tunggal dan rumah tinggal deret.

Pengkajian Teknis oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan = pemerintahan  bidang
perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan oleh Pejabat Fungsional Tata Bangunan Dan
Perumahan

Pejabat fungsional tata bangunan dan perumahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki
keahlian Pengkajian Teknis dalam bidang arsitektur,
struktur dan/atau utilitas.

Dalam melaksanakan tugas pengkajian teknis,
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan dapat melibatkan
pengkaji teknis profesional dalam bentuk perorangan
atau badan hukum.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN
GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 182

Pembongkaran Bangunan Gedung harus dilaksanakan
secara tertib dan mempertimbangkan keamanan dan
keselamatan bagi masyarakat dan lingkungan.
Pembongkaran  Bangunan  Gedung  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan surat
persetujuan Pembongkaran atau surat penetapan
perintah Pembongkaran dari Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
perumahan.



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

Persetujuan Pembongkaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dikecualikan untuk Bangunan Gedung
rumah tinggal.

Pembongkaran Bangunan Gedung selain rumah tinggal

yang pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas

terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus
dilaksanakan berdasarkan RTB yang disusun oleh
penyedia jasa perencanaan teknis.

RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus

mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
perumahan setelah mendapat pertimbangan teknis dari

TABG.

Dalam hal pelaksanaan Pembongkaran berdampak luas

terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik

dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan melakukan sosialisasi

dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat di

sekitar Bangunan Gedung sebelum pelaksanaan

Pembongkaran.

Pelaksanaan  Pembongkaran  Bangunan  Gedung

mengikuti prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan

kerja.

Pembongkaran Bangunan Gedung dilakukan terhadap:

a. Bangunan Gedung atau Bangunan Prasarana yang
tempat atau lokasi kedudukannya dimaksudkan
untuk pemBangunan Gedung baru;

b. Bangunan Gedung atau Bangunan Prasarana yang
dinyatakan tidak laik fungsi dan tidak dapat
diperbaiki sehingga dapat membahayakan
masyarakat;

c. Bangunan Gedung yang pemanfaatanya dapat
menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat,
dan lingkunannya; dan/atau

d. Bangunan Gedung atau Bangunan Prasarana yang
tidak memiliki IMB.

Bagian Kedua
Penggolongan Obyek Pembongkaran
Pasal 183

Penggolongan obyek Pembongkaran meliputi:

a. Bangunan Gedung Sederhana;

b. Bangunan Gedung Tidak Sederhana atau khusus;
dan

c. Bangunan Prasarana.

Penggolongan obyek Pembongkaran sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan dampaknya

meliputi:

a. Pembongkaran Bangunan Gedung yang
pelaksanaanya tidak berdampak luas dan berpotensi
mengganggu keselamatan umum; dan

b. Pembongkaran Bangunan Gedung yang
pelaksanaanya berdampak luas dan berpotensi
mengganggu keselamatan umum.



Bagian Ketiga
Persyaratan Administratif Pembongkaran Bangunan
Gedung atau Bangunan Prasarana

Pasal 184

Persyaratan  administratif = Pembongkaran Bangunan
Gedung meliputi:

a.persyaratan administratif Pembongkaran Bangunan
Gedung atau Bangunan Prasarana atas dasar
permohonan pemilik; dan

b.persyaratan administratif Pembongkaran Bangunan
Gedung atau Bangunan Prasarana atas penetapan
perintah Pembongkaran dari Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan = pemerintahan  bidang
perumahan.

Pasal 185

Persyaratan  administratif = Pembongkaran  Bangunan

Gedung atau Bangunan Prasarana atas dasar permohonan

Pemilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 184 huruf a meliputi:

a.formulir permohonan Pembongkaran Bangunan Gedung
atau Bangunan Prasarana yang ditandatangani oleh
Pemohon;

b.fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon atau identitas
lainnya yang masih berlaku;

c. fotokopi dokumen legalitas badan hukum dalam hal
permohonan Pembongkaran Bangunan Gedung atau
Bangunan Prasarana dilakukan oleh badan hukum;

d.surat kuasa dari Pemilik Bangunan Gedung dalam hal
Pemohon bukan Pemilik Bangunan Gedung atau
Bangunan Prasarana;

e. fotokopi surat bukti status hak atas tanah;

f. surat persetujuan pemilik tanah dalam hal Pemilik
Bangunan Gedung bukan sebagai pemilik tanah; dan

g.surat pernyataan bahwa Bangunan Gedung atau
Bangunan Prasarana tidak dalam status sengketa.

Pasal 186

Persyaratan  administratif = Pembongkaran Bangunan
Gedung atas penetapan perintah Pembongkaran oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 184 huruf b meliputi:
a.surat laporan masyarakat atau hasil identifikasi
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan terhadap kelaikan
fungsi Bangunan Gedung atau Bangunan Prasarana; dan
b.surat penetapan perintah Pembongkaran dari Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan.



Bagian Keempat

Persyaratan Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung atau

(1)

(2)

(3)

Bangunan Prasarana
Pasal 187

Persyaratan teknis Pembongkaran Bangunan Gedung

atau Bangunan Prasarana meliputi:

a. formulir data umum Bangunan Gedung atau
Bangunan Prasarana yang akan dibongkar;

b. laporan terakhir hasil pemeriksaan berkala; dan

c. dokumen RTB Bangunan Gedung atau Bangunan
Prasarana, dalam hal pelaksanaan Pembongkaran
dapat menimbulkan dampak luas terhadap
keselamatan umum dan lingkungan.

Ketentuan mengenai formulir data umum Bangunan

Gedung atau Bangunan Prasarana yang akan dibongkar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b paling sedikit memuat:

a. spesifikasi teknis sistem struktur Bangunan Gedung;

b. tata cara dan metodologi Pembongkaran Bangunan
Gedung yang memenuhi prinsip keselamatan dan
kesehatan kerja;

c. jadwal pelaksanaan Pembongkaran Bangunan
Gedung; dan

d. pengelolaan limbah hasil Pembongkaran Bangunan
Gedung.

Bagian Kelima

Tata Cara Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung

(1)

(2)

(3)

Pasal 188

Tata cara persetujuan Pembongkaran Bangunan

Gedung meliputi:

a.tata cara persetujuan Pembongkaran Bangunan
Gedung selain rumah tinggal atas dasar permohonan
pemilik; dan

b.tata cara penerbitan perintah Pembongkaran oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan.

Tata cara persetujuan Pembongkaran Bangunan

Gedung selain rumah tinggal atas dasar permohonan

pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi tahapan:

a. proses pra permohonan persetujuan Pembongkaran;

b. proses permohonan persetujuan Pembongkaran; dan

c. proses penerbitan persetujuan Pembongkaran.

Tata cara penerbitan perintah Pembongkaran oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan  bidang  perumahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tahapan:



a. proses identifikasi dan penetapan Bangunan Gedung
yang diduga perlu dibongkar;

b. proses pengkajian RTB; dan

c. proses penerbitan persetujuan Pembongkaran.

Bagian Keenam
Tata Cara Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung
Selain Rumah Tinggal Atas Dasar Permohonan Pemilik

Pasal 189

Tata cara persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung
selain rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik
meliputi tahapan:

a.proses pra permohonan persetujuan Pembongkaran;
b.proses permohonan persetujuan Pembongkaran; dan

c. proses penerbitan persetujuan Pembongkaran.

Pasal 190

Proses pra permohonan persetujuan Pembongkaran

Bangunan Gedung selain rumah tinggal atas dasar

permohonan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

189 huruf a, meliputi:

a.Pemilik Bangunan Gedung menyiapkan persyaratan
administratif Pembongkaran Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud dalam Pasall85 dan persyaratan
teknis Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 187,

b.Dalam hal pelaksanaan Pembongkaran Bangunan
Gedung selain rumah tinggal yang dapat menimbulkan
dampak luas terhadap keselamatan umum dan
lingkungan, Pemilik Bangunan Gedung harus membuat
dokumen RTB atas Bangunan Gedung yang akan
dibongkar; dan

c. Pembuatan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada
huruf b dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan
teknis.

Pasal 191

Proses permohonan persetujuan Pembongkaran Bangunan

Gedung selain rumah tinggal atas dasar permohonan

pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 huruf b,

meliputi:

a.Pemohon mengajukan surat permohonan persetujuan
Pembongkaran kepada kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan pemerintahan bidang
perumahan dengan melampirkan dokumen persyaratan
administratif dan teknis;

b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan melakukan
pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;



c. dalam hal dokumen persyaratan administratif dan teknis
dinyatakan  tidak lengkap, berkas permohonan
persetujuan Pembongkaran dikembalikan ke pemilik
untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;

d. Pengembalian berkas permohonan persetujuan
Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada huruf c
dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan dokumen
persyaratan; dan

e.dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan lengkap, dilanjutkan dalam proses
penerbitan persetujuan Pembongkaran.

Pasal 192

(1) Proses penerbitan persetujuan Pembongkaran
Bangunan Gedung selain rumah tinggal atas dasar
permohonan pemilik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 189 huruf c, meliputi:
a.dalam hal terdapat dokumen RTB, Tim Teknis

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang  perumahan  melakukan
pemeriksaan dokumen RTB;

b. tim teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan melakukan
pemeriksaan dokumen RTB terhadap pemenuhan
persyaratan teknis Pembongkaran Bangunan Gedung
sesuai kaidah-kaidah Pembongkaran secara umum,
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. dalam hal dokumen RTB dinyatakan belum
memenuhi persyaratan teknis Pembongkaran, berkas
permohonan persetujuan Pembongkaran
dikembalikan kepada Pemohon dengan dilengkapi
keterangan perbaikan RTB dan surat pemberitahuan
hasil pemeriksaan dokumen RTB;

d. dalam hal dokumen RTB dinyatakan telah memenuhi
persyaratan teknis, Tim Teknis Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan memberikan persetujuan secara tertulis;

e. persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada huruf d meliputi paraf pada setiap lembar
dokumen RTB dan surat persetujuan dokumen RTB;
dan

f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan menerbitkan surat
persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung.

(2) Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan memandang
perlu proses pemeriksaan dokumen RTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TABG.



Bagian Ketujuh
Tata Cara Penerbitan Perintah Pembongkaran oleh
Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Perumahan

Pasal 193

(1) Proses identifikasi Bangunan Gedung yang diduga perlu
dibongkar meliputi:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan mengidentifikasi
Bangunan Gedung yang akan ditetapkan untuk
dibongkar berdasarkan hasil pengawasan dan/atau
laporan masyarakat; dan

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan menyampaikan
hasil identifikasi Bangunan Gedung kepada pemilik
dan/atau pengguna Bangunan Gedung melalui surat

pemberitahuan.
(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. identifikasi  terhadap pemenuhan  persyaratan
administratif yaitu status hak atas tanah, kepemilkan
Bangunan Gedung, dan kepemilikan IMB; dan

b. pemeriksaan awal secara visual terhadap pemenuhan
persyaratan teknis Bangunan Gedung.

(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dapat berupa:

a. pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menyatakan
Bangunan Gedung tidak perlu dibongkar;

b. pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menunjukan
bahwa  Bangunan Gedung tidak memenuhi
persyaratan administratif; dan/atau

c. pemberitahuan bahwa hasil identifikasi menyatakan
Bangunan Gedung diduga atau dinyatakan tidak
memenuhi persyaratan teknis.

(4) Dalam hal pemberitahuan hasil identifikasi
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b menyatakan
bahwa Bangunan Gedung tidak memenuhi persyaratan
status hak atas tanah dan/atau kepemilikan Bangunan
Gedung, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan menerbitkan
perintah Pembongkaran.

(5) Dalam hal pemberitahuan hasil identifikasi
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dinyatakan
bahwa Bangunan Gedung tidak memiliki IMB,
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan menerbitkan perintah
kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk segera
mengurus IMB dan SLF Bangunan Gedungnya.

(6) Dalam hal pemberitahuan hasil identifikasi
sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c dinyatakan
tidak memenuhi persyaratan teknis dan dapat
membahayakan penghuni dan/atau masyarakat,
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan menerbitkan perintah
Pembongkaran.



Pasal 194

Proses pengkajian RTB meliputi:

a.Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan menerbitkan
perintah pelaksanaan Pembongkarannya dapat
menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum
dan lingkungan, Pemilik Bangunan Gedung harus
menyiapkan dokumen RTB;

b.Pembuatan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan
teknis;

c. Pemilik Bangunan Gedung selain rumah tinggal
menyapaikan kelengkapan persyaratan administratif dan
teknis permohonan Pembongkaran Bangunan Gedung
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan;

d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan melakukan
pemeriksaan  kelengkapan  dokumen = persyaratan
administratif dan persyaratan teknis;

e. Dalam hal dokumen persyaratan administratif dan teknis
dinyatakan  tidak lengkap, berkas permohonan
persetujuan RTB dikembalikan ke pemilik untuk
dilengkapi dan/atau diperbaiki;

f. Pengembalian berkas permohonan persetujuan RTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi surat
pemberitahuan kelengkapan dokumen persyaratan; dan

g.Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan
teknis dinyatakan lengkap, dilanjutkan dalam proses
penerbitan persetujuan Pembongkaran.

Pasal 195

(1) Proses penerbitan persetujuan Pembongkaran
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
194 huruf g, meliputi:

a. Tim Teknis Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan melakukan pemeriksaan dokumen RTB
terhadap pemenuhan persyaratan teknis
Pembongkaran Bangunan Gedung sesuai kaidah-
kaidah Pembongkaran secara umum, pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b.Dalam hal dokumen RTB dinyatakan belum
memenuhi persyaratan teknis Pembongkaran, berkas
permohonan persetujuan Pembongkaran
dikembalikan kepada Pemohon dengan dilengkapi
keterangan perbaikan RTB dan surat pemberitahuan
hasil pemeriksaan dokumen RTB;

c. Dalam hal dokumen RTB dinyatakan telah memenuhi
persyaratan teknis, Tim Teknis Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan memberikan persetujuan secara tertulis;



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

d. Persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud
pada huruf d meliputi paraf pada setiap lembar
dokumen RTB dan surat persetujuan dokumen RTB;
dan

e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan menerbitkan surat
persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung.

Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang perumahan memandang

perlu proses pemeriksaan dokumen RTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TABG.

Bagian Kedelapan
Batas Waktu Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 196

Pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang
mengajukan permohonan Pembongkaran Bangunan
Gedung dan telah mendapatkan surat persetujuan
Pembongkaran harus melaksanakan Pembongkaran
dalam batas waktu yang ditetapkan.

Batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam surat persetujuan
Pembongkaran.

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan berdasarkan pertimbangan kompleksitas
Pembongkaran Bangunan Gedung.

Dalam hal Pembongkaran tidak dilaksanakan dalam
batas waktu yang ditetapkan, surat persetujuan
Pembongkaran dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 197

Pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang
mendapatkan surat perintah Pembongkaran Bangunan
Gedung harus melaksanakan Pembongkaran dalam
batas waktu yang ditetapkan.

Batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam surat perintah
Pembongkaran.

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
perumahan berdasarkan pertimbangan kompleksitas
Pembongkaran Bangunan Gedung dan potensi dampak
terhadap keselamatan umum dan lingkungan.

Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung tidak
melaksanakan Pembongkaran dalam batas waktu yang
telah ditentukan, Pembongkaran Bangunan Gedung
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
perumahan dan/atau satuan polisi pamong praja.



(5) Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dan/atau Satpol PP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat menunjuk penyedia jasa
Pembongkaran Bangunan Gedung.

(6) Biaya Pembongkaran Bangunan Gedung yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang
perumahan dan/atau Satpol PP, dibebankan kepada
Pemilik Bangunan Gedung, kecuali bagi pemilik rumah
tinggal yang tidak mampu maka biaya Pembongkaran
Bangunan Gedung dibebankan kepada APBD.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 198

(1) Pembongkaran Bangunan Gedung yang dilakukan oleh
pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung dapat
menggunakan penyedia jasa Pembongkaran Bangunan
Gedung.

(2) Pembongkaran Bangunan Gedung harus dilaksanakan
oleh penyedia jasa Pembongkaran Bangunan Gedung
apabila:

a. pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung dapat
menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan
umum dan lingkungan; dan/atau

b. pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung
menggunakan peralatan berat dan/atau bahan
peledak.

(3) Pengawasan  Pembongkaran Bangunan  Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan
oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi.

(4) Hasil pengawasan pelaksanaan Pembongkaran
Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaporkan secara berkala kepada Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perumahan.
(5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan melakukan

pengawasan secara berkala atas kesesuaian laporan
pelaksanaan Pembongkaran dengan RTB.

BAB VIII
KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN
BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 199

(1) Pendataan Bangunan Gedung dilakukan terhadap
seluruh Bangunan Gedung di Kabupaten Sumedang
untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan
Bangunan Gedung serta sistem informasi Bangunan
Gedung.



(2) Pendataan Bangunan Gedung dapat dilakukan secara
bersama dengan proses penyelenggaraan Bangunan
Gedung yaitu:

a. perencanaan teknis saat permohonan dan penerbitan
IMB;

b. pemanfaatan saat permohonan dan penerbitan SLF
atau perpanjangan SLF; dan

c. Pembongkaran Bangunan Gedung.

(3) Pendataan Bangunan Gedung dapat dilakukan di luar
proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
cara mendata dan mendaftarkan Bangunan Gedung
Eksisting.

(4) Pendataan Bangunan Gedung dilakukan secara
terkomputerisasi menggunakan Sistem Informasi
Manajemen Bangunan Gedung.

(5) Hasil pendataan Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan
oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dan masyarakat
antara lain untuk:

a. menemukan = fakta = kepemilikan, penggunaan,
pemanfaatan serta riwayat Bangunan Gedung dan
tanah;

b. mengetahui  informasi/perkembangan  mengenai
proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang
sedang berjalan;

c. mengetahui kekayaan aset dan pendapatan
Kabupaten Sumedang;

d. keperluan perencanaan dan pengembangan tata
ruang wilayah; dan

e. mengetahui batas waktu masa berlakunya IMB dan
SLF.

(6) Proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sedang
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
antara lain berupa proses IMB, SLF, atau perpanjangan
SLF.

(7) Pemuktahiran pendataan Bangunan Gedung dilakukan
secara berkala dengan ketentuan:

a. setiap 5 (lima) tahun untuk Bangunan Gedung selain
fungsi hunian; dan

b. setiap 10 (sepuluh) tahun untuk Bangunan Gedung
fungsi hunian.

Bagian Kedua
Organisasi dan Tata Cara Pelaksanaan Pendataan
Bangunan Gedung

Paragraf 1
Organisasi Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 200
(1) Pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung dilakukan
oleh:
a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan; dan
b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan.



(2)

(3)

Pendataan Bangunan Gedung oleh Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan pelayanan perizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
pada saat permohonan dan penerbitan IMB.

Pendataan Bangunan Gedung oleh Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dilakukan pada saat:

a. permohonan dan penerbitan SLF atau perpanjangan
SLF;

b. Pembongkaran Bangunan Gedung; dan

c. mendata serta mendaftarkan Bangunan Gedung
Eksisting.

Struktur organisasi pelaksana pendataan Bangunan

Gedung meliputi:

a. penentu atau pengambil keputusan/kebijakan
pendataan Bangunan Gedung; dan

b. petugas pelaksana pendataan Bangunan Gedung.

Penentu atau pengambil keputusan/kebijakan

pendataan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a adalah:

a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan; dan

b. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perumahan.

Penentu atau pengambil keputusan/kebijakan

pendataan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) memiliki wewenang dalam pengambilan
keputusan yang sifatnya strategis, menentukan hasil
keluaran dan indikator yang ingin didapat dari data

Bangunan Gedung yang ada dan mampu menentukan

arah dan tujuan serta pengembangan dari kegiatan

pendataan Bangunan Gedung.

Petugas pelaksana pendataan Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:

a. petugas pemasukan data; dan

b. administrator sistem (programmer).

Petugas pemasukan data sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) huruf a merupakan petugas yang:

a. bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan
pendataan Bangunan Gedung dalam pendataan dan
pendaftaran Bangunan Gedung Eksisting;

b. bertugas mencatat dan memasukan data dokumen
persyaratan yang diterima dari masyarakat ke dalam
basis data pada setiap proses penyelenggaraan
Bangunan Gedung;

c. dapat berhubungan langsung dengan masyarakat
selaku pemilik/pengguna Bangunan Gedung pada
saat permohonan perizinan Bangunan Gedung; dan

d. tidak memiliki wewenang dalam setiap pengambilan
keputusan yang berhubungan dengan pendataan
Bangunan Gedung ataupun keputusan yang sifatnya
strategis.



(9) Administrator sistem/programmer sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan petugas
yang  bertugas menyiapkan, memelihara, dan
mengevaluasi sistem informasi yang digunakan dalam
proses pendataan Bangunan Gedung.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 201

1) Pendataan Bangunan Gedun ada permohonan dan
gu g p p
penerbitan IMB dilakukan dengan tata cara:

a.

b.

C.

pendataan  pertama  dilakukan oleh  petugas
pemasukan data setelah berkas Permohonan IMB
dinyatakan lengkap;

berkas IMB diberi penomoran sesuai dengan Sistem
Informasi Manajemen Bangunan Gedung dan
dimasukan ke dalam basis data; dan

basis data dimutakhirkan setelah dilakukan proses
penilaian Dokumen Rencana Teknis, pengesahan
Dokumen Rencana Teknis, dan penerbitan IMB.

(2) Tata cara pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung
pada permohonan dan penerbitan IMB tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 202

(1) Pendataan Bangunan Gedung pada saat permohonan
dan penerbitan SLF atau perpanjangan SLF dilakukan
dengan tata cara:

a.

pendataan  pertama  dilakukan oleh  petugas
pemasukan data setelah berkas permohonan SLF
atau perpanjangan SLF dinyatakan lengkap;

. berkas permohonan SLF atau perpanjangan SLF

diberikan penomoran sesuai dengan Sistem Informasi
Manajemen Bangunan Gedung dan dimasukan ke
dalam basis data;

. basis data dimutakhirkan setelah SLF atau

perpanjangan SLF terbit; dan

. penerbitan atau perpanjangan SLF untuk Bangunan

Gedung Sederhana dilakukan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
untuk SLF atau perpanjangan SLF Bangunan Gedung
lainnya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan.

(2) Tata cara pelaksanaan pendataan Bangunan Gedung
pada saat permohonan dan penerbitan SLF atau
perpanjangan SLF tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Pasal 203

(1) Pendataan Bangunan Gedung pada saat Pembongkaran
Bangunan Gedung dilakukan dengan tata cara:

a.

pendataan  pertama  dilakukan oleh  petugas
pemasukan data setelah berkas permohonan
Pembongkaran dinyatakan lengkap;

.berkas  permohonan  Pembongkaran  diberikan

penomoran sesuai dengan  Sistem Informasi
Manajemen Bangunan Gedung dan dimasukan ke
dalam basis data; dan

. basis data dimutakhirkan setelah RTB Bangunan

Gedung disetujui Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan Pembongkaran Bangunan Gedung
dilaksanakan.

(2) ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pendataan
Bangunan Gedung pada saat Pembongkaran tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 204

(1) Pendataan Bangunan Gedung Eksisting dilakukan
dengan ketentuan:

a.

petugas pemasukan data menyiapkan daftar simak
data umum, data teknis Bangunan Gedung, dan data
status Bangunan Gedung sebagai instrumen survei
pendataan Bangunan Gedung;

. Pemilik Bangunan Gedung menyiapkan kelengkapan

isian daftar simak sebagaimana dimaksud pada huruf
a;

. petugas pemasukan data melakukan pengisian daftar

simak untuk dimaksukkan ke dalam basis data; dan

.dalam hal diterbitkan IMB dan/atau SLF untuk

Bangunan Gedung Eksisting, petugas pemasukan
data melakukan pemutakhiran basis data.

(2) Ketentuan mengenai Tata cara pelaksanaan pendataan
Bangunan Gedung Eksisting tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 205

(1) Pendaftaran Bangunan Gedung Eksisting dilakukan
dengan ketentuan:

a.

b.

C.

pemilik/pengguna Bangunan Gedung menyiapkan
kelengkapan dokumen untuk pendaftaran Bangunan
Gedung (dokumen administrasi dan teknis) untuk
disampaikan kepada petugas pemasukan data;
petugas pemasukan data melakukan pengisian data
administrasi dan teknis ke dalam basis data; dan
dalam hal diterbitkan IMB dan/atau SLF untuk
Bangunan Gedung Eksisting, petugas pemasukan
data melakukan pemutakhiran basis data.



(2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran Bangunan Gedung
Eksisting tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Konstruksi
Bangunan Gedung
Paragraf 1
Umum

Pasal 206

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan melakukan
pengawasan dan Penertiban pelaksanaan konstruksi
Bangunan Gedung.

(2) Dalam melakukan pengawasan dan Penertiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dapat melibatkan instansi lain yang terkait.

Paragraf 2
Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

Pasal 207

(1) Pemilik Bangunan Gedung harus menyampaikan jadwal
pelaksanaan konstruksi secara tertulis kepada Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan sebelum dimulainya pelaksanaan konstruksi
Bangunan Gedung.

(2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Selama pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung,
Pemilik Bangunan Gedung bertanggung jawab terhadap
keamanan dan keselamatan Bangunan Gedung dan
lingkungan.

(4) Pemilik Bangunan Gedung harus menyediakan
prasarana umum sementara apabila terdapat prasarana
umum yang terganggu selama pelaksanaan konstruksi
Bangunan Gedung.

Pasal 208

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan
perizinan menyampaikan kepada Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan daftar pelaksanaan konstruksi Bangunan
Gedung yang akan diawasi.



(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan melakukan
pengawasan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung
paling sedikit 1 (satu) kali selama masa pelaksanaan
konstruksi.

(3) Pengawasan pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung
dilaksanakan oleh petugas yang dilengkapi dengan
tanda bukti diri berupa kartu tanda pengenal dan/atau
surat tugas.

(4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang untuk:

a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan
pekerjaan mendirikan Bangunan Gedung setiap saat;

b. memeriksa bahan bangunan yang digunakan sesuai
ketentuan yang berlaku;

c. memerintahkan untuk menyingkirkan bahan-bahan
bangunan yang dilarang untuk digunakan dan/atau
alat-alat yang dianggap mengganggu dan/atau
membahayakan keselamatan umum;

d. memberikan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan
Konstruksi, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan
diketahui pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan
ketentuan di dalam IMB; dan

e. melaksanakan pemanggilan dan/atau penyidikan
terhadap pelanggaran pelaksanaan mendirikan
Bangunan Gedung, untuk diproses lebih lanjut
sesuai ketentuan yang berlaku.

(5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan  pengawasan pelaksanaan  konstruksi
Bangunan Gedung dengan membawa perlengkapan:

a. Dokumen Rencana Teknis yang telah disahkan;

b. formulir berita acara pengawasan,;

c. daftar simak kesesuaian rencana teknis dan hasil
konstruksi; dan

d. daftar simak pemeriksaan keselamatan dan
kesehatan kerja.

(6) Ketentuan mengenai format formulir berita acara
pengawasan, daftar simak kesesuaian rencana teknis
dan hasil konstruksi, dan daftar simak pemeriksaan
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b, huruf ¢, dan huruf d
sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Penertiban Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung

Pasal 209

Penertiban pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung
dilakukan terhadap Bangunan Gedung yang dibangun
tanpa IMB atau tidak sesuai dengan IMB.



(1)

(4)

(1)

(2)

Pasal 210

Penertiban Bangunan Gedung yang dibangun tanpa
IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 dilakukan
dengan tahapan:
a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-
masing selama 7 (tujuh) hari kerja; dan
b. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dan ditembuskan ke Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
satuan polisi pamong praja.
Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
apabila Pemilik Bangunan Gedung tidak melaksanakan
ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan
yang ketiga.
Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
dengan Surat Perintah Pembongkaran Bangunan
Gedung yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dan ditembuskan ke Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
satuan polisi pamong praja.

Pasal 211

Penertiban Bangunan Gedung yang dibangun tidak

sesuai dengan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal

209 dilakukan dengan tahapan:

a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-
masing selama 7 (tujuh) hari kerja;

b. pembatasan pekerjaan konstruksi;

c. penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan
pembekuan IMB; dan

d. penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan
IMB dan perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang

perumahan dan ditembuskan ke Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan

satuan polisi pamong praja.

Pembatasan  pekerjaan  konstruksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila

Pemilik Bangunan Gedung tidak melaksanakan

ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan

yang ketiga.



(4)

(7)

9)

Pembatasan  pekerjaan  konstruksi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan Surat
Perintah Pembatasan Pekerjaan Konstruksi yang
diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dan ditembuskan ke Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
satuan polisi pamong praja.

Pemilik Bangunan  Gedung harus  melakukan
pembatasan pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung
sesuai ketentuan di dalam Surat Perintah Pembatasan
Pekerjaaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

Penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan
pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilakukan apabila Pemilik Bangunan Gedung
tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak
dikeluarkannya Surat Perintah Pembatasan Pekerjaaan
Konstruksi.

Penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan
pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian
Sementara Pekerjaan Konstruksi dan Surat Pembekuan
IMB yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dan ditembuskan ke Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
satuan polisi pamong praja.

Pemilik Bangunan Gedung harus menghentikan
pekerjaan konstruksi Bangunan Gedung apabila telah
menerima surat perintah penghentian sementara
pekerjaaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7).

Penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan
IMB dan perintah Pembongkaran Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan
apabila Pemilik Bangunan Gedung tidak melakukan
perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14
(empat belas) hari kalender sejak dikeluarkannya surat
perintah penghentian sementara pekerjaaan konstruksi.

(10) Penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan

IMB dan perintah Pembongkaran Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Tetap
Pekerjaan Konstruksi, Surat Pencabutan IMB, dan
Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung yang
diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan ditembuskan ke Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
satuan polisi pamong praja.



Pasal 212

(1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran
Bangunan Gedung Pemilik Bangunan Gedung tidak
melakukan Pembongkaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 210 ayat (4) dan Pasal 211 ayat (10),
Pembongkaran Bangunan Gedung dilakukan oleh
Satpol PP atas biaya Pemilik Bangunan Gedung.

(2) Dalam hal Pembongkaran dilakukan oleh satuan polisi
pamong praja, Pemilik Bangunan Gedung juga
dikenakan denda  administratif yang besarnya
ditentukan  berdasarkan  berat dan  ringannya
pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat
pertimbangan dari TABG.

Pasal 213

Ketentuan mengenai format surat peringatan tertulis, surat
perintah pembatasan pekerjaan konstruksi, surat perintah
penghentian sementara pekerjaaan konstruksi dan surat
pembekuan IMB, surat perintah penghentian tetap
pekerjaaan konstruksi dan surat pencabutan IMB, dan
surat perintah pembongkaran bangunan gedung tercantum
dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 214

(1) Selama pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung,
Pemilik Bangunan Gedung bertanggung jawab terhadap
keamanan dan keselamatan Bangunan Gedung dan
lingkungan.

(2) Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Pemilik Bangunan Gedung harus menyediakan
prasarana umum sementara apabila terdapat prasarana
umum yang terganggu selama pelaksanaan konstruksi
Bangunan Gedung.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Bangunan
Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 215

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan melakukan
pengawasan dan Penertiban terhadap pemanfaatan
Bangunan Gedung paska diterbitkannya SLF.



(2)

Dalam melakukan pengawasan dan Penertiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dapat melibatkan instansi lain yang terkait.

Paragraf 2
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 216

Pengawasan pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan

oleh:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan;

b. instansi teknis; dan

c. masyarakat.

Pengawasan oleh Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang

perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dilaksanakan secara umum terhadap:

a. kepemilikan SLF Bangunan Gedung;

b. batas waktu berakhirnya SLF; dan

c. batas waktu perbaikan Bangunan Gedung sesuai
jaminan tertulis Pemilik Bangunan Gedung saat
penerbitan atau perpanjangan SLF.

Pengawasan oleh instansi teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai

kewenangan masing-masing antara lain terhadap:

a. kesesuaian peruntukan dan intensitas Bangunan
Gedung;

b. pemenuhan persyaratan proteksi kebakaran;

c. pemenuhan persyaratan dampak lingkungan; dan

d. pemenuhan persyaratan perlindungan bagi
keselamatan pekerja dan/atau pengguna dalam
Bangunan Gedung.

Pengawasan oleh kecamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c¢ dilaksanakan sesuai

kewenangannya terhadap pemanfaatan Bangunan

Gedung di wilayah kecamatan bersangkutan.

Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan cara

menyampaikan laporan indikasi pelanggaran

pemanfaatan Bangunan Gedung kepada kecamatan,

instansi teknis dan/atau Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang

perumahan.

Paragraf 3
Penertiban Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 217

Penertiban pemanfaatan Bangunan Gedung dilakukan
terhadap indikasi pelanggaran berdasarkan hasil
pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan, kecamatan, dan/atau laporan masyarakat.



(2)

(3)

(5)

(6)

(9)

Penertiban pemanfaatan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan dan satuan polisi
pamong praja.
Penertiban pemanfaatan Bangunan Gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
tahapan:
a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-
masing selama 7 (tujuh) hari kerja;
b. penghentian sementara pemanfaatan Bangunan
Gedung dan pembekuan SLF; dan
c. penghentian tetap pemanfaatan Bangunan Gedung
dan pencabutan SLF.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan  bidang
perumahan dan ditembuskan ke Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan
satuan polisi pamong praja.
Penghentian sementara pemanfaatan Bangunan Gedung
dan pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b dilakukan apabila Pemilik Bangunan
Gedung tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum
di dalam surat peringatan yang ketiga.
Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan Bangunan
Gedung dan pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilakukan dengan surat penghentian
sementara pemanfaatan Bangunan Gedung dan surat
pembekuan SLF yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan ditembuskan ke Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan dan satuan polisi
pamong praja.
Penghentian tetap pemanfaatan Bangunan Gedung dan
pencabutan SLF dilakukan apabila Pemilik Bangunan
Gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
dikeluarkannya surat penghentian sementara
pemanfaatan Bangunan Gedung dan surat pembekuan
SLF.
Penghentian tetap pemanfaatan Bangunan Gedung dan
pencabutan SLF dilakukan dengan surat penghentian
tetap pemanfaatan Bangunan Gedung dan surat
pencabutan SLF yang diterbitkan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan dan ditembuskan ke Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan
dan satuan polisi pamong praja.
ketentuan mengenai format surat peringatan tertulis,
surat penghentian sementara pemanfaatan bangunan
gedung dan surat pembekuan SLF, dan surat
penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan
surat pencabutan SLF sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) tercantum Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 218

(1) IMB yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini
diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak
mengalami dan atau tidak dilakukan perubahan
arsitektur, struktur, dan utilitas penambahan atau
pengurangan luas dan jumlah lantai, dan tata ruang-
dalam dan perubahan fungsi.
(2) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses dengan
mekanisme, tata cara dan persyaratan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(3) Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses dengan
mekanisme, tata cara dan persyaratan sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang perumahan melaksanakan
Penertiban kepemilikan IMB dan SLF dengan ketentuan
pentahapan sebagai berikut:
a.untuk Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Umum,
Penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah
dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
diberlakukannya Peraturan Bupati ini;

b.untuk Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan
umum dengan kompleksitas tidak sederhana,
Penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah
dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak
diberlakukannya Peraturan Bupati ini; dan

c.untuk Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan
umum dengan kompleksitas sederhana, Penertiban
kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak diberlakukannya
Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 219
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam = Berita Daerah  Kabupaten
Sumedang.



Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI SUMEDANG,
ttd
EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd
ZAENAL ALIMIN
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 2
Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001
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Bagian - L

Bagian - M

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN IMB

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF

FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG DAN
BANGUNAN PRASARANA

DESAIN PROTOTIPE
PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA
BERLAKU IMB

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN
PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN
DOKUMEN RENCANA TEKNIS

FORMAT SURAT PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS
BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB
FORMAT DOKUMEN IMB

SURAT PERNYATAAN PEMILIK BANGUNAN GEDUNG AKAN
MELAKSANAKAN KONSTRUKSI DENGAN BERPEDOMAN PADA
PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG
TERSISA

KOMPONEN RETRIBUSI SERTA RUMUS DAN INDEKS
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI



A.l
A.2
A.3
A4

A.5
A.6

A7

A.8

A9

-2
Bagian - A
FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF

FORMULIR PERMOHONAN IMB
SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK
SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM STATUS SENGKETA

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK TAHAN
GEMPA

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONSTRUKSI
BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PELAKSANA KONSTRUKSI
BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PENGAWAS/MANAJEMEN
KONSTRUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMOHON

SURAT PERMOHONAN KRK



A.1. FORMULIR PERMOHONAN IMB

Kepada
Yth. Bupati Sumedang

cq. Kepala... (Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan

perizinan)
di Tempat
Nomor :...........
Perihal : Permohonan IMB
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Bentuk Usaha : Perseorangan/ Badan Usaha/ Badan
Hukum?®)

Nama Pemohon PPt

Alamat Pemohon e
4. Nomor Telepon / HP Pt
5. Email L e
6. Nomor KTP/SIM/Paspor PPt
7. Jabatan dalam Perusahaan :..........c.ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
8. Nama Perusahaan PP
9. Alamat Perusahaan L et
10. No Telepon Perusahan L s

11. Lokasi Bangunan yang diajukan IMB

e Alamat L
e Desa / Kelurahan e
e Kecamatan L et et

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
(IMB) untuk* :

L] Mendirikan Bangunan Gedung Baru

[ Mengubah Bangunan Gedung

[J Memperluas Bangunan Gedung

[J Mengurangi Luas Bangunan Gedung

[] Merawat Bangunan Gedung

[J Bangunan Gedung Eksisting Belum Ber-IMB



Keterangan

1. Detail Bangunan Gedung :
a. Fungsi Bangunan* :
] Fungsi Hunian P
[J Fungsi Keagamaan e
[J Fungsi Usaha e
L] Fungsi Sosial Budaya : .....ccooiiiiviiiiiiiiiiieieieeieeen
b. Luas Bangunan e m?
c. Tinggi Bangunan/ Lantai : ............ m/ ......... Lantai
2. Tanah
a. Total Luas tanah P m?
b. Bukti Hak Atas Tanah
JENIS NOMOR DAN LOKASI LUAS
NO DOKUMEN TAHUN DESA/ TANAH | ATAS NAMA

DOKUMEN | KELURAHAN | (M2)

(untuk “Jenis Dokumen” pilih sertifikat hak atas tanah, akte jual beli,

4.

girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.)
Dokumen Rencana Teknis*:

[] Dibuat oleh Penyedia Jasa Perencana Konstruksi
[J Menggunakan Desain Prototipe

[] Desain Sendiri oleh Pemohon

Rencana waktu pelaksanaan konstruksi :.......c.oooeiiiiiiiiiiiin..

Demikian permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) ini kami

ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

................... 21 0 I

Pemohon,

*) beri tanda v pada kotak yang sesuai



A.2.

-5-
SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama L ettt ettt et et e,
J\(oJsaTo) ol S N /AN 01V I/ 2=T) oo o P
Nomor Permohonan IMB i oo

dengan ini menyatakan bahwa:

1.

Pembangunan yang akan dilakukan pada lokasi/lahan yang
direncanakan akan mengikuti seluruh ketentuan yang ada di dalam
Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (KRK) dengan Nomor
Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa saya tidak mengikuti
seluruh ketentuan yang ada di dalam Keterangan Rencana
Kabupaten/Kota (KRK), maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada
paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

ey et 20..

Pemilik bangunan gedung,
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A.3. SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM STATUS SENGKETA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ettt ettt ettt ettt ettt e e e,
I\ (o T SN AN 1LY A 3= T o o) o O PP
Alamat ettt et ettt ettt

Selaku pemilik tanah pada surat permohonan IMB yang berlokasi :

Alamat e e ettt ettt aaaa
Kelurahan PP PR
Kecamatan P
Status Kepemilikan Tanah : ...
Nomor Bukti KepemiliKan .......cooiiiiiiiiiiiiiiiieie e eeeenes

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah dan bangunan gedung di
lokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara.

Oleh karena itu apabila permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)
ini disetujui dan di kemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan
bangunan, maka kami setuju Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) yang
diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya
yang telah dikeluarkan.

................... 9 sesecscccsccsccsscns 20..

Yang menyatakan,

Saksi-saksi

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa
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A.4. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK TAHAN
GEMPA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama L e
Nomor KTP/SIM/ PasSpPOTr & c.uiuiiiitiiiiiit et eeees

Nomor Permohonan IM B i i e

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia memenuhi persyaratan pokok tahan gempa yang telah
ditetapkan oleh pemerintah.

2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah
saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan
atau tekanan dari pihak manapun juga.

........................ D2 I

Pemilik bangunan gedung,
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A.5. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama P
J\(oJsaTo) ol S N VAN 01V I/ 2= XS] oo )

Nomor Permohonan IMB i oo

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia menggunakan desain prototipe yang disediakan oleh
(Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan) sebagai
rencana teknis permohonan IMB yang saya ajukan.

2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah
saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan
atau tekanan dari pihak manapun juga.

........................ 21 O TN

Pemilik bangunan gedung,
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A.6. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONSTRUKSI
BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama L ettt ettt ettt ettt ettt e,
Nomor KTP/SIM / Paspor & ceeuiiiiiiitiiiie e
Nomor Permohonan IMB i oo e

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menggunakan penyedia jasa
perencana konstruksi bersertifikat dengan data sebagai berikut:

a. Nama perusahaan PPN
b. Alamat PN
c. Nama Penanggungjawab perusahaan :............ccioiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiinninnnn.

d. Perencana arsitektur

- Nama penanggungjawab PP
- Nomor sertifikat keahlian e ettt
- Nomor izin bekerja perencana :..........c.cooeoeiviiiiiiniiiiiiiiiieiieeanes

e. Perencana struktur

- Nama penanggungjawab PP
- Nomor sertifikat keahlian PPN
- Nomor izin bekerja perencana :.........c.cooeveiveiiiiiiiiiiiiiiieineeenes

f. Perencana utilitas (mekanikal/elektrikal)

- Nama penanggungjawab e ea e
- Nomor sertifikat keahlian PPN
- Nomor izin bekerja perencana :..........c.cooeveiveiiiiiriiiiiiiiieineeenes

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan
atau tekanan dari pihak manapun juga.

........................ 21 O I
Pemilik bangunan gedung,
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A.7. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PELAKSANA KONSTRUKSI
BERSERTIFIKAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama L e
Nomor KTP/SIM/ PasSpPOT & cuiuiiiiiitiiiitie et eeees

Nomor Permohonan IM B i oo

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya Dbersedia menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi
bersertifikat dengan data sebagai berikut:
a. Nama perusahaan P
b. Alamat L et
c. Nama penanggung jawab perusahaan : ..........ccociiiiiiiiiiiiiiiiiinennn..
d. Nama penanggung jawab pelaksana
- Pelaksana konstruksi e e
- Nomor sertifikat keahlian PP

- Nomor izin bekerja pelaksana :.........cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieenn,

2. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan.

3. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan
sah.

4. Apabila di kemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah
saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan
atau tekanan dari pihak manapun juga.

........................ P21 O TN

Pemilik bangunan gedung,
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A.8. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PENGAWAS/MANAJEMEN

KONSTRUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMOHON

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama L et ettt ettt et e et e et e e e
J\(oJsaTo) ol S N VAN 01V I/ 2= XS] oo )

Nomor Permohonan IMB i oo

dengan ini menyatakan bahwa:

1.

saya bersedia menggunakan penyedia jasa pengawas dengan data sebagai
berikut:

a. Nama perusahaan L ettt

b. Alamat e

c. Nama Penanggungjawab perusahaan : ..........ccccccociiiiiiiiiiiiiinnnnnn..
Pengawas ini bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan dan/atau
bangunan yang berdiri baik menyangkut kekuatan kontruksi, kekokohan
dan kualitas struktur bangunan serta keselamatan umum dilingkungan
sekitarnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Pengawas ini bertanggung jawab kepada saya selaku penyewa jasa terhadap
pengawasan yang dilakukan.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah

saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan

atau tekanan dari pihak manapun juga.

........................ PR 2A O I
Pemilik bangunan gedung,
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A.9. SURAT PERMOHONAN KRK

Kepada
Yth. Bupati Sumedang

cq. Kepala ... (Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan)

di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon L e ettt
2. Alamat Pemohon L e,
3. Nomor KTP/SIM/Paspor L ettt ettt ee et ettt eat e e aaaaaanans
4. Nomor Telepon / HP ettt ettt e e et aaeaaeaaaaaanas
5. Jabatan dalam Perusalaan & ....oooiiiiii s
6. Nama Perusahaan L e
7. Alamat Perusahaan L e
8. No Telepon Perusahan ettt

Dengan ini mengajukan permohonan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)

untuk lokasi lahan:

Alamat PPt
Desa / Kelurahan @ ....cooiiiiiiiiiiiiiiiiiceieccee e
Kecamatan e
Nomor Blok/Persil ..o
Nomor Sertifikat e
Koordinat GPS PPt

Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses

sebagaimana ketentuan yang berlaku.



- 13 -

Bagian - B

FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PRASARANA

B.1. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG
B.2. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA
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B.1. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

a. Nama bangunan gedung PPN
b. Alamat lokasi bangunan gedung PN
c. Fungsi bangunan gedung PP PPN
d. Klasifikasi bangunan gedung PN
e. Jumlah lantai bangunan gedung PPN
f. Ketinggian bangunan gedung PPN
g. Luas lantai dasar bangunan gedung  : ......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiea
h. Total luas lantai bangunan gedung PPN
i. Luas basement PPN
j- Jumlah lantai basement et ea e
k. Posisi/koordinat bangunan gedung e e anen
(berdasarkan informasi Global

Positioning System (GPS) yang diambil di
titik tengah bangunan gedung)

Demikian data umum bangunan gedung ini dibuat dengan sebenarnya.
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B.2. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA

DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA

(kolam /reservoir bawah tanah, menara, monument, instalasi/gardu, dan
reklame/papan nama)

Nama bangunan prasarana e e
Alamat lokasi bangunan prasarana et
c. Fungsi bangunan prasarana e
d. Klasifikasi bangunan prasarana PPN
e. Ketinggian bangunan prasarana PP
f. Posisi/koordinat bangunan prasarana  : ........ceeeeeeeeeenenneiennen e,
(berdasarkan informasi Global

Positioning System (GPS) yang diambil di
titik tengah bangunan prasarana)

Demikian data umum bangunan prasarana ini dibuat dengan sebenarnya.
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Bagian - C
DESAIN PROTOTIPE

1. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 1 (SATU) LANTAI
2. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 2 (DUA) LANTAI
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C.1. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 1 (SATU) LANTAI

Untuk desain prototipe bangunan gedung 1 (satu) lantai yang lebih lengkap, lihat Lampiran II dari Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan
Gedung.
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BATU BATA 11 x 22 x 55ctm \LBATU BATA W11 x L22 x T55¢m SKALA 1: 10

MORTAR 20mm NAMA GAMBAR

120
KOLOM : 15cm x 15cm 2 = RING BALOK t2cmx15cm 4910 BEGEL @8-150 DENAH
SKALA 1:100

o RING BALOK @ NO. GAMBAR
DETAIL KOLOM GIBALAK 1o

Halaman 1 Dari 3

MORTAR 20mm
MORTAR 20mm
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TAMPAK DEPAN
SKALA 1: 100

TAMPAK BELAKANG
SKALA 1: 100

TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1: 100

TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1: 100

CATATAN

UKURAN MODUL : 3x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 36

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 36
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

TAMPAK

SKALA 1100

NO_GAMBAR

A-1-02

im

Halaman 2 Dari 3
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4+ 3,000
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CATATAN

UKURAN MODUL : 3x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 36

GAMBAR PROTOTIPE TIPE 28
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

POTONGAN

SKALA 1:100

NO_GAMBAR

A-1-03

Halaman 3 Dari 3
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DETAIL KOLOM @

6.00 ,QO* CATATAN
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Halaman 1 Dari 3




=21 -

TAMPAK DEPAN
SKALA 1: 100

CATATAN

A

UKURAN MODUL :3x3

TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1: 100

TAMPAK BELAKANG
SKALA 1: 100

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 54

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 54
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1: 100

NAMA GAMBAR

TAMPAK

SKALA 1100

NO._GAMBAR

C-1-02

Halaman 2 Dari 3
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L+ b400

& +3.000
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MORTAR 3cm
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CATATAN

]

UKURAN MODUL :3x3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 54

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 54
POTONGAN BB’ KUDA-KUDA KAYU
SKALA 1: 100 ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN
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SKALA 1100
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: C-1-03

Halaman 3 Dari 3
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SKALA 1: 10

CATATAN

ey P

]

UKURAN MODUL : 3x 3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 72

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 72
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

RING BALOK 12cmx15cm 410 BEGEL @8-150

NAMA GAMBAR

DENAH

SKALA 1:100

NO._GAMBAR

H-1-01

Halaman 1 Dari 4
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TAMPAK DEPAN
SKALA 1: 100

TAMPAK SAMPING KANAN
SKALA 1: 100

CATATAN

UKURAN MODUL :3x3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 72

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 72
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

TAMPAK

SKALA 1100

NO._GAMBAR

H-1-02

Halaman 2 Dari &




- 025.-

TAMPAK BELAKANG
SKALA 1: 100

TAMPAK SAMPING KIRI
SKALA 1: 100

CATATAN

UKURAN MODUL :3x3

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tipe - 72

GAMBAR PROTOTYPE TIPE 72
KUDA-KUDA KAYU
ATAP SENG GELOMBANG /
FIBER SEMEN

NAMA GAMBAR

TAMPAK

KALA 1:100

NO._GAMBAR

H-1-03

Halaman 3 Dari &
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07 -

C.2. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 2 (DUA) LANTAI

Desain Prototipe Bangunan Gedung 2 (Dua) Lantai disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
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Bagian - D
PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

Persyaratan Pokok Tahan Gempa merujuk kepada Lampiran II dari
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
05/PRT/M /2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
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Bagian - E
FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU IMB
Kepada

Yth. Bupati Sumedang

cq. Kepala ... (Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan)

di Tempat

Nomor :...........
Perihal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku IMB

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Nama Pemohon e

2. Alamat Pemohon L ettt ettt aeaaas

.......................................................

3. Nomor KTP/SIM/Paspor PP
4. Nomor Telepon / HP P

Sebagai pemilik bangunan gedung atau yang diberi kuasa oleh pemilik
bangunan gedung* dengan data sebagai berikut:

e Nomor IMB P

e Tanggal Penerbitan IMB P

e Fungsi Bangunan Gedung :......coociiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e
Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku IMB.
Demikian permohonan perpanjangan masa berlaku IMB ini kami ajukan

untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Bagian - F

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENERBITAN IMB

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN PERIZINAN

Sumedang, .... 20..

Nomor L e,

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Pemohon Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB)
di- tempat

Perihal : Pemberitahuan Kelengkapan Persyaratan Permohonan IMB

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan IMB
yang diajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen yang Saudara
ajukan tersebut perlu dilengkapi (daftar kelengkapan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis terlampir).

Dengan demikian pengajuan permohonan IMB Saudara dikembalikan untuk
dilengkapi.

Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah melengkapi
persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan
kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala... (Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan),
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Lampiran 1 : Status Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Administratif

1.

DATA PEMOHON

NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN
1 |Isian formulir permohonan IMB O Ada
O Tidak Ada
2 |Fotokopi KTP pemohon atau O Ada
identitas lainnya
O Tidak Ada
3 |Fotokopi dokumen legalitas [0 Ada
badan hukum (bila pemohon
adalah badan hukum) [ Tidak Ada
4 | Surat kuasa dari pemilik O Ada
bangunan (bila pemohon bukan
pemilik bangunan) O Tidak Ada
S5 | Surat bukti status hak atas tanah | Ada
O Tidak Ada
6 | Fotokopi tanda bukti lunas Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) tahun
berjalan
7 |Surat pernyataan bahwa tanah O Ada
tidak dalam status sengketa
O Tidak Ada
8 |Surat perjanjian pemanfaatan
atau penggunaan tanah (bila |0 Ada
pemilik bangunan gedung bukan |5 132k Ada
pemegang hak atas tanah)
9 [Data kondisi atau situasi tanah O Ada
O Tidak Ada
10 | Fotokopi Keterangan Rencana [0 Ada
Kabupaten/Kota (KRK)
O Tidak Ada
11 | Surat pernyataan untuk [0 Ada
mengikuti ketentuan dalam KRK
O Tidak Ada
Keterangan : beri tanda v’ pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil

pemeriksaan dokumen
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2. DOKUMEN / SURAT TERKAIT

NO URAIAN KETERSEDIAN CATATAN
1 | Data perencana konstruksi O Ada
O Tidak Ada

2 |Surat pernyataan menggunakan O Ada
desain prototipe
O Tidak Ada
3 | Surat pernyataan menggunakan O Ada

persyaratan pokok tahan gempa

O Tidak Ada
4 [Surat pernyataan menggunakan
. |0 Ada
pelaksana konstruksi
bersertifikat O Tidak Ada

5 |Surat pernyataan menggunakan
pengawas/manajemen konstruksi | Ada

yang bertanggung jawab kepada O Tidak Ada

pemohon
6 | Data pengkaji teknis 0 Ada
O Tidak Ada
Keterangan :

- beri tanda v~ pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil pemeriksaan

dokumen

- nomor 1, 4, dan 5 untuk bangunan gedung baru dengan kompleksitas sederhana
yang dokumen rencana teknisnya dibuat oleh perencana konstruksi, bangunan
gedung baru dengan kompleksitas tidak sederhana dan kompleksitas khusus,
bangunan gedung kolektif, bangunan prasarana, dan bangunan gedung
eksisting yang dimohonkan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi,
dan/atau merawat bangunan gedung

- Nomor 2 untuk bangunan gedung baru dengan kompleksitas sederhana yang
dokumen rencana teknisnya menggunakan desain prototipe

- Nomor 3 untuk bangunan gedung baru dengan kompleksitas sederhana yang
dokumen rencana teknisnya dibuat sendiri oleh pemohon

- Nomor 6, untuk bangunan gedung eksisting yang belum memiliki IMB
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Lampiran 2 : Status Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Teknis

1. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN
1 | Kesesuaian fungsi/klasifikasi (] Sesuai
bangunan  gedung  terhadap
peruntukan lokasi O Tidak Sesuai
2 | Kesesuaian luas lantai dasar 0 Sesuai
bangunan gedung terhadap KDB
maksimum O Tidak Sesuai
3 | Kesesuaian total luas lantai O Sesuai
bangunan gedung terhadap KLB
maksimum O Tidak Sesuai
4 K?sesuaian total luas daerah (] Sesuai
hijau terhadap persyaratan
minimum O Tidak Sesuai
S | Luas lantgi basement terhadap O Sesuai
KTB maksimum
O Tidak Sesuai
Keterangan : beri tanda v~ pada kotak Sesuai atau Tidak Sesuai berdasarkan

hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis
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2. RENCANA ARSITEKTUR

NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN
, |Data Penyedia Jasa Perencanaan 0 Ada
Arsitektur O Tidak Ada

O Ad

2 | Gambar Situasi (Site Plan) &
O Tidak Ada
L A

3 | Gambar Denah da
O Tidak Ada
O Ad

4 | Gambar Tampak &
O Tidak Ada
O A

S | Gambar Potongan da
O Tidak Ada
LI A

6 | Gambar Detail Arsitektur da
O Tidak Ada

Spesifikasi Umum Perampungan |U Ada
Bangunan Gedung O Tidak Ada

Keterangan : beri tanda v’ pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil
pemeriksaan dokumen persyaratan teknis



3. RENCANA STRUKTUR
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NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN
1 | Data Penyedia Jasa |4 ada
Perencanaan Struktur
O Tidak Ada
2 |Perhitungan Struktur (Untuk O Ada
BG > 2 Lt dan/atau Bentang
Struktur >6 m) O Tidak Ada
3 |Hasil Penyelidikan  Tanah 00 Ada
(Untuk Bangunan Gedung > 2
Lantai) O Tidak Ada
4 |Gambar Rencana Struktur |5 44
Bawah (Pondasi), termasuk
detailnya O Tidak Ada
S |Gambar Rencana Struktur O Ada
Atas (Kolom, Balok & Plat),
termasuk detailnya O Tidak Ada
6 |Gambar Rencana Struktur |5 44
Atap (Rangka & Penutup),
termasuk detailnya [0 Tidak Ada
7 | Spesifikasi Umum Struktur O Ada
O Tidak Ada
8 [ Spesifikasi Khusus Struktur O Ada
(jika ada)
O Tidak Ada

*Keterangan: beri tanda v~ pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil

pemeriksaan dokumen persyaratan teknis




4. RENCANA UTILITAS
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NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN
1 | Data Penyedia Jasa |4 ada
Perencanaan Utilitas
O Tidak Ada
2 | Perhitungan Utilitas (termasuk
Kebutuhan Air, Listrik, 00 Ada
Limbah Cair & Padat, Beban
Kelola ~ Air Hujan  dan |0 Tidak Ada
Pemilihan Sistem)
3 [ Gambar Sistem Sanitasi (Air O Ada
Bersih, Air Kotor, Limbah Cair,
Limbah Padat, Persampahan) [ Tidak Ada
4 | Gambar Jaringan Listrik
(Sumber, Jaringan, | Ada
Pencahayaan dan Penghawaan O Tidak Ada
Buatan
5 | Gambar Sistem Proteksi
Kebakaran (Disesuaikan |0 Ada
dengan tingkat risiko |5 Tidak Ada
kebakaran)
6 | Gambar Sistem Proteksi Petir O Ada
O Tidak Ada
7 | Gambar Pengelolaan Air Hujan O Ada
dan Sistem Drainase dalam
Tapak [0 Tidak Ada
8 |[Spesifikasi Umum  Utilitas O Ada
Bangunan Gedung
O Tidak Ada

*Keterangan: beri tanda v~ pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil

pemeriksaan dokumen persyaratan teknis
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Bagian - G

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN
RENCANA TEKNIS

KOP SURAT... (PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERIZINAN)

Sumedang, ... 20...
Nomor L e

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
di-

Tempat

Perihal : Pemberitahuan Hasil Penilaian Dokumen Rencana Teknis

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian dokumen rencana teknis pada permohonan
IMB yang Saudara ajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen
rencana teknis tersebut belum memenuhi kesesuaian dengan persyaratan
teknis bangunan gedung (daftar kesesuaian terlampir).

Dengan demikian pengajuan permohonan IMB Saudara dikembalikan untuk
diperbaiki.
Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah memperbaiki

dokumen rencana teknis sesuai dengan hasil evaluasi dari kami.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan
kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala ... (Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan pelayanan
perizinan),
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Lampiran 1 : Status Penilaian Dokumen Rencana Teknis

1. RENCANA ARSITEKTUR
NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN
Data Penyedia Jasa O Sesuai

Perencanaan Arsitektur

O Tidak Sesuai

, |Gambar Situasi / Rencana [l Sesuai
Tapak O Tidak Sesuai
as i
3 | Gambar Denah csual
O Tidak Sesuai
as i
4 | Gambar Tampak esual
O Tidak Sesuai
as i
S | Gambar Potongan esual
O Tidak Sesuai
) . O Sesuai
6 | Gambar Detail Arsitektur
O Tidak Sesuai
Spesifikasi Umum [ Sesuai
7 | Perampungan Bangunan

Gedung

O Tidak Sesuai




2. RENCANA STRUKTUR
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NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN
1 Data Penyedia Jasa O Sesuai
Perencanaan Struktur O Tidak Sesuai
Perhitungan Struktur [ Sesuai
2 (Untuk BG > 2 Lt dan/atau
Bentang Struktur >6 m) 0 Tidak Sesuai
Hasil Penyelidikan Tanah [ Sesuai
3 (Untuk Bangunan Gedung
> 2 Lantai) O Tidak Sesuai
Gambar Rencar.la Struktur [ Sesuai
4 Bawah (Pondasi), termasuk
detailnya O Tidak Sesuai
Gambar Rencana Struktur [ Sesuai
S | Atas (Kolom, Balok & Plat),
termasuk detailnya [0 Tidak Sesuai
Gambar Rencana Struktur [ Sesuai
6 Atap (Rangka & Penutup),
termasuk detailnya O Tidak Sesuai
as i
7 Spesifikasi Umum Struktur esual
O Tidak Sesuai
3 Spesifikasi Khusus O Sesuai
Struktur (jika ada) O Tidak Sesuai

CATATAN:

............................................................................................................
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3. RENCANA UTILITAS

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN
1 [Perhitungan utilitas yang terdiri
dari perhitungan kebutuhan air
bersih, kebutuhan listrik, [0 Sesuai
penampungan dan pengolahan |5 Tydak Sesuai
limbah cair dan padat, dan
beban kelola air hujan
2 [Perhitungan tingkat kebisingan O Sesuai
dan/atau getaran
O Tidak Sesuai
3 |Gambar sistem sanitasi yang
terdiri dari sistem air bersih, air |0 Sesuai
kotor, limbah cair, limbah O Tidak Sesuai
padat, dan persampahan
4 | Gambar sistem pengelolaan air 0s .
hujan dan drainase dalam tapak esual
O Tidak Sesuai
S5 | Gambar sistem instalasi listrik
yang terdiri dari gambar sumber |l Sesuai
listrik, jaringan, dan O Tidak Sesuai
pencahayaan
6 | Gambar sistem proteksi .
OS
kebakaran yang disesuaikan esual
dengan tingkat risiko kebakaran |0 Tidak Sesuai
7 Gam.bar. sister}'l penghawaan / O Sesuai
ventilasi alami dan buatan
O Tidak Sesuai
8 Gambar sistem transportasi [ Sesuai
vertikal
O Tidak Sesuai
9 Garpbar sistem transportasi [ Sesuai
horizontal
O Tidak Sesuai
10 Qambar sistem komunikasi [ Sesuai
internal dan eksternal
O Tidak Sesuai
11 | Gambar sistem - _ [ Sesuai
penangkal /proteksi petir
O Tidak Sesuai
12 | Spesifikasi umum utilitas [ Sesuai
bangunan gedung
O Tidak Sesuai
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CATATAN:
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Bagian - H
FORMAT SURAT PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS

KOP SURAT ... (PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERIZINAN)

Sumedang, ... 20...
Nomor D e

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Kepala ... (Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan)
di-

Tempat

Perihal : Persetujuan Dokumen Rencana Teknis

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil penilaian dokumen rencana teknis pada permohonan
IMB yang diajukan oleh:

1. Nama Pemohon e
2. Nomor KTP ettt aens
3. Lokasi Bangunan yang diajukan IMB
e Alamat e
e Desa / Kelurahan e
e Kecamatan e
4. Nomor Permohonan IMB ...

perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut telah
memenuhi kesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan gedung dan
disetujui (daftar kesesuaian terlampir).

Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Teknis ...(Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan),
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Lampiran : Status Penilaian Dokumen Rencana Teknis

1. RENCANA ARSITEKTUR

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN
. Data Penyedia Jasa O Sesuai
P Arsitekt
erencanaan Arsitektur O Tidak Sesuai
) Gambar Situasi / Rencana | Sesuai
Tapak
apa O Tidak Sesuai
O Sesuai
3 | Gambar Denah
O Tidak Sesuai
[ Sesuai
4 | Gambar Tampak
O Tidak Sesuai
0 Sesuai
5 |Gambar Potongan
O Tidak Sesuai
O Sesuai
6 | Gambar Detail Arsitektur
O Tidak Sesuai
Spesifikasi Umum O Sesuai
7 | Perampungan Bangunan
Gedung O Tidak Sesuai
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2. RENCANA STRUKTUR

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN

Data Penyedia Jasa Sesuai

Perencanaan Struktur Tidak Sesuai

Perhitungan Struktur (Untuk
2 |BG > 2 Lt dan/atau Bentang
Struktur >6 m)

Sesuai

Tidak Sesuai

Hasil Penyelidikan Tanah Sesuai

3 | (Untuk Bangunan Gedung >

2 Lantai) Tidak Sesuai

Gambar Rencana Struktur Sesuai

4 | Bawah (Pondasi), termasuk

detailnya Tidak Sesuai

Gambar Rencana Struktur
5 |Atas (Kolom, Balok & Plat),
termasuk detailnya

Sesuai

Tidak Sesuai

Gambar Rencana Struktur Sesuai

6 |Atap (Rangka & Penutup),

termasuk detailnya Tidak Sesuai

Sesuai
7 | Spesifikasi Umum Struktur

Tidak Sesuai

Spesifikasi Khusus Struktur Sesuai

(jika ada)

o oo o|jo oo ojo oo oo oo O

Tidak Sesuai

CATATAN:

............................................................................................................
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3. RENCANA UTILITAS

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN
1 [Perhitungan utilitas yang terdiri
dari perhitungan kebutuhan air
bersih, kebutuhan listrik, O Sesuai
penampungan dan pengolahan | 5 Tidak Sesuai
limbah cair dan padat, dan
beban kelola air hujan
2 [Perhitungan tingkat kebisingan O Sesuai
dan/atau getaran
O Tidak Sesuai
3 |Gambar sistem sanitasi yang
terdiri dari sistem air bersih, air | Sesuai
kotor, limbah cair, limbah O Tidak Sesuai
padat, dan persampahan
4 | Gambar sistem pengelolaan air 0s .
hujan dan drainase dalam tapak esual
O Tidak Sesuai
S5 | Gambar sistem instalasi listrik
yang terdiri dari gambar sumber | Sesuai
listrik, jaringan, dan O Tidak Sesuai
pencahayaan
6 | Gambar sistem proteksi .
O s
kebakaran yang disesuaikan esual
dengan tingkat risiko kebakaran |0 Tidak Sesuai
7 | Gambar sistem o . O Sesuai
penghawaan /ventilasi alami dan
buatan O Tidak Sesuai
8 Gambar sistem transportasi O Sesuai
vertikal
O Tidak Sesuai
9 Garpbar sistem transportasi [0 Sesuai
horizontal
O Tidak Sesuai
10 Qambar sistem komunikasi O Sesuai
internal dan eksternal
O Tidak Sesuai
11 | Gambar sistem - _ O Sesuai
penangkal /proteksi petir
O Tidak Sesuai
12 | Spesifikasi umum utilitas [0 Sesuai
bangunan gedung
O Tidak Sesuai




I.1.

[.2.

I.3.

L.4.

I.5.

I.6.

I.7.

1.8.

[.9.

I.10.

[.L11.
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Bagian - 1
BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG
SEDERHANA YANG DOKUMEN RENCANA TEKNISNYA DIBUAT OLEH
PERENCANA KONSTRUKSI ATAU BANGUNAN GEDUNG TIDAK
SEDERHANA BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG
SEDERHANA YANG MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG
SEDERHANA 1 (SATU) LANTAI YANG DOKUMEN RENCANA
TEKNISNYA DIBUAT SENDIRI OLEH PEMOHON

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG
SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG
TIDAK SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BANGUNAN
GEDUNG KHUSUS

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG
SEDERHANA EKSISTING

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG
TIDAK SEDERHANA DAN BANGUNAN GEDUNG KHUSUS EKSISTING

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH,
MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN
GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH,
MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN
GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BERTAHAP

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG
BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF
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[.12. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG

UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF

[.13. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN
PRASARANA



I.1

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN

Dikembalikan &

IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA YANG DOKUMEN
RENCANA TEKNISNYA DIBUAT OLEH PERENCANA KONSTRUKSI ATAU BANGUNAN GEDUNG TIDAK
SEDERHANA BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

: o | e | H
: Pemberian v ::| Pengajuan o Penyerahan Penerbitan
H um i ilai Pemberitah
. KRK dan b= Per.mohon:fn Pemeriksaan ae FeallElen emberitanuan Bukti IMB oleh
= . Pembuatan |  1:( Dilengkapi = Dok. Nilai Retribusi DPMPTSP
= penyampaian e > Kelengkapan IMB Pembayaran
. . : Dokumen Persyaratan =27 | Rencana ibusi
H informasi R 1 >ydidid Persyaratan g . \ Retribusi IMB
. surat pernyataan persyaratan enca.na an Administrat & Administrafif i Telfnls 4
= | untuk mengikuti administratif & Teknis ==[  Teknis & Teknis -
: | ketentuan KRK teknis = Penetapan
H = " Nilai Retribusi Pengambilan Penerimaan
: + : , , IMB SKRD &
E i E E Tidak Sesuai A Pembayaran l:l’l\ellmBoohl(e,lr‘l‘
. i " Retribusi IMB
: i i Sesuai g | Persetujuan
. an .t Tertulis
L e s s EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES HESSSsSEEEsEEssEssssEsssssssssssssssssss> 'S E S EEEEEEEEEEEEEEEESEESESEEESESSESSSESEESESEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES
BG Sederhana =2 hari
< 1 hari > BG Tidak Sederhana =5 hari
| Oleh Pemohon | | Olen DPMPTSP | |Oleh perencana| [ Oteh Pemohon | | Oleh DPMPTSP | | Oleh Pemohon |

Di Kantor DPMPTSP |

DiKantor DPMPTSP

Proses Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB




1.2

DESAIN PROTOTIPE

Tidak Lengkap
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BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA YANG MENGGUNAKAN

Penerbitan IMB
oleh DPMPTSP/

Dikembalikan :
Permohonan Pemberian KRK /
dan penyampai- Pengajuan : :
KRK dan ; : :
penyerahan aninformasi | ::| Permohonan Pemeriksa-an Lenakan/ : :
surat persyaratan L3y IMB > | Keleng-kapan S Tigakp : :
pernyataan administratif & |1 [—— ehovatn Lenak : :
untuk teknis, dan | : Dilengkapi Administra-if engkap : Penyerahan Buki :
mengikut pilihan desain Persyaratan & Teknis — Pembayaran
prototipe Administratif & : onfirmasi - Retribusi IMB :
ketentuan KRK Teknis +=>| Desain Prototipe |3, Persetujuan :
Lengkap ke pemohon Tertulis
N 73
Penetapan Nilai
: Retribusi IMB :
\1/ Pengambilan
: - SKRD & :
: F;‘e_rlnt_);nta_ll\)uap « Pembayaran :
5 ilai Retribusi | —>  Retribusi IMB 5
: IMB :
( 1 hari ) ( 1 hari
Oleh Pemohon Oleh DPMPTSP Oleh Pemohon Oleh DPMPTSP atau didelegasikan ke Kecamatan Oleh Pemohon

Kecamatan*

PenerimaanIMB

oleh Pemohon

DiKantor DPMPTSP

DiKantor DPMPTSP / Kecamatan

Proses

Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB
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BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA 1 (SATU) LANTAI YANG
DOKUMEN RENCANA TEKNISNYA DIBUAT SENDIRI OLEH PEMOHON

I.3.

Tidak Lengkap

Dikembalikan

Permohonan Pemberian e
:[ KRKdan KRK dan Pembuatan o v Pemeriksaan Penilaian
penyerahan penyampai- De;‘(u‘r‘:en ¥ _ Kelengkapan dan Penyerahan Buki Penerbitan IMB
surat an informasi Rencana HE Pengajuan Persyaratan asistensi Persetujuan Pembayaran oleh DPMPTSP /
pernyataan persyaratan > S = Permohonan 3 Administratif perbaikan —> Tertulis Retribusi IMB > Kecamatan*
untuk administratif exnis i IMB & Teknis dokumen
mengikuti & teknis i : - rencana
ketentuan Dilengkapi teknis A A
KRK Persyaratan A
Administratif & Penetapan Nilai
Teknis Retribusi IMB PenerimaanIMB
oleh Pemohon
\ 2 .
: Pemberitahuan PeglgaRgballIan
: Nilai Retribusi | Pembayaran
IMB Retribusi IMB
.........................................................
( ) (e )
Oleh Pemohon Oleh DPMPTSP | | Oleh Pemohon Oleh Pemohon Oleh DPMPTSP atau didelegasikan ke Kecamatan Oleh Pemohon

Di Kantor DPMPTSP DiKantor DPMPTSP / Kecamatan

Proses
Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB Proses Penerbitan IMB




I.4

UMUM

Permohonan
KRK dan
penyerahan

surat
pernyataan 3
untuk
mengikuti
ketentuan
KRK

M I EEEEEEEEEE NS NN NN EEE NN NN NN EEEEEEEEEEEEEEEEQ

Pemberian
KRK dan
penyampaian

informasi

persyaratan }

administratif
& teknis

Perlu
perizinan/
rekomend
asi lain?

-51 -

Dikembalikan

v

Pengajuan

Pembuatan
Dokumen
Rencana
Teknis

Permohonan
IMB

Pemeriksaan

Dilengkapi
persyaratan
administratif &
teknis

Kelengkapan
Persyaratan
Adminisfratif
n Tekni

>

Pengurusan Perizinan
dan/ atau rekomendasi
sesuai ketentuan *

A

llllllllllllllllllllllllllllllllllll*lllllllllll re

Tidak
Lengkap
?

Lengkap

Tidak Sesuai

Sesuai
| Tidak
Sesuaj,

Sesuai

Penilaian Dok
Rencana

v

Persetuj uan
Tertulis

Teknis

(TABG
memberikan
pertimbangan

teknis)

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN

(

1 hari

2 hari

) <

2hari >

— Penerbitan
Penetapan Nilai Pegyerghan Bukti IMB oleh
L Retribusi IMB DPMPTSP
l Pengambilan
Pemberitahuan =>| SKRD & Penerimaan
Nilai Retribusi Pembayaran IMB oleh
IMB |_Retribusi IMB | Pemohon

) <

Oleh Pemohon

Oleh
DPMPTSP

Oleh Pemohon

Oleh
perencana

Oleh Pemohon

Di Kantor DPMPTSP

Oleh DPMPTSP

Oleh Tim Teknis DPMPTSP & TABG

Oleh DPMPTSP

Oleh Pemohon

Di Kantor DPMPTSP

Proses Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB




I.5.

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
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KEPENTINGAN UMUM DAN BANGUNAN GEDUNG KHUSUS

Permohonan
KRK dan
penyerahan

surat
pernyataan
untuk
mengikuti
ketentuan
KRK

S EEEEE SN NN NS NN E NSNS EEE NN NN NS EEEEEEEEEEEEEEEEQ

Pemberian
KRK dan
penyampaian

informasi

administratif
& teknis

persyaratan }

Perlu
perizinan/
rekomend
asi lain?

Dikembalikan

v

Pembuatan
Dokumen
Rencana
Teknis

Pengajuan
Permohonan| | pemeriksaan
IMB Kelengkapan
Dilengkapi Persyaratan
persyaratan Administratif
administratif & dan Teknis
teknis

Pengurusan Perizinan
dan/ atau rekomendasi
sesuai ketentuan *

A

llllllllllllllllllllllllllllllllllll*lllllllllll rEr

Tidak
Lengkap
?

Lengkap

Tidak Sesuai

Sesuai
| Tidak
Sesuaj

Sesuai

IMB BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA UNTUK

Penerbitan
IMB oleh
DPMPTSP

Penetapan Nilai Penyerahan Bukti
i l Pembayaran
Retribusi IMB Refribusi IMB
Pe;!:g\ngok v l Pengambilan
Teknis Persetuit Pemberitahuan 9 SKRD &
e:ﬁtﬁll;’s“‘ Nilai Retribusi Pembayaran
(TABG IMB Retribusi IMB
memberikan
pertimbangan
teknis)

Di Kantor DPMPTSP

< 1 hari > 1-8Lt. : 8 hari 1-8Lt. : 2 hari
>8 Lt. : 25 hari >8 Lt. : 3hari
Oleh Pemohon Oleh Oleh Pemohon Oleh Oleh Pemohon Oleh DPMPTSP Oleh Tim Teknis DPMPTSP & TABG Oleh DPMPTSP | | Oleh Pemohon
DPMPTSP perencana

v

Penerimaan

IMB oleh
Pemohon

Di Kantor DPMPTSP

Proses Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB
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[.6 BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA EKSISTING

perbaikan rekomendasi perbaikan
dan/atau i i dan/atau :
pengubahsuaian |€: bpengubahsueellian
bangunan : ; i angunan gedung :
gedung Dikembalikan Tidak Lengkap i
Pemeriksaan i
\ 4 HH H :
Kelengkapan :: | Pengkajian K A - :
m':ir;;;:ign Pengajuan Persyaratan i1 | teknis BG kondii ik Pe;yer; han Bukd PenerbitanIMB | :
. M N dengan ; embayaran :
dokumen terkait Permohonan (> Admlnlsﬁ_‘ahf z, dalam o Persetul_uan S N d;nPISwL:Tgl';eh :
dengan IMB & Teknis + rangbk; teknis dan Tertulis :
- enerpian pemenuhan .
bangunan Dilengkapi ¥ P SLF { :
?(e. "t'.ng Persyaratan i N :
eksisting Administratif & -EREE L :
Teknis i Retribusi IMB :
e PenerimaanIMB \ :
i danSLFoleh | :
H \/ Pemohon
i Pemberitahuan Pengambilan
i DB e A SKRD & :
b Nilai Retribusi > :
i IMB Pembayaran :
i Retribusi IMB
< 1 hari > Luas BGs.d 100 m2=7 hari
Luas BGs.d 500 m2 =10 hari
Oleh Pemohon Oleh Pemohon Oleh DPMPTSP Oleh Tim Teknis DPMPTSP Oleh DPMPTSP Oleh Pemohon
Di Kantor DPMPTSP |

Proses Penerbitan IMB

Proses
Proses Permohonan IMB

Prapermohonan IMB




I.7.

GEDUNG KHUSUS EKSISTING
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BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN BANGUNAN

Pengkajian
teknis BG
dalam
rangka
penerbitan
SLF

rekomendasi perbaikan

dan/atau
pengubahsuaian
bangunan gedung

perbaikan
dan/atau
pengubahsuaian
bangunan i
L m( Tidak Lengkap
Pemeriksaan
v Kelengkapan
Pengaj Persyaratan Lengkap
Permohonan (S Administratif —> | Tidak
Rl IMB & Teknis Lengkap
menyiapkan Dilen f
. gkapi
dokl;men terkait Persyaratan
engan Administratif&
bangunan Teknis
gedungeksisting

TidakT

Kesesuaia
kondisi fisik
dengan
dokumen
teknis dan
pemenuhan
persyaratan
teknis

Surat Pernyataan
Laik Fungsi

Verifikasi
dokumen dan
lapangan

Sesuai

Rekomendasi
penerbitanIMB &
SLF

>

Persetujuan
Tertulis

v

Penetapan Nilai
Retribusi IMB

v

Pemberitahuan
Nilai Retribusi
IMB

Penyerahan Bukii
Pembayaran
Retribusi IMB

PenerbitanIMB
dan SLF oleh
DPMPTSP

Pengambilan
SKRD &
Pembayaran
Retribusi IMB

Penerimaan IMB

dan SLF oleh
Pemohon

< 1 hari >

10 hari

Oleh Pemohon

| | Oleh Pemohon

| Oleh DPMPTSP

| | Oleh Penyedia Jasa Pengkaji Teknis

Oleh Tim Teknis DPMPTSP

Oleh DPMPTSP

Oleh Pemohon

Di Kantor DPMPTSP

Proses
Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB
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[.8 BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI,
DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

: - Dikembalikan | i :
: , T+ % riga i :
Pembuatan | :: Lengkap
. Dokumen " Pengajuan i Penerbitan :
: Pelzglzf:ionan P Rencana Teknis| 1 Permohonan : : | Penilaian Pemberitahuan Penyera'han IMBoleh | -
- an KRK dan dengan | ::—————— |Pemeriksaan Lengkap \ 1 | pok Nilai Retribusi L DPMPTSP |
:| penyerahan penyampaian |  (mempertimbang| :: Dilengkapi |3 Kelengkapan | Tidak - Ren::a.na IMB Pembayaran .
. surat informasi [>| kanhasil 33 Persyaratan Persyaratan Lengkap /(b Tekn A Retribusi IMB H
*| pernyataan persyaratan pengkajian | I:|Administratf&| | Agministratif - exnis A :
. untuk administratif & | |teknisbangunan| 1:[  Teknis & Teknis - .
o\ mengikuti teknis gedung i Penetapan .
= \ketentuan KRK eksisting s "a Nilai Retribusi Pengambilan . .
. - = IMB SKRD & Penerimaan | =
. s =" f;?;all Pembayaran ;h:'::':z:
. = = a P :
- = = Se:suai Tidak Sesuai Retribusi IMB .
. Sesuai 5 | Persetujuan
: i :: Tertulis :
L L

( 1 hari ) 5 hari )

OlehPemohon | | Oleh DPMPTSP | Olen perencanal |OIehPemohon|| Oleh DPMPTSP | Oleh Pemohon

Di Kantor DPMPTSP DiKantor DPMPTSP

Proses Prapermohonan IMB Proses Permohonan IMB Proses Penerbitan IMB




I.9.

- 56 -

DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Permohonan
KRK dan
penyerahan
surat
pernyataan 5
untuk
mengikuti
ketentuan
KRK

S EEEE I NN NS EEEE SN EEE NS NN NSNS N EEEEEEEEEEEEEEEEEEEA

Pemberian
KRK dan
penyampaian

informasi

persyaratan }

administratif
& teknis

Perlu
perizinan/
rekomend
asi lain?

v

Pembuatan
Dokumen
Rencana
Teknis
dengan
mempertim
bangkan
hasil
pengkajian
teknis
bangunan
gedung
eksisting

Pengurusan Perizinan
dan/ atau rekomendasi

sesuai ketentuan *

Pengajuan
Permohonan
IMB

Dilengkapi
persyaratan
administratif &
teknis

Dikembalikan '(

Pemeriksaan
Kelengkapan
Persyaratan

Administratif

Tidak
Lengkap
?

Lengkap

Tidak Sesuai

Sesuai

Sesuai

Penilaian Dok
Rencana
Teknis

v

Persetuj uan
Tertulis

(TABG
memberikan
pertimbangan

teknis)

— Penerbitan
Penetapan Nilai Penyerahan Bukti IMB oleh
ibusi Pemb
R Retribusi IMB DPMPTSP
l Pengambilan
Pemberitahuan N SKRD & Penerimaan
Nilai Retribusi Pembayaran IMB oleh
IMB Retribusi IMB Pemohon

Di Kantor DPMPTSP

i 1-8 Lt. : 8 hari 1-8Lt. : 2 hari
< 1 hari > >8Lt. : 25 hari >8Lt.: 3 hari
Oleh Pemohon Oleh Oleh Pemohon Oleh Oleh Pemohon Oleh DPMPTSP Oleh Tim Teknis DPMPTSP & TABG Oleh DPMPTSP | | Oleh Pemohon
DPMPTSP perencana

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI,

Di Kantor DPMPTSP

Proses Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB
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[.10. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BERTAHAP

Permohonan Pemberian
KRK dan KRK dan
penyerahan penyampaian
surat informasi
pernyataan persyaratan
untuk administratif
mengikuti & teknis
ketentuan
KRK*

perizinan/r
ekomenda
silain?

PENERBITAN IMB

Penerbitan IMB oleh
DPMPTSP

Pengurusan Perizinan
dan/ atau rek dasi

sesuai ketentuan

A4

PenerimaanIMB

oleh Pemohon

PENERBITAN IMB PONDASI

Penerbitan IMB
N Pondasi oleh

< 14 hari >

)

Oleh Oleh |
Pemohon DPMPTSP

Oleh Pemohon

| Oleh Tim Teknis DPMPTSP dan TABG |

| Oleh DPMPTSP |

Oleh Pemohon |

- DPMPTSP

PenerimaanIMB

Pondasi oleh
Pemohon

< 25 hari > < 3hari >
Persetujuan «| Penghitungan
Tertulis [ ulang nilai
retribusi IMB
Penyerahan Bukti
Ya v Pembayaran
\[, - Retribusi IMB
Penetapan Nilai
Diperbaiki Retribusi IMB (sisa y,
oleh bayar)
pemohon
I Penilaian Dok Rencana \1/
Dikembalikan & Teknis lanjutan Pengambilan
TABG berika Pemberitahuan SKRD &
([ABCmemberian Nilai Retribusi IMB [ >>|  Pembayaran
pertimbangan teknis) Retribusi IMB
A4 Pengajuan
Pemeriksaan N\
Permohonan Kelengkapan | | 5 irmmmmmsmmsfrrmsr s e
Pembuatan IMB dan IMB elengkapa
. Persyaratan :
Dokumen Pondasi Administratif & g Sesuai TR Penghitungan Nilai
Rencana i ; g = Sesuai \ >**"“_ | Rencana -
Teknis P[;E:ngkapl Teknis g I Tidak Pondasi >| Retribusi IMB Penyerahan Bukti
yaratan 4 Sered A Sementara
Administratif & K W (Tertulis) ;etmtl))aya.ul':ﬂnB
7§ ’ =] etribusi
Teknis \1' [= 4] Pondasi
Penetapan Nilai N
Retribusi IMB
Lengkap/ Ponsasi sebesar
eT"igaip 10% dari Nilai
Lengkap Penilaian Dok Retribusi IMB
Rencana Teknis a :
\1, Pengambilan
Lengkap (TABG Pemberitahuan P
memberikan Nilai Retribusi IMB |—> |  metrie oot
pertimbangan BSTaael Retribusi IMB
teknis) ondasl Pondasi

Di Kantor DPMPTSP

| Oleh |0Ieh Pemohon | | Oleh DPMPTSP |
Perencana
| Di Kantor DPMPTSP

| Proses Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB
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SECARA KOLEKTIF
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Dikembalikan (&

|

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Permohonan Pemberian ; Tidak Lengkap: & Penerbitan
KRK dan KRK dan A 4 P::;%;’:::n Pemeriksaan Pemberitahuan PenByeLa:_han IMB Induk
penyerahan penyampaian P ! Kelengkapan Lengkap| — Nilai Retribusi UKt oleh
. . erlu Tidak| Pembuatan | : : IMB -1 | Penilaian Pembayaran
surat informasi g i Persyaratan Lengkap/ : IMB ot DPMPTSP
perizinan/ Dokumen £ : 1> Administratif& F> b Dokumen N Retribusi IMB
pernyataan persyaratan > rekomend Rencana [ | Dilengkapi minist Tidak Rencana AN
untt_:k ) admlnlst_ratlf asi lain? Teknis | Pergy_arata_n Teknis Lengkap Teknis
mengikuti & teknis Admlnlstratlf& Panetapan /] :
LD 7, Teknis Nilai Retribusi Pengambilan |  /Penerimaan) :
KRK : IMB SKRD & IMB Induk
A Pembayaran oleh
Retribusi IMB Pemohon
Tidak Sesuai
Pengurusan Perizinan : i
dan/ atau rekomendasi : i Sesuai
sesuai ketentuan i
: i : [Persetujuan
......................................................................................... - R
( 1 hari ) ( ehai ) ( 2hari
Oleh Pemohon Oleh DPMPTSP Oleh Pemohon Oleh Oleh Pemohon Oleh DPMPTSP Oleh Tim Teknis Oleh DPMPTSP Oleh Pemohon
Pemohon DPMPTSP

Di Kantor DPMPTSP

Di Kantor DPMPTSP

Proses Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB




[.12.

SECARA KOLEKTIF

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN
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IMB BANGUNAN

Dikembalikan |e

GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Tidak Sesuai
Permohonan Pemberian \ Pengajuan
KRK dan KRK dan P el Pemeriksaan
i Kelengkapan
ponrstn | [ponmpsin| / puta N Pombusan |11 8| | K0
pernyataan persyaratan > fekomend Rencana Dilengkapi  [=»| Administrafif & Penerbitan
I.Intl:lk ) administlrat'rf asi lain? Teknis Persyaratan Teknis Sesuai - Penetapan Penyerahan IMB Induk
mengikuti & teknis Administratif& Persetujuan |_sy|yijai Retribusi L] oleh
ketentuan /\ Teknis Tertulis IMB Pembayaran | © | poyprgp
KRK Retribusi IMB
Tidak N
Lengkap
P \ 4 :
Penilaian i . :
Dokumen Pemberitahuan Pengambilan Penerimaan \ :
o A SKRD & IMB Induk |:
Rencana Teknis Nilai Retribusi 9 Pembayaran oleh
Pengurusan Perizinan M8 Retribusi IMB Pemohon
dan/ atau rekomendasi (TABG
sesuai ketentuan Lengkap memberikan
pertimbangan
teknis)
1-8Lt.: 8 hari
sitioshai /( thai ) ( 2hai )
Oleh Pemohon Oleh DPMPTSP Oleh Pemohon Oleh Oleh Pemohon Oleh DPMPTSP Oleh Tim Teknis Oleh DPMPTSP Oleh Pemohon
Pemohon DPMPTSP

| DiKantor DPMPTSP

| DiKantor DPMPTSP
| | Proses Penerbitan IMB

| Proses Prapermohonan IMB | | Proses Permohonan IMB
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[.13. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN PRASARANA

Permohonan
KRK dan
penyerahan
surat
pernyataan
untuk
mengikuti
ketentuan
KRK

Pemberian
KRK dan
penyampaian
informasi

persyaratan [>>

administratif
& teknis

Perlu
perizinan/
rekomend
asilain?

Tidak

Pengurusan Perizinan
dan/ atau rekomendasi

A 4

Dikembalikan |@

Pembuatan
Dokumen
Rencana
Teknis

sesuai ketentuan

PPengajuan Pemeriksaan
ermohonan
Kelengkapan
IMB
Persyaratan
Dilengkapi [=»| Administratif &
Persyaratan Teknis
Administratif &
Teknis

Tidak
Lengkap

Lengkap

Tidak Sesuai

Sesuai
I Tidak
Sesuai

Persetujuan Penetapan
Tertulis || Nilai Retribusi

Penetapan

Penilaian
Dokumen
Rencana Teknis

(TABG
memberikan
pertimbangan

teknis)

\ 4

Pemberitahuan

Nilai Retribusi
IMB

Penyera_han Penerbitan
Bukti 15 1MB oleh
Pembayaran DPMPTSP
Retribusi IMB
N\

Pengambilan :

SKRD & Penerimaan | :
Pembayaran IMB oleh
Retribusi IMB Pemohon

Oleh Pemohon

Oleh DPMPTSP

Oleh Pemohon

Oleh
Pemohon

Oleh Pemohon

Oleh DPMPTSP

Di Kantor DPMPTSP

< 6 hari

1 hari

) §

) )

Oleh Tim Teknis
DPMPTSP

Oleh DPMPTSP

Oleh Pemohon

DiKantor DPMPTSP

Proses Prapermohonan IMB

Proses Permohonan IMB

Proses Penerbitan IMB
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Bagian - J
FORMAT DOKUMEN IMB

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN/KOTA...........

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nomor P tanggal ...

Nama pemohon / PN
pemilik bangunan
gedung

Alamat PSPPSRI

untuk : Membangun baru/ mengubah/
memperluas/ mengurangi/ merawat
bangunan gedung

Fungsi bangunan geduUng | .ooiiiiiiiiii e
Jenis bangunan gedung | .o
Nama bangunan gedUng | .
Luas bangunan gedung e e e
Di atas tanah . (hak atas tanah)

Luas tanah N
Atas nama/Pemilik tanah ..o

Terletak di SO P P TSPTPTPETP

Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan
menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan
gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka
terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung vyang
dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan
sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Mengingat : 1. - -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);



Memperhatikan

Menetapkan

~1

9.
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Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun
2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ................... Nomor ......... Tahun......
tentang Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.......cocooviiiiininniniinnnn, Nomor......coeuves
Tahun............. tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Keputusan Bupati/Walikota......coooviiviniinininnn,

Nomor............ Tahun........coovenvnneen tentang Organisasi dan Tata Kerja
DINAS  .vivveeiiiiiiniine (instansi teknis pembina penyelenggaraan

bangunan gedung).

Rencana Tata Ruang Wilayah / Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan .......cceveveevivivenennenennnns ; dan

(Lain-lain) ....ooovvveniiiniin e

Pertimbangan dari :

1.

oo R W

1o

Instansi teknis pembina tata ruang/tata kota Nomor......... tanggal.....
Instansi teknis pembina pertanahan Nomor......... tanggal.....

Pejabat Pembuat Akte Tanah Nomor......... tanggal......

Instansi terkait lainnya Nomor......... tanggal.....

Hasil dengar pendapat publik, tanggal............cocevvnvenes

Pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor......... tanggal......

MEMUTUSKAN

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :
Nama pemohon

Atas nama pemilik
bangunan gedung

Alamat

Untuk ¢ Membangun baru/ mengubah/ menambah/
mengurangi/ merawat bangunan gedung,
sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi
Lampiran b dan rencana teknis, meliputi
gambar arsitektur, gambar konstruksi
bangunan gedung, dan gambar utilitas
(mekanikal dan elektrikal), pembekuan dan
pencabutan IMB Lampiran ¢, dan penghitungan
besarnya retribusi IMB Lampiran d Keputusan
ini;

»

Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran d. Keputusan ini sebesar :

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan 153 o T
bangunan gedung.

b. Retribusi administrasi IMB. *) 34 0 SO
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c. Retribusi penyediaan formulir. Rpiviiiiniininnn, +
Jumlah ... Rpeiiiiieiennn,
K= 3 o1 = =TT PS PRSPPI

*) Untuk perubahan IMB atas permintaan pemilik.

3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini;

4.  Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan
kemudian;

Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN/KOTA.............
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(Contoh)
Lampiran a

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota
Provinsi/lKabupaten/Kota............ccccvveevveeee

(5731 (o] SIS Tanggal.......ccccevvvvvivivieniinnnnns

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Fungsi bangunan gedung : SOS/AL DAN BUDAYA

Jenis bangunan gedung : RUMAH SAKIT
Nama bangunan gedung : RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOLI
Atas nama/Pemilik ;. YAYASAN HIRASHIPAS
Indeks
1000 BANGUNAN GEDUNG
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN
1110 Pembangunan baru 1,00
1200 FUNGSI
1240  Sosial dan Budaya / Rumah Sakit 1,00
1300 KLASIFIKASI
1310 Kompleksitas 0,25
1313 Khusus 1,00
1320 Permanensi 0,20
1323 Permanen 1,00
1330 Risiko kebakaran 0,15
1332 Sedang 0,70
1340 Zonasi gempa 0,15
1343 Zona lll / sedang 0,70
1350 Lokasi (kepadatan bangunan gedung) 0,10
1352 Sedang 0,70
1360 Ketinggian bangunan gedung 0,10
1362 Sedang 0,70
1370 Kepemilikan 0,05
1373 Badan Usaha 1,00
1400 WAKTU PENGGUNAAN
1430 Tetap 1,00
CATATAN . Lampiran a ini merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/

Walikola Nomor : ... langgal................. lentang lzin Mendirikan Bangunan Gedung.
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Lampiran b
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Provinsi/lKabupaten/Kota.........ccccceeevvieennen.
NOMOT ..evveeeeeeeceeeeeee. 1ANGGAL e

GAMBAR SITUASI
PETA SITUASI SKALA 1: 1000
RTIRK/IRW : PERMOHONAN DARI
KELURAHAN/DESA : LOKASI
KECAMATAN : LUAS TANAH
KABUPATEN/KOTA : NOMOR/STATUS HAK ATAS TANAH

NOMOR BERKAS .
LOKASI YANG DIRENCANAKAN

PETA IKHTISAR SKALA 1 : 20.000

INSTANSI TEKNIS PEMBINA TATA RUANG / TATAKOTA
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA ..o,

CATATAN . Lampiran b ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/
Walikota Nomor ; ... tanggal .......ocovve, tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
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Lampiran ¢
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota..............ccocoeeiieeee.
NOMOT ....ccoeieeiieeeee TAnggaleo

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

1. Syarat-syarat.

a.

IMB dibekukan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung
sejak peringatan ketiga atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak
melakukan perbaikan.

IMB dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung
sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak
melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.

2. Catatan Perkembangan IMB.

a.
b.
C.
d.

Dibekukan pada tanggal
Dicabut pada tanggal
Dipecahkan pada tanggal
Lain-lain

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA........oceeeins

atau
Tembusan Keputusan ini disampaikan DITETAPKAN DI
kepada Yth, : PADA TANGGAL :
RSP STRRRP A.N. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
et e e e eannn s PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. ...................
SRR KEPALADINAS ...

NIP e

CATATAN : Lampiran c ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota

Momar : ....... tanggal................ tentang lzin Mendirikan Bangunan Gedung
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(Contoh)

Lampiran d

Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ProvinsilKabupaten/Kota...........ccceeeiiiiiiiiannn
NOMOT ...viiaeeeeeeeceee TANGGAL e

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

Fungsi bangunan gedung  : SOSIAL DAN BUDAYA

Jenis bangunan gedung : RUMAH SAKIT
Nama bangunan gedung : RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOLI
Atas nama/Pemilik . YAYASAN HIRASHIPAS

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG
BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI

a. Daftar Indeks bangunan gedung yang dimaksud.

1000 BANGUNAN GEDUNG 2000 PRASARANA BANGUNAN
GEDUNG
1100 LINGKUP PEMBANGUNAN 2100 LINGKUP PEMBANGUNAN
1110 Pembangunan Baru 1,00 2110 Pembangunan baru 1,00
1200 FUNGSI 2210 Konstruksi pembatas
1240 Sosial dan Budaya / Rumah 1,00 221" Turap
Sakit
1300 KLASIFIKASI 2220 Konstruksi penanda masuk
1310 Kompleksitas 0,25 222" Gerbang 1,00
1313 Khusus 1.00 2230 Konstruksi perkerasan
1320 Permanensi 0,20 223.*  Parkir dan jalan 1,00
1323 Permanen 1,00 2240 Konstruksi penghubung
1330 Risiko kebakaran 0,15 224.* Box culvert 1,00
1332 Sedang 0,70 2250 Konstruksi kolam/reservoir
bawah tanah
1340 Zonasi gempa 0,15 225 Waste water treatment plant 1,00
1343 ZonaV / Kuat 0,70 2260 Konstruksi menara
1350 Lokasi (kepadatan 0,10 226.* Waler fower 1,00
bangunan gedung) 2290 Konstruksi reklame/papan
nama
1352 Sedang 0,70 229"  Papan nama 1,00
1360 Ketinggian bangunan 0,10
gedung
1362 Sedang 0,70
1370 Kepemilikan 0.05
1373 Yayasan 0,40
1400 WAKTU PENGGUNAAN
1430 Tetap 1,00

b. Indeks terintegrasi bangunan gedung:
1,00 x {(0,25 x 1,00)+(0,20 x 1,00)+(0,15 x 0,70) +(0,15 x 0,70)+ (0,10 x 0,70)+(0,10 x
0,70)+ (0,05 x0,40)} x 1,00 = 0,82

CATATAN : Lampiran d ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota Nomor
Hveeet@N@gal..... ... t@Ntang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
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2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung:

1000 Bangunan gedung L m? x 0,82* x 1,00** x HS retribusi*** Rp.........ccceernoee.

2000 Prasarana Bangunan Gedung

221.* Turap p m' x1,00%*x HS retribusi***
222.* Gerbang Iy m?x 1,00**x HS retribusi***......
223.* Parkir dan jalan l, m?x 1,00**x HS retribusi***......
224 * Box culvert Is m?x 1,00**x HS retribusi***......
225* Waste water treatment

plant ls m? x 1,00**x HS retribusi***.......
226.* Water tower n unit x 1,007*x HS retribusi***
229 Papan nama n unit x 1,007*x HS retribusi**™......

(berupa tembok pagar atau berdiri sendiri)

------

srsssrmssamrrarEaranan

Rp

b. Retribusi penyediaan formulir (4 o T
L0 0] = ST 1 o J
(TerbIlANG : e e et e e s a s smm s e e s s ennaeen )
) Nomor indeks sesuai dengan nomor daftar indeks yang ditetapkan oleh Pemda.
b Indeks untuk pembangunan baru = 1,00
***)  Harga satuan retribusi sesuai dengan harga satuan yang ditetapkan oleh Pemda.
.......................... pesnreenenneennen 2007
KEPALA BIDANG .......cccccvininnne KEPALA SEKSI ..o
CATATAN : Lampiran d ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota Nomaor

- tanggal.....c.eee tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
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Bagian - K

SURAT PERNYATAAN PEMILIK BANGUNAN GEDUNG AKAN
MELAKSANAKAN KONSTRUKSI DENGAN BERPEDOMAN PADA
PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama N
Nomor KTP/SIM/PasSpOr & c.uiuiuiiiiiiiiii e eees
Nomor IMB e

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Adalah benar bahwa saya adalah pemilik bangunan gedung sesuai
keterangan di dalam dokumen IMB.

2. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan.

3. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung dengan
berpedoman pada persyaratan pokok tahan gempa.

4. Saya bersedia bila pengkaji teknis dari DPMPTSP melakukan pengkajian
teknis atas bangunan gedung milik saya pada saat pelaksanaan dan
paska konstruksi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada
paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.
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SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERSISA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama L ettt ettt et e eeaes
No. KTP/SIM/Paspor ettt ettt aaaaas
No. Permohonan IMB L et

Selaku pemilik bangunan gedung :

Alamat PP
Kelurahan ettt
Kecamatan e
Status Kepemilikan Tanah ...
Nomor Bukti Kepemilikan @ ...

Nama Pemilik Tanah L e

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1.

Saya bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan pondasi dan
bangunan yang berdiri.

Saya mengetahui bahwa setelah saya memperoleh IMB Pondasi, maka
saya memiliki kewajiban membayar retribusi IMB Pondasi berdasarkan
sebagian nilai retribusi yang dihitung sementara oleh pemerintah
daerah.

Saya akan membayar nilai retribusi IMB tersisa sesuai perhitungan
terakhirpaling lambat 1 bulan setelah penerbitan dan pemberitahuan
penetapan nilai retribusi terbaru (Surat Keterangan Retribusi Daerah)
yang disampaikan kepada saya.

Jika saya tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan, maka saya
bersedia dikenakan sanksi:

a. Membayar denda sebesar 10% dari total nilai retribusi IMB yang

ditetapkan.
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Mengurus kembali IMB dengan prosedur dan persyaratan awal,
setelah masa berlaku pembayaran retribusi IMB telah habis (1
bulan).

Dimasukan ke daftar hitam pemohon IMB untuk jangka waktu 1

tahun.

Yang menyatakan,
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Bagian - M

KOMPONEN RETRIBUSI SERTA RUMUS DAN INDEKS PENGHITUNGAN
BESARNYA RETRIBUSI

M.1. KOMPONEN RETRIBUSI
M.2. RUMUS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

M.3. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK
BANGUNAN GEDUNG

M.4. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK
BANGUNAN PRASARANA
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M.1. KOMPONEN RETRIBUSI

NO. JENIS RETRIBUSI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

1. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan
gedung

a. Bangunan Gedung

1) Pembangunan bangunan gedung baru Luas BG x Indeks Terintegrasi” x 1,00 x HS retribusi

2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung,
meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan,
perluasan/pengurangan.

a) Rusak Sedang Luas BG x Indeks Terintegrasi’) x 0,45 x HS retribusi
b) Rusak Berat Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi
3) Pelestarian/pemugaran
a) Pratama Luas BG x Indeks Terintegrasi®) x 0,65 x HS retribusi
b) Madya Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi
c) Utama Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi
b. Prasarana Bangunan Gedung
1) Pembangunan baru Volume x Indeks ''x 1,00 x HS retribusi
2) Rehabilitasi
a) Rusak Sedang Volume x Indeks "x 0,45 x HS retribusi
b) Rusak Berat Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi
2. Retribusi administrasi IMB Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses
3. Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya

pendaftaran bangunan gedung pengadaaan/ pencetakan formulir per-set
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M.2. RUMUS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru  : L x It x 1,00 x HSpg

2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : L x It x Tk x HSpg

3. Retribusi prasarana bangunan gedung : Vx1Ix 1,00 x HSppe

4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : V x I x Tk x HSpbg

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

\Y = Volume/besaran (dalam satuan m2, m', unit)

I = Indeks

It = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)
HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru
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M.3. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN
Parameter Indeks Parameter Bobot Parameter Indeks Parameter Indeks
1 2 3 4 S 6 7 8
1. Hunian 0,05 /0,5% 1. Kompleksitas 0,25 a. Sederhana 0,40 1.Sementara jangka pendek 0,40
b. Tidak sederhana 0,70 2.Sementara jangka 0,70
2. Keagamaan 0,00
menengah
3. Usaha 3,00 c. Khusus 1,00 3.Tetap 1,00
gﬁig?:l dan (/)’1(?80**) 2. Permanensi 0,20 a. Darurat 0,40
S. Khusus 2,00 b. Semi permanen 0,70
6. Ganda/ c. Permanen 1,00
4,00
Campuran
3. Risiko kebakaran 0,15 a.Rendah 0,40
b.Sedang 0,70
c. Tinggi 1,00
4. Zonasi gempa 0,15 a.Zonal / minor 0,10
b.Zona II / minor 0,20
c.Zona Il / sedang 0,40
d.Zona IV / sedang 0,50
e.Zona V / kuat 0,70
f. Zona VI / kuat 1,00
5.Lokasi(kepadatan bangunan 0,10 a.Renggang 0,40
gedung)
b.Sedang 0,70
c. Padat 1,00
6.Ketinggian bangunan 0,10 a.Rendah 0,40
gedung
b.Sedang 0,70
c. Tinggi 1,00
7.Kepemilikan 0.05 a.Negara/Yayasan 0,40
b.Perorangan 0,70

c.Badan usaha swasta 1,00
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CATATAN :

*)  Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah
deret sederhana.

**)  Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk
pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah
permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
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M.4. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN PRASARANA

PEMBANGUNAN RUSAK RUSAK
NO JENIS PRASARANA BANGUNAN BARU BERAT SEDANG ¥
Indeks Indeks Indeks Indeks
1 2 3 4 5 6 7
1. Konstruksi pembatas/ a. Pagar 1,00 0,65 0,45 0,00
penahan/ pengaman b. Tanggul / retaining wall
c. Turap batas kavling/persil
2. Konstruksi penanda masuk a. Gapura 1,00 0,65 0,45 0,00
lokasi b. Gerbang
3. Konstruksi perkerasan a. Jalan 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Lapangan upacara
c. Lapangan olah raga terbuka
4. Konstruksi penghubung a . Jembatan 1,00 0,65 0,45 0,00
b . Box culvert
S. Konstruksi kolam/reservoir a. Kolam renang 1,00 0,65 0,45 0,00
bawah tanah b. Kolam pengolahan air
Reservoir di bawah tanah
6. Konstruksi menara a. Menara antena 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Menara reservoir
c. Cerobong
7. Konstruksi monumen a . Tugu 1,00 0,65 0,45 0,00
b . Patung
8. Konstruksi instalasi / gardu a. Instalasi listrik 1,00 0,65 0,45 0,00
b. Instalasi telepon/
komunikasi
c. Instalasi pengolahan
9. Konstruksi reklame/ papan a. Billboard Papan iklan 1,00 0,65 0,45 0,00
nama b. Papan nama (berdiri sendiri

atau berupa tembok pagar)
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CATATAN :
1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor

milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

2. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah
daerah.

BUPATI SUMEDANG,
ttd

EKA SETIAWAN
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN TABG

BERKAS UNDANGAN

FORMAT NASKAH KODE ETIK TABG

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN NAMA CALON
ANGGOTA TABG UNSUR DINAS PUPR DAN INSTANSI TEKNIS
TERKAIT

FORMAT SURAT KEPUTUSAN
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TABG
FORMAT UNDANGAN CALON TABG
FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA TABG

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG
PENUGASAN RUTIN TAHUNAN ANGGOTA TABG

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG
PENUGASAN INSIDENTAL ANGGOTA TABG

DAFTAR SIMAK PENGKAJIAN PEMENUHAN PERSYARATAN
TEKNIS

FORMAT JADWAL SIDANG TABG

FORMAT SANKSI TEGURAN BAGI ANGGOTA TABG

FORMAT SANKSI PERINGATAN BAGI ANGGOTA TABG

FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN BAGI ANGGOTA TABG
FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN DAN DIKELUARKAN DARI
BASIS DATA BAGI ANGGOTA TABG

FORMAT BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG

BUPATI TENTANG



-0-

Bagian - A
BERKAS UNDANGAN

A. 1 FORMAT SURAT UNDANGAN SEBAGAI NARASUMBER KEPADA TABG
KABUPATEN SUMEDANG

(KOP NASKAH DINAS JABATAN)

................... geceecccccccccccccccns

Nomor
Lampiran
Kepada Yth.
(undangan terlampir)
di-

tempat

Perihal : Permohonan menjadi narasumber Tim Ahli Bangunan Gedung
Kabupaten Sumedang

Sehubungan akan diselenggarakannya sidang TABG bangunan gedung untuk
kepentingan umum dengan fungsi bangunan....................coe...e. di Kabupaten
Sumedang, maka dengan ini kami bermaksud mengundang
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi narasumber pada sidang tersebut yang
akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal

Tempat

Waktu :

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan dan kesediaan
Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

BUPATI SUMEDANG,

(nama dan gelar)

Tembusan disampaikan kepada:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Kepala ... Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
bidang perencanaan) Kabupaten Sumedang.
3. Kepala ... (Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perumahan) Kabupaten Sumedang.



A.2 FORMAT SURAT UNDANGAN PEREKRUTAN KEPADA TABG KABUPATEN
SUMEDANG

(KOP NASKAH DINAS JABATAN)

Nomor

Lampiran
Kepada

Yth. Bupati/Walikota.................

Perihal : Perekrutan Tim Ahli Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota........coovviieiiiiiiiiiiiiiiienen,

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kabupaten ........................
Nomor......... Tahun............. tentang Bangunan Gedung, dengan ini

menyampaikan kebutuhan Tim Ahli Bangunan Gedung yang dibutuhkan dari

basis data Kabupaten..............c......... , serta memenuhi syarat untuk menjadi
Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten
....................................... Tahun.......................melalui proses pembentukan

yang diselenggarakan oleh Panitia yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati

Adapun penjelasan, persyaratan, dan ahli bangunan yang dibutuhkan adalah

sebagaimana pada lampiran surat ini :
1. Dokumen Penjelasan terdiri dari :

a. Leaflet Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung.

b. Persyaratan Calon Anggota TABG sesuai dengan persyaratan teknis

keprofesian /kepakaran TABG.
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2. Daftar kebutuhan TABG Kabupaten/Kota................
3. Pengisian formulir terdiri dari :

a. Formulir Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan

Gedung.
b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).
4. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran.
5. Mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. (tanggal) - (tanggal) Penyampaian Surat Dokumen
Pendaftaran oleh Panitia

2. TR Pendaftaran dan pemasukan Dokumen
Pendaftaran

3 _ Proses penilaian oleh Panitia.

4 ) Penetapan nama-nama anggota Tim Ahli

Bangunan Gedung.

Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di:
SEKRETARIAT PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN/KOTA.....cccooviiiiiiiiennen

(Kabupaten/Kota)......c..coevveveiiininininnann.e.
Telepon.....cccocvvviviviiiiiinininnan.n.
Penyampaian usulan nama-nama agar selambat-lambatnya kami terima pada

tanggal.......c..coeeiininnis melalui sekretariat Panitia tersebut di atas.

BUPATI SUMEDANG,

(nama dan gelar)

Tembusan disampaikan kepada:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Kepala ... Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
bidang perencanaan) Kabupaten Sumedang.
3. Kepala ... (Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perumahan) Kabupaten Sumedang.



Lampiran 2

Surat Bupati Sumedang

NOMOT: e, tanggal.......ooviiiiiiiii
DAFTAR KEBUTUHAN TABG KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN ANGGARAN........c.ccu..nee.
NO UNSUR TABG BIDANG KEAHLIAN DAN PENDIDIKAN
PENGALAMAN KERJA TERAKHIR




Lampiran 3.a

Surat Bupati Sumedang

SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI
ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
Tempat dan tanggal lahir

Alamat rumah

mewakili unsur (beri tanda v/

Perguruan Tinggi
Asosiasi profesi
Masyarakat ahli
Masyarakat adat

il S
ooood

Menyatakan memiliki keahlian di bidang (besi tanda v):

Arsitektur bangunan gedung

Struktur dan konstruksi

Utilitas (mekanikal dan elektrikal)
Planologi/perencanaan wilayah dan kota
Pertamanan/Lanskap

Tata ruang-dalam/interior

Bangunan gedung adat

Nuklir

Teknologi informasi

COeNo s =
Oooooooood

dengan ini memohon untuk menjadi anggota Tim Ahli Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota......................

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, saya melampirkan dokumen-
dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).

Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).

Fotokopi ijazah pendidikan terakhir.

b=



6.
7.
8
9.
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Surat Penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan dan/atau pejabat lainnya yang terkait (khusus bagi Pejabat
Fungsional dan/atau pejabat lainnya yang terkait).

Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perseorangan.

Surat keterangan domisili.

Surat keterangan sehat.

Surat keterangan bebas narkoba.

10. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Setuju untuk mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung

Kabupaten/Kota...........ccovvvviiiiininnnn... Tahun........ccooevveviinienn..

2. Bersedia diangkat menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila

telah lulus dan terdaftar dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

......................... geeecccccccccccccccccnnne

(Materai tempel Rp. 6.000,-)

(Nama lengkap)



Lampiran 3.b

Surat Bupati Sumedang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)

1. UMUM
(Pengisian wajib menggunakan hurup cetak)

Nama
Tempat tanggal lahir
Alamat rumah

Nomor Telepon Rumah/ HP
Nomor fax

e-mail

pendidikan terakhir

2. PENGALAMAN KERJA

(Tuliskan nama instansi/ perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari tahun

berapa ke tahun berapa, dan uraian singkat tentang tugas/ fungsi dan

tanggung jawab).
1.

Pasfoto ukuran 3cmx4cm e,

(Nama lengkap)

CATATAN: Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar

tambahan

Lembar tambahan untuk Pengalaman Jerja
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Bagian - B
FORMAT NASKAH KODE ETIK TABG

Tentang
KODE ETIK TABG

Menyadari profesi yang luhur, TABG dalam melaksanakan tugas untuk

terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal, dan efisien, serta

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, dengan dituntun hati nurani
yang dalam, anggota tim ahli bangunan gedung berjanji:

1. Melaksanakan tugas secara profesional dengan keilmuan yang didasari ilmu
pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi serta menghargai
kearifan lokal,

2. Melaksanakan tugas secara independen, objektif, dan tanpa terdapat konflik
kepentingan; dan

3. Melayani masyarakat senantiasa terbuka dan mempertanggungjawabkan

hasil kerja.

Tanggal.....cccoeveviiiiiiiiiiiiiiinee
Ketua LS
Wakil Ketua:..ooooeieeeiieeiiiiaaane.
SeKretariS  feoiviiiiii s
Anggota e
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
Ttd Ttd

Ketua Sekretaris



- 10 -

Bagian - C

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN NAMA CALON ANGGOTA TABG
UNSUR PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT

(KOP NASKAH DINAS JABATAN)

Nomor
Lampiran
Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas..................
2. Kepala Dinas..................

S e (instansi terkait lainnya)
Aicerneniiiii
Perihal : Usulan pejabat untuk duduk sebagai Tim Ahli Bangunan

Gedung Kabupaten

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kabupaten ...............

............... Nomor.................Tahun........................ tentang Bangunan Gedung,
dengan ini kami minta kepada Saudara untuk duduk atau menugaskan
pejabat dari instansi Saudara/ Dinas................ sebagai anggota Tim Ahli
Bangunan Gedung Kabupaten .................... Tahun................

Penyampaian usulan pejabat agar selambat-lambatnya kami terima pada
tanggal..............o..el. melalui Sekretariat Panitia Pembentukan Tim Ahli
Bangunan Gedung Kabupaten/Kota............. dengan alamat :...............

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
BUPATI SUMEDANG

Tembusan kepada Yth.:
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Bagian - D

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI
TABG

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: ....... JKEP...- /...
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN.............

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, untuk
membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan Bangunan Gedung, diperlukan adanya
Tim Ahli Bangunan Gedung;

b. bahwa untuk membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung
perlu diadakan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan
Gedung yang terbuka bagi masyarakat yang berdomisili
di Kabupaten Sumedang;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal... Peraturan
Bupati Nomor ... Tahun... tentang Penyelenggaraan
Bangunan Gedung, perlu dibentuk Panitia Seleksi Tim
Ahli Bangunan Gedung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Panitia Seleksi Tim Ahli bangunan Gedung Kabupaten
Sumedang Tahun....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah =~ Kabupaten  daerah
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten



Menetapkan

KESATU
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Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan
Gedung;

6. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bangunan
Gedung (Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Tahun
... Nomor ...);

7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... .tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran daerah Kabupaten

Sumedang Tahun ... Nomor ...);

8. ...

9. Peraturan Bupati Nomor... Tahun...tentang
Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);

10. ...;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
SELEKSI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG TAHUN

Membentuk Panitia Seleksi Tim Ahli Bangunan Gedung
Kabupaten @ Sumedang Tahun..., dengan  susunan
keanggotaan dan wuraian tugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
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KEDUA : Panitia Seleksi Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten
Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktu KESATU
mempunyai tugas:

a...... ;

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran ...

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

BUPATI SUMEDANG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



- 14 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR:
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TIM AHLI
KABUPATEN

BANGUNAN

GEDUNG
SUMEDANG TAHUN

PANITIA SELEKSI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

KEDUDUKAN DALAM
NO NAMA JABATAN PANITIA
1 2 3 4
L. PENGARAH
1. Ketua merangkap
anggota
2. Wakil ketua
merangkap anggota
3. Anggota
II. PELAKSANA
1. Ketua merangkap
anggota
2. Wakil ketua
merangkap anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
I1I. SEKRETARIAT
1. Ketua merangkap
anggota
2. Wakil ketua
merangkap anggota
3. Anggota
4. Anggota
S Anggota

B. URAIAN TUGAS:
Pengarah mempunyai tugas:

I.

II.

II.

Memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan proses pembentukan Tim
Ahli Bangunan Gedung;

Pelaksana mempunyai tugas:

melakukan penyiapan persyaratan, materi, dan proses pembentukan Tim
Ahli Bangunan Gedung, SAMPAI tersusunnya Daftar Anggota Tim Ahli
Bangunan Gedung.

Sekretariat mempunyai tugas:

Membantu Pelaksana dalam melaksanakan tugas baik berupa dukungan

administratif maupun kelengkapannya;

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI SUMEDANG,
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Bagian - E
FORMAT UNDANGAN CALON TABG
KOP BUPATI

Nomor

Lampiran

Kepada

Yth. Asosiasi Profesi/Perguruan Tinggi/
Masyarakat Ahli/Masyarakat Adat

Perihal : Usulan nama untuk pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
Kabupaten Sumedang Tahun.............coeeviiiiiiinininan...

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor.........
Tahun............. tentang Bangunan Gedung, dengan ini diberikan kesempatan
kepada masyarakat meliputi anggota asosiasi profesi, perguruan tinggi,
masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat, yang memenuhi syarat untuk
menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Sumedang
Tahun...........ocooevnenen. melalui proses pembentukan yang diselenggarakan oleh

Panitia yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Nomor.............

Adapun penjelasan, dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagaimana

pada lampiran surat ini :
1. Dokumen Penjelasan terdiri dari :

a. Leaflet Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung.

b. Persyaratan Calon Anggota TABG sesuai dengan persyaratan teknis

keprofesian /kepakaran TABG.
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2. Pengisian formulir terdiri dari :

a. Formulir Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan

Gedung.
b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).
3. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran.
4. Mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. (tanggal) - (tanggal) Penyampaian Surat Dokuemn
Pendaftaran pleh Panitia

2. S e, Pendaftaran dan pemasukan Dokumen
Pendaftaran

3 _ Proses penilaian oleh Panitia.

4 _ Penetapan nama-nama anggota Tim Ahli

Bangunan Gedung.

Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di:

SEKRETARIAT PANITIA SELESKI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN SUMEDANG

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Kepala ...(Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
urusan bidang perancanaan pembangunan) Kabupaten Sumedang.

3. Kepala ...(perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusahan
perimerintahan bidang perumahan) Kabupaten Sumedang.
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Lampiran 2.a

Surat Bupati Sumedang

SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI
ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
Tempat dan tanggal lahir

Alamat rumah

mewakili unsur (beri tanda v/

Perguruan Tinggi
Asosiasi profesi
Masyarakat ahli
Masyarakat adat

el S
ooood

Menyatakan memiliki keahlian di bidang (besi tanda v):

Arsitektur bangunan gedung

Struktur dan konstruksi

Utilitas (Mekanikal dan elektrikal)
Planologi/perencanaan wilayah dan kota
Pertamanan/Lanskap

Tata ruang-dalam/interior

Bangunan gedung adat

Nuklir

Teknologi informasi

10, i

CONo s =
Oooooooood

dengan ini memohon untuk menjadi anggota Tim Ahli Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota......................

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, saya melampirkan dokumen-
dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae).

Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).

Fotokopi ijazah pendidikan terakhir.

b=



6.
7.
8
9.
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Surat Penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan
Perumahan dan/atau pejabat lainnya yang terkait (khusus bagi Pejabat
Fungsional dan/atau pejabat lainnya yang terkait).

Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perseorangan.

Surat keterangan domisili.

Surat keterangan sehat.

Surat keterangan bebas narkoba.

10. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Setuju untuk mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung

Kabupaten/Kota...........ccovvvviiiiininnnn... Tahun........ccooevveviinienn..

2. Bersedia diangkat menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila

telah lulus dan terdaftar dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

......................... geeecccccccccccccccccnnne

(Materai tempel Rp. 6.000,-)

(Nama lengkap)
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Lampiran 2.b.

Surat Bupati Sumedang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(Curriculum Vitae)

1. UMUM
(Pengisian wajib menggunakan hurup cetak)

Nama
Tempat tanggal lahir
Alamat rumah

Nomor Telepon Rumah/ HP
Nomor fax

e-mail

pendidikan terakhir

2. PENGALAMAN KERJA

(Tuliskan nama instansi/ perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari tahun

berapa ke tahun berapa, dan uraian singkat tentang tugas/ fungsi dan

tanggung jawab).
1.

Pasfoto ukuran 3cmx4cm .. e eeeneereneaeaaans

(Nama lengkap)

CATATAN: Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar

tambahan

Lembar tambahan untuk Pengalaman Kerja
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Bagian - F

FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN

Menimbang

Mengingat

ANGGOTA TABG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: ....... JKEP....-.../ ...
TENTANG

ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN SUMEDANG,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung
untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional,
berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan
lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan
berkepastian hukum;

b. bahwa melaksanakan Pasal.............. ayat  (...... )
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung, telah diadakan proses pembentukan
Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur-unsur asosiasi
profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk
masyarakat adat serta unsur Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan Instansi Teknis Terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Anggota Tim Ahli Bangunan
Gedung Kabupaten Sumedang;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah =~ Kabupaten  daerah
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah



Memperhatikan:
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Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007
Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan
Gedung;

. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bangunan

Gedung (Lembaran daerah Kabupaten Sumedang Tahun
... Nomor ...);

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... .tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran daerah Kabupaten
Sumedang Tahun ... Nomor ...);

o« seeey

. Peraturan Bupati Nomor... Tahun...tentang

Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);

o« seeey

tanggal.........ccooeeiininns tentang Usulan nama-nama calon
anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....................

Surat dari perguruan tinggi.............. Nomor :.........
............. tanggal.........................tentang Usulan nama
calon anggota  Tim  Ahli Bangunan Gedung

Surat dari masyarakat ahli............... Nomor :......ccceeeeenen.
tanggal................... tentang wusulan nama-nama calon
anggota Tim Ahli Bangunan Gedung
Tahun........c.c.oooeeine.

Surat dari masyarakat adat................... Nomor : .........



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM
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nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung

6. Hasil penilaian Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan
Gedung  Kabupaten................... Nomor e

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ANGGOTA TIM AHLI
BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN SUMEDANG

Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Sumedang
Tahun................... , dengan daftar nama dan bidang
keahlian tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU ditugaskan dan diangkat untuk
membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan.......

Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dapat gugur dan dihapus dari
Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila yang
bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugur sesuai
dengan ketentuan.

Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang ditugaskan serta
diangkat/dilantik untuk melaksanakan tugas diberikan
honorarium dan tunjangan sesuai dengan kemampuan
keuangan Daerah.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah kabupaten Sumedang.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

BUPATI SUMEDANG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR:
TENTANG

ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN

UNSUR
DATA UMUM |e Perguruan IJAZAH
NAMA e Tempat Tinggi TERAKHIR
LENGKAP Lahir e Asosiasi BIDANG e Nama
NO DAN GELAR |e Tanggal Profesi KEAHLIAN Perguruan
AKADEMIS Lahir e Masyarakat Tinggi
DLL e Alamat Ahli e Nama Lembaga,
Rumah e Masyarakat dsb.
Adat
2 3 4 5 6

BUPATI SUMEDANG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)




Status tanggal

DAFTAR ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

-24 -

Kabupaten
Penanggung Jawab
NO | NAMA DAN |DATA UNSUR BIDANG DITETAPKAN
GELAR UMUM e Perguruan | KEAHLIAN 'II:JEARZAAII;IHIR SEBAGAI STATUS
AKADEMIS |e Tempat | Tinggi DAN TABG PENUGASAN | PEMBERHENTI
Lahir  |o Asosiasi | PENGALAMA |° Eama SEBAGAI AN DARI TABG
e Tanggal | Profesi N KERJA Ti};gu; YAt le Tanggal TABG e Tanggal
Lahir e Masyarak . Na rii o Tanggal e Alasan
e Alamat at Ahli Lembaga
Rumah |¢ Masyarak dsb ’
at Adat '
1 2 3 4 S 6 7 8 9

CATATAN: * Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam, atau bentuk penghargaan lainnya
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Bagian - G

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA (PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN) TENTANG PENUGASAN RUTIN TAHUNAN ANGGOTA
TABG

(KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)

KEPUTUSAN KEPALA .... (PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN)
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR: ....... /...
TENTANG

PENUGASAN RUTIN TAHUNAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA .... (PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN) KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa tugas rutin tahunan Tim Ahli Bangunan
Gedung dilakukan dalam rangka pengesahan
Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Untuk
Kepentingan Umum;

b. bahwa berdasarkan Pasal 111 Peraturan Bupati
Nomor... Tahun... tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung, Penugasan rutin tahunan tim ahli bangunan
gedung ditetapkan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala... (Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan) tentang Penugasan Rutin Tahunan Tim
Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Sumedang Tahun ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten daerah
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang



Memperhatikan:
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Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532)

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim
Ahli Bangunan Gedung;

6. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang
Bangunan Gedung (Lembaran daerah Kabupaten
Sumedang Tahun ... Nomor ...);

7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... .tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran daerah Kabupaten

Sumedang Tahun ... Nomor ...);

8. ...

9. Peraturan Bupati Nomor... Tahun...tentang
Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);

10. ...;

Keputusan Bupati Nomor.... tentang Anggota Tim Ahli

Bangunan Gedung Kabupaten Sumedang Tahun...;



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA ... (PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN) TENTANG PENUGASAN RUTIN
TAHUNAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG TAHUN .......

Menugaskan secara kasus per kasus nama-nama yang
tertera pada Kolom 2, dengan bidang keahliannya atau
tugas pokok dan fungsinya pada Kolom 4 Lampiran I
Keputusan ini sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung
Kabupaten ... Tahun...

Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri
dari Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua
merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan
Anggota;

a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;

b. Ketua bertugas melakukan koordinasi atas seluruh
proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan
Gedung, dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas;

c. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua melakukan
koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas
Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab
kepada Ketua;

d. Sekretaris bertugas melakukan dukungan
administratif dan kelengkapan dalam proses
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;

e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur
Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang terkait
bertugas memberikan masukan untuk
mengkordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen
rencana teknis bangunan gedung tertentu yang
dinilai; dan

f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur
asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli
termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional
bertugas memberikan masukan teknis professional
sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

-28 -

Pembagian tugas Tim Ahli Bangunan Gedung

berdasarkan kualifikasi Sertifikat Keahlian (SKA), yaitu:

a. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat Muda
untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai antara
1 — 3 lantai dengan luas bangunan kurang dari 5000
(lima ribu) meter persegi;

b. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat
Madya untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai
antara 4 — 8 lantai dengan luas bangunan krang dari
5000 (lima ribu) meter persegi; dan

c. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat
Utama untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai
lebih dari 8 lantai dengan luas bangunan diatas 5000
(lima ribu) meter persegi.

Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan
ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya
Keputusan ini.

Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan
dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan maksimal
2 (dua) kali perpanjangan, apabila ada pertimbangan/
alasan yang dapat diterima untuk menunjang
pelaksanaan tugas. Dalam hal ketersediaan ahli terkait
bidang bangunan gedung terbatas, perpanjangan masa
kerja TABG selama 2 (dua) tahun dapat dikecualikan.

Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa
tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang
bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya
keanggotaan.

Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada
Kode Etik Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan
pada saat pelantikan.

Kepada Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium
yang ditentukan pembayarannya berdasarkan kasus per
kasus yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera
pada Lampiran II Keputusan ini.

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran...
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

KEPALA .... (PERANGKAT DAERAH
YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN) KABUPATEN
SUMEDANG,

Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
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LAMPIRAN I

KEPALA .... (PERANGKAT DAERAH YANG
URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN)
KABUPATEN SUMEDANG

MENYELENGGARAKAN

NOMOR:
TENTANG

PENUGASAN RUTIN TAHUNAN TIM AHLI

BANGUNAN
SUMEDANG TAHUN

GEDUNG

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN .....

KABUPATEN

NO

NAMA

UNSUR/
INSTANSI

BIDANG KEAHLIAN/
TUPOKSI

KEDUDUKAN
DALAM TIM

PENUGASAN
KE-

3

4

—

Pengarah

Ketua (ex

officio)

Wakil Ketua
(ex officio)

Sekretaris (ex

officio)

dst

Anggota

KEPALA .... (PERANGKAT DAERAH
YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN) KABUPATEN

SUMEDANG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
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LAMPIRAN II

KEPALA .... (PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN)
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR:

TENTANG

PENUGASAN RUTIN TAHUNAN TIM AHLI
BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN .........

DAFTAR REMUNERASI
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN .....

NO. KEDUDU,I%N DALAM REMUNERASI PER BULAN/JAM (Rp.)
1 2
1. | Pengarah
2. | Ketua
3. | Wakil Ketua
4. | Sekretaris
5. | Anggota
dst

KEPALA .... (PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN)
KABUPATEN SUMEDANG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
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Bagian - H

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KEPALA (PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN) TENTANG PENUGASAN INSIDENTAL ANGGOTA TABG

(KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH)

KEPUTUSAN KEPALA .... (PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN)
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR: ....... /...
TENTANG

PENUGASAN INSIDENTAL TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA .... (PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN) KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa pemberian pertimbangan teknis dalam
penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan
bangunan  gedung, penyempurnaan  peraturan
perundang-undangan terkait bangunan gedung,
penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan
bangunan gedung merupakan tugas insidental Tim
Ahli Bangunan Gedung;

b. bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Bupati
Nomor... Tahun... tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung, penugasan insidental tim ahli bangunan
gedung ditetapkan Keputusan Kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perumahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan... (Kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perumahan) tentang Penugasan Insidental Tim Ahli
Bangunan Gedung Kabupaten Sumedang;
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten daerah
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim
Ahli Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang
Bangunan Gedung (Lembaran daerah Kabupaten
Sumedang Tahun ... Nomor ...);

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... .tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran daerah Kabupaten
Sumedang Tahun ... Nomor ...);

e eeeey

. Peraturan Bupati Nomor... Tahun...tentang

Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);

ey
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Memperhatikan: Keputusan Bupati Nomor.... tentang Anggota Tim Ahli

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Bangunan Gedung Kabupaten Sumedang;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN... (KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN) TENTANG PENUGASAN
INSIDENTAL TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN SUMEDANG.

Menugaskan secara kasus per kasus nama-nama yang
tertera pada Kolom 2, dengan bidang keahliannya atau
tugas pokok dan fungsinya pada Kolom 4 Lampiran 1
Keputusan ini sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota.........cocovviviiiiiiniininnan...

Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri
dari Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua
merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan
Anggota;

a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;

b. Ketua bertugas melakukan koordinasi atas seluruh
proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan
Gedung, dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas;

c. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua melakukan
koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas
Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab
kepada Ketua;

d. Sekretaris bertugas melakukan dukungan
administratif dan kelengkapan dalam proses
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;

e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur
Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang terkait
bertugas memberikan masukan untuk
mengkordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen
rencana teknis bangunan gedung tertentu yang
dinilai; dan
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f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur
asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli
termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional
bertugas memberikan masukan teknis professional
sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan
ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya
Keputusan ini.

Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan
dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan maksimal
2 (dua) kali perpanjangan, apabila ada pertimbangan/
alasan yang dapat diterima untuk menunjang
pelaksanaan tugas. Dalam hal ketersediaan ahli terkait
bidang bangunan gedung terbatas, perpanjangan masa
kerja TABG selama 2 (dua) tahun dapat dikecualikan.

Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa
tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang
bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya
keanggotaan.

Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada
Kode Etik Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan
pada saat pelantikan.

Kepada Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium
yang ditentukan pembayarannya berdasarkan kasus per
kasus yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera
pada Lampiran II Keputusan ini.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran.....

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

KEPALA .... (PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN)
KABUPATEN SUMEDANG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA .... (PERANGKAT
DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN) KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR: ....... /...
TENTANG
PENUGASAN INSIDENTAL TIM AHLI
BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN ...
DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATENSUMEDANG TAHUN .....
UNSUR/ BIDANG KEDUDUKAN | PENUGASAN
NO NAMA KEAHLIAN/TUPOK DALAM KE-
INSTANSI
SI TIM
1 2 3 4
1 Pengarah
2 Ketua (ex
officio)
3 Wakil Ketua
(ex officio)
4 Sekretaris (ex
officio)
dst Anggota

KEPALA .... (PERANGKAT DAERAH
YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN)

KABUPATEN SUMEDANG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA .... (PERANGKAT
DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN  BIDANG
PERUMAHAN) KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR: ....... /...

TENTANG

PENUGASAN INSIDENTAL TIM AHLI
BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN ...

DAFTAR HONORARIUM
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN .....

NO.

KEDUDUKAN DALAM

HONORARIUM PER BULAN/JAM (Rp.)

TIM
1 2
1. | Pengarah
2. | Ketua
3. | Wakil Ketua
4. | Sekretaris
5. | Anggota

dst

KEPALA .... (PERANGKAT DAERAH YANG
MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN)
KABUPATEN SUMEDANG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
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LOGO PEMDA

Nama Bangunan
Nama Pemilik/pemohon

Lokasi

No. Pendaftaran

Tanggal Pemerikaan

Penanggung-Jawah Perencanaan

No. Lisensi Kerja / No. SKA
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Bagian -1

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN
BANGUNAN GEDUNG

Dinas Terkait

DOKUMEN PERENCANAAN ARSITEKTUR

FORM:ARS 1

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
2 3 4 6 7 8
I Administrasi
1. Pertanahan
1.1. | Status hak atas tanah Keabsahan status hak atas tanah Status tanah: [} O
1. CHak milik
2. [JHak guna bangunan
3. [JHak guna usaha
4. [JHak sewa
5. [J Hak lainnya, ...
1.2. | Kondisi Tanah Data kondisi/situasi tanah . O O
1.3. | Bebas Sengketa Ada pernyataan bahwa tanah tersebut tidak dalam status sengketa Dokumen Pernyataan No. ... Yang O O
1.4. Kesesuaian pemilik tanah dan Pemilik tanah dan pemilik bangunan berbeda, harus ada dokumen perjanjian Pemilik tanah : ... O O
bangunan tertulis Pemilik bangunan : ....Perjanjian
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FORM : ARS 1

i Catatan
No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
2 3 4 6 7 8
2. Bangunan
2.1. Bukti kepemilikan bangunan Dokumen kepemilikan bangunan No. Dokumen : ....Bentuk dokumen O O
2.2 Data pemilik Data Pemilik, meliputi: Nama : ..., Alamat : ..., tempat O O
1. Nama: tanggal lahir: ...., Pekerjaan : ..., No.
2. Alamat: KTP: ..,
3. Tempat tanggal lahir : Foto copy KTP : [ ada [ tidak ada.
4. Pekerjaan:
5. No.KTP:
6. Foto Copy KTP
3. Keterangan Rencana Kabupaten Keterangan Rencana Kabupaten/Kota No. Dokumen : O O
/Kata
4. Cagar Budaya
4.1 Keberadaan Bangunan Terdapat bangunan cagar budaya di atas site Bila jawabannya point 2.b. maka harus O J
4.2. | Arahan Tim Cagar Budaya Dokumen Arahan Tim Cagar Budaya (bila ada) No. Dokumen : ... O O
Tahun terbit .....,
Yang menetapkan : ...
II. DOKUMEN PERENCANAAN
1. Laporan Perencanaan Menjelaskan peruntukan dan intensitas bangunan (KDB, KLB, KDH) Peruntukan :............ KDB:..
KLB:.coeevreoeee e KDH
2. Pra Rencana
2.1 Gambar peta situasi Menjelaskan batas-batas site, titik duga, arah mata angin (orintasi site), garis Batas lahan : ..., karakteritik kontur | O
kontur, ketinggian site terhadap muka air laut (DPL), keserasian dengan bangunan site : ... Kemeringan kontur: ....%,
sekitar, arah drainase, jalur lalu lintas sekitar site. jalur lalu lantas: ...
2.2 Gambar rencana tapak Memperlihatkan hubungan ruang luar dengan ruang dalam, untuk pengguna O O
bangunan, servis, kedaraan, dsb.
Memperlihatkan garis sempada bangunan (depan, belakang, sampin),
Memperlihatkan karakter bahan bangunan untuk penutupan permukaan site.
Memperluhatkan lebar jalur jalan utama menuju bangunan
2.3 Gambar block plan Memperlihatkan komposisi masa bangunan terhadap masa bangunan O O
sekitarnya. Memperlihatkan kesinambungan masa bangunan dengan masa
sekitarnya Memperlihatkan orientasi bangunan
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FORM :ARS 1

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
2 3 4 6 7 8
DED
3.1 Gambar denah-denah Gambar denah-denah dengan skala 1 : 50, atau 1 :100, atau 1 : 200. Jumlah lantai : ... O O
1. Denah lantai dasar O O
2. Denah lantai Satu O O
3. Denah lantai tipikal (bila tipikal, bila tidak tipikal harus disiapkan denah setiap 0 O
lantai)
4. Denah atap
O O
3.2 |Gambar Potongan
3.2.1 | Potongan Potongan harus memperlihatkan karakteristik setiap blok bangunan ke arah Tinggi bangunan : ..., Jarak antara O O
melintang maupun memanjang, minimal dua buah potongan, informasi yang bangunan : ...
diperlukan dalam gambar potongan meliputi:
1. Perbedaan Ketinggian lantai dasar terhadap lingkungan sekitar
2. Perbedaan Ketinggian lantai dasar 0 O
3. Perbedaan Ketinggian antara lantai
4. Ketinggian bangunan keseluruhan
5. Kedalaman pondasi - o
6. Jarak antara bangunan . 0
7. Kesesuaian terhadap tampak bangunan E E
3.2.2 | Potongan prinsip Harus memerlihatkan bagian-bagian yang memberikan pengaruh terhadap facade a O
bangunan
3.2.3 | Potongansite Memperlihatkan perbedaan ketinggian site dan bangunan O O
3.3. | Tampak bangunan Tampak harus memperlihatkan kesesuaian dengan lingkungan, aspek [
pembayangan bangunan teradap lingkungan, ketinggian bangunan, jarak antara
bangunan, proporsi bangunan.
Minimal jumlah gambar tampak 4 buah, mempelihatkan masing-masing sisi
bangunan
3.4. Denah rencana lantai Denah-denah untuk setiap lantai, Meliputi:
1. Denah rencana lantai skala 1 50, atau 1 : 100, atau 1: 200, ] O
memperlihatkan pola lantai, jenis lantai/bahan
2. Detail kontruksi lantai, 1 : 5, atau 1 : 10, atau 1 :20, memperlihatkan kontruksi
lantai/lapisan bahan, ketinggian lantai.
3.5. | Denah rencana dinding Denah-denah untuk setiap lantai, Meliputi:
1. Denah rencana dinding skala 1 : 50, atau 1 : 100, atau 1: 200, memperlihatkan 0 0
pola dinding, jenis dinding/bahan
2. Detail kontruksi lantai, 1 : 5, atau 1: 10, atau 1 :20, memperlihatkan kontruksi | O
dinding/lapisan bahan, finshing dinding.




- 41 -

FORM:ARS 1

No.

Item

Pemeriksaan Dokumen

Persyaratan Dokumen

Dokumen yang diajukan

Kesesuaian

Sesuai

Tidak

Catatan

2

6

7

3.6.

Rencana tangga

Meliputi;

1.

Gambar isometri atau gambar menunjukkan denah, tampak dan potongan
tangga, 1: 20 ataul: 50

Gambar harus mempelihatkan ukuran lebar tangga, tinggi injakan, lebar
injakan, lebar bordes, tinggi tangga keseluruhan. Skala 1: 5, atau 1: 10,
atau 1:20,ataul1l:50

Gambar harus memperlihatkan konstruksi railing tangga, dan jenis bahan
yang digunakan, deng dilengkapi ukuran, skala 1 : 5 atau 1:10, atau1:20

O

]

O

]

3.7.

iGambar rencana ruang utilitas

3.8

Gambar rencana prasana di luar
bangunan

RN ORWn R

Gambar rencana Pagar

Gambar rencana pos jaga
Gambar rencana pedestrian
Gambar rencana jalur aksesibilitas
Gambar gerbang

Gambar bangunan genset
Gambar bangunan reseroir
Gambar tiang bendera

ooooooo oo

ooooooo oo

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN ARSITEKTUR BANGUNAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan Choose an item., untuk selanjutnya TIDAK

DAPAT dilanjutkan untuk pemeriksaan lainnya oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.

Catatan;

Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,

Sekretariat,
Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota...

wep e 20......
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PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN
BANGUNAN GEDUNG

Dinas Terkait

FORM : ARS 2

No. Item Persyaratan Dokumen Data Rencana Bangunan Ke‘sesua‘ian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai| Tidak
1 2 3 4 6 7 8
I PERUNTUKAN
Rujukan: Lokasi Perencanaan: O [0 |Fungsijalan:arteri,
[J RTRWK Kabupaten/Kota..........20...-20...... 1o AIEMAEL e kolektor.
[J RDTRK Kabupaten/Kota.........c..cccceven.ee... 2. Fungsi Jalan... Lokal/lingkungan
L1 Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.......cocooeviecvecns T
a. Peta Zonasi
b. Aturan Zonasi
c. Matrik Kegiatan
1. Kegiatan 1) Zonai........ Rencana Kegiatan:................. | O
2) Ketentuan kegiatan yang diusulkan dalam RTRWK/RDTRK/Peraturan Rencana kegiatan termasuk dalam OdJ O
Zonasi: daftar kegiatan yang diperbolehkan.
[0 Diperbolehkan (1)
L] Diperbolehkan Terbatas (T) Bila bersyarat/terbatas: Rencana 0 O
Batas:......... pemenuhan Batasan:...........
[J Diperbolehkan bersyarat (B)
Syarat:........ Rencana pemenuhan persyaratan:... O O
O

Dllarang
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FORM : ARS 2

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
2 Aturan Khusus Rujukan:
[ Peraturan Zonasi:
a. Peta Zonasi
b. Aturan Zonasi
¢. Matrik Kegiatan
= Ketentuan aturan zoning:......... Deskripsi rencana kegiatan......... ]
3. Overlay Zoning Klasifikasi Overlay Zoning:
[ Zona Overlay 1: KKOP
[ Zona Overlay 2: Kawasan Cagar Budaya
[ Zona Overlay 3: Zona Kritis Air Tanah
[ Zona Overlay 4i....cvveveeeeneiresinsnesnesnnns
[JZona Overlay 5:..vvevvveereennnesesnnsnesns
= Ketentuan KKOP: Rencana Tinggi Bangunan.....m O a
Tinggi Bangunan maksimum rekomendasi dari bandara.......: ...
= Ketentuan Kawasan Cagar Budaya:
Nama Kawasan Cagar Budaya:............
Karakteristik Kawasan Cagar budaya........
Ketentuan dalam Kawasan Cagar Budaya....... Rencana perubahan bangunan dan
Golongan Bangunan Cagar Budaya........... pelestarian bangunan.........
Rekomendasi dari Tim Cagar Budaya..........
= Klasifikasi Zona Air Tanah dalam:........... Rencana Pemenuhan kebutuhan air...... a a
Ketentuan pengambilan air tanah dalam.......... Rencana pengambilan air tanah dalam....
= Zona Overlay 5:....ccveeieee Rencana perubahan bangunan O O
Ketentuan Zona Overlay 5:......ccceni.
4. Luas Tapak dan Lantai Bangunan Batas luas tapak dan luas lantai untuk fungsi yang dimohon: Luas tapak permohonan:....m
Luas tapak minimum:....m Luas tapak pada gambar:...m"
Luas lantai maksimum:..m” Luas Lantai Bangunan:....m2
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FORM : ARS 2

No.

Item

Pemeriksaan Dokumen

Persyaratan Dokumen

Dokumen yang diajukan

Kesesuaian

Sesuai

Tidak

Catatan

2

6

7

INTENSITAS

Rujukan:

O

O
O
O

RTRWK Kabupaten/Kota.......... 20...-20......
RDTRK Kabupaten/Kota........cccceveevveveenennne
Peraturan Zonasi

Peraturan Bangunan

Luas Tapak: ...

Jumlah KK: ...

Jumlah Penduduk: ...jiwa
Jumlah unit: ...unit
Fungsi jalan: ...

Lebar rumija: ...

Lebar GSB minimum: ...m

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk maksimum:.....jiwa/ha

Kepadatan penduduk:....jiwa/ha

Kepadatan Bangunan

unit/ha

Kepadatan bangunan:....unit/ha

Koefisien Dasar Bangunan(KDB)

Luas lantai bangunan pada

pelrmohonan....m2

Luas lantai dasar bangunan hasil
. 2

perhitungan pada gambar:...m

KDB pada permohonan:......%

KDB pada gambar..........%

Koefisien Dasar Hijau

4)

Luas RTH pada permohonan....m2
Luas RTH pada gambar:...m2
KDH pada permohonan.......%

gooogoobo o |(ojooooooono

oooOoooo0 0O |gjgoooooog

Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

5)

Luas lantai total bangunan pada

permohonan....m”

Luas lantai dasar bangunan hasil
. 2

perhitungan pada gambar:...m

ooo o

ooo o

Koefisien Tapak Basemen (KTB)

6)
7)

KTB maksimum 2/3 dari luas p:—:rsil:....m2

Luas lantai basemen total pada
permohonan.,..mz

Luas lantai basemen total hasil
perhitungan pada gamlnar:...m2
KTB pada permohonan:......

terhadap luas lantai bangunan:....%

O gooo o o

O ooo o d
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FORM : ARS 2

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
118 TATA MASSA BANGUNAN
1. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Rujukan:
O Peraturan Zonasi
(] Peraturan Bangunan
1.1 Garis Sempadan Depan Bangunan | 1) GSB depan minimum:......m = Lebar Rumija....m O O
(GSB Depan) Luas kapling minimum:....m° " Luas kapling:...m2 0O 0
Lebar kapling minimum:...m = Lebar kapling:......m O O
Kedalaman kapling minimum:......m = Kedalaman kapling:......m | |
= Lebar GSB pada permohonan:.....m O O
= Lebar GSB depan hasil perhitungan
pada gambar:....m 0 0
1.2 Garis Sempadan Samping 2)  GSB Samping Minimum: = Lebar GSb samping pada
Bangunan Kiri lantai dasar:....m permohonan:...m O O
Kiri lantai atas:......m = Lebar GSB samping hasil perhitungan
Kanan lantai dasar:....m pada gambar:......m O O
Kanan lantai atas:......m
1.3 Garis Sempadan Belakang 3)  GSB belakang minimum: » Lebar GSB belakang pada ] |
Bangunan (GSB belakang) Lantai dasar:.....m permohonan:...m
Lantai atas:........ m = Lebar GSb belakang hasil perhitungan | |
pada gambar:.....m
2. Jarak Bebas Bangunan 4) Jarak bebas bangunan minimum lantai dasar:......m " Jarak bebas bangunan pada
permohonan:....m | |
= Jarak bebas bangunan hasil
perhitungan pada gambar:....m OJ O
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FORM : ARS 2

Item

No. Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
3. Tinggi Bangunan 5) Ketentuan Tinggi Bangunan Maksimum: = Tinggi bangunan permohonan:....m O |
Lebar Rumija:....m2 = Tinggi Bangunan perhitungan pada
Lebar GSB muka-1:...m gambar:...m O O
Lebar GSb muka-2:.....m = Tinggi Bangunan pada
Tinggi bangunan maksimum 1.5 (Rumija+GSB-1+GSB-2):....m,...lantai permohonan:......lantai ] ]
Tinggi Bangunan maksimum berdasarkan pertimbangan KKOP pada materi * Tinggi bangunan pada perhitungan
Overlay:....m gambar:......[antai ] |
4, Setback Bangunan 6) Ketentuan Setback Bangunan minimum:....... m = Setback Bangunan pada
permohonan:...m
= Setback bangunan perhitungan pada
gambar:...... m
5. Panjang dan Lebar Bangunan (jika [Rujukan: = Panjang bangunan pada
ada) O Peraturan Zonasi permohonan:...m
O Peraturan Bangunan * Lebar bangunan pada
7) Ketentuan panjang bangunan maksimum:....... permohonan:...m
8) Ketentuan lebar bangunan maksimum:....... ® Panjang perhitungan pada
permohonan:....m
= Lebar bangunan pada
perhitungan:.....m
2. Jarak Bebas Bangunan 9) Jarak bebas bangunan minimum lantai dasar:.....m = Jarak bebas bangunan pada
permohonan:....m
= Jarak bebas bangunan hasil
perhitungan pada gambar:....m
V. PRASARANA PERSIL
1. Parkir

Rujukan:
[ Peraturan Zonasi
[J Peraturan Bangunan
[J Standar Parkir Lain
- Ukuran parkir kendaraan penumpang roda4=25mx5m
- Ukuran parkir kendaraan bis=3mx 10 m
- Ukuran parkir kendaraanroda2=1mx2m
- Standar luas 1 SRP kendaraan roda 4 kotor : 25 mzlkendaraan
- Standar luas 1 SRP kendaraan roda 2 kotor : 2 mzlkendaraan

- Standar luas 1 SRP kendaraan bis : 70 m*/kendaraan
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FORM : ARS 2

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
1 2 3 7 6 7 B
11 Jumlah Satuan Ruang Parkir (SRP) [Standar kebutuhan ruang parkir kendaraan roda 4: " Jumlah parkir roda 4:....SRP O O

Kendaraan roda 4.

a) Hunian Bersusun:
= Luas >90 m”: 1 mobil per unit
® Luas 70 < x < 90 m*: 1 mobil per 2 unit
* Luas < 70 m’: 1 mobil per 5 unit.
b) Hunian tidak bersusun
= 1 mobil per rumah, di luar ROW
¢) Industri:
= Pabrik atau pergudangan
- Luas sampai dengan 2000 m” setiap 200 m* lantai bruto : 1 parkir truk
- Luas 2000 < x < 5000 : minimal 10 truk
- Luas > 5000, : minimal 17 truk
» Perkantoran setiap 100 m’ lantai bruto : 1 mobil.
» Pertokoan/perdagangan, setiap 60 m? lantai bruto : 1 mobil
= Apotik, setiap 20 m*: 1 mobil
= Praktek dokter 20 s.d 60 m? lantai : 1 mobil
d) Hotel
» Bintang 5 dan 4, setiap 5 kamar : 1 mobil
= Bintang 3 dan 2, setiap 7 kamar : 1 mobil
= Bintang 1 ke bawah, setiap 10 kamar : 1 mobil
e) Theater
= Klas A-l, setiap 7 kursi : 1 mobil
= Klas A-ll, setiap 10 kursi : 1 mobil
= Klas B, setiap 15 kursi : 1 mobil
f) Rumah Makan/Hiburan
= Klas I, setiap 10 m? lantai bruto : 1 mobil
* Klas Il, setiap 20 m’ lantai bruto : 1 mobil
g) Perdagangan/Pasar
= Tingkat kota, setiap 100 m?: 1 mobil
= Tingkat wilayah, setiap 200 m? : 1 mobil
= Tingkat lingkungan setiap 400 m’ : 1 mobil dengan 3 parkir Pick up
h) Rumah Sakit
= VP, setiap 1 tempat tidur : 1 mobil
= Klas |, setiap 5 kamar tidur : 1 mobil
= Klas |l, setiap 10 tempat tidur : 1 mobil

= Bentuk bangunan parkir roda 4:...
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FORM : ARS 2

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8

i) Convention Hall:
= Padat, setiap 4 m? lantai bruto : 1 mobil.
= Tidak padat, setiap 10 m? lantai bruto : 1 mobil
j) Gelanggang olahraga
= Setiap 15 kursi : 1 mobil
k) Perguruan tinggi:
= Setiap 200 m” lantai bruto : 1 mobil
1) Pendidikan dasar menengah
= Setiap 100 m? lantai bruto : 1 mobil
Perhitungan kebutuhan parkir kendaraan roda 4:
la) Hunian bersusun
b) Hunian tidak bersusun
) Industri
a. Pabrik atau per gudangan

b. Perkantoran setiap 100 m? lantai bruto : 1 mobil
c. Pertokoan/perdagangan, setiap 60 m? lantai bruto : 1 mobil
d. Apotik, setiap 20 m?: 1 mobil
e. Praktek dokter 20 s.d 60 m* lantai : 1 mobil
d) Hotel
e) Theater

f) Rumah Makan/Hiburan
g) Perdagangan/Pasar

h) Rumah Sakit

i) Convention Hall

j) Gelanggang Olahraga
k) Perguruan Tinggi
1) Pendidikan Dasar dan Menengah =......ccccvvvnnnnne SRP

TOTAL T SRP
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FORM : ARS 2

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Kesesuaian Catatan
Pemeriksaan Dokumen Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
2. Bongkar Muat
2.1 Lokasi 1) Ketentuan lokasi Bongkar Muat:....... Rencana lokasi bongkar muat:.........
2.2 Luas 2) Standar Bongkar muat........ m? per kendaraan = Jumlah parkir kendaraan barang:...SRP O O
Luas parkir kendaraan barang:....m2
= Bentuk parkir kendaraan barang:.....
3. Prasarana lain
3.1 Air Bersih Ketentuan penyediaan air bersih: = Kebutuhan air bersih per hari:....m O O
- Standar Air Bersih:.....I/org/hari = Kebutuhan debit air....l/detik
- Batas pengambilan air tanah dalam berdasarkan zona pengambilan air = Kapasitas penampungan air:........ m
tanah:....l/det. = Rencana penyediaan air bersih:......
3.2 Sampah Ketentuan pengolahan sampah:........... = VVolume sampah per hari:....m O O
Kapasitas penampungan s;amp.'ah....m3
= Rencana pengolahan sampah:........
= Rencana pengangkutan sampah:......
33 Pengolahan limbah dan B3 Ketentuan pengolahan limbah dan B3: = Volume limbah per hari:..... m’
= Kapasitas penampungan limbah:..... m?
= Rencana pengolahan limbah:.....
34 Lain-lain Ketentuan prasarana lainnya: » Hasil 1 analisis:.......

a. VCR atau LOS jalan
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HASIL PEMERIKSAAN KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
Berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian dengan standar teknis, maka™:

a. Memenuhi/tidak memenuhi persyaratan fungsi bangunan,

b. Memenuhi/tidak memenuhi persyaratan intensitas bangunan,

c. Memenuhi/tidak memenuhi persyaratan tata massa bangunan,

d. Memenuhi/tidak memenuhi persyaratan prasarana persil/bangunan.

Keterangan:*) coret yang tidak perlu

Catatan:
Berdasarkan hasil pemeriksaan terkait tata ruang dan rencana pembangunan melalui dokumen perencanaan dan perancangan, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan
di atas dinyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) ketentuan rencana tata ruang, untuk selanjutnya Choose an item. Dilanjutkan untuk pemeriksaan Form ARS 3 yaitu pemeriksaan kehandalan bangunan.

Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,

Kabupaten/Kota, .... 20,
Pemeriksa,
Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
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PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN
BANGUNAN GEDUNG

Dinas Terkait ..ocouuueeeeeiei et

LOGO PEMDA

Nama Bangunan

Nama Pemilik/pemohon e
Lokasi L e
No. Pendaftaran

Tanggal Pemerikaan T

Penanggung-Jawab Perencanaan
No. Lisensi Kerja / No. SKA

SITE

No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN DATA USULAN KESESUAIAN CATATAN
Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
I, SITE PLAN
1. | Parkir
1.1.| Rasio Parkir 1) Hunian bersusun Fungsi: .. O O
a. Rusun umum (mendapat fasilitas dari pemerintah) : 1 SRP untuk setiap sarusun Klas/Tipe : ...

b. Rusun komersial :
Luas bruto : ..m

i. 1 SRP untuk setiap 2 sarusun dengan luas <30m’ Unit: ...

ii. 2 SRP untuk setiap 3 sarusun dengan luas 30m*-70m* Jumlah parkir :

iii. 2 SRP untuk setiap 1 sarusun dengan luas >70m’ ...mobil, parkir di luar
Site tidak

2) Hunian tidak bersusun

a. 1 mobil per rumah, di luar ROW
3) Industri
a. Pabrik atau per gudangan

diperhitungkan

iv.  Luas sampai dengan 2000 m” setiap 200 m” lantai bruto : 1 parkir truk
Luas 2000 < x < 5000, : minimal 10 truk

vi.  Luas >5000,: minimal 17 truk

b. Perkantoran setiap 100 m’ lantai bruto: 1 mobil

c. Pertokoan/Perdagangan, setiap 60 m? lantai bruto : 1 mobil,

d. Apotik, setiap 20 m” : 1 mobil Praktek Dokter 20 s.d 60 m* lantai : 1 mobil
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FORM : ARS-03

No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN DATA USULAN KESESUAIAN CATATAN
Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
4) Hotel
a. Bintang 5 dan 4, setiap 5 kamar : 1 mobil
b. Bintang 3 dan 2, setiap 7 kamar : 1 mobil
c. Bintang 1 ke bawah, setiap 10 kamar : 1 mobil
5) Theater
a. Klas A-l, setiap 7 kursi : 1 mobil
b. Klas A-Il, setiap 10 kursi : 1 mobil
c. Klas B, setiap 15 kursi : 1 mobil
6) Rumah Makan/Hiburan
a.  Klas |, setiap 10 m® lantai bruto : 1 mobil
b. Klas ll, setiap 20 m? lantai bruto : 1 mobil.
7) Perdagangan/Pasar
a. Tingkat kota, setiap 100 m” : 1 mobil
b. Tingkat wilayah, setiap 200 m? : 1 mobil
c. Tingkat lingkungan setiap 400 m? : 1 mobil dan 3 parkir pick up.
8) Rumah Sakit
a. VIP, setiap 1 tempat tidur : 1 mobil
b. Klas |, setiap 5 tempat tidur : 1 mobil
c.  Klas Il, setiap 10 teempat tidur : 1 mobil
9) Convention Hall
a. Padat, setiap 4 m? lantai bruto : 1 mobil
b. Tdk padat, setiap 10 m® lantai bruto : 1 mobil
10) Gelanggang Olah Raga
a. Setiap 15 kursi : 1 mobil
11) Perguruan Tinggi
a. Setiap 200 m’ lantai bruto : 1 mobil
12) Pendidikan Dasar dan Menengah
a. Setiap 100 m?lantai bruto : 1 mobil
1.2. | Parkir difabel 1) Rasio parkir difabel minimal 2% dari total Rasio parkir .....%, jarak O ]
2) Jarak parkir terhadap ruang lobi maksimal 60 m ...meter
2. | Akses Kebakaran
2.1.| Jalan sekeliling Alur akses berdasarkan volume bangunan gedung Volume bangunan : O O
1) >7.100 ma, minimal 1/6 keliling bangunan
2) >28.000 m’, minimal % keliling bangunan,
3) >56.800 m3, minimal ¥ keliling bangunan,
4) >85.200 m’, minimal % keliling bangunan,
5) >113.600 m® sekeliling bangunan.
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FORM : ARS-03

No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN DATA USULAN KESESUAIAN CATATAN
Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
2.2. | Akses 1) Tinggi bebas pada jalur mobil masuk pemadam kebakaran tidak boleh kurang dari 4.50 meter, Tinggi gerbang bila ada O O
2) Lebar jalan akses kebakaran minimum 4.00 meter, ..meter, Lebar jalan :
3) Radius putar akses pemadam kebakaran minimum 9,50 meter. ...meter
Radius putar : ...meter
2.3. | Lapis perkerasan 4) Ketinggian bangunan > 10 meter, dipersyaratkan adanya Lapis Perkerasan (hard standing) Tinggi bangunan : O O
a. Ukuran lapis perkerasan minimum 6.00m x 15.00 m, ...meter Mengikuti
b. Posisi Lapis Perkerasan 2 < x > 10 meter dari pusat posisi akses pemadam kriteria 1) / 2)
kebakaran, Bila 1), maka
c¢. Lapis Perkerasan pada bangunan lebih tinggi dari 24 meter, harus mampu Lebar perkerasan :
menopang beban sebesar 44 ton, dengan beban plat kaki (jack), ...meter dan
d. Kemiringan Lapis Perkerasan 1: 8,3, panjang minimum
e. Panjang Lapis Perkerasan lebih dari 46 meter, harus disiapkan fasilitas belokan ..meter:
(memutar kendaraan).
5) Ketinggian < 10 meter, harus ada area operasi lebar 4 meter pada bukaan akses, dengan jarak
45 meter dari jalur akses mobil pemadam kebakaran.
2.4 | Jarak antara Jarak antara bangunan Jarak antara U ]
bangunan 1) Tinggi < 8 m jarak minimal 3 meter, bangunan: ..M,
2) Tinggi 8 < x < 14, jarak 3 < x < 6 meter, tinggi bangunan: ..m
3) Tinggi 14 < x < 40, jarak 6 < x < 8 meter,
4) Tinggi > 40, jarak > 8 m.
2.5 | Hidran site 1)




BANGUNAN
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FORM : ARS-03

No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN Data usulan PENILAIAN CATATAN
Ya Tidak
1 2 3 4 6 7 8
1. KESELAMATAN DAN
KEMUDAHAN
AKSES
1. Akses petugas 1) Harus tersedia akses masuk bagi petugas pemadam kebakaran, siap dibuka dan bebas Ketinggian O O
kebakaran hambatan, ukuran bukaan min 85 cm lebar x bangunan...meter, luas
100 cm tinggi, posisi max 100 cm dari lantai, lantai ...meter per segi
2) Jumlah bukaan akses minimal 2, atau setiap luas lantai 620 m? harus ada 1 bukaan, O O
3) Letak bukaan akses sedemikian tidak berdekatan (min 30 m) dan harus berlawanan arah. O O
2. Saf Kebakaran Bila jumlah lantai bangunan lebih dari dua lantai sampai dengan terpenuhinya kedua kriteria pada
point 2.1 terpenuhi, maka; point 1. Menjadi tidak dipersyaratkan, dan point 2. Menjadi
dipersyaratkan.
2.1. | Saf kebakaran 1) ketinggian bangunan > 20 meter dilengkapi Ketinggian O O ...Bila Ya, maka
bangunan atas dengan lif petugas atau, bangunan...meter, luas cek point 2
2) luas per lantai > 600 meter persegi atau lantai ... meter per segi
dengan ketinggian 7,5 meter terdapat pada bangunan, lif petugas tidak diwajibkan,
3) lantai basemen dengan luas lebih dari 900 m’
(atau luas setiap lantai lebih dari 500 m?),
dengan jumah lantai lebih atau sama dengan dua lantai, maka harus memiliki saf kebakaran
yang tidak dipersyaratkan dengan lif petugas.
2.2. | Jumlah Saf 1) Luas lantai <900 m? minimal 1 buah saf, Luas bangunan ...m* O O
Jumlah saf bangunan
berdasarkan luas 2)  Luas lantai 900 m“ < luas < 2000 m“ minimal 2 buah saf, ,
layanan, 3) Tambah 1 buah saf pada setiap penambahan luas 1500 m".
2.3. | Jarak antar saf Masing-masih saf memiliki wilayah layanan dengan radius maksimal 38 meter. Jarak layanan saf O O
2.4. | Letak saf 1) Posisi berada pada pusat bangunan dari setiap lantai, | O
2) Tidak lebih dari 60 meter dari lobi,
3) Jarak layanan tidak lebih dari 38 meter.
2.5. | Persyaratan teknis saf 1) Saf memiliki ketentuan TKA dinding 2 jam, TKA ..Jam O O
2) Lebar tangga minimal 1.20 meter (bersih), Lebar tangga O O
3) Pintu eksit saf lantai dasar membuka keluar, ....meter O O
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FORM : ARS-03

No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN DATA USULAN KESESUAIAN CATATAN
Sesuai Tidak
1 2 3 4 6 7 8
2.6.| Saf Basemen Apakah salah satu dari kedalaman basemen bangunan > 10 meter atau luas lantai basement Kedalaman basemen
> 500 meter persegi ada, maka; ...meter;
1) Jumlah saf basemen, memenuhi syarat, luas lantai basemen
2) Jarak antara saf basemen, memenuhi syarat. ...meter persegi O O
2.7.| Persyaratan teknis saf 1) Saf memiliki ketentuan TKA dinding 2 jam, luas lantai O O
basemen 2) Lebar tangga minimal 1.20 meter (bersih), basemen ...meter O O
3) Terdapat lif kebakaran dalam saf, persegi O O
4) Pintu eksit saf lantai dasar membuka keluar > 500 meter persegi ada, maka; O O
1) Jumlah saf basemen, memenuhi syarat,
2)  Jarak antara saf basemen, memenuhi syarat.
2.7.| Persyaratan teknis saf 1) Saf memiliki ketentuan TKA dinding 2 jam, O O
basemen 2) Lebar tangga minimal 1.20 meter (bersih), O |
3) Terdapat lif kebakaran dalam saf, () ]
4) Pintu eksit saf lantai dasar membuka keluar. O |
2.8.| Tangga kebakaran 1) Seluruh dinding tangga kebakaran harus mempunyai tingkat ketahanan api 2 jam kecuali bagian Tingkat ketahanan api O O
sisi terluar minimal mempunyai TKA 1 jam, ..Jam
2) Terdapat tanda /petunjuk yang standar pada tangga kebakaran serta fungsi dan indikasi O O
lantainya,
3) Jalan terusan eksit harus terlindung dengan sistim sprinkler otomatis atau mempunyai Kondisi petunjuk O O
tingkat ketahanan api minimal sama dengan tangga kebakaran, tersedian dan ... O 0
4) Gedung setinggi > 20 m atau memiliki basemen sedalam > 10 m harus memiliki saf tangga
kebakaran yang dilengkapi dengan lif kebakaran,
5) Komplek perbelanjaan harus dilengkapi dengan saf tangga untuk pemadam kebakaran, O O
6) Bangunan tidak bersprinkler harus memiliki 1 saf tangga kebakaran untuk setiap luas 900 mZ dari
luas lantai bangunan dengan tinggi > 20 m, y Tinggi bangunan O a
7) Bangunan bersprinkler harus memiliki min 1 saf kebakaran untuk luas <900 m , dan 2 saf untuk ...meter Kedalaman
luas > 900 mL sd 200 ml. Selanjutnya 1 saf lantai basemen O |
5 ...meter
setiap penambahan 1500 m , O |
8) Penempatan saf tangga kebakaran max 60 m diukur dari pintu masuk ke lobi pemadam
kebakaran,
9) Tangga kebakaran harus mempunyai 2 pegangan (hand rail), untuk ] O
dewasa dan anak- anak dengan ketinggian 60 cm,
10) Lebar tangga kebakaran minimal 120 cm bersih, O ]
11) Tinggi anak tangga maksimal 18 cm. O O
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3. Sarana evakuasi 1) Pintu keluar darurat dapat dilihat dengan jendela, O |
rumah tinggal dan 2) Tersedianya jalur evakuasi, O O
rumah deret 3) Tersedianya kelengkapan tanda arah (mudah dan jelas), O O
4) Manajemen penanggulanan bencana/darurat. O O
4. Lif kebakaran 1) Sumber daya untuk motor lif harus dihubungkan dengan genset, Sumber daya ... O O
2)  Seluruh dinding saf harus memiliki tingkat ketahanan api min 2 jam, Tingkat ketahan O O
api ...
5. Hubungan
horizontal
5.1. | Akses eksit koridor Bangunan berpenghuni lebih dari 30 orang : Jumlah penghuni
1) Harus memiliki tangga eksit dan koridor eksit dengan tingkat ketahanan api minimal 1 jam, ...orang O |
2) Bila bangunan lebih dari 3 lantai maka koridor eksit harus mempunyai TKA minimal 2 jam, TKA ...jam O |
3) Bila ruang dengan beban hunian s.d 50 atau lebih pintu eksit harus membuka ke arah luar, O O
4) Pintu yang membuka ke arah koridor eksit tidak boleh melebihi setengah lebar koridor yang O O
disyaratkan (120 cm), g g
5) Pintu eksit harus mudah dibuka dari sisi dalam.
5.2 Bukaan penyelamat 1) Tersedia minimal dua buah bukaan penyelamat O O
2) Jarak antara bukaan penyelamat kurang dari 30 meter panjang lurus dari sisi-sisi dinding luar, O O
3) Apakah persyaratan teknis bukaan penyelamat memenuhi syarat teknis, dengan jarak masing- O O
masing ¥ jarak diagonal ruang.
5.3 Kapasitas dan Jumlah 1) Kapasitas total sarana jalan keluar untuk setiap lantai harus cukup untuk beban huniannya yang O |
sarana jalan keluar mengacu pada faktor beban hunian,
2) Jumlah dan lebar tangga eksit dihitung berdasarkan faktor beban hunian dan faktor O O
kapasitas,
3) Lebar minimum koridor /sarana jalan keluar adalah 91,5 cm, O O
4) Bukaan pintu untuk sarana jalan ke luar harus O |
sedikitnya memiliki lebar bersih 80 cm (32 inci),
5) Jumlah sarana jalan keluar min 2 buah. O O
6) Untuk beban hunian 500 org sd 1000 org min 3 buah, untuk beban hunian lebih dari 1000 orang O O
min 4 buah sarana jalan keluar.
5.4 | Jarak tempuh ke eksit 1) Lintasan bersama, ujung buntu dan batas jarak tempuh sesuai Tabel 1.5. dimana batas jarak O O
tempuh max 45 m jika tidak bersprinkler dan max 76 m jika ruangan bersprinkler,
2) larak ujung buntu adalah max 6,1 m jika tidak 0 0
bersprinkler dan max 15 m jika bersprinkler disesuaikan dengan fungsi bangunannya.
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5.5 Koridor buntu Ketentuan koridor buntu; Terdapat koridor/jalan O O
buntu dengan jarak
Batas Jalan Buntu ...meter
Fungsi Bangunan Keterangan
Tanpa Dengan
springkler |  springkler
Bangunan Pertemuan 6,10 m 6,10 m | Ujung buntu koridor
dan gang
Bangunan Pendidikan 6,10 m 15,00 m
Bangunan Kesehatan 6,10 m 15,00 m
Bangunan Perdagangan 6,10 m 15,00 m
Bangunan Perkantoran 6,10 m 15,00 m
Bangunan Hotel 10,70 m 15,00 m
Bangunan Apartemen 10,70 m 15,00 m
5.6. Pintu Ruang dengan daya tampung lebih dari 50 orang, pintu harus membuka ke arah luar. Jumlah penggunaan O O
ruang di atas 50 orang,
terdiri dari;
R.1...Arah buka ...
5.7 Lebar pintu a) Lebar pintu utama minimal 90 cm, Lebar pintu O O
b) Lebar bebas pintu lainnya minimal 80 ¢cm, utama...meter O O
c) Bila pintu terdiri dari dua pintu salah satu pintu harus memiliki lebar minimal 80 cm, d) Pintu O O
bebas hambatan.
5.8 Eksit Jumlah eksit bangunan berdasarkan jumlah penghuni/pengguna, Jumlah penghuni O O
a) Jumlah penghuni lantai < 500 minimal 2 buah eksit, berdasarkan lantai
b) Jumlah penghuni 500 < penghuni < 1000 minimal 3 buah eksit, ..orang
¢) Jumlah penghuni > 1000 minimal 4 buah eksit. Jumlah eksit ...buah
5.9 larak pintu eksit Apabila dipersyaratkan dua buah pintu eksit maka jarak kedua pintu eksit tersebut minimal % jarak larak diagonal ruang O O
diagonal ruang, ...meter, jarak antara
pintu ...meter.
5.10 | Jarak layanan pintu jarak layanan setiap pintu eksit maksimum adalah Jarak terjauh layanan W] J
eksit 38 m atau luas layanan maksimum 930 m * pintu eksit ...meter,
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6. Hubungan vertikal di
bawah 5 lantai
6.1 | Jenis dan kapasitas Lif 1) Kapasitas lif untuk bangunan rendah dibawah 6 lantai : Kapasitas min 6 orang (300 kg) sd 9 orang | Kapasitas |if ... O O
(600 kg) dan kapasitas 15 orang (1000 kg),
2) Kapasitas lif untuk bangunan menengah 6-20 g
lantai : Kapasitas min 9 orang (600 kg) sd kapasitas 18 orang (1250 kg),
3) Kapasitas lif untuk bangunan menengah tinggi
20- 30 lantai : Kapasitas min kapasitas 17 orang
(1150 kg) sd 26 orang (1800 kg),
4) Kapasitas lif untuk bangunan di atas 20 lantai
(majemuk atau multi purpose) : Kapasitas min
20 orang (1350 kg) sd 24 orang (1650 kg),
5) Bangunan bertingkat menengah di bawah 20 lantai tanpa express lif (semua lantai dilayani), O 0
6) Bangunan tinggi di atas 20 lantai menggunakan express lif,
7) Untuk bangunan hotel jumlah lif servis min 1 buah untuk tiap 2 lif penumpang, atau 0 0
setiap 150 kamar yg dilayani, 0 il
8) Untuk bangunan kantor setiap luas 1500 M2 atau bangunan dibawah 20 lantai jumlah lif 0 0O
servis min 1 buah.
9) Untuk bangunan kantor diatas 20 lantai diianjurkan menyediakan 2 lif service 0 O
6.2 | Tangga 1) Lebar tangga min 90 cm bersih, dan min 120 cm bersih untuk bangunan umum, Lebar tangga ...cm, O O
2) Tinggi anak tangga min 10 cm max 18 cm. lebar anak tangga min 28 cm, tinggi anak tangga O Od
3) Lebar bodes min selebar tangga, ...cm, lebar anak
4) Tinggi bersih area tangga min 200 cm, tangga ..., lebar O O
5) Jarak antar tangga untuk eksit radius max 25 m untuk bangunan tidak bersprinkler, dan radius bordes ...cm O Od
max 40 m untuk bangunan bersprinkler. O O
Z Hubungan vertikal di
atas 5 lantai :
7.1 Tangga 1) Lebar tangga minimal 120 cm bersih, Lebar ...m, O B |
2) Kecuali untuk hunian kurang dari 50 orang, lebar minimum adalah 90 cm, Tinggi anak tangga ..m O Od
3) Tinggi anak tangga 10 s.d. 18 cm, Kedalam anak tangga O Od
4) Minimum kedalaman anak tangga 28 cm, ....cm, tinggi ruang O O
5) Tinggi minimum ruang tangga 2.00 m, tangga ...m, tinggi rel O a
6) Ketinggian maksimum antara bordes 3.70 m, pegangan tangga O il
7) Tinggi rel pegangan tangga 86 s.d. 96 cm, ...Cm, lebar bordes O O
8) Lebar bordes > dari lebar tangga. ..cm O Od
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7.2 Lif 1) bangunan lebih dari 4 lantai minimal 1 bh lif, Jumlah lif ...bh, lebar O [
2) lebar lobi lif minimal 185 cm, lobi lif ...cm, ukuran O O
3) ukuran minimal ruang lif 1,40 x 1,40 cm. ruang lif ...cm ] ]
7.3. | Ram 1) lebar ram minimum 120 cm bersih, Lebar ram ...cm, O O
2) kemiringan ram; kemringan ram O O
a. Ram didalam bangunan1:8 (7U], % O [
b. Ram di luar bangunan 1:10(6 ), O [}
¢. Kemiringan ram arah lebar 1: 12, O O
d. Lebar ram difabel minimal 80 cm, O O
e. Lebar perputaran 180 ram minimal 120 cm
f.  Ram kendaraan1:7.
1. KESEHATAN
1. Sistem Penghawaan (indikator Permen PU No. 29/PRT/M/2006, SNI 03-
6390-2000, SNI 03-6572-2001)
Penilaian dilakukan terhadap kualitas udara dalam ruangan, yang meliputi perencanaan dari pada
parameter; kelembaban udara relatif 40% s.d. 60%,
suhu udara 20,5°Cs.d 27,1°C, dan kandungan CO,
kecepatan aliran udara maksimum 0,25 m/dtk.
1.1. Bukaan ventilasi 1) Jumlah bukaan ventilasi tidak kurang dari 5% luas ruang yang membutuhkan ventilasi, Rasio bukaan ... O |
2) Ruang dapur memiliki cerobong asap ke luar, O O
3) Bangunan parkir memiliki sistem ventilasi mekanik minimal 2/3 volume udara ruang pada O [
ketinggian maksimal 60 cm dari lantai, O ]
) Gas buang parkir basemen tidak mengganggu udara bersih pada lantai/ruang di atasnya,
5) Jumlah bukaan ventilasi tidak kurang dari 5% luas ruang yang membutuhkan ventilasi, O [
6) Ruang dapur memiliki cerobong asap ke luar, O O
7) Bangunan parkir memiliki sistem ventilasi mekanik minimal 2/3 volume udara ruang pada O O
ketinggian maksimal 60 cm dari lantai, O [
8) Gas buang parkir basemen tidak mengganggu udara bersih pada lantai/ruang diatasnya,
2 Sistem Pencahayaan (indikator SNI 03-6197-2000 Konservasi energi pada sistem pencahayaan, SNI 03-6197-2000, SNI 03-
2396-2001, SNI 03-6575-2001)
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2.1. Perencanaan 2) Koridor mendapat cahaya langit sekurang- kurangnya 0,30 m’ untuk setiap panjang lorong Besarnya cahaya langit O O
pencahayaan alami dan 5 meter yang masuk
besarnya iluminasi, ! diperkirakan ...
Mencakup 3) Tangga umum sekurang-kuranya mendapat cahaya 0,75 m? untuk setiap % tinggi lantai. | O
pemeriksaan terhadap
perencanaan tingkat
pencahayaan sesuai
dengan aktivitas yang
dikerjakan dalam ruangan
dan jalur sirkulasi pada
bangunan gedung.
2.2. | Bukaan Pastikan untuk bangunan hunian, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan Hasil Periksa O O
umum harus memiliki bukaan untuk pencahayaan alami. bukaan ...
2.3. Pencahayaan 1) Tingkat iluminasi sesuai dengan persyaratan teknis, Tingkat ilmunisai: ... O O
2) Konsumsi energi sesuai dengan persyaratan teknis, Konsumsi energi ... O O
3) Perencanaan sistem pencahayaan, Daya listrik ..., jenis O O
4) Daya maksimum, lampu yang digunakan O O
5) Penggunaan lampu, ..., daya lampu di luar O O
6) Daya maksimum yang diijinkan, bangunan ... O O
7) Daya pencahayaan buatan di luar bangunan. O ]
3. Sistem Sanitasi (indikator Permen PU No. 29/PRT/M/2006, Permenkes Rl. 492/Menkes/Per/VI/2010) Periksa
gambar sistem plambing, apakah sesuai
dengan SNI 03-6481-2000, Sistem plambing 2000 dan SNI 03-7065-2005, Tata cara perencanaan
sistem plumbing mulai dari sumber air minum darimana, dan perpipaan serta peralatan plambing
yang digunakan.
3.1. | Air Limbah Periksa gambar sistem plambing, apakah sesuai O O
dengan SNI 03-7065-2005, Tata cara perencanaan sistem plambing mengenai sistem plambing air
limbah, terpisah atau tercampur.
1) Sistem pengaliran atau pembuangan.
3.2. | Sampah 1) Kapasitas pewadahan atau tempat penampungan sementara, O O
2) Bentuk penyediaan tempat penampungan sampah, O O
3) Bentuk penempatan pewadahan dan atau pengolahan. O O




-061 -

FORM : ARS-03

No.

ITEM PEMERIKSAAN

RUJUKAN

DATA USULAN

KESESUAIAN

Sesuai

Tidak

CATATAN

3

6

7

3.3.

Air hujan

Periksa penyaluran air hujan dari atap dengan ukuran didasarkan SNI 03-6481-2000.

Periksa ketertersediaan sumur/bidang resapan dan

apakah sesuai dengan SNI.03-2459-1991 dan SNI 03-

2453-1991 tentang Spesifikasi dan Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan air hujan di lahan
pekarangan, untuk jarak SR terhadap bangunan lain dapat;

1) Sistem penyaluran air hujan bila drainase kota tersedia,

2) Sistem penyaluran air hujan bila drainase kota tidak tersedia.

oo

oo

Sistem Air Bersih

1) Sumber air bersih,
2) Sistem distribusi.

oo

oo

Bahan Bangunan

5.1

Tidak mengandung
racun

Tidak mengandung bahan berbahaya/beracun, Mencakup pemeriksaan terhadap kondisi fisik dan
kandungan bahan beracun dan berbahaya yang mungkin ada dalam bahan bangunan yang akan
digunakan, cek dokumen spesifikasi teknis.

O

O

5.2.

Aman

Aman bagi pengguna bangunan

5.3.

Tidak berdampak
terhadap lingkungan

1) Tidak menimbulkan efek silau terhadap lingkungan,

2) Tidak menimbulkan efek peningkatan suhu lingkungan sekitar,

3) mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energi,

4) Mewujudkan bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan.

5.4,

Bahan Bangunan Lokal

1) Sesuai dengan kebutuhan,
2) Memperhatikan kelestarian lingkungan,

ogy ooooa

ool ooogio

KENYAMANAN

Kenyamanan Gerak

(indikator Bangunan Kantor Pemerintah : Permendagri no 7/2006, Bangunan Rumah Tinggal
Kepmen PU no 306/KPTS/1989)
1) Kecukupan luasan ruang per jiwa untuk beraktivitas pokok dalam fungsi bangunan,
2) Kecukupan luasan sirkulasi untuk beraktivitas dalam fungsi bangunan;
a. Pertimbangan fungsi ruang, b. Jumlah pengguna,
c. Perabot/peralaan,
d. Aksesibilitas ruang.

ooog o

oooo o

Hubungan antar
Ruang

(indikator SNI 03-1735-2000, SNI 03-1746-2000, SNI
03-6573-2001)

1) Pertimbangan fungsi ruang,

2) Jumlah pengguna,

3) Perabot/peralaan,

4) Aksesibilitas ruang,

5) Sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal.

oooog

ooooo
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2. Hubungan antar (indikator SNI 03-1735-2000, SNI 03-1746-2000, SNI
Ruang 03-6573-2001)
1) Pertimbangan fungsi ruang, O Od
2) Jumlah pengguna, O O
3) Perabot/peralaan, O O
4) Aksesibilitas ruang, O O
5) Sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal. O O
3. Kenyamanan Udara (indikator SNI 03-6390-2000, SNI 03-6572-2001) O O
Alami Mencakup pemeriksaan perencanaan Suhu udara (T,), Kelembaban udara (RH), dan Kecepatan angin
(v,), pada setiap ruang yang direncanakan.
4. | Kenyamanan (indikator SNI 03-6390-2000, SN 03-6196-200, SNI
Pengkondisiaan
Udara 03-6572-2001)
Mencakup pemeriksaan perencanaan Suhu udara
(T,), Kelembaban udara (RH), dan Kecepatan angin
(v,), pada setiap ruang yang direncanakan.
1) Sistem pengkondisian udara, U U
2) Prinsip penghematan energi, = -
3) Prinsip kelestarian lingkungan, g g
4) Perkiraan beban pendingin.
5. Kenyamanan Visual (indikator SN/ 03-6573-2000)
5.1. | Daridalam ke luar 1) Gubahan masa bangunan, O O
2) Rancangan bukaan, O O
3) Tataruang dalam, O O
4) Tata ruang luar, O Od
5) Bentuk luar bangunan, O O
6) Pemanfaatan potensi ruang luar bangunan(RTH), O Od
7) Pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar. O Od
5.2. | Dariluar ke dalam 1) Gubahan masa bangunan, O O
2) Rancangan bukaan, O O
3) Tata ruang dalam, O O
4) Tata ruang luar, | O
5) Bentuk luar bangunan, | O
6) Keberadaan bangunan yang ada dan atau yang akan ada di sekitar bangunan. O OdJ
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6. Kenyamanan Getaran

1) Sumber getaran, . O O
2) Baku tingkat getaran, O O
3) Dampak getaran terhadap lingkungan. O O

7. Kenyamanan Audial

1) Sumber kebisingan,
2) Tingkat baku kebisingan,
3) Dampak kebisingan terhadap lingkungan.

O
O

HASIL PEMERIKSAAN KEHANDALAN BANGUNAN
Kesesuaian dengan standar teknis, maka;

a. [ memenuhi, persyaratan site dan lingkungan,
b. [ memenuhi, Persyaratan teknis keselamatan dan kemudahan akses bangunan,
c. [0 memenuhi, Persyaratan teknis kesehatan bangunan,

d. [0 memenuhi, Persyaratan teknis kenyamanan bangunan,

Catatan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan melalui dokumen perencanaan dan perancangan, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI*) ketentuan keandalan bangunan gedung, untuk selanjutnya Choose an item.
Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,

Kabupaten/Kota, .... 20..........
Pemeriksa,
Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
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LOGO
PEMDA

Nama Bangunan

Nama Pemilik/pemohon

Lokasi
No. Pendaftaran

Tanggal Pemeriksaan
Penanggunjawab Perencanaan

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG

Paraf pemeriksa dokumen:

No. Lisensi Bekerja / No. SKA
1 2 3 | a4 5 6
ITEM PEMERIKSAAN Al METODE PEMERIKSAAN CATATAN

PEMERIKSAAN

A. STRUKTUR ATAS ADA TIDAK

1. Perhitungan struktur atas L] L]

2.Gambar struktur atas

Daftar gambar struktur atas dan bawah 1. Cek pada kelengkapan berkas apakah
dokumen sudah ada atau tidak.

] O 2. Sesuaikan dengan permohonan dan
tipe struktur untuk ke tersediaan
gambar *)

Gambar denah lantai (termasuk notasi plat

dan balok) O =
Gambar denah lantai basemen (termasuk O O
notasi plat dan balok)

Gambar denah kolom dan shearwall L] L]
Gambar denah pile cap dan tie-beam ] ]
Gambar detail struktur balok ] ]
Gambar detail struktur plat ] ]
Gambar detail struktur kolom L] L]
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ITEM PEMERIKSAAN LI METODE PEMERIKSAAN CATATAN
PEMERIKSAAN
A. STRUKTUR ATAS ADA TIDAK
Gambar detail hubungan balok-kolom | ]
Gambar detail struktur shearwall* ] ]
Gambar detail pile cap dan tie beam L] (]
Gambar struktur tangga ] ]
Gambar detail sambungan baja* ] (]
Gambar detail retaining wall* O ]
Gambar struktur ramp* O []
3. Executive summary struktur atas L] ]
4. Kesesuaian gambar struktur dengan gambar arsitek yang
telah disetujui TABG Arsitektur
Site plan ] ] Cek kesesuaian gambar struktur
dengan gambar arsitek yang telah
Denah lantai bangunan ] disetujui oleh penilai arsitek
Cek kesesuaian site plan khususnya
Kesesuaian void ] untuk metode galian yang akan
digunakan apakah batas galian masih
Elevasi lantai pada area yarllg dimohon.
Cek kesesuaian denah  struktur
terhadap gambar arsitek meliputi :
Kesesuaian jarak as, Kesesuaian
L] ] void,Kesesuaian letak tangga dan lift,
kesesuaian bentuk denah dan elevasi
lantai
5. Peraturan perencanaan yang digunakan
SNI 2847:2013 Persyaratan beton
]
struktural untuk bangunan gedung
SNI 1729:201x Spesifikasi untuk bangunan 0
gedung baja struktural (1729:2002)
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ITEM PEMERIKSAAN HASIL METODE PEMERIKSAAN CATATAN
PEMERIKSAAN

A. STRUKTUR ATAS ADA TIDAK
SNI 1726:2012 Tata cara perencanaan
ketahanan gempa untuk struktur | ]
bangunan gedung
SNI.1727:2013 Beban minimum untuk
perancangan bangunan gedung dan ] OJ
struktur lain
SNI/ Peraturan lainnya L] (]

6. Soft copy Perhitungan struktur atas ] ]
Gambar struktur atas L] []

B. STRUKTUR BAWAH ADA TIDAK

1. Cek pada kelengkapan berkas apakah
dokumen sudah ada atau tidak.

2. Sesuaikan dengan permohonan dan
tipe fondasi struktur untuk
ketersediaan gambar *)

1. Perhitungan struktur bawah L] L]

2. Laporan penyelidikan tanah L] ]
3. Gambar struktur bawah

e Gambar denah pondasi L] (]

e Gambar denah dan metode galian ] ]

e Gambar detail pondasi O []

e Gambar detail DPT* L] L]

e Gambar soldier pile* L] (]

e Gambar dinding basemen* ] [l

e Gambar rencana dewatering*® O ]

4. Soft copy Perhitungan struktur bawah O O]

Gambar struktur bawah L] ]
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HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN
Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan Choose an

item., untuk selanjutnya TIDAK DAPAT dilanjutkan untuk pemeriksaan lainnya oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.
Catatan :
Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,
Sekretariat,
Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.................
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LOGO PEMDA

Nama Bangunan

PEMERIKSAAN PERHITUNGAN PERENCANAAN

STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG

Nama Pemilik/pemohon

Lokasi
No. Pendaftaran

Tanggal Pemeriksaan

Penanggunjawab Perencanaan
No. Lisensi Bekerja / No. SKA

Paraf pemeriksa struktur atas:

Paraf pemeriksa struktur bawah:

1 2 | 3 4 5
ITEM PEMERIKSAAN HASIL PEMERIKSAAN METODE PEMERIKSAAN CATATAN

A. STRUKTUR ATAS
1. Peraturan perencanaan yang digunakan [] Sesuai | [] Tidak Perhitungan berdasarkan SNI

Penggunaan: Cek beban hidup dominan sesuai dengan peruntukan yang

digunakan pada permodelan.SNI 1727:2013, Tabel 4.1 h
2. Beban hidup sesuai dengan penggunaan Beban hidup: Contoh : untuk kantor digunakan beban hidup : 2,4 kN/m~ (240
2
[] Sesuai | [ Tidak ke/m)

3. Bentuk bangunan Beraturan ]

Tidak beraturan [

Analisis riwayat waktu: Cek sesuai dengan persyaratan pada SNI gempa pasal 4.2.1

O
O pi tk
Isyaratkan Tidak
4. Kesesuaian mutu beton dengan asumsi [] Sesuai [] Tidak 1. Cek kesamaan mutu beton yang digunakan pada buku
dan pemodelan balok | MPa perencanaan dengan mutu beton pada input software
kolom | . MPa perhitungan
plat MPa | 2. Cek juga terhadap gambar struktur yang dilampirkan
h I MP 3. Konversi dari Fc' ke K-...

shearwa s VIEE K-300 > Fc' = (0,83x 300 kg/cm2)/10 = 24,9MPa

5. Kesesuaian mutu baja dengan asumsi [ ] Sesuai | [ 1 Tidak 1. Cek kesamaan mutu baja yang digunakan pada buku
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dan pemodelan Baja tulangan perencanaan dengan mutu baja pada input software
Balok ... MPa perhitungan
Kolom ... MPa 2. Cek juga terhadap gambar struktur yang dilampirkan
Plat MPa
Shearwall ... MPa
Sengkang
[] Sesuai | [] Tidak
Profil baja ............. MPa
6. Perhitungan gempa pada kombinasi 1. Cek kombinasi pembebanan yang sudah digunakan
pembebanan terutama untuk kombinasi dengan beban gempa. SNI
. ) 1726 :2012
[ Sesuai [ Tidak 2. Cekjuga pada input program perhitungan (ETABS, SAP,
dll) untuk kombinasi lainnya.
3. SNI 2847:2013
7. Wilayah gempa dan parameter gempa Wilayah gempa:
yang digunakan [] Sesuai | [] Tidak 1. Cekwilayah gempa dan parameter yg digunakan pada
Parameter: perhitungan
[] Sesuai I [] Tidak
8. Waktu getar alami fundamental i .
. 1. Cek periode getar yang pada perhitungan struktur dan
Trencana ... detik .
output program perhitungan
T batasan  detik 2. Apakah T masih memenuhi kriteria sesuai SNI Gempa. SNI
.......... 1726:2012
[] Sesuai | [] Tidak
9. Gerakan mode dominan | 1. Cek gerak mode 1 dan 2 pada permodelan struktur
Gerak dominan: apakah masih berprilaku translasi
a. Mode 1 lateral Gerak dominan: 2. 2.Sesuai SNI Gempa Mode 1 dan 2 harus berprilaku
translasi tidak boleh rotasi
L1 Sesuai [ Tidak 3. Cek pada output program perhitungan.
b. Mode 2 lateral 4, SNI1726:2012
10. Modal participating mass ratio | s % 1. Cek pada output program nilainya harus melebihi 90 %.
[J Memenubhi I [] Tidak 2. SNI 1726:2012
11. Kemampuan frame menahan gaya geser % : SNI 1726:2012
>25% L] Memenuhi I L] Tidak
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12. Cek kinerja batas layan

e  Simpangan antar lantai maksimum

e Simpangan batas: 0,03/R x tinggi
tingkat

L] Memenubhi

[] Tidak

1. Cek pada tabel kinerja batas layan bangunan apakah ada
simpangan yang melebihi syarat maksimum

2. Cek simpangan maksimum pada lantai bangunan dan
bandingkan dengan syarat simpangan yang diperbolehkan

3. Batasan simpangan maksimum yaitu yang terkecil dari
nilai 0,03/R x Tinggi lantai atau maksimum 30 mm

4., SNI1726:2012

13. Cek kinerja batas ultimate

e  Simpangan antar lantai maksimum

e Simpangan batas: 0,02 x tinggi

1. Cek pada tabel kinerja batas u/timate bangunan apakah
ada simpangan yang melebihi syarat maksimum
2. Cek simpangan batas pada lantai bangunan dan

tingkat bandingkan dengan syarat simpangan yang diperbolehkan
3. Batasan simpangan maksimum yaitu yang terkecil dari
I Memenubhi [ Tidak nilai 0,02 x Tinggi lantai
4. SNI1726:2012
14. Cek rekapitulasi luas/jumliah tulangan
terhadap: Cek rekapitulasi tulangan terpasang terhadap kebutuhan
®  minimum (] Memenuhi [] Tidak tulangan, tulangan minimum dan tulangan maksimum dan
e maximum [J Memenuhi [J Tidak kesesuaian pada gambar.
¢ Kesesuaian dengan gambar tulangan X Sesuai [ Tidak
15. Wind tunnel test
Ketinggian bangunan:.......... m o . ) .
Apabila tinggi bangunan melebihi 200 meter diperlukan wind
X Disyaratkan D Tidak | (el test
[1 Ada [ Tidak
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1 2 3 4 5
ITEM PEMERIKSAAN HASIL PEMERIKSAAN METODE PEMERIKSAAN CATATAN
B. STRUKTUR BAWAH
1. g::vc:";t;j;r::;::;httungan struktur [ Sesuai [ Tidak 1. Referensi yang digunakan
2. Penyelidikan tanah 1. Cek bor log yang dilaporkan pada laporan penyelidikan
e Persyaratan minimal titik bor log dan voveneennn BitiK tanah
sondir O Memenuhi | ] Tidak 2. Persyaratan bor logminimal 3 titiksedalam 30 meter atau
. Kedalaman borlog | ... m sedalam panjang tiang fondasi ditambah 6 meter
O Memenuhi | O Tidak 3. Diisi dengan jenis tanah yang digunakan sesuai dengan
e Rangkuman hasil pengujian lapangan h?.Si.l penyt.elidik.an tanal'.I .
dan laboratorium 4. Diisi sesuai hasil penyelidikan tanah
. Profil/ kontur tanah
. Muka air tanah . m
e Parameter tanah untuk perencanaan
daya dukung fondasi, settlement,
galian/ timbunan
3. Loading tes 1. Angka kemanan sesuai dengan ketentuan
e Angka aman (SF) fondasi 2. Diisi sesuai dengan fondasi yang digunakan
3. Perhitungan faktor efektifitas group pile untuk daya
. Pelaksanaan loading tes [IDisyaratkan | ClTidak dukun kelompok tiang

Tidak disyaratkan jika SF > 4 dan
beban kerja fondasi < 70% daya
dukung ijin

Jumlah titik yang harus dilaksanakan

Jenis fondasi .........

Axial load tes:

................ cm Titik load tes.:.......
................ cm Titik load tes........
................ cm Titik load tes.:.......
Dst.

Lateral load tes:

. Jumlah lantai

basemen.......cccccoeeenee

. Daya dukung lateral system
fondasi/SF.........

. Beban lateral yg
bekerja.............

Bor pile:

Axial load tes:

cm Titik load tes........
cm Titik load tes.:.......

1. Sesuai dengan ketentuan tiang bor,axial test dilakukan

sebanyak 1/75 tiang dan untuk tiang panjang 1/100 tiang
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4. Tes khusus sesuai dengan keadaan

Sesuai persyatan untuk jenis tanah khusus, reklamasi atau

bangunan Jenis tanah:...... bangunan dengan ketinggian lantai lebih dari 50 lantai
e Tes seismic downhole [IDisyaratkan L] Tidak
e Analisis site specific response [(IDisyaratkan ] Tidak
[1 Ada O Tidak
5. Tipe dan daya dukung fondasi 1. Diisi sesuai dengan buku perhitungan dan dilakukan
e  Tipe pondasi perbandingan apakah beban rencana masih dapat di
e  Daya dukung ijin tahan fondasi
. Beban rencana gaya gravitasi
. Beban lateral
) Memenuhi | L] Tidak
2. Perhitungan penurunan/ settlement ... cm. Batas maks 15 cm 1. Cek angka penurunan rencana pada buku perencanaan
untuk perencanaan galian
J Memenuhi [J Tidak 2. Sesuai kan dengan nilai batasminimum pada peraturan
yang ada
3. Metode dan perhitungan galian 1. Jenis galian yang digunakan : open cut, soldier pile, Dwall,
e Jenisgalian | dll
2. Cek angka keamanan pada buku perencanaan untuk
® Angka keamanan DPT ............. [J Memenuhi L1 Tidak perencanaan galian
e  Stabilitas lereng O Memenuhi O Tidak 3. Sesuaikan dengan nilai minimum pada peraturan yang
e  Stabilitas galian/ timbunan O Memenuhi O Tidak ada
4. Perhitungan dewatering U] Memenuhi L] Tidak
5. Perhitungan keamanan terhadap (0 Memenuhi [ Tidak
bangunan/ fasilitas sekitar
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HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN
Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan Choose an

item., untuk selanjutnya TIDAK DAPAT dilanjutkan untuk pemeriksaan lainnya oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.
Catatan:
Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,
Sekretariat,

Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota..................
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FORM UTILITAS 01

PEMERIKSAAN DOKUMEN
LocopEMDA | PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG

Dinas Terkait ..o —I_ABG Bidang UTILITAS-DTC

I. KELENGKAPAN ADMINISTRATIF DOKUMEN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA

Penilaian
No. Persyaratan Dokumen Dokumen yang diajukan Sesuai | Tidak Catatan
1 2 3 4 5 6
1. Dokumen Laporan Perencanaan dalam format kertas A4 (bila ada lampiran [JAda / LKurang lengkap / [1Tidak ada | O
berukuran A3 dilipat menjadi format A4)
2. Dokumen gambar-gambar perencanaan dengan skala 1:100 (denah) atau [JAda / UKurang lengkap / [1Tidak ada | |

1:50/1:20 (detail) dalam format A2/A1/A0 yang dilipat menjadi format A4

3. Semua lembar gambar sudah dilengkapi identitas berikut ini :
a. Nama Bangunan Gedung / Nama Proyek.

b. Nama Pemilik dan Alamat Pemilik bangunan gedung.

c. Nama Perusahaan Konsultan (kecuali untuk perorangan). Sudah lengkap [ / Belum lengkap ] O O
d. Nama Perencana penanggung jawab bidang.

e. Nomor Lisensi Kerja/SKA Madya dari Penanggung jawab Perencanaan.

4. Dokumen Laporan sudah di tanda-tangani Perencana, dengan tanda tangan

basah. Dilengkapi dengan fotokopi Lisensi Bekerja atau SKA Madya yang Sudah [1/ Belum [ O O
ditandatangan basah oleh pemegang Lisensi Kerja atau SKA Madya yang
sesuai bidang perencanaan.

5. Dokumen Gambar sudah di tanda-tangani Perencana, dengan tanda tangan

basah. Tanda tangan basah di halaman depan dan terakhir, paraf basah Sudah [0/ Belum [J
pada semua halaman lainnya :




LocorembA | BANGUNAN GEDUNG

Dinas Terkait
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FORM UTL 02

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN

—I_ABG Bidang UTILITAS-DTC

1. | PANDUAN UNTUK KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN UTILITAS

No. Bidang

Dokumen yang diajukan

Kelengkapan isi dokumen

1 2

3

4

1. SISTEM TATA
UDARA GEDUNG
(Sistem
Penghawaan)

kode: TUG

LINGKUP PEMERIKSAAN

1. Sistem Air Conditioning dan Distribusi Udara. 1. Sistem pemipaan air-sejuk (chilled-water), untuk sistem dengan air-sejuk (chilled-water).
2. Sistem pemipaan refrijeran, untuk sistem DX (Direct Expansion Remote Condenser; Split AC; Variable Refrigerant Flow - VRF).
3. Pemipaan Air Kondenser, untuk sistem dengan kondenser yang didinginkan air.
4. Pemipaan Air Kondensat.
5. Sistem Distribusi Udara.
2. Sistem Pembuangan Udara/Exhaust, termasuk 1. Sistem distribusi udara.
Exhaust Toilet dan Ventilasi Ruang Parkir 2. Sistem ventilasi udara segar dan exhaust untuk area parkir kendaraan.
kendaraan yang tertutup dan/atau sistem 3. Sistem pengamanan terhadap gas CO.
ventilasi/AC/Exhaust untuk ruang-ruang khusus 4. Sistem pengamanan terhadap gas CO2.
lainnya. 5. Sistem Ventilasi/AC/Exhaust Khusus.
3. Sistem pengamanan terhadap bahaya asap 1. Sistem Tekanan Udara Saf Pemadam Kebakaran dan Tangga Darurat.
dalam keadaan darurat kebakaran 2. Sistem Pengendalian Asap kebakaran.

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1.

Peraturan yang harus ditaati

Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

2.

Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).

Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau ( sedang dalam proses penyusunan ).

2.

Standar yang menjadi acuan tata cara
perencanaan

SNI 03-6572 Tata cara perencanaan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung.

SNI 03-6571 Sistem Pengendalian Asap Kebakaran pada Bangunan Gedung.

SNI 03-6390 Konservasi Energi Sistem Tata Udara Bangunan Gedung.

SNI 03-6389 Konservasi Energi Selubung Bangunan Pada Bangunan Gedung.

Ll Bl Ead Il Ead Bl Fd Ed

RSNI T-04-2005 Pembuangan asap dan panas akibat kebakaran.
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No.

Bidang

Dokumen yang diajukan

Kelengkapan isi dokumen

3

4

Catatan: Penggunaan standar asing seperti ASHRAE Standard, British Standard dan/atau lainnya hanya diperbolehkan bilamana Standar
Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

3. Literatur dan bahan bacaan yang disarankan

1.  ASHRAE Handbook; Fundamental, Application, Refrigeration, Equipment.

2. Carrier; Handbook of Air Conditioning System design.

3. Kementrian ESDM; Pedoman Energi Efisiensi untuk Desain Bangunan Gedung di Indonesia, Buku 1,2 & 3.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1. Laporan Kriteria Perencanaan

1.  Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.
2. Data Bangunan Gedung yang menjelaskan kepadatan hunian di setiap ruangan di setiap lapis lantai.

3.  Analisis pemilihan sistem.

4. Uraian tentang penerapan konsep Konservasi Enersi pada bangunan gedung ini.

5.  Kondisi udara luar untuk perencanaan (outdoor design conditions).

6. Kondisi udara ruangan yang direncanakan (indoor design conditions).

7. Batas kecepatan udara dalam cerobong (duct).

8.  Batas kecepatan air dalam pipa pada sistem dengan air sejuk (chilled water).

9.  Batas kerugian tekanan dalam pipa refrijeran pada sistem DX.

10. Jenis Refrigeran yang digunakan oleh mesin AC.

11. Persyaratan laju aliran udara segar atau pertukaran udara (air change rate).

12. Uraian cara kerja Sistem Tata Udara pada keadaan normal dan pada keadaan darurat dan hubungan dengan sistem BMS/BAS.
13. Sistem pengamanan terhadap bahaya asap kebakaran:

a. Tekanan dalam saf pemadam kebakaran dan/atau tangga darurat kebakaran.
b.  Kecepatan udara pada pintu saf kebakaran.
c.  Uraian tentang cara kerja sistem yang digunakan.

14. Uraian tentang tingkat kebisingan (design noise criteria) dan cara penanggulangannya.

15. Sistem Alarm gas-gas berbahaya :
a. Detektor dan alarm gas CO.
b. Detektor dan alarm gas CO2.

16. Penjelasan lain-lain yang relevan berupa salinan/copy dari literatur atau standar atau technical leaflet — cukup dilampirkan lembar yang
berkaitan dengan persoalan yang hendak dijelaskan saja.

2. Lampiran Perhitungan

L

Prakiraan beban pendingin { cukup typical floor), dilengkapi dengan Analisis Psikrometri.

[l

Prakiraan beban pendingin ruang yang menimbulkan beban laten relatif besar, seperti restoran, ruang kebugaran dan lain-lain,
dilengkapi dengan Analisis Psikrometri.

Perhitungan kerugian tekanan pipa air-sejuk (chilled-water) maupun pipa air kondenser untuk menentukan tekanan (head) pompa.

Analisis dan penentuan kapasitas dan tekanan pompa air-sejuk (chilled-water) dan pompa air kondenser (kalau ada).

Penentuan kapasitas dan tekanan fan-penekan (pressurization fan) untuk Saf Pemadam Kebakaran.

Penentuan diameter pipa refrijeran untuk yang terpanjang/terbesar kerugiannya.

Perhitungan kerugian tekanan cerobong-udara (duct) yang utama.

Analisis penentuan kapasitas fan pada AHU / FCU / Exhaust Fan dan peredaman kebisingan fan.

ofoof~ o | jw

Analisis dan perhitungan ventilasi udara luar / AC untuk pendinginan peralatan yang menimbulkan panas dan pengendalian pencemaran
udara dan bau (Rg. Parkir Kendaraan, Rg. Genset, Rg. Trafo, Rg. Mesin lift, Rg. Batere, Rg. Sampah, dll).

Apabhila perhitungan menggunakan computer software :
1. Software yang digunakan harus yang telah disepakati di Asosiasi Profesi dan/atau dipergunakan di Perguruan Tinggi.
2. Lampirkan printout weather data dan data entry.
3. Lampirkan printout space cooling load dan zone cooling load.
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No. Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isi dokumen
1 2 3 4
3. Gambar-Gambar Perencanaan 1.  Daftar gambar.
2. Daftar Simbol dan Singkatan
3. Diagram Sistem Tata Udara Gedung meliputi :
a.  Sistem distribusi udara, intake fresh-air, room supply-air dan room exhaust-air.
b.  Sistem air-sejuk (chilled-water), pemipaan refrijeran, dan pemipaan air kondenser.
c. Sistem pembuangan asap.
d. Sistem tekanan saf kebakaran.
4, Gambar denah tata letak saluran udara [ducting] pada setiap lantai dengan gambar dua garis yang menyatakan lebar cerobong udara.
Catatan: Pembagian zona harus dinyatakan dengan jelas apabila direncanakan lebih dari satu zona pada lantai tersebut.
5. Gambar denah ruang mesin dan peralatannya (plant room), serta detil dan potongan yang perlu untuk menjelaskan perencanaan.
6. Data teknis mesin dan peralatannya (equipment schedule).
2. SISTEM TRANSPOR- | LINGKUP PEMERIKSAAN
TASI VERTIKAL 1. Lif (elevator) Penumpang : 1.  Lif Penumpang (Passanger Elevator) — Electric dan/atau Hidrolik.
DALAM GEDUNG 2. Lif Service (Service Elevator).
(Sarana Hubungan 3. Lif Petugas Pemadam Kebakaran (Firemen Service Elevator).
Vertikal Dalam 4.  Lif Pasien (Hospital Bed Elevator).
Gedung) Lantai-jalan/travelator (moving walk)
kode: TDG Tangga-jalan / eskalator (escalator)

Lif Pelayanan (dumbwaiter)

Lif Beban (Freight Elevator)

Gondola gantung (maintenance hoist)

Nl RN

Alat Pengangkat/Pengungkit lainnya.

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1. Peraturan yang harus ditaati 1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.

3. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.
4, Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).
5. Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau ( sedang dalam proses penyusunan ).

2. Standar yang menjadi acuan tata cara 1. SNI 03-6573 Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal Dalam Gedung ( LIF ).

perencanaan 2. SNI 03-2190 Konstruksi Lift Penumpang dengan Motor Traksi.

3. SNI03-2190.1 Konstruksi Lift Hidrolis.
4, SNI03-2190.2 Konstruksi Lift Pelayan (dumbwaiter).
5. SNI03-6247.1 Konstruksi Lift Pasien.
6.  SNI 03-6248 Konstruksi Eskalator.
7. SNI 05-7052 Syarat-syarat umum konstruksi lift penumpang yang dijalankan dengan motor traksi tanpa kamar mesin.
8. SNI03-1735 Tata Cara Perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.
9. SNI03-1746 Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sarana Jalan Keluar untuk Penyelamatan Terhadap Bahaya Kebakaran.

Catatan: Penggunaan standar asing seperti ANSI/ASME, British Standard dan/atau lainnya hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional
Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.
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No. Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isi dokumen
1 2 3 4
|
KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG
1. Laporan Kriteria Perencanaan 1. Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.
2. Data Bangunan Gedung yang menjelaskan kepadatan hunian di setiap lapis lantai.
3. Skematik/Bagan pola traffic (Traffic Pattern) di dalam bangunan gedung yang menerangkan tentang :
a.  Zonasi traffic.
b.  Jam Puncak (Rush-Peak Hour) dan jumlah pengguna Lif Penumpang, Eskalator & Travelator pada jam itu.
c. _ Kriteria PHC, Waiting Time / Interval untuk Lif.

4. Uraian cara kerja sistem, meliputi penjelasan tentang sistem penggerak mesin, sistem keamanan operasi, sistem operasi dalam keadaan
normal dan keadaan darurat, sistem catu daya listrik pada keadaan normal dan keadaan darurat, sistem komunikasi dalam keadaan
darurat. Di uraian penjelasan harus dijelaskan Lif yang mana yang berfungsi sebagai Lif Petugas PK.

5. Penjelasan lain-lain yang relevan berupa salinan/copy dari literatur atau standar atau technical leaflet — cukup dilampirkan lembar yang
berkaitan dengan persoalan yang hendak dijelaskan saja.

2. Lampiran Perhitungan 1. Analisis traffic (Traffic Analysis) untuk Lif Penumpang, Eskalator dan Travelator.

2. Analisis waktu tempuh Lif PK dari lobby utama sampai ke atap.

3. Perhitungan kekuatan kabel baja penarik kereta Lif.

4.  Perhitungan kekuatan rem, Beban Penyeimbang pada kereta Lif dan Peredam Kejut.

5. Analisis dan perhitungan waktu pembersihan dengan menggunakan gondola.

6. Analisis gaya-gaya pada rel gondola dan perhitungan momen puntir.

3. Gambar-Gambar Perencanaan 1. Daftar Gambar.
2. Daftar Simbol dan Singkatan.
a. _ Sistem Lif, Eskalator dan Travelator :
1)  Diagram sistem Lif, Escalator dan Travelator.
2)  Gambar tapak bangunan yang menunjukan lokasi gedung dalam tapak dengan rencana jalur lalu lintas pada keadaan normal
maupun darurat kebakaran, khususnya untuk jalur evakuasi penghuni, jalur Petugas PK dan jalur Kendaraan PK (Pemadam
Kebakaran).
3)  Gambar lantai tipikal yang menunjukkan lokasi dan sistem lalu-lintas (traffic) penumpang, barang maupun jalur Petugas Pemadam
Kebakaran pada lantai tipikal bangunan.
4)  Gambar potongan ruang luncur (hoistway) yang menunjukan ruang mesin, kereta, sumuran (pit), beban pengimbang, balok
pemisah, jarak antar lantai.
5)  Gambar ruang mesin meliputi denah ruang mesin, tata letak peralatan, titik-titik beban-beban.
6)  Gambar detail yang menunjukan letak pintu, detil pintu, letak firemen emergency switch.
7)  Gambar detil untuk guide rail, hoisting hook, separator beam, dll.
8) Gambar kereta, sistem daya listrik, sistem kontrol dan pengaman.
b.  Sistem Gondola :
1)  Gambar denah dan jalur gondola.
2)  Gambar sistem rel dan penambatannya dan gambar Sistem penggantung.
3)  Gambar detail gondola, detail platform/kereta, sistem daya listrik, sistem kontrol dan pengaman.
3. SISTEM PLAMBING SISTEM PLAMBING ( Air Bersih, Air Panas, Air Kotor & Air Kotoran, Ven, Drainase & Talang Air Hujan )
dan PERSAMPAH- LINGKUP PEMERIKSAAN
AN 1.  Sistem Air Bersih 1.  Sistem Plambing distribusi Air (Air bersih dan Air sekunder).
kode: PLP 2. Sistem Distribusi Air Daur Ulang (Recycling Water).
3. Instalasi Pengolahan Air Baku (bila ada).
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2.  Sistem Air Panas

Sistem Pembangkit Air Panas.

Sistem Plambing distribusi Air Panas.

3,  Sistem Air Kotor/Limbah, Air Kotoran dan Ven
(pipa pelepas udara)

Sistem Plambing Air Kotor & Kotoran.

Sistem Pemipaan Ven (Pemipaan Pelepas Udara).
Sistem Pengolahan Air Kotor & Kotoran.

Instalasi Pengolahan Air Limbah ( IPAL ).

Sistem Pendauran Ulang Air Limbah.

4.  Sistem Drainase & Talang Air Hujan

Sistem Talang Air Hujan.

Sistem Drainase Gedung.

Sistem Bidang Resapan / Sumur Resapan.
Sistem Pendauran Ulang Air Hujan.

5. Sistem Persampahan

Sistem Pengelolaan Sampah dan Tempat Penampungan Sementara.
Sampah domestik organik dan anorganik.
Sampah B3.

N N S [ R T N [N

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1. Peraturan yang harus ditaati

Undang-undang Rl No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

KepMenKes No 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

KepMenLH Nomor Kep-52/ MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel.

KepMenLH Nomor Kep-112 th. 2003 tentang Baku Mutu Limbah Air Limbah Domestik.

Peraturan Pemerintah No. 74 th 2001 tentang Pengelolaan B3.

Peraturan Pemerintah Rl No. 18 th. 1999 tentang Pengelolalan Limbah B3 jo PP Nomor 85 Th 1999.

Peraturan Pemerintah Rl No. 82 th. 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.

Rl l Dl SRl Bl o B I o

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 th. 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah.

=
o

. Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).

[

. Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau ( sedang dalam proses penyusunan ).

2. Standar yang menjadi acuan tata cara
perencanaan

SNI 19-6786-2002 Spesifikasi Simbol Gambar Sistem Penyediaan Air dan Sistem Drainase.

SNI 03-6481 Sistem Plambing.

SNI 03-7065 Tata cara perencanaan sistem Plumbing.

SNI 06-6373-2000 Tata Cara Pemilihan dan Pemasangan Ven Pada Sistem Plambing.

SNI 6773:2008 Spesifikasi Unit Paket Instalasi Pengolahan Air.

SNI 6774-2008 Tata cara perencanaan unit paket Instalasi Pengolahan Air.

SNI 03-2453-2002 Tata cara perencanaan sumur resapan untuk lahan pekarangan.

SNI 19-6410-2000 Tata Cara PenimbunanTanah Untuk Bidang Resapan Pada Pengolahan Air.

bl Ead Dl SR Bl ol Badl Endl ol i

SNI 19-6466-2000 Tata Cara Evaluasi Lapangan Untuk Sistem Peresapan Pembuangan Air.

Catatan Penggunaan standar asing seperti ANSI/National Plumbing Code, British Standard dan/atau lainnya hanya diperbolehkan bilamana
Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.
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KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1. Laporan Kriteria Perencanaan

A. Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.
B.  Sistem Air Bersih :
1 Penjelasan tentang sistem penyedian Air Bersih/Minum dan distribusinya dalam bangunan.
2 Sumber air dan kapasitas pengambilan air per menit.
3 Kebutuhan air bersih per orang per hari.
4 Neraca Penggunaan Air, meliputi semua penggunaan air di bangunan gedung ini.
5. Kualitas air untuk peruntukan yang disyaratkan.
6 Volume, jenis dan peruntukan tanki/bak penampung air (air bersih dan air sekunder).
7 Batas kecepatan dalam pipa.
8 Sisa tekanan pada alat plambing.
9 Jenis dan bahan pipa yang digunakan.
C. _ Sistem Air Panas :
1. Penjelasan tentang sistem penyediaan air panas dan distribusinya dalam bangunan.
2. Kebutuhan air panas per orang per hari.
3.  Suhu Air panas.
4.  Sisa tekanan pada alat plambing.
5. Jenis dan bahan pipa yang digunakan.
6. Penjelasan tentang sistem pembangkit air panas.
7. Uraian cara kerja sistem termasuk cara pengaturan suhu air panas.
D. Sistem Air Kotor/Limbah, Air Kotoran dan Ven (pipa pelepas udara) :
1. Uraian / penjelasan sistem.
2. lenis-jenis Air buangan dan sumber asal Air buangan.
3.  Volume air kotoran/kotor per kapita atau equivalentnya.
4, Kecepatan aliran dalam pipa pengumpul.
5. lenis dan bahan pipa yang digunakan.
6. Kemiringan Pipa.
E.  Sistem Drainase & Talang Air Hujan :
1. Intensitas curah hujan yang digunakan dalam perencanaan dan penjelasan sumber data yang digunakan.
2. Taraf (“peil”) banjir bangunan dan titik sambungan saluran kota penerima.
3. Kecepatan aliran maksimum dan minimum yang diizinkan.
4.  Jumlah dan dimensi sumur resapan.
5. Jenis bahan pipa yang digunakan.
F.  Instalasi Pengolahan Air Baku (bila ada) :

1. Kualitas air yang akan diolah dan kualitas hasil pengolahan.

2. Dasar pemilihan proses dan uraian penjelasan sistem pengolahan,

3.  Faktor-faktor yang digunakan dalam perencanaan pada bagian utama dari pengolahan seperti prasedimentasi, aerasi, koagulasi,
flokulasi, filtrasi, desinfeksi dan unit proses lain yang dianggap penting.
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4

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) :

1.

Dasar pemilihan proses dan sistem pengolahan.

Besaran parameter-parameter pengolahan dan kualitas air hasil olahan yang ditetapkan.

Uraian penjelasan pengolahan primer.

Uraian penjelasan pengolahan sekunder.

Uraian penjelasan pengolahan tersier.

ol Bl Bl adl

Uraian penjelasan tentang rencana pemanfaatan air hasil dari proses pendauran ulang air limbah.

Sistem Persampahan :

Uraian penjelasan jenis-jenis sampah buangan dan pengelolaannya, termasuk sampah B3 (bila ada).

Kriteria timbulan sampah per kapita per hari untuk setiap jenis klasifikasi sampah.

Perhitungan volume sampah perhari.

Penjelasan lokasi dan jenis konstruksi termasuk sistem drainase dan perhitungan dimensi tempat pengumpulan sementara.

Uraian penjelasan tentang pewadahan sementara, lokasi Tempat Pengumpulan Sementara dan sistem drainasenya.

Penjelasan akses dan manuver kendaraan pengangkut sampah ke tempat pengumpulan sementara.

el G Bl Bl )

Penjelasan ritasi pengambilan sampah mingguan atau waktu yang periodik lainnya.

2. Lampiran Perhitungan

Sistem Air Bersih :

Analisis dan perhitungan kebutuhan air bersih keseluruhan per hari.

Analisis / Neraca Penggunaan Air.

Analisis dan perhitungan kapasitas tanki-tanki penyimpanan air.

Perhitungan laju air bersih berdasarkan UBAP untuk penentuan ukuran-ukuran pipa.

Penentuan ukuran pipa-pipa utama dan perhitungan kehilangan tekanan pada pipa utama dan jalur distribusi kritis.

i B Bl Eod Bl

Analisis pemilihan pompa meliputi perhitungan dan pemeriksaan NPSH dan perhitungan tanki tekan bila digunakan. Lengkapi
dengan kurva sistem dan kurva pompa dengan menggunakan kurva dari fabrikan pompa (brand-name dan/atau merk harus
dihapus).

Perhitungan water hammer.

Perhitungan untuk hal-hal yang khusus (bila ada).

Sistem Air Panas :

Penjelasan tentang sistem pembangkit air panas.

Suhu desain air panas supply dan return.

Kriteria kebutuhan air panas per kapita per hari.

Suhu desain air panas supply dan return.

Batas kecepatan dalam pipa.

Ketentuan sisa tekanan pada alat-alat plambing/alat-alat sanitair.

Jenis dan bahan pipa yang digunakan.

1
2
3
4
5.
6
7
8

Jenis isolasi pipa yang digunakan.

Sistem Air Kotor/Limbah, Air Kotoran dan Ven (pipa pelepas udara) :

1.  Penjelasan tentang sistem air kotor, air kotoran dan ven.
2. Penjelasan jenis-jenis air buangan dan sumber asal air buangan.
3. Beban air kotoran dan air kotor per kapita.
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4. Jenis dan kelas pipa yang digunakan.

5. Kriteria kemiringan Pipa.

6.  Analisis Pendauran Ulang Air termasuk pemanfaatan air daur ulang.

Sistem Drainase & Talang Air Hujan :

1.  Perhitungan kebutuhan talang air hujan — diameter talang dan jumlah talang.

2. Perhitungan diameter pipa dan atau dimensi saluran terbuka di luar bangunan (drainase halaman) sampai dengan penyambungan
ke badan air penerima atau sumur resapan.

3. Penjelasan dan perhitungan penggunaan material sintetik peresapan air hujan (bila digunakan).

4.  Analisis dan perhitungan jumlah sumur resapan yang diperlukan, perhitungan dimensi sumur resapan.

Instalasi Pengolahan Air Baku (bila ada) :

1. Analisis dan perhitungan proses dan hidrolika sesuai dengan urutan unit-unit pengolah.

2. Perhitungan kebutuhan daya listrik untuk seluruh instalasi.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) :

1. Penjelasan pembebanan sistem pengolahan air limbah : Beban BOD SS, Hidrolis.

Kriteria desain keluaran BOD dan SS.

2
3. Analisis dan perhitungan proses dan hidrolika sesuai dengan urutan unit-unit pengolah.
4 Perhitungan kebutuhan daya listrik untuk seluruh instalasi.

Sistem Persampahan :

1.  Perhitungan volume sampah-sampah perhari.

2. Perhitungan kebutuhan Tempat Penampungan Sampah Sementara.

3. Gambar-Gambar Perencanaan

Daftar Gambar.

Daftar simbol & singkatan.

Sistem Plambing :

1) Diagram Sistem Air Bersih.

2) Diagram Sistem Air Panas (bila ada).

3) Diagram Sistem Air Kotor, Air Kotoran & Ven.

4) Diagram Sistem Talang Air Hujan.

5) Gambar Tapak yang menunjukkan Jalur dan Jaringan PDAM, Sistem Air Bersih, Air Kotor & Kotoran, Air Hujan, lokasi sumur dalam
(bila ada).

6) Gambar Denah Toilet dilengkapi dengan gambar Isometri (untuk toilet tipikal cukup dibuat 1 saja).

7) Gambar Detail Ruang Pompa Air Bersih dan Ground Water Tank.

8) Gambar Detail Roof Tank dan Pompa Booster (bila ada).

9)  Gambar Building Trap.

10) Gambar Sistem Instalasi Pengolahan Air Baku/Air Bersih (bila ada).

)
11) Gambar Sistem IPAL lengkap berikut gambar denah, potongan dan instalasi recyclingnya (bila ada).
12) Gambar Sistem Penampungan Pengolahan Air Hujan berikut gambar denah, potongan dan detail instalasinya (bila ada).

13) Gambar Sumur Resapan.

Sistem Persampahan :
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1 2 3 4
1) Diagram skematik sistem pengangkutan sampah,termasuk trash chute dalam gedung (bila ada).
2) Gambar tapak yang menunjukkan TPS di luar gedung.
3) Gambar detail TPS di dalam gedung, serta persyaratan temperatur dan ventilasi.
4) Gambar tata letak peralatan.
5) Gambar-gambar lain sesuai kebutuhan.
4, SISTEM LINGKUP PEMERIKSAAN
PEMADAMAN 1. Sistem Pipa Tegak Hidran (Standpipe and Hose System)
KEBAKARAN AKTIF 2. Sistem Sprinkler Otomatis (Automatic Sprinkler)
(Sistem-sistem 3. Sistem Pompa Kebakaran (Firepumps Set)
Proteksi Kebakaran 4. Sistem APAR (Portable Extinguisher)
Aktif) 5. Sistem Pemadaman Otomatis dengan bahan/zat aktif lainnya (bila ada)
kode: PKA

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN &

ITERATUR / BAHAN BACAAN

1.

Peraturan yang harus ditaati

1.

Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

2.

Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).

Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan unit Pemadam Kebakaran Kota Bandung dan DEPNAKER.

2.

Standar yang menjadi acuan tata cara
perencanaan

SNI 03-1735 Tata cara perencanaan akses bangunan dan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung.

SNI 03-1736 Tata cara perencanaan sistem proteksi pasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah dan gedung.

SNI 03-1745 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa tegak dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan
rumah dan gedung.

SNI 03-3989 Tata cara perencanaan dan pemasangan sistem Springkler Otomatik untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan
gedung.

5.

SNI 03-1746 Tata cara perencanaan dan pemasangan sarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada
bangunan gedung.

6.

SNI 03-6570-2001 Instalasi Pompa Yang Dipasang Tetap Untuk Proteksi Kebakaran.

7.

SNI 03-1746-1989, Metoda Pemasangan Pemadam Api Ringan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangun Rumah dan Gedung.

8.

SNI dan/atau standar lainnya, sesuai dengan kebutuhan sistem pemadaman kebakran pada gedung ini.

Catatan: Penggunaan standar asing seperti NFPA, British Standard dan/atau lainnya hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional
Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

3.

Literatur dan bahan bacaan yang disarankan

1.

NFPA-13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems.

NFPA-14 Standard for the Installation of Standpipe, Private Hydrant and Hose Systems.

NFPA-20 Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection.

NFPA-10 Standard for Portable Fire Extinguisher.

BSI-9999 Code of Practice for fire safety in the design, management and use of buildings.

Soekartono Soewarno, “Pemahaman Terhadap Instalasi Pemadam Kebakaran Berbasis Air”, BK-Mesin, PIl, 2011,

Mahoney, Eugene F., Fire Departments Hydraulics.

Crane Co., Flow of Fluids Through Valves, Fittings and Pipe.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1.

Laporan Kriteria Perencanaan

| A

Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.
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Sistem Pipa Tegak Hidran :

1.  Analisis Hidran & Siamesse, dilengkapi gambar penjelas yang diberi lingkaran-lingkaran untuk menjelaskan jarak/jangkauan,
meliputi :
a. Jarak maksimum Hidran kota terdekat ke pemberhentian mobil PK.
b.  Jarak maksimum lokasi pemberhentian mobil PK ke siamesse.

c. Penambahan hidran halaman bila diperlukan sesuai ketentuan di Permen PU dan /atau SNI.
d.  Sumber Air Hidran Halaman.
2. Pemeriksaan jarak antar katup landing dilengkapi gambar penjelas yang diberi lingkaran-lingkaran untuk menjelaskan jangkauan

luas (coverage area) dan kompartemensi (berlaku untuk seluruh lantai, sedangkan untuk lantai tipikal cukup 1 gambary).

3.  Analisis Kelas Pelayanan dan Sistem Pipa Tegak & Slang yang dipilih :
a. Kelas Pelayanan.
b.  lenis Pipa Tegak yang dipasang.
c.  Diameter pipa tegak.

4. Batas-batas tekanan yang harus dipenuhi :
a. Tekanan untuk katup 1,5 inch dan tekanan untuk katup landing 2,5 inch.
b.  Tekanan maksimum yang diijinkan pada pipa tegak.
c.  Tekanan maksimum yang diiinkan pada sistem.

5. Laju Pasokan Air yang disyaratkan untuk pipa Tegak pertama dan tambahan setiap 1 pipa tegak.

6.  Uraian penjelasan tentang sistem Pipa Tegak dan Slang mencakup rujukan, tekanan, jumlah pipa tegak, sistem pompa, pasokan air,
KSSK, dIl.

7. Jenis dan bahan dan kelas kekuatan pipa dan asesoriesnya.

Sistem Sprinkler Otomatis :

1. Klasifikasi Kelas/Sifat Bahaya Kebakaran pada Gedung.

2. Analisis penentuan Sistem Sprinkler yang akan dipasang pada bangunan gedung ini.

3. Kriteria penempatan kepala sprinkler, meliputi :

Luas lingkup per kepala sprinkler sesuai ketentuan SNI.
Tekanan Air pada kepala sprinkler.

Maksimum S x D.

Ukuran kepala sprinkler.

Kepadatan pancaran air.

lenis/spesifikasi kepala sprinkler.

B T o N o T o 2 1]

Sistem Pompa Kebakaran ( Firepumps Set )

1. Skema instalasi Pompa Kebakaran sesuai rujukan perencanaan lengkap dengan pipa test dll.

2. Analisis set pompa kebakaran yang dipasang tetap :
a.  Suction type.

Jumlah Pompa Utama.

Jenis Pompa Utama.

Jenis Pompa Jockey.

Instrumentasi dan kontrol.

Sistem Operasi otomatis.

moooo

3. Analisis dan bagan catu daya listrik untuk pompa kebakaran.
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Sistem APAR :

1. Uraian sistem APAR meliputi penjelasan berikut ini :
a.  Slfat bahaya kebakaran, jenis APAR dan ukurannya.
b.  Kriteria jumlah APAR.
C. Jarak pemasangan antar APAR.

Sistem Pemadam Kebakaran dengan Bahan/Zat Aktif lainnya :

Uraian penjelasan tentang bahan/zat aktif yang digunakan dan alasan penggunaannya.

Uraian penjelasan cara pelepasannya.

Kriteria tekanan desain pada nozzle pelepasan.

1
2
3. Pembagian zona dan batas ruang yang dilindungi.
4
5

Referensi tata cara perencanaan yang digunakan.

2.

Lampiran Perhitungan

Sistem Pipa Tegak Hidran :

1. Analisis perhitungan jarak-jarak untuk pilar hidran kota dan/atau pilar hidran halaman.

Analisis perhitungan jumlah pipa tegak gedung berdasarkan fungsi, klasifikasi dan luas per lantai gedung.

2

3.  Analisis penempatan katup sambungan pemadam kebakaran (siamesse connection).

4 Analisis jenis saf kebakaran yang harus tersedia : smoke vestibule, lift dan tangga berdasarkan dalamnya basemen paling bawah
dan/atau tinggi gedung.

Analisis jangkauan luas (coverage area) katup landing di saf kebakaran.

Analisis cadangan air meliputi kapasitas cadangan air dan lokasi tanki penyimpannya.

Analisis dan perhitungan alat-alat penurun tekanan (pressure reducing valve dan/atau orifice plate).

5
6
7.  Analisis dan perhitungan penentuan dimensi pipa tegak (secara hidrolik atau secara skedul pipa).
8
9

Analisis dan perhitungan tekanan (head) pompa Kebakaran (fire pumps).

10. Kelengkapan Kotak KSSK (Katup Sambungan Selang Kebakaran) Gedung ( Fire Hose Cabinet ).

11. Spesifikasi Sambungan dengan Petugas Pemadam Kebakaran pada katup landing dan siamesse.

Sistem Sprinkler Otomatis :

1.  Perhitungan hidrolik pipa dilengkapi dengan sketsa pemipaan.

2. Analisis Jarak antar kepala sprinkler sesuai dengan tingkat bahaya dilengkapi dengan sketsa jangkauan area (coverage area)
sprinkler.

3.  Analisis dan perhitungan untuk penentuan ukuran pipa pembagi utama, pipa pembagi, pipa cabang.

4.  Analisis dan perhitungan alat-alat penurun tekanan (pressure reducing valve dan/atau orifice plate).

5.  Analisis dan perhitungan tekanan (head) yang diperlukan.

Sistem Pompa Pemadam Kebakaran (Fire pumps set) :

1.  Pemilihan Pompa Kebakaran dan Pompa Jockey yang dilengkapi dengan kurva Pompa yang menjelaskan Kondisi Desain, Churn
Pressure, Extended Flow — lengkapi dengan sketsa menggunakan kurva dari fabrikan pompa (brand-name dan/atau merk harus
dihapus).

2. Analisis dan perhitungan kebutuhan penyediaan daya listrik untuk pompa kebakaran.

Sistem Pemadam Kebakaran dengan Bahan/Zat Aktif lainnya :

1.  Analisis dan perhitungan kebutuhan bahan/zak aktif.
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4

2. Perhitungan sisa volume bahan/zat aktif pada pipa.

3. Perhitungan penentuan ukuran pipa.

4.  Perhitungan kehilangan tekanan pada pipa.

3. Gambar-Gambar Perencanaan

Daftar Gambar.

Daftar simbol & singkatan.

Sistem Pipa Tegak Hidran, Sprinkler Otomatis dan APAR:

1.  Diagram Sistem Pipa Tegak Hidran (dan sprinkler — bila menerapkan sistem kombinasi).

Diagram Sistem Sprinkler Otomatis (tidak perlu dibuat terpisah — bila menerapkan sistem kombinasi).

2.
3.  Skedul pompa kebakaran.
4 Gambar tapak yang menunjukkan :
a. Jalur jalan/lintasan mobil PK
Posisi Pillar Hidran kota
Posisi Pillar Hidran halaman (bila diperlukan)
Posisi parkir mobil PK
Indikasi Jarak mobil PK ke Pillar Hidran
Indikasi Jarak mobil PK ke Siamesse
g. Jaringan pemipaan di tapak
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5. Gambar-gambar denah yang menunjukkan :
a.  Posisi Katup Landing 2,5 Inch
b Posisi Kotak Sambungan Selang Kebakaran 1,5 Inch
c. Posisi Peletakan APAR.
d Katup Kendali Cabang sprinkler
Catatan :
i. Masing-masing dilengkapi dengan lingkaran-lingkaran coverage area.
ii. Berlaku untuk seluruh lantai, untuk lantai tipikal cukup 1 gambar.

6. Gambar Lantai Dasar yang menunjukkan jalur-jalur evakuasi dan akses Petugas PK.

7. Gambar Ruang Pompa dilengkapi skematik sistem pompa, sistem pengaman tekanan, skema kontrol operasi otomatis, catu daya
listrik, dan lain-lain yang relevan.

8. Gambar Kotak Sambungan Selang Kebakaran dan detail posisi pemasangannya.

9. Tata Letak Pompa PK di Ruang Pompa, dilengkapi dengan detail.

10. Diagram Sistem Catu Daya Listrik Pompa PK.

11. Diagram Sistem Deluge Spinkler dan/atau PreAction Sprinkler (bila menerapkan sistem ini).

12. Tata Letak Sistem tersebut di atas.

13. Gambar-gambar lainnya sesuai kebutuhan untuk menjelaskan sistem ini .

APAR :

1. Tata Letak Penempatan APAR di setiap lantai (untuk lantai tipikal cukup 1 buah gambar) dilengkapi dengan lingkaran-lingkaran
coverage area.

2. Detail Pemasangan APAR.

Sistem Pemadam dengan bahan/zat aktif lainnya :

1. Diagram Sistem.

Tata Letak Sistem.

2
3. Diagram Sistem Kontrol Operasi dan Sistem Pengamanannya.
4 Gambar-gambar lainnya sesuai kebutuhan untuk menjelaskan sistem PK.
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Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isi dokumen
2 3 4
SISTEM LISTRIK LINGKUP PEMERIKSAAN
ARUS KUAT DAN 1.  Sistem Catu Daya Listrik 1.  Sumber Daya meliputi Sumber Daya Utama dan Sumber Daya Cadangan.
PENANGKAL PETIR 2. Sistem Distribusi Tegangan Menengah.
kode: LAK 3.  Sistem Distribusi Tegangan Rendah termasuk Sistem Distribusi Daya dalam dan luar gedung.
4.  Sistem UPS dan Distribusi Daya Listrik UPS.
2. Sistem Pencahayaan buatan 1.  Sistem Pencahayaan dalam gedung termasuk Pencahayaan dekorasi, Pencahayaan luar gedung dan pencahayaan rambu udara.
2.  Sistem Pencahayaan dalam keadaan darurat.
3.  Sistem Pembumian Meliputi : Instalasi Pembumian sistem disribusi daya dan pembumian pengaman.
4.  Sistem penangkal Petir Meliputi : Instalasi Penangkap, Penghantar dan Pembumian.

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1. Peraturan yang harus ditaati 1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).

Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau ( sedang dalam proses penyusunan ).

Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan PLN, unit Pemadam Kebakaran Bandung dan DEPNAKER.

2. Standar yang menjadi acuan tata cara SNI 04-0255 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL).

perencanaan SNI 03-7013 Sistem Proteksi Petir Pada Bangunan Gedung.

SNI 03-6575 Tata cara perancangan sistem pencahayaan buatan pada bangunan gedung.
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SNI 03-6197 Konservasi Energi Sistem Pencahayaan Pada Bangunan Gedung.

Catatan Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1.  Laporan Kriteria Perencanaan A. Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.

B.  Sistem Catu Daya listrik :

1. Uraian Penjelasan tentang Sistem Penyediaan Listrik, meliputi :

Sumber Daya Utama, Sumber Daya Cadangan, Sumber Daya Darurat dan Sumber Daya UPS.
Konsep peralihan dari Sumber Daya Utama ke Sumber Daya Cadangan.

Rumah trafo (power house).

Konsep pengendalian Faktor Daya.

Jenis-jenis beban & prioritas layanannya.

Implementasi sistem supervisi/ monitoring yang diterapkan.

Karakteristik sumber daya yang disyaratkan : Persyaratan tegangan, frekuensi dan keandalan.

raian penjelasan sistem Distribusi Tegangan Menegah [TM], meliputi :
Sistem dan jenis Instalasi yang diterapkan.
Jenis Pemutus Daya yang dipilih untuk Incoming, Metering, Beban & Outgoing.
Sistem penghubung antara Pemutus Daya ke unit Transformer.
Penjelasan tentang rumah gardu berikut Instalasi Panel Tegangan Menengah.
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3

4

3. Uraian penjelasan sistem Distribusi Tegangan Rendah [TR], meliputi :

Sistem dan jenis Instalasi yang diterapkan.

Jenis peralatan pemutus daya yang dipilih untuk Incoming, Metering, Beban & Outgoing.

Sistem penghubung antara Trafo Distribusi ke Pemutus Daya di Panel Induk Tegangan Rendah.
Sistem penghubung antara Pemutus Daya di Panel Induk Tegangan Rendah ke sub panel distribusi.
Penjelasan tentang ruang Panel Tegangan Rendah.

Implementasi sistem supervisi/ monitoring yang diterapkan.
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Sistem Pencahayaan :

1. Uraian penjelasan tentang kriteria tingkat kuat cahaya yang dipilih untuk tiap jenis ruangan.

2. Uraian tentang konsep pencahayaan alami & konsep pencahayaan buatan.

3. Uraian konsep penghematan enersi, meliputi :
a.  Penentuan jenis-jenis lampu berikut armaturnya yang dipilih berikut uraian kuat cahayanya.
b.  Pola grouping dan penyalaan lampu.

c. Implementasi sistem penyalaan lampu dengan sensor gerak.
4. Uraian sistem Pencahayaan Darurat, meliputi :
a. Sistem yang diterapkan, sentral atau individual.
b. Kensep aktivasi/penyalaan lampu darurat dalam keadaan emergeny.
[ Titik-titik pencahayaan darurat sesuai dengan konsep evakuasi dalam keadaan darurat.

Sistem Pembumian :

1. Penerapan konsep titik pembumian (grounding) untuk penyaluran :
a.  Arus Gangguan Hubung Singkat, Arus Bocor dan Residu Muatan.
b.  Arus petir sambaran tak langsung.
C. Noise akibat harmonisa atau penyebab lainnya (untuk keadaan yang tertentu dan yang khusus).

2. Konsep titik pembumian (grounding) dan penyamaan tegangan (equipotential bonding) terkait dengan tegangan sentuh dan

tegangan langkah.

Sistem Penangkal Petir :

1. Uraian penjelasan tentang konsep proteksi petir yang diterapkan.

Penetapan proteksi sambaran langsung & tidak langsung.

2
3. Jenis teknologi yang dipilih.
4 Alasan dari pemilihan teknologi yang dimaksud.

2.

Lampiran Perhitungan

Sistem Catu Daya listrik :

1. Perhitungan kebutuhan daya listrik di bangunan gedung meliputi :
a.  Beban normal.
b. Beban gangguan.

c. Beban keadaan darurat.
2. Neraca penggunaan daya & analisis dan perhitungan Faktor Daya.
3. Penentuan kapasitas sumber daya meliputi :

a. Sumber daya listrik utama.

b.  Sumber daya listrik cadangan.
C. Sumber daya listrik dalam keadaan darurat.
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4

4. Analisis dan perhitungan penghantaran listrik pada instalasi sumber daya, meliputi :
a. Perhitungan susut tegangan.
b.  Perhitungan untuk penentuan ukuran penghantar.
¢, Perhitungan arus hubung singkat.

Beban maksimum di setiap peralatan pemutus daya (sisi TM dan TR).

Kemampuan hantar arus konduktor dan penetapan ukuran diameter kabel (sisi TM dan TR).

Kemampuan hantar arus dan penetapan ukuran penampang Busbar (sisi TM dan TR).
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Arus hubung singkat fasa ke fasa dan fasa ke tanah.

B. Sistem Pencahayaan :
1. Jumlah titik lampu per ruangan sesuai dengan kriteria kuat penerangan di ruangan tersebut.
2.  Jumlah kebutuhan penggunaan daya untuk kebutuhan pencahayaan.
3. Kekuatan batere untuk pencahayaan darurat.
C.  Sistem Pembumian :
1. Tahanan pembumian yang diperlukan untuk pengaman terhadap tegangan sentuh dan tegangan langkah.
2. Perhitungan jumlah titik pembumian & ukuran penghantar untuk penyaluran arus gangguan pada Instalasi peralatan TM &
Instalasi peralatan TR.
3. Perhitungan untuk penentuan ukuran penghantar & titik pembumian untuk peralatan khusus.
4. Perhitungan untuk penentuan ukuran Penghantar untuk penyamaan tegangan (equipotential bonding) antar badan peralatan.
D. Sistem Penangkal Petir :
1. Penentuan Probabilitas arus Petir.
2 Penetapan Manajemen Resiko dan penetapan konsep Lightning Protection Zone (LPZ) dari adanya bahaya petir.
3. Perhitungan arus gangguan petir & penentuan jumlah titik pembumian.
4 Penetapan ukuran & jenis hantaran penvyalur petir.
3. Gambar-Gambar Perencanaan 1.  Daftar Gambar.
2. Daftar simbol & singkatan.
A. Sistem Catu Daya listrik :
1. Diagram Sistem Sumber Daya Listrik mencakup Tegangan Menengah dan Tegangan Rendah.
2.  Riser Diagram Sistem Distribusi Daya Listrik di bangunan gedung.
3.  Gambar tapak yang menunjukkan posisi Gardu PLN, Jalur Kabel, posisi Power House untuk Tegangan Menengah & Tegangan
Rendah.
4,  Gambar Denah Penyediaan Daya Listrik di setiap lantai (untuk lantai tipikal cukup 1 denah).
5. Gambar Tabel Beban PHB untuk daya dan penerangan.
B. Sistem Pencahayaan :
1. Denah/Tata Letak Lampu-lampu di setiap lantai, termasuk indikasi titik-titik Lampu Penerangan Darurat dan jalur evakuasi keadaan
darurat (untuk lantai tipikal cukup 1 denah).
2. Diagram Instalasi Pencahayaan & Pencahayaan Darurat (untuk lantai tipikal cukup 1 denah).
C.  Sistem Pembumian :

1. Diagram Sistem Pembumian.

2. Gambar tapak yang menunjukkan titik-titik pembumian.
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1 2 3 4

3.  Detail Pembumian.
D. Sistem Penangkal Petir :

1. Diagram Sistem Penangkal Petir.
2. Gambar Instalasi Penangkal Petir untuk menjelaskan jalur penghantar menuju titik pembumian.
3. Detail Penangkap, Titik Pembumian dan Penempatan kabel penghantar.

6. SISTEM LISTRIK LINGKUP PEMERIKSAAN

ARUS LEMAH
kode: LAL

Pusat kontrol dari Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran.
Instalasi Sistem deteksi dan Alarm Kebakaran.,
Peranan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dalam keadaan darurat.

1.  Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran

Pusat kontrol dari Sistem Tata Suara.
Sistem distribusi suara,
Sistem tata suara dalam keadaan darurat.

2.  Sistem Tata Suara

Sistem PABX yang digunakan (bila ada).
Sistem distribusi saluran ke pesawat telepon.

Sistem telpon nirkabel bila ada.

3. Sistem Telepon

Pusat kontrol dari Sistem CCTV dan Sekuriti,
Sistem Kamera dan Deteksi Sekuriti dan instalasinya.
Peranan Sistem CCTV dalam keadaan darurat.

4,  Sistem CCTV dan Security

Pusat kontrol BAS.
Titik-titik monitor dan kendali BAS.
Peranan Sistem BAS dalam keadaan darurat.

5.  Sistem Building Automation
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PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1.  Peraturanyang harus ditaati 1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.
3.  Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.
4. Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).
5.  Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau ( sedang dalam proses penyusunan ).
6.  Peraturan perundangan tentang Telekomnikasi.
7.  Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan Unit Pemadam Kebakaran Bandung dan TELKOM.
2. Standar yang menjadi acuan tata cara 1. SNI03-3985 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk pencegahan bahaya

perencanaan kebakaran pada bangunan gedung.

Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1.  Laporan Kriteria Perencanaan A.  Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.

B.  Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran :

1.  Uraian tentang dasar pemilihan sistem, antara lain : Pemilihan sistem deteksi (konvensional atau addressable), Pemilihan jenis
alat deteksi (deteksi asap, temperatur atau laju kenaikan temperatur), Penentuan alat panggil manual, Penentuan jenis Alarm
Audio dan Visual termasuk penjelasan tentang sumber daya untuk peralatan.

2. Dasar perhitungan dan asumsi-asumsi yang dipergunakan, antara lain jarak antar titik deteksi, luas zona alarm kebakaran,
penentuan kuat sinyal audibel dan visual, Kapasitas catu daya dan perkabelan.
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1 2 3 4

3.  Detail Pembumian.
D. Sistem Penangkal Petir :

1. Diagram Sistem Penangkal Petir.
2.  Gambar Instalasi Penangkal Petir untuk menjelaskan jalur penghantar menuju titik pembumian.
3. Detail Penangkap, Titik Pembumian dan Penempatan kabel penghantar.

6. SISTEM LISTRIK LINGKUP PEMERIKSAAN

ARUS LEMAH
kode: LAL

Pusat kontrol dari Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran.
Instalasi Sistem deteksi dan Alarm Kebakaran.
Peranan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran dalam keadaan darurat.

1.  Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran

Pusat kontrol dari Sistem Tata Suara.
Sistem distribusi suara.
Sistem tata suara dalam keadaan darurat.

2.  Sistem Tata Suara

Sistem PABX yang digunakan (bila ada).
Sistem distribusi saluran ke pesawat telepon.
Sistem telpon nirkabel bila ada.

3.  Sistem Telepon

Pusat kontrol dari Sistem CCTV dan Sekuriti.
Sistem Kamera dan Deteksi Sekuriti dan instalasinya.
Peranan Sistem CCTV dalam keadaan darurat.

4.  Sistem CCTV dan Security

Pusat kontrol BAS.
Titik-titik monitor dan kendali BAS.
Peranan Sistem BAS dalam keadaan darurat.

5.  Sistem Building Automation
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PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1.  Peraturan yang harus ditaati 1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.

2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th, 2010 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).

Peraturan Walikota Bandung tentang Gedung Hijau ( sedang dalam proses penyusunan ).

Peraturan perundangan tentang Telekomnikasi.

Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan Unit Pemadam Kebakaran dan TELKOM,
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2. Standar yang menjadi acuan tata cara SNI 03-3985 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pemasangan, Pengujian Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran untuk pencegahan bahaya
perencanaan kebakaran pada bangunan gedung.

Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1.  Laporan Kriteria Perencanaan A.  Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.
B.  Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran :
1. Uraian tentang dasar pemilihan sistem, antara lain : Pemilihan sistem deteksi (konvensional atau addressable), Pemilihan jenis

alat deteksi (deteksi asap, temperatur atau laju kenaikan temperatur), Penentuan alat panggil manual, Penentuan jenis Alarm
Audio dan Visual termasuk penjelasan tentang sumber daya untuk peralatan.

2. Dasar perhitungan dan asumsi-asumsi yang dipergunakan, antara lain jarak antar titik deteksi, luas zona alarm kebakaran,
penentuan kuat sinyal audibel dan visual, Kapasitas catu daya dan perkabelan.
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1 2 3 4
3.  Uraian cara kerja sistem, meliputi penjelasan tentang bagian-bagian yang bekerja secara manual dan otomatis termasuk integrasi
dengan sistem-sistem lainnya antara lain :
a.  Sinyal ke Pos PK terdekat.
b.  Aktivasi Fan Penekan Saf PK.
c. Aktivasi Sistem Darurat Kebakaran Sistem Elevator.
d.  Aktivasi Sistem Tata Udara dan Ventilasi darurat kebakaran.
e. Konsep pemadaman Catu Daya Listrik ketika terjadi kebakaran.
f. Bila gedung dilengkapi dengan sistem security (seperti Access Control System dan CCTV System) harus diuraikan
keterkaitannya dengan fungsi sistem security serta titik-titik deteksi yang dimonitor oleh sistem security.
g. Bila dipasang BAS (Building Automation System) harus diuraikan fungsi sistem deteksi yang dimonitor atau dikendalikan oleh
BAS.
h. Konsep komunikasi Voice yang diterapkan ketika terjadi kebakaran.
4. Jenis kabel dan peralatan yang dipergunakan.

Sistem Tata Suara :

1.  Uraian penjelasan sistem yang dipasang meliputi Public Address System, Car Call dan Tata Suara Khusus.
2. Uraian cara kerja Sistem Tata Suara dalam keadaan operasi normal maupun keadaan darurat kebakaran.
3.  Dasar pemilihan & penentuan jenis-jenis Speaker yang dipasang.

Sistem Telepon :

Uraian penjelasan sistem komunikasi telepon yang diterapkan.

Uraian cara kerja Sistem Telepon dalam keadaan operasi normal maupun darurat kebakaran.

Asumsi-asumsi untuk digunakan dalam perhitungan.

Jenis-jenis telepon extension yang akan dipasang.

Fungsi-fungsi tambahan (features) yang disediakan di PABX.
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Uraian tentang sistem telekomunikasi nirkabel yang disediakan (bila ada).

Sistem Closed Circuit Television (CCTV) & Security :

1.

Uraian penjelasan sistem CCTV dan Sekuriti yang direncanakan baik dalam keadaan operasi normal maupun operasi saat terjadi
kebakaran.

Uraian penjelasan ruangan-ruangan yang dilengkapi dengan kamera CCTV dan detektor sekuriti.

Jenis-jenis kamera dan detektor yang digunakan sesuai fungsi dan jenis ruangnya.

Penetapan Video Analytic yang diterapkan dalam perekaman data melalui sistem CCTV
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Penetapan teknik kompresi, teknik perekaman dan dasar penetapan lama perekaman data yang direncanakan untuk dasar
perhitungan kapasitas Video Storage.

Sistem BUILDING AUTOMATION (BAS) :

1. Uraian penjelasan sistem otomasi yang akan diterapkan di gedung ini.
2. Uraian tentang protokol komunikasi intern sistem BAS dan komunikasi dengan sistem-sistem lainnya.
3. Uraian kerja BAS mencakup hubungannya dengan sistem-sistem lainnya, temasuk hierarki dari BAS dalam hal integrasi dengan

sistem-sistem lain yang terhubung dengan BAS, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan darurat, terutama sistem
Catu Daya Listrik, Sistem PK, Sistem VAC dan Sistem Transportasi Vertikal.

2.

Lampiran Perhitungan

Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran :
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Penentuan luas zona deteksi/loop.

Kapasitas catu daya dan pengkabelan.

Penentuan kuat suara sinyal alarm.

Penempatan panel utama dan panel pembantu serta letak ruang Pusat Kendali Kebakaran (FCC).

Sistem Tata Suara :

1. Analisis Penentuan Noise Level ruangan, Kuat Suara & Daya speaker dan Distribusi Suara.
2. Perhitungan kebutuhan Daya Amplifier di sentral tata suara.
3. Perhitungan kapasitas catu daya, Kebutuhan baterei backup dan pengkabelan.

Sistem Telepon :

1.

Analisis traffic telekomunikasi dan perhitungan jumlah sambungan TELKOM.

2.

Perhitungan jumlah extension dan kapasitas sentral telepon yang diperlukan.

Sistem Closed Circuit Television (CCTV) & Security :

1. Penetapan fokus per lensa yang dipilih.

2. Perhitungan jumlah kamera yang diperlukan dilengkapi dengan penetapan Field of View dan Depth of Field dari kamera yang
dipilih serta kuat penerangan minimal dari obyek/area yang dipantau.

3.  Perhitungan kapasitas sistem penyimpanan data sesuai teknik kompresi dan teknik perekaman yang ditetapkan.

Sistem BUILDING AUTOMATION (BAS) :

1.  Perhitungan kebutuhan besaran kapasitas peralatan catu daya, bateri & perkabelan BAS.
2.  Perhitungan (tabel) jumlah titik monitor dan titik kontrol dari BAS.
3. Gambar-Gambar Perencanaan Daftar Gambar.

Daftar simbol & singkatan.

Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran :

1. Diagram skematik dan Riser Diagram sistem deteksi kebakaran, termasuk sistem pasokan daya listrik serta pengamannya.

2. Gambar tapak bangunan untuk menjelaskan integrasi dengan sistem-sistem lain yang berkaitan dan menunukkan posisi/lokasi
Ruang Kendali Kebakaran (FCC: Fire Command Control) dan lokasi Ruang Pusat Peralatan Utama Sistem Deteksi Alarm Kebakaran.

3. Gambar tata letak titik deteksi dan alarm tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar).

4.  Gambar pengkawatan (wiring diagram) peralatan sentral deteksi & alarm kebakaran

5. Gambar tata letak panel pengendali utama dan panel bantu, serta lokasi elektrode pembumiannya.

Sistem Tata Suara :

1. Diagram Sistem Tata Suara dan Riser Diagram sistem Tata Suara.

2. Gambar tapak bangunan untuk menjelaskan hubungan dengan instalasi lainnya yang berkaitan.

3. Gambar tata letak titik Speaker tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar).

4 Gambar pengkawatan (wiring diagram) peralatan sentral Tata Suara dan panel bantu (terminal box) sebagai sarana antar muka

Sentral Tata Suara dengan titik Speaker.

Sistem Telepon :

1.  Diagram Sistem Telepon dan Riser Diagram sistem Telepon.
2. Gambar tapak bangunan untuk menjelaskan hubungan dengan instalasi lainnya yang berkaitan.
3. Gambar tata letak titik Telepon tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar).
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No. Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isi dokumen
1 2 3 4
4,  Gambar pengkawatan (wiring diagram) peralatan sentral Telepon dan panel bantu (terminal box) sebagai sarana antar muka
Sentral Telepon dengan titik telepon.
D. Sistem Closed Circuit Television (CCTV) & Security :
1. Diagram Sistem CCTV & Sekuriti yang mencantumkan jenis, tipe, kapasitas berikut konfigurasi yang diterapkan.
2.  Gambar tapak bangunan untuk menjelaskan hubungan dengan instalasi lainnya yang berkaitan.
3. Gambar tata letak kamera dan detektor tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar).
E. Sistem BUILDING AUTOMATION (BAS) :
1.  Diagram BAS dan Riser Diagram BAS yang mencantumkan jumlah titik-titik kontrol, monitor dan alarm berikut konfigurasi BAS
master control yang diterapkan.
2. Gambar tata letak titik-titik monitor dan kontrol BAS tiap lantai (untuk lantai tipikal cukup satu gambar).
6. SISTEM GAS MEDIK | LINGKUP PEMERIKSAAN
DAN GAS BAKAR 1. Instalasi Gas Medis Sistem Gas Oksigen
kode: GAS Sistem Gas Nitrous Oxyde N20

Sistem Vacuum/Suction
Sistem Gas lainnya

2.

Instalasi Gas Bakar

Sistem Gas Kota (CNG-Compressed natural gas)
Sistem Gas Elpiji (LPG-Liguefied petroleum gas)

el el S

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN

& LITERATUR / BAHAN BACAAN

1.  Peraturan yang harus ditaati Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan
Lingkungan.
3.  Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.
4.  Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).
5. Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan Unit Pemadam Kebakaran Bandung, PN Gas dan Depnaker.
2. Standar yang menjadi acuan tata cara 1. SNI16-6357-2000 Draft Pedoman Teknis Sistem Gas Medik dan Vakum Medik Rumah Sakit.
2

perencanaan

. PN Gas: Petunjuk Instalasi Pipa Gas di Industri dan Komersil.

Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1. Laporan Kriteria Perencanaan dan perhitungan

teknik.

A.  Peraturan, Standar dan Literatur sebagai pernyataan bahwa perencanaan mengikuti ketentuan tersebut.

B.  Sistem GAS MEDIK

1. Sistem penyediaan gas, uraian penjelasan cara kerja dan instalasinya.

2. Uraian penjelasan sistem pengamanan ruang penyimpanan gas terhadap bahaya kebakaran dan/atau ledakan meliputi Sistem
Pengamanan Pasif dan Sistem Pengamanan Aktif.

Kriteria tekanan tanki penyimpan/tabung, tekanan distribusi dan tekanan di Point of Use.

Perhitungan kebutuhan gas.

Bahan pipa distribusi dan uraian sistem instalasinya termasuk metoda penyambungan pipa.

Perhitungan kehilangan tekanan pada titik terjauh.

el il Bl Bl Bl

Perhitungan laju penguapan cairan dalam tanki gas terhadap kebutuhan gas di point of use.

C.  Sistem GAS BAKAR

1. Sistem penyediaan gas, uraian penjelasan cara kerja dan instalasinya.
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1 2 3 4
2. Uraian penjelasan sistem langganan dan penempatan meter-meter gas (bila menggunakan gas kota).
3. Uraian penjelasan sistem pengamanan ruang penyimpanan gas terhadap bahaya kebakaran dan/atau ledakan meliputi Sistem
Pengamanan Pasif dan Sistem Pengamanan Aktif.
4.  Kriteria tekanan tanki penyimpan/tabung, tekanan distribusi dan tekanan di Point of Use.
5.  Perhitungan kebutuhan gas.
6. Bahan pipa distribusi dan uraian sistem instalasinya termasuk metoda penyambungan pipa.
7. Perhitungan kehilangan tekanan pada titik terjauh.
8.  Perhitungan laju penguapan cairan dalam tanki gas terhadap kebutuhan gas di point of use.
2. Gambar-Gambar Perencanaan 1.  Daftar Gambar.

2. Daftar Simbol/Singkatan.
Sistem GAS MEDIK.
1. Diagram Sistem Penyediaan dan Distribusi gas.
2. Gambar tapak yang menunjukkan lokasi ruang gas dan jalur akses pengisian tanki gas dan/atau penggantian botol gas.
3. Gambar denah pemipaan distribusi gas dalam gedung (untuk lantai tipikal cukup satu denah).
4.  Gambar denah ruang simpan gas.
5. Gambar-gambar isometri dan lainnya.
6. Gambar detail sistem instalasi manifolding atau sistem Bulk Sotrage Tank (tergantung mana yang digunakan).
7. Gambar detail Point of Use.
8.  Gambar Sistem Deteksi dan Alarm kebocoran dan Sistem Pengamanannya.
9.  Detail tipikal pemasangan pipa gas.

B.  Sistem GAS BAKAR.
1. Diagram Sistem Penyediaan dan Distribusi gas.
2. Gambar tapak yang menunjukkan lokasi ruang gas dan jalur akses pengisian tanki gas dan/atau penggantian botol gas.
3.  Gambar denah pemipaan distribui gas dalam gedung (untuk lantai tipikal cukup satu denah).
4.  Gambar denah ruang simpan gas.
5.  Gambar-gambar isometri dan lainnya.
6. Gambar detail sistem instalasi manifolding atau sistem Bulk Sotrage Tank (tergantung mana yang digunakan).
7.  Gambar detail Point of Use.
8. Gambar Sistem Deteksi dan Alarm kebocoran dan Sistem Pengamanannya.
9. Detail tipikal pemasangan pipa gas.

6. SI5TEM2 LAINNYA LINGKUP PEMERIKSAAN
kode: MEP 1. Sistem Genset 1. Sisi Mekanikal.

2. Sisi Elektrikal.

3. Aliran Udara Intake dan Exhaust untuk Ventilasi, Radiator dan Pernapasan Mesin.

4, Peredaman Suara Ruang Genset.

5.  Sistem Penyediaan Minyak Bakar..

2. Sistem Boiler (bila ada) 1.  Sistem Boiler dan Kelengkapan Instalasinya al. Flue Gas Chimney, Safety Valve, dll.
2. Sistem Penyediaan Minyak Bakar.

PERATURAN, STANDARD / TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR / BAHAN BACAAN

1.

Peraturan yang harus ditaati

| 1. Undang-undang Rep. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentang Bangunan Gedung.
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Bidang Dokumen yang diajukan Kelengkapan isi dokumen
2 3 4
2. Peraturan Menteri PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan

Lingkungan.

3.  Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5 th. 2010 tentang Bangunan Gedung.
4. Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung ( sedang dalam proses penyusunan ).
5. Regulasi/Ketentuan yang berkenaan dengan Unit Pemadam Kebakaran Bandung, PERTAMINA dan Depnaker.
2. Standar yang menjadi acuan tata cara 1. SNI04-0255 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL).
perencanaan 2.  Pedoman Tanki Bahan Bakar untuk Generator Darurat dan Boiler.

Catatan: Penggunaan standar asing hanya diperbolehkan bilamana Standar Nasional Indonesia belum mencakup hal-hal tersebut.

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG

1. Laporan Kriteria Perencanaan A.  Sistem GENSET

1.  Uraian penjelasan sistem Genset, kapasitas, karakteristik pembebanan, rating dan kapasitas Genset.

2. Uraian penjelasan sistem ventilasi dan sistem exhaust yang diterapkan pada saat non-operasi, saat operasi maupun pasca operasi.

3.  Uraian penjelasan konsep pengendalian kebisingan dan getaran yang diterapkan.

4, Uraian penjelasan konsep pengendalian limbah dan drainase dalam ruang genset.

5. Uraian penjelasan konsep pencegahan kebakaran.

6.  Uraian penjelasan sistem catu daya listrik sistem genset meliputi penjelasan Paraleling & Synchronizing genset, Automatic Starting,
Automatic Load Transfer, dll.

7. Uraian penjelasan konfigurasi sistem proteksi dan sistem supervisi & monitoring yang direncanakan.

B.  Sistem BOILER

Uraian penjelasan sistem Boiler, kapasitas, karakeristik dan jenis bahan bakar yang dipilih.

Uraian penjelasan sistem ventilasi dan sistem exhaust yang diterapkan.

Uraian penjelasan konfigurasi sistem distribusi air panas, distribusi uap (untuk jenis ketel uap).

Uraian penjelasan konsep pengendalian kebisingan dan getaran yang diterapkan.

Uraian penjelasan konsep pengendalian limbah dan drainase dalam ruang Boiler.

Uraian penjelasan konsep pencegahan kebakaran.

il El Rl Bl Bl B b

Uraian penjelasan konfigurasi sistem proteksi dan sistem supervisi & monitoring yang direncanakan.

2. Lampiran Perhitungan A.  Sistem GENSET

1.  Sisi Mekanikal :

a. Analisis karakteristik pembebanan dan perhitungan penentuan Rating Sistem Genset.

b. Perhitungan konsumsi bahan bakar dan penentuan kapasitas tanki-tanki bahan bakar.

2. SisiElektrikal :

a. Analisa arus hubung singkat untuk gangguan fasa- fasa atau fasa tanah.

b.  Pemilihan setting koordinasi dalam sistem proteksi yang diterapkan.

B.  Sistem BOILER

1.  Analisis karakteristik pembebanan dan perhitungan penentuan Rating Sistem Boiler.

2. Perhitungan konsumsi bahan bakar dan penentuan kapasitas tanki-tanki bahan bakar.

3. Gambar-Gambar Perencanaan 1.  Daftar Gambar.

2.  Daftar Simbol/Singkatan.




-97 -
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1 2 3 2

A.  Sistem GENSET

Tata Letak Sistem Genset dan Sistem Kontrol Operasi Otomatis dan Daya.

Gambar sistem peredaman suara pada ruang genset.

Gambar saluran udara pendingin radiator dan detail saluran gas buang dan peredam suaranya.

Gambar instalasi tanki bahan bakar harian dan mingguan.

Gambar sistem dudukan peredam getaran mesin genset.

Gambar sistem penanganan limbah dan drainase dalam ruang Genset.

Gambar diagram Panel-Panel Kontrol dan Panel Listrik sistem Genset.

QIND R =

Gambar diagram Sistem Supervisi/ monitoring Genset.

B.  Sistem BOILER

Tata Letak Sistem Boiler dan Sistem Kontrol Operasi.

Gambar Sistem saluran udara/ventilasi dan saluran gas buang.

Gambar Sistem bahan bakar harian dan mingguan.

Gambar Blow Down Pit.

bl Bl Bl Ead B

Gambar diagram instalasi tanki dan pemipaan air dingin, air panas, distribusi uap di ruang Boiler.

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN UTILITAS BANGUNAN
Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen, dengan ini dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan Choose an item., untuk selanjutnya
TIDAK DAPAT dilanjutkan persetujuan dokumen rencana teknis oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota.

Catatan :
Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,

Sekretariat,
Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota..........oune.
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Bagian - J

FORMAT JADWAL SIDANG TABG

JADWAL SIDANG TABG KABUPATEN SUMEDANG

NO

NOMOR
PENDAFTARAN

PERENCANA
KONSTRUKSI

BANGUNAN GEDUNG

WAKTU PELAKSANAAN SIDANG

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

FUNGSI

KLASIFIKASI

JUMLAH
LANTAI

HARI/
TANGGAL
/ TAHUN

JAM
SIDANG

SIDANG
KE

UNSUR
PUPR/IN
STANSI
TEKNIS
TERKAIT

UNSUR
ASOSI
ASI
PROF
ESI

UNSUR
PERGURUAN
TINGGI

UNSUR
MASYARAKAT
AHLI/
MASYARAKAT
ADAT

CATATAN
PERBAIK
AN

CATATAN
TANPA
PERBAIKAN
(Centang
apabila tidak
ada
perbaikan)
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Bagian — K

FORMAT SANKSI TEGURAN BAGI ANGGOTA TABG

KOP SURAT

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG
PENJATUHAN SANKSI TEGURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN SUMEDANG,

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.

. sebagai TABG ahli ... .tidak melaksanakan tugas
selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan
tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (3) Peraturan

Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan
Bangunan Gedung, Sanksi teguran diberikan pada
setiap anggota TABG yang dalam periode masa
penugasannya tidak melaksanakan tugas selama 1
(satu) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang
dapat dipertanggungjawabkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas PUPR tentang
Penjatuhan Sanksi Teguran;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan



Memperhatikan :
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Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim
Ahli Bangunan Gedung;

. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun ... Nomor ...);

. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang

Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);

Laporan dari......... tanggal...... tentang pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh Sdr................. TABG
Ahli.......ooooianil. tanggal.................. ;



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG
PENJATUHAN SANKSI TEGURAN.

: Menjatuhkan saksi teguran kepada:
Nama e
Bidang Keahlian PP
Unsur e e
Jabatan PP PPN

Waktu Penugasan e

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama
1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan, terhitung dari mulai tanggal
sampai dengan tanggal ...

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Sumedang,
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Bagian — L

FORMAT SANKSI PERINGATAN BAGI ANGGOTA TABG

KOP SURAT

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR

KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG
PENJATUHAN SANKSI TEGURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN SUMEDANG,

a. bahwa berdasarkan menurut hasil pemeriksaan

1.

tersebut, Sdr. ............... sebagai TABG ahli.......... tidak
melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-
turut tanpa alasan tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (4) Peraturan
Bupati Nomor........... Tahun.............. tentang
Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Sanksi
peringatan diberikan pada setiap anggota TABG yang
dalam periode masa penugasannya tidak
melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan berturut-
turut tanpa alasan tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas PUPR tentang
Penjatuhan Sanksi Peringatan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan



Memperhatikan:
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Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim
Ahli Bangunan Gedung;

. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang

Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun ... Nomor ...;

. Peraturan Bupati Nomor............ Tahun.................

tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);

. Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor ... tentang
Penjatuhan Sanksi Teguran;

Laporan dari......... tanggal...... tentang pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh Sdr................. TABG



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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3. Hasil pemeriksaan tanggal............... ;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG
PENJATUHAN SANKSI PERINGATAN.

: Menjatuhkan sanksi peringatan kepada:
Nama e e
Bidang Keahlian et
Unsur e
Jabatan PP

Waktu Penugasan et

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama
2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat
dipertanggungjawabkan, terhitung dari mulai tanggal

sampai dengan tanggal ...

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Sumedang,
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Bagian - M

FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN BAGI ANGGOTA TABG

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR

KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR:

TENTANG

PEMBERHENTIAAN SAUDARA...... SEBAGAI ANGGOTA TIM AHLI

Menimbang

Mengingat

BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN SUMEDANG,

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.

1.

............... sebagai TABG ahli..........tidak melaksanakan
tugas selama 6 (enam) bulan dan/ atau 3 (tiga) kali
pertemuan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang
dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (5) Peraturan
Bupati Nomor........... Tahun.............. tentang
Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Sanksi
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c diberikan pada setiap anggota TABG yang
dalam periode masa penugasannya tidak
melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan dan/atau
3 (tiga) kali pertemuan berturut-turut tanpa alasan
tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas PUPR tentang
Pemberhentian Saudara.... sebagai Anggota Tim Ahli
Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah



Memperhatikan:

1.
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diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim
Ahli Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah Nomor ............ Tahun ...... tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota
......... Tahun ........ Nomor .......;

Peraturan Bupati Nomor............ Tahun.................

tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung(Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);;

Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor ... tentang
Penjatuhan Sanksi Teguran;



Menetapkan

KESATU

KEDUA
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2. Keputusan Kepala Dinas PUPR Nomor ... tentang
Penjatuhan Sanksi Peringatan;

3. Laporan dari......... tanggal...... tentang pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh Sdr................. TABG
Ahli.......coovnie. tanggal.................. ;

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA.... SEBAGAI ANGGOTA
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG.
: Memberhentikan Saudara:
Nama ettt ettt et et e et eaar e aaraaaaaaas

Bidang Keahlian PP
Unsur ettt et e
Jabatan e s

Waktu Penugasan PP

sebagai anggota Tim Ahli bangunan Gedung, karena yang
bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam)
bulan dan/atau 3 (tiga) kali pertemuan berturut-turut tanpa
alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal..................

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Sumedang,
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Bagian — N

FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN DAN DIKELUARKAN DARI BASIS DATA
BAGI ANGGOTA TABG

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR
KABUPATEN SUMEDANG

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA..... SEBAGAI ANGGOTA TIM AHLI
BANGUNAN GEDUNG DAN DIKELUARKAN DARI BASIS DATA AHLI
BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr.
............... sebagai TABG  ahli..........dalam  masa
penugasannya: terbukti menggunakan narkoba,
terbukti melakukan tindak kriminal, mendapatkan
hukum dalam putusan pengadilan, melakukan
malpraktek, dan/ atau melanggar kode etik;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (6) Peraturan
Bupati Nomor........... Tahun.............. tentang
Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Sanksi
pemberhentian dan dikeluarkan dari basis data ahli
Bangunan Gedung diberikan pada setiap anggota
TABG yang dalam periode masa penugasannya:
terbukti menggunakan atau mengedarkan narkoba,
terbukti melakukan tindakan  kriminal/pidana,
mendapat hukuman berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
melakukan malpraktek, dan/atau melanggar kode etik
TABG;



Mengingat
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas PUPR tentang
Pemberhentian Saudara..... Sebagai Anggota Tim Ahli
Bangunan Gedung dan Dikeluarkan Dari Basis Data
Ahli Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim
Ahli Bangunan Gedung;
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4. Peraturan Daerah Nomor ............ Tahun ...... tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten/Kota
......... Tahun ........ Nomor .......;

7. Peraturan Bupati Nomor............ Tahun.................
tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

Memperhatikan: 1. Laporan dari......... tanggal...... tentang pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh Sdr................. TABG
Ahli.......c.oooeni. tanggal.................. ;

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA..... SEBAGAI ANGGOTA
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN DIKELUARKAN
DARI BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG.

: Memberhentikan Saudara:
Nama e
Bidang Keahlian PP
Unsur e
Jabatan PP
Waktu Penugasan e

Sebagai Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dan Dikeluarkan
Dari Basis Data Ahli Bangunan Gedung, karena yang
bersangkutan dalam masa penugasannya terbukti
menggunakan narkoba, terbukti melakukan tindak kriminal,
mendapatkan hukum dalam putusan pengadilan, melakukan
malpraktek, dan/ atau melanggar kode etik.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal..................

Kepala Dinas PUPR
Kabupaten Sumedang,
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Bagian - O

FORMAT BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG

TABEL BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN AHLI BANGUNAN GEDUNG
Provinsi

Status tanggal

Kabupaten Penanggung Jawab :
UNSUR
Tinggi BIDANG DITETAPKAN
NAMA DAN |® Tempat | qosiasi KEAHLIAN * Nama SEBAGAI
NO GELAR Lahir Profesi DAN Perguruan TABG PENUGASAN | PEMBERHENTIAN
AKADEMIS |° Tanggal ||\ arakat | PENGALAMA Tinggi SEBAGAI DARI TABG
Lahir ARl N KERJA e Nama « Tanggal TABG e Tanggal
e Alamat « Masyarakat Lembaga, e Tanggal e Alasan
Rumah Adat dsb.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

CATATAN: * Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam, atau bentuk penghargaan lainnya

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN




Bagian - A
Bagian - B

Bagian - C

Bagian - D

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN SLF

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERMOHONAN SLF
FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN
PENERBITAN SLF BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA
FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN
PENERBITAN SLF BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA
DAN KHUSUS

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN
PENERBITAN SLF BANGUNAN PRASARANA
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Bagian - A
FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF PERMOHONAN SLF

No

Hal : Permohonan Sertifikat Laik Fungsi
Kepada:
Yth. Kepala ..(Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan
perizinan) Kabupaten Sumedang
di

Dengan Hormat,

Bersama ini saya mengajukan permohonan:

() SLF Pertama ( ) SLF Perpanjangan?)

DATA PEMOHON
Nama Pemohon
(Nama Perusahaan Bila Merupakan Badan Hukum)
Alamat Pemohon

(Alamat Perusahaan Bila Merupakan Badan Hukum)
No. Telepon/ HP

dan saya lampirkan persyaratan permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yaitu:

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. ( ) Surat Permohonan di atas kop instansi/ perusahaan bagi badan usaha yang
ditandatangani oleh Penanggung Jawab Instansi/ Perusahaan (Materai6000);

) Surat Kuasa dan Fotokopi KTP yang dikuasakan

) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

) Fotokopi Akte Perusahaan bagi badan usaha;

) Fotokopi Surat Bukti Status Hak Atas Tanah,

) Fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB Tahun Berjalan;

) Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan atau Penggunaan Tanah;

) Surat Pernyataan Bangunan sudah Laik Fungsi dari Pengawas/ Manajemen
Konstruksi/ Pengkaji Teknis;

10. ( ) Data Penyedia Jasa Perencana;

11.( ) Data Penyedia Jasa Pelaksana;

12.( ) Data Penyedia Jasa Pengawas/ Manajemen Konstruksi

13. ( ) Data Penyedia Jasa Pengkaji Teknis

II. PERSYARATAN TEKNIS

WONonkWh

14. ( ) Data Umum Bangunan Gedung/ Prasarana;

15.( ) Fotokopi IMB bagi SLF pertama,; () Fotokopi IMB dan SLF awal bagi SLFn*)
16. ( ) Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan®)

17.( ) 1 (satu) set Gambar Arsitektur lampiran IMB dan Perizinan yang terakhir terbit
18.( ) Gambar (As built drawing) hasil pelaksanaan;

19.( ) Laporan Pengawas yang bersertifikasi / Pengawas yang ditunjuk DPMPTSP;

20. ( ) Laporan Testing Commisioning/ Kajian Teknis oleh Pengkaji Teknis yang

bersertifikasi;

Demikian permohonan ini saya ajukan dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih
Hormat Saya,
Pemohon



KABUPATEN SUMEDANG

No
Tanggal
Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF

NO DOKUMEN ADA | TIDAK | KETERANGAN

1 Surat Permohonan di atas kop instansi atau
perusahaan bagi yang berbadan usaha yang
ditandatangani oleh Penanggung Jawab
Instansi/ Perusahaan (Materai 6000)

2 Surat Kuasa dan Fotokopi KTP yang
dikuasakan

3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pemohon

4 Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

S Fotokopi Akte Perusahaan bagi badan usaha

6 Fotokopi Surat Bukti Status Hak Atas Tanah

7 Fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB Tahun
Berjalan;

8 Fotokopi Surat Perjanjian Pemanfaatan atau
Penggunaan Tanah,;

9 Surat Pernyataan Bangunan sudah Laik
Fungsi dari Pengawas/ Manajemen
Konstruksi/ Pengkaji Teknis

10 | Data Penyedia Jasa Perencana,;

11 | Data Penyedia Jasa Pelaksana,;

12 | Data Penyedia Jasa Pengawas/ Manajemen
Konstruksi

13 | Data Penyedia Jasa Pengkaji Teknis

CATATAN:

Pemeriksa

NIP:




KABUPATEN SUMEDANG

No
Tanggal
Formulir
SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG
Pada hari ini,.......ccccceeveennnee. tanggal............... bulan........cocceeveneenen. tahun .............. ,

yang bertanda tangan di bawah ini,

Penyedia jasa Pengawasan/MK/instansi teknis pembina penyelenggaraan
bangunan gedung*

1. Nama penanggung jawab :

2. Nama perusahaan/instansi teknis* :

telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada

A. Bangunan gedung
Fungsi utama
Fungsi tambahan
Jenis bangunan gedung
Nama bangunan gedung
. Nomor pendaftaran bangunan gedung
B. Lokasi bangunan gedung
Alamat lokasi terletak di

NnhLON=

2. Kelurahan/desa
3. Kecamatan
4. Kabupaten/kota
5. Provinsi
C. Permohonan
() Penerbitan SLF ( ) Perpanjangan SLF ke: ....
Dengan ini menyatakan bahwa
1. Persyaratan administratif () Terpenuhi () Tidak
Terpenuhi
Catatan: ....
2. Persyaratan teknis () Terpenuhi () Tidak
Terpenuhi
Catatan: ......
3. Kesesuaian fungsi bangunan gedung () Sesuai ( ) Tidak Sesuai
4. Kesesuaian peruntukan lahan ( ) Sesuai ( ) Tidak Sesuai

5. Tata bangunan sudah memenuhi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan
dan kemudahan bangunan

() Sudah memenuhi () Belum memenuhi

Catatan: .....

6. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan : Laik fungsi seluruhnya/Tidak
laik fungsi* sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar
Simak Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung terlampir.
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Dengan pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung ini, Penyedia Jasa
Pengawasan/MK menyatakan ikut bertanggung jawab atas kegagalan bangunan
gedung dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan umur konstruksi.

Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh
pemilik/pengguna. Selanjutnya pemilik/pengguna bangunan gedung dapat
mengurus permohonan penerbitan SLF.

(Materai, stempel)

Penyedia Jasa Pengawasan/MK/Petugas Pemda*

Selaku Penanggung Jawab

Disetujui

Pemerintah Kabupaten
Sumedang



Bagian - B

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF
BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

KABUPATEN SUMEDANG

No
Tanggal
Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA

NO DOKUMEN ADA | TIDAK | KETERANGAN
1 Data Umum Bangunan Gedung
2 Fotokopi IMB

Fotokopi IMB dan SLF*
3 Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan*
4 1 (satu) set Gambar Arsitektur lampiran IMB

dan Perizinan yang terakhir terbit
S Gambar (As built drawing) hasil pelaksanaan;
6 Laporan Pengawas yang bersertifikasi /

Pengawas yang ditunjuk DPMPTSP;
7 Laporan Testing Commisioning/ Kajian Teknis

oleh Pengkaji Teknis yang bersertifikasi
CATATAN:

Pemeriksa

NIP:




Bagian - C

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF
BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN KHUSUS

KABUPATEN SUMEDANG

No
Tanggal
Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN KHUSUS
NO DOKUMEN ADA | TIDAK | KETERANGAN
1 Data Umum Bangunan Gedung
2 Fotokopi IMB
Fotokopi IMB dan SLF*
3 Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan*
4 1 (satu) set Gambar Arsitektur lampiran IMB
dan Perizinan yang terakhir terbit
S Gambar (As built drawing) hasil pelaksanaan;
6 Laporan Pengawas yang bersertifikasi /
Pengawas yang ditunjuk DPMPTSP;
7 Dokumen Pemeriksaan Kelaikan Fungsi
CATATAN:
Pemeriksa

NIP:




Bagian - D

FORMAT PERSYARATAN TEKNIS PERMOHONAN PENERBITAN SLF
BANGUNAN PRASARANA

KABUPATEN SUMEDANG

No
Tanggal
Formulir
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN SLF/SLFn*
BANGUNAN PRASARANA

NO DOKUMEN ADA | TIDAK | KETERANGAN
1 Data Umum Bangunan Gedung
2 Fotokopi IMB

Fotokopi IMB dan SLF*
3 Dokumen Pemeliharaan dan Perawatan*
4 1 (satu) set Gambar Arsitektur lampiran IMB

dan Perizinan yang terakhir terbit
S Gambar (As built drawing) hasil pelaksanaan;
6 Laporan Pengawas yang bersertifikasi /

Pengawas yang ditunjuk DPMPTSP;
7 Laporan Testing Commisioning/ Kajian Teknis

oleh Pengkaji Teknis yang bersertifikasi
CATATAN:

Pemeriksa
NIP.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN SUMEDANG

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PENGKAJI TEKNIS

Bagian - A
Bagian - B

Bagian - C

Bagian - D

BAGIAN - E

FORMAT DOKUMEN IKATAN HUBUNGAN KERJA
KETENTUAN INSPEKSI SEDERHANA SAAT PELAKSANAAN
KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG

KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN
KELAIKAN FUNGSI

KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG SECARA VISUAL

KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG MENGGUNAKAN PERALATAN NON-DESTRUKTIF
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Bagian - A
FORMAT DOKUMEN IKATAN HUBUNGAN KERJA

IKATAN HUBUNGAN KERJA
NO.

Pada hari ini Jumat, tanggal, ..... bulan ............. , tahun ................ , kami
yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama e

NIP e eireeieeieeanaea,

Jabatan e,

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu

[I. Nama : (nama Pengkaji Teknis)
Tempat tgl. lahir : (Nama kota, tanggal bulan tahun lahir)
Pendidikan : (Pendidikan terakhir)
Alamat . (Alamat tempat tinggal)
SKA : (Nomor SKA dan bidang keahlian)

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya
disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kontrak
kerja dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
JENIS KERJA SAMA

Pihak Kesatu sepakat menerima Pihak Kedua untuk ditetapkan sebagai
tenaga Pengkaji Teknis,....c.ccccovennnnnn. untuk melaksanakan tugas
pengkajian teknis terhadap bangunan dan memberikan rekomendasi teknis
terkait kelaikan fungsi dari suatu bangunan gedung.

Pasal 2
LINGKUP TUGAS PENGKAJI TEKNIS

Pihak Kedua memiliki tugas melaksanakan pengkajian teknis bangunan
terkait pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk keperluan
SLF, pemeriksaan berkala bangunan gedung dan atau pemeriksaan
kelaikan fungsi bangunan gedung untuk keperluan perpanjangan SLF.
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Pasal 3
DURASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) diatas akan
dilaksanakan dalam waktu ............ (coeenemnennne. ) hari terhitung sejak
diterima dan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
REMUNERASI

Pihak Kedua menjalankan tugas dalam masa perjanjian kontrak kerja akan
diberikan oleh Pihak Kesatu:

a. Remunerasi sebesar Rp. ........ ,- per bulan yang akan dibayarkan pada
akhir bulan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
b. Uang makan sebesar Rp. ....... ,- per hari kerja sesuai kehadiran;

c. Biaya yang timbul dalam perjanjian kontrak kerja ini dibebankan pada
Pihak Pertama.

Pasal 4

Pihak kedua mempunyai kewajiban kepada Pihak Kesatu :

a. Mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas.................. ;

b. Mengisi presensi setiap hari kerja yaitu saat datang dan saat akan pulang
sesuai ketentuan ............... ,

c. Melaksanakan semua tugas atau perintah kerja dan petunjuk atau
instruksi yang diberikan oleh Kepala Dinas dan/atau pemilik............. ,
baik secara lisan dan tertulis dalam hal urusan kedinasan dengan sebaik-
baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada
atasannya;

Pasal 5

Pihak Kedua dalam menjalankan tugas sehari-hari diawasi dan dievaluasi
oleh Pihak Kesatu atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Pihak Kesatu dapat memberikan penghargaan berupa bantuan
kesejahteraan lainnya apabila Pihak Kedua yang dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik.

Pasal 7

Pihak Kesatu dapat menjatuhkan sanksi berupa pemutusan hubungan

kerja secara sepihak kepada Pihak Kedua apabila :

a. tidak melaksanakan tugas selama 5 (lima) hari secara akumulasi dalam
kurun waktu 1 (satu) bulan

b. melakukan pelanggaran terhadap tanggung jawab dan kewajibanya serta
menyalahi persyaratan yang telah disepakati;
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c. telah mendapatkan peringatan secara lisan maupun tertulis selama
masa kontrak kerja berlangsung, secara berurutan; dan

d. melakukan tindak kriminal sehingga Pihak Kedua patut diduga untuk
dihukum selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Pasal 8
Kedua belah pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum (domisili)

mengenai perjanjian kontrak kerja ini dan segala akibat-akibatnya di
Pengadilan Negeri ......................

Pasal 9
Perjanjian kontrak kerja ini berlaku mulai tanggal ...................... sampai
dengan tanggal ...........coveiiiiiiiinn..

Pasal 10

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kontrak kerja
ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan
perundangan-undangan di lingkungan Dinas.............c.ccocvviviinnannn.

Pasal 11

Demikian perjanjian kontrak kerja ini dibuat dan ditandatangi oleh kedua
belah pihak di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 4 (empat)
dengan kekuatan pembuktian yang sama dan didistribusikan kepada :
Lembar pertama untuk Pihak kedua;

Lembar kedua untuk Pihak Kedua;

Lembar ketiga untuk Subbag Keuangan dan Kepegawaian Dinas..............
Lembar keempat untuk Kepala Dinas.........c.coceveiiiiiiiiiiiininnnne.

Nama Kabupaten, .............

Pihak Kedua Pihak Kesatu
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Bagian

-B

KETENTUAN INSPEKSI SEDERHANA SAAT PELAKSANAAN KONSTRUKSI
BANGUNAN GEDUNG

PEKERJAAN |NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Agregat 1 [Material butiran atau buatan alam. yang ;
: : ] Sesuai
dipakai bersama-sama dengan suatu
media pengikat untuk membentuk ) Tidak Sesual
suatu beton. Agregat dibagi atas :
agregat halus (pasir) dan agregat kasar| JSss
(kerikil atau batu pecah) ;
Pasir 2 |Agregat halus, pasir alam sebagai hasil
2 : ' 2 ] Sesuai
disintegrasi alami batuan atau pasir
yang dihasilkan oleh industri pemecah ] Tidak Sesuai
batu dan mempunyai ukuran butir
terbesar 5,0 mm
Semen 3 |Untuk elemen struktural digunakan g
: ] Sesuai
setara dengan Semen Portland tipe |.
L] Tidak Sesuai
PEKERJAAN' |NO DESKRIPSI HASIL INSPEKSI

Kerikil atau | 4 |Agregat kasar, kerikil sebagai hasil ;

Batu Pecah disintegrasi alami dari batuan atau ‘ B
berupa batu pecah yang diperoleh dari 5 [0 Tidak Sesuai
industri pemecah batu dan mempunyai ;
ukuran butir antara 5 mm sampai 40
mm dengan gradasi yang baik

BatuBesar | 5 |Batu yang berukuran 25 cm atau lebih

] Sesuai

' ] Tidak Sesuai




PEKERJAAN" |NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Campuran | 9 |Rancangancampuran mortar harus 1 Sesusi
Mortar mengacu kepada peraturan yang
berlaku (1 semen : 4 pasir : air 3 Tidak Sesuai
secukupnya)
Kayu 10 [Kayu yang digunakan haruslah & . t Basua
berkualitas baik, keras, kering,
berwarna gelap, tidak ada retak dan ] Tidak Sesuai
lurus
Tanpa Bahan | 11 [Memastikan tidak menggunakan bahan N Sesuai
Bangunan bangunan yang berbahaya bagi
Berbahaya kesehatan (misalnya penggunaan ] Tidak Sesuai
asbes, dll)
PEKERJAAN' |NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Pondasi 11 [Memastikan ukuran minimum amem

pondasi adalah tinggi 60 cm,
lebar bawah 60 cm. lebar atas
30 cm. Gunakan batu yang
keras/hatu sungai yang keras

] Sesuai

(] Tidak Sesuai

12

Memastikan bahwa campuran
beton adalah 1: 4 (semen:
pasir dan air secukupnya) dan
menghasilkan campuran yang
baik

] Sesuai

] Tidak Sesuai

Perangkaian
Tulangan
Balok
Pengikat
(Sloof)

13

Memastikan bahwa dimensi
minimum adalah 15 cm x 20
cm dengan 4 tulangan
memanjang. Diameter
tulangan memanjang adalah
10 mm yang ditempatkan
dengan sengkang diameter 8
mm jarak 15 cm.

] Sesuai

] Tidak Sesuai




PEKERJAAN' |[NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
14 [Sengkang harus dibengkokkan 0 Sesual
membentuk sudut 135°.
Panjang minimum kaitan ] Tidak Sesuai
sengkang adalah 6 x D
{diamater tulangan sengkang)
(5cm).
15 |Memastikan bahwa ’
pengangkuran balok pengikat B
dan pondasi menggunakan O Tidak Sesuai
tulangan diameter 10 mm.
Jarak maksimum angkur
adalah 1,0 m.
Pengecoran | 16 [Memastikan bekisting kuat dan
Balok tidak bocor L Gesunl
Pengikat [ Tidak Sesuai
(Termasuk
Bekisting)
PEKERJAAN' [NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
17 [Memastikan bahwa selimut 1,5cm .
beton adalah 15 mm b 3 Son

] Tidak Sesuai

18

Memastikan bahwa desain
campuran beton adalah
1:2:3(semen : pasir ; kerikil)
+ % air

] Sesuai

] Tidak Sesuai

19

Memastikan bahwa campuran
beton yang dihasilkan baik dan
seragam

in Ind

Constructing
t Masonry H

Teddy Boen, 2006

] Sesuai

] Tidak Sesuai




PEKERJAAN'

NO

DESKRIPSI

ILUSTRASI

HASIL INSPEKSI

Perangkaian
Tulangan
Kolom

20

Memastikan bahwa dimensi
minimum adalah 15 cm x 15
cm dengan 4 tulangan
memanjang. Diameter
tulangan memanjang adalah
10 mm yang ditempatkan
dengan sengkang diameter 8
mm jarak 15 cm.

e

15cm

) Sesuai

[ Tidak Sesual

21

Sengkang harus dibengkokkan
membentuk sudut 135°,
Panjang minimum kaitan
sengkang adalah 6 x D
(diamater tulangan sengkang)
(5cm).

.:S“‘S. 7 panjang
S tekukan
135" .'o,’. e

minimal 5 cm

] Sesuai

(] Tidak Sesuai

22

Memastikan bahwa
Pengangkuran balok pengikat
dan pondasi menggunakan
tulangan diameter 10 mm.
Jarak maksimum angkur
adalah 1.0 m.

be ool dengan panjang
fewatan minimal 40 0 (40 om|
S\

Sioofe—

[ Sesuai

[ Tidak Sesuai

PEKERJAAN'

NO

DESKRIPSI

HASIL INSPEKSI

23

Memastikan bahwa panjang
sambungan lewatan antara
kolom dan balok memiliki
panjang minimum 40 x D
(diameter tulangan) (40 cm).

] Sesuai

] Tidak Sesuai

Pengecoran
Kolom
(Termasuk
Bekisting)

24

Memastikan bekisting kuat dan
tidak bocor

] Sesuai

- [ Tidak Sesuai




PEKERJAAN' [NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
25 |Memastikan bahwa selimut s I
beton adalah 15 mm e
] Tidak Sesuai
26 |Memastikan bahwa desain
] Sesuai
campuran beton adalah
1:2: 3 (semen : pasir : kerikil) [ Tidak Sesuai
+ % air
27 |Memastikan bahwa campuran  Sesusi
beton yang dihasilkan baik dan e
seragam (] Tidak Sesuai
Constructing
Resistant Masonry Housing in Indonesia,
Teddy Boen, 2006
PEKERJAAN' |[NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Takaran 28 |Memastikan bahwa campuran < Os :
Mortar mortar adalah 1: 4 (semen : ‘ o + $ mon
pasir) dan air secukupnya !_ . o IO Tidak sesual
29 |Memastikan bahwa campuran O] Sesuai
mortar yang dihasilkan baik o
dan seragam ] Tidak Sesuai
Lapisan Bata | 30 | Memastikan bahwa pasangan I . = I ’ I
; L L i ] Sesuai
bata benar. Tebal lapisan [ S —
mortar adalan 1,5 cm. : T T : r :: ] Tidak Sesuai
1 -l
o e — ot

Tebal Siar 1.5 cm

Siar tegak bata
harus selang - seling
pada tiap lapis bata
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PEKERJAAN' |NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Angkur 31 |Memastikan bahwa hubungan Angkur min. © 10 mm O Sesuai
Pengekang antara dinding dan kolom r :::"’::: f‘;f’,‘b"“" o
benar. Baja tulangan harus B STV [ Tidak Sesuai
diangkur setiap 6 lapisan bata Pasangan Y2 bata ¢ Bian sl
niang 40 cm 3 Tulangan Utama
FrRCUEON ' baja © 10 mm
; Dok-tnan S
Foto pertemuan dinding
dengan Kolom
PEKERJAAN |NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Perangkaian | 32 |Memastikan bahwa dimensi minimum ;
Tulangan adalah 12 cm x 15 cm dengan 4 " [ Sesuai
Balok Ring tulangan memanjang. Diameter ' 7 Tidak Sesuai
tulangan memanjang adalah 10 mm : =
yang ditempatkan dengan sengkang —t
diameter 8 mm jarak 15 cm. 12 cm
33 |Sengkang harus dibengkokkan i :
membentuk sudut 135°. Panjang [ Sesuai
minimum kaitan sengkang adalah 6 x D O Tidak Sesual
(diamater tulangan sengkang) (5 cm).
34 |Memastikan bahwa hubungan antara TSP Ty SO
e bet oy deaes ] Sesuai

elemen struktur utama (baja tulangan
diperpanjang ke dalam balok
ring/eliling minimum 40 cm)

] Tidak Sesuai

35

Memastikan terdapat panjang
sambungan lewatan menghubungkan
balok ring/keliling dan kolom

] Sesuai

] Tidak Sesuai
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PEKERJAAN' |[NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Pengecoran | 36 |Memastikan bekisting kuat dan tidak 1 ;
A ] Sesuai
Balok Ring bocor
(Termasuk ] Tidak Sesuai
Bekisting)
37 |Memastikan bahwa selimut beton i
] Sesuai
adalah 10 mm
1 Tidak Sesuai
38 |Memastikan bahwa desain campuran > )
! - ¥ ] Sesuai
beton adalah 1:2: 3 (semen : pasir : ‘; + + -®
kerikil) + % air = = = 7 I Tidak Sesuai
39 |Memastikan bahwa campuran beton -
yaea ¢ 4 r ‘= ] Sesuai
yang dihasilkan baik dan Seragam
] Tidak Sesuai
Constructing Selsmic
Masonry M @ In ind
Teddy Boen, 2006
PEKERJAAN' |NO DESKRIPSI HASIL INSPEKSI
Panjang 40 |Panjang minimum perpanjangan ns ;
Lévitan Pada adalah 40 x D (diameter esua
tulangan) (40 cm)
Sambungan (] Tidak Sesuai
Gunung- | 41 |Memastikan bahwa ukuran i\ an ;
Guring minimum kuda-kuda beton ¥ i [ Sesuai

(Perangkaian
Tulangan)

adalah 12 cm x 15 cm (sama
dengan balok ring), selimut
beton 10 mm

[ Tidak Sesuai

42

Memastikan bahwa panjang
angkur kolom kuda-kuda beton
adalah 40 cm setiap 6 lapisan
bata gunung-gunung.
Memastikan bahwa kuda-kuda
beton menggunakan tulangan
baja diameter 10 mm.

Panjang lewatan antara balok
dan kolom adalah 40 x
diameter tulangan (40 cm).

P L L T TR
e pade PNy - B

Arghar bos e ¥ mvn

o, SPANG 40 Con s § e Bt

s = Lot
2erete vl e e
Parger wtame Sevgan >

Barmata e 30 N

Constructing Seismic Resistant Masonry
Housing in Indonesia, Teddy Boen, 2006

[ Sesuai

[ Tidak Sesuai
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PEKERJAAN' |NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Kuda-Kuda | 43 [Memastikan bahwa kuda-kuda
) 1 Sesuai
Dan Ikatan kayu diangkur ke kolom/balok
Angin ring menggunakan tulangan 1 Tidak Sesuai
baja diameter 10 mm.
44 |Memastikan bahwa ukuran minimum - Sesuai
kuda-kuda kayu 8 cm x 12 cm
| Tidak Sesuai
45 |Memastikan bahwa ikatan angin .
adalah kayu dengan ukuran minimum 1 Snade)
6cmx 12 cm ] Tidak Sesuai
46 |Memastikan kualitas kayu '
untuk kuda-kuda dan ikatan e
angin adalah kualitas yang ) Tidak Sesuai
baik.
PEKERJAAN' |[NO DESKRIPSI ILUSTRASI HASIL INSPEKSI
Jarak Tangki | 43 [Memastikan jarak tangki septik dengan| ' N
Septik dengan sumber air minum dari sumur minimal i
Sumber Air 10 meter. Apabila tidak dimungkinkan 1|0 Tidak Sesuai
minum dari karena keterbatasan luas tanah, maka
sumur digunakan tangki septik biofilter.

Luas ventilasi

44

Memastikan luas ventilasi (bukaan)
minimal 10% dari luas ruang.

(] Sesuai

[J Tidak Sesuai

=R
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Bagian - C

KETENTUAN PENGISIAN DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KELAIKAN
FUNGSI

KABUPATEN SUMEDANG

No
Tanggal

Formulir
PEMERIKSAAN/PENGUJIAN PERSYARATAN TEKNIS
KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

A. DATA UMUM

NO | DATA PEMILIK BANGUNAN

1 Nama Pemilik

2 Alamat

3 Tempat/ Tanggal
lahir

Pekerjaan

g+

No. KTP/ SIM

DATA BANGUNAN

Fungsi Bangunan

Status Tanah

6
7
8 Alamat
9

Kecamatan
10 Kota
11 Provinsi
12 Jumlah lantai Di atas tanah:. Di bawah tanah:
13 Luas lantai BG Luas lantai dasar bangunan: | Luas total lantai bangunan:
14 Kondisi lokasi Datar/Berbukit/ Tepi Sungai atau Laut/ Lainnya
15 No. IMB
16 Rencana Teknis () Prototipe () Non Prototipe
17 Masa Tanggal Mulai dibangun: Tanggal Selesai dibangun:

Pembangunan
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B.1. PEMERIKSAAN ASPEK ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
HASIL PEMERIKSAAN
TIDAK
NO URAIAN Ponavanaran | MEMENUHI | CATATAN
/ BAIK PERSYARATAN/
RUSAK
1 Pemeriksaan penampilan luar
bangunan
2 Pemeriksaan ruang dalam
3 Sistem penghawaan (Suhu,
Kelembapan, Kadar C02 dan CO
baik alami dan buatan
4 Sistem pencahayaan (Intensitas,
sebaran) baik alami dan buatan
5 Pemeriksaan terhadap ruang
gerak
6 Pola hubungan antar ruang
7 Kenyamanan Pandangan baik
pandangan dari dalam keluar
dan dari luar ke dalam
8 Kemudahan hubungan
horizontal
9 Kemudahan hubungan vertikal
10 Sarana kemudahan disabilitas
11 Kelengkapan Prasarana &
Sarana arsitektural pada BG
12 Penggunaan bahan bangunan
yang aman
a. Bahan Dinding dan Pelapisnya
b. Bahan Plafond dan Pelapisnya
c. Bahan Atap
CATATAN:

Pemeriksa
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B.2. PEMERIKSAAN ASPEK STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG
HASIL PEMERIKSAAN
TIDAK
NO URAIAN Ponavanaray | MEMENUHI | CATATAN
/ BAIK PERSYARATAN
/ RUSAK

1 Jenis / Tipe bahan struktur
2 Jenis / Tipe sistem struktur
3 Jenis / Tipe pondasi
4 Pemeriksaan Balok Pengikat

(Sloof)
5 Pemeriksaan Kolom
6 Pemeriksaan Dinding
7 Pemeriksaan Kusen, Jendela dan

Pintu
8 Pemeriksaan Balok Ring
9 Pemeriksaan Kuda-Kuda dan

Ikatan Angin
10 Pemeriksaan Penutup Atap
11 Kemampuan Mendukung Beban

Muatan (Visual atau
menggunakan alat non destruktif)

EVALUASI DAN PEMERIKSAAN KERUSAKAN

1

Evaluasi Penurunan
Bangunan

Evaluasi Kemiringan
Bangunan

EvaluasiTingkat
Kerusakan pada
Struktur Bangunan dan
Bagian-Bagiannya

CATATAN:

Pemeriksa
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B.3. PEMERIKSAAN ASPEK PLAMBING BANGUNAN GEDUNG
HASIL PEMERIKSAAN
TIDAK
NO URAIAN PhnatanarAN | MEMENUHI | CATATAN
/ BAIK PERSYARATAN
/ RUSAK
1 Sistem air bersih
(Sistem pemipaan, kualitas,
kapasitas, tekanan)
2 Sistem pembuangan air kotor/
limbah (Sistem pemipaan,
pengolahan, kualitas Elluen)
3 Sistem pembuangan kotoran &
sampah
(Bentuk pewadahan, kapasitas)
4 Sistem penyaluran air hujan
(Penyaluran, penampungan,
penyerapan)
S Pemeriksaan Septik Tank
CATATAN:

Pemeriksa
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B.4. PEMERIKSAAN ASPEK MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN
PLAMBING BANGUNAN GEDUNG

HASIL PEMERIKSAAN
TIDAK
NO URAIAN MEMENUHI CATATAN
PERSYARATAN MEMENUHI
PERSYARATAN

1 Sistem Instalasi Tata Udara
2 Sistem Transportasi Vertikal
3 Sistem Plambing dan Pompa

Mekanik
4 Sistem Sanitasi
S Pengamanan Terhadap Bahaya

Kebakaran
6 Instalasi penangkal petir
7 Instalasi listrik
CATATAN:

Pemeriksa
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B.5. PEMERIKSAAN TATA RUANG LUAR BANGUNAN GEDUNG

HASIL PEMERIKSAAN
TIDAK
NO URAIAN MEMENUHI CATATAN
PERSYARATAN MEMENUHI
PERSYARATAN

1 Pemeriksaan Ruang Terbuka

Hijau dan Tata Pertamanan
2 Pemeriksaan Prasarana dan

Sarana Sirkulasi Mobil dan

Orang
3 Pemeriksaan Kelengkapan

Prasarana dan Sarana Ruang

Luar
CATATAN:

Pemeriksa
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15
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Evalusst penurunan bangunan

Evalugsi kemiringan bangunan

Evalussi tingkot kerusokon
Parigowas

Bagian - D
KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
SECARA VISUAL
REKAPITULASI DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KERUSAKAM
Lakasi 3 Maristanggal 00 _______
Bagiom [ 4 Walitu [
Kanmg gadung
Alanot
Pamilik e e e
Fungsi gedung 0 Humign 0 Keagomaarn
0 Usaho 1] Sosiol Budoyao
0 ¥husus 0 Latnnya
JenisStipe bahon struktur 0 Beton bertulang 0 Beton procetak
0 Romposit 0 Baja
0 Wawu 0 Baja ringan
0 Pasangan bata 0 Lainmya R
lenisstipe sistem strultor (0 Rongkasportal 0 Rangka & dinding geser
0 Dinding 0 Latnrya o
Junmlgh Lantai bamgunon
- di gtas tanah —
- di bawah tanoh ===
Ukuran Lantai dasar (m) e
lenis tipe fondosi 0 Danghkal 0 Dalan {pancang/barl}
0 Basemant 0 Latnnya o
Kondisi lokasi 0 Datar 0 Lereng/miring
0 Bukit 0 Lembgh
0 Tepi lautssungai 0 Daeroh iAdustri
0 Raman genpa 0 Rawan longsor
0 Raman banjir 0 Lainmya ——
Pelopis dinding 0 Eayu 0 Plester
0 wall paper 0 Latnnya I
Felapis plofon 0 Hayu 0 Metal
0 Akustik [i] Latrirya I
Pelopis atep 0 Tanah Lict 0 Metal
0 Beton 0 Lainmya —
Derermen
- pErencansan 0 Data ujl tanah 0 Analisa struktoer
0 Topografi 0 Spesifikosi teknis
I Gambar rencano 0 I7in Mendirikan Bonguman
0 Gasbor kerja 0 Latnnya —
= peleksangan 0 As built drowing 0 Sertifiket Loik Fungsi
0 Berita Acora 1] Lainmya I




o SR Pl e

18
11

13
14
15
16
17
18
13

Zl
Fif
£3

24

25

26

2F

28
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RINGEASAN RINCIAM KERUSAKAN

Lo%vosi 3 Horiftonggol pemeriksponm ___
Bogian  ___________ 4 ‘Waktu [
Momo gedung . B
&lomat _—
Pemilik o
Pertukoon tanoh 0  retak 0 bercelah O runtuh
0 penurunon berbeda 0 liguifaoksi 0 lmirmya _____
Fondasi 0 rusak 0  runtuh 0 pindah
0 potah 0 ‘hilang D terguling

Bout onglkur 0 sebogion lepas 0 hilong 0 bengkok
Lontai 0 |berbeds elewasi 0 miring D runtuh
REongeo struktur 0 retak 0 terkelupas 0 ‘Thoneur
Sembungan 0 Deformasi kecil 0 retok D ‘Thoneur
Plafan 0 lepas 0 miring 0 runtub
Plastersn 0O retak 0 kerkelupas 0 runtub
Lentai 0  retak 0 miring 0 runtubdoublcs
Eergks atap 0 sebagian patah 0 rusak 0 runtub
Perrtup atap 0 bergeses/lepas 0 rusak 0O runtuh
Flambing 0 bocar 0 patah 0 rusck
Listrik 0 terjadti hub, pencdek 0 alirgs listeik berpumus 0 rusok
Toto udara 0 tergenggu 0 seboglan rusak 0 rusck
Liftfeskalator 0 perle diperiksa 0 tidek dpt bercperest 0 henous
erusthon pods strukhie uheng
- Fondast 0 Rusak ringan 0 Rusgk sedeng 0 Rusek beret
- kolosg O Rusak ringan 0 Rusak sedang 0 Rusek berct
- sistem lantal B balok 0 Rusak ringan 0 Rusak sedang 0 Rusek berek
- atap 0 Rusak ringan 0 Rusak sedang 0 Rusak berek
Kprsaken pade strkbr
i e
- plafon 0 Rusak ringan 0 Rusak sedang 0 Rusak berak
- dinding 0 Rusak ringan 0 Rusak sedang D Rusak berak
- pintu 0 Rusak ringan 0 Rusak sedang 0 Rusak berak
- jendela 0 Rusak ringan 0 Rusak sedang 0 Rusak berak
Kensaon pade sisten wkl1itas
- tato wdora 0 Rusak ringan O Rusak sedong 0 Rusak berat
= plambing 0 Rusak ringan O Rusak sedong 0 Rusak berat
= glektrikal 0 Rusak ringan [ Rusok sedang 0 Rusck herak
- proteksi kebakaron 0 Rusak ringan [ Rusak sedang 0 Ruscok berok
Parglotan keomanan
= detektor & alamm [ Rusak ringan [ Husok sedong {r  Rusak berot

aksesibkilitas [ Rusak ringan [ Rusak sedang O Rusak berat

proteksi kebokaran [ Rusak ringan 1 Husok sedong {r  Rusok berot
Loin-lain
= Finishing i} Rusak ringan i Rusak sedang 0 Busck berct
Kompntar
Pengawas

Sumber: Permen PU No. 16/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala

Bangunan Gedung
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BAGIAN - E
KETENTUAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
MENGGUNAKAN PERALATAN NON-DESTRUKTIF

. PENGAMATAN VISUAL

. Pengamatan visual menggunakan alat Thermal Imaging Camera
Thermal Imaging Camera adalah kamera yang mendeteksi panas dalam rentang
sinar infra merah, yaitu sekitar 900-14.000 nm dan menngubahnya menjadi
tayangan gambar atau video berwarna hitam putih. Kamera ini dapat ‘melihat’

semua obyek dalam kondisi gelap total sekalipun

. Cara Penggunaan
Arahkan Thermal Imaging Camera ke obyek yang ditinjau. Layar display akan
menayangkan gambaran obyek sesuai dengan suhunya. Bagian obyek yang
bersuhu tinggi akan berwarna merah mengarah ke putih. Sedangkan yang

bersuhurendah berwarna biru mengarah ke violet

Obyek yang diperiksa

Instalasi listrik, system plambing air minum/air limbah

& |

Residential Heat Loss Find Electrical Problems

"

Missing Insulation Locate Water Damage

Gambar.E.1. Ilustrasi Pemeriksaan menggunakan Thermal Imaging Camera
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2. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN BETON

a. Pengujian menggunakan alat Rebound Test Hammer / Concrete Test Hammer/

Palu Beton

Palu beton adalah alat yang digunakan untuk mengetahui keseragaman

material beton tanpa merusak struktur. Terdapat beberapa macam palu beton

yaitu:

e Palu beton tipe N untuk menguji beton dengan ketebalan 100 mm atau
lebih dengan ukuran partikel maksimum 32 mm.

e Palu beton tipe NR dilengkapi dengan kertas pencatat. Nilai-nilai lentingan
dicatat sebagai bar chart dan mampu mencatat hasil 4000 test.

e Palu beton tipe LR beroperasi pada tekanan energi tiga kali lebih kecil, ideal
untuk ketebalan dinding 50 — 100 mm atau untuk menguji komponen yang
kecil.

b. Cara Penggunaan
Letakkan batang penekan palu beton pada bermukaan beton yang akan diuji
secara tegak lurus, tetapkan tekanan yang digunakan dan tekan palu beton
sampai batang penekan menghilang, lepaskan palu beton. Nilai lentingan yang
ditunjukkan pada layar adalah nilai kekuatan beton saat tes/ aktual lapangan

untuk dibandingkan dengan nilai kekuatan beton rencana.

c. Obyek yang diperiksa

Kolom, balok struktur

Gambar.E.2. Ilustrasi Pemeriksaan menggunakan Rebound Test Hammer / Concrete Test

Hammer/ Palu Beton
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3. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SISTEM PENGHAWAAN

a. Pengujian menggunakan alat sistem penghawaan

Beberapa alat yang digunakan untuk menguji sistem penghawaan diantaranya

adalah thermometer, CO (Carbon Monoxyde) meter, CO2 (Carbon Dioxyde)

meter, RH (Relative Humidity) meter, Air quality meter. Air quality meter mampu

mengukur beberapa indikator kualitas udara seperti CO, CO2, 02,

kelembaban, titik embun, suhu ruangan serta menyimpan data pengukuran

dalam SD Card.

b. Cara Penggunaan

Pasang sensor sesuai jenis pengukuran yang akan dilakukan terhadap

indikator tertentu dari udara (CO, CO2, O2, kelembaban, titik embun, suhu

ruangan). Hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada layar dan data hasil

pengukur tersimpan dalam SD Card untuk kemudian diunduh ke dalam

program Excel secara langsung.

Ambang batas kondisi ideal:

Temperatur/ suhu = 18-28 derajat celcius
Kadar CO maksimum = 100 ppm
Kadar C02 maksimum = 1000 ppm

c. Obyek yang diperiksa
Udara

" a

I
{

Gambar.E.3. Ilustrasi Air Quality Meter

Kelembaban = 40 — 60%
I |

AZ-OCC4

Qamdar 2. 4 Hunrasl Qambar Alst
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4. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SISTEM PENCAHAYAAN

a. Pengujian menggunakan Lux Meter

Lux meter merupakan alat untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di

suatu tempat sehingga dapat diketahui apakah suatu ruangan memiliki

kualitas pencahayaan yang baik atau tidak.

b. Cara Penggunaan

Arahkan alat pengukur pada suatu ruang atau bagian dari ruang yang ingin

diketahui kualitas pencahayaannya. Hasil pengukuran dapat langsung dibaca

pada layar.
Ambang batas kondisi ideal sesuai SNI 03-6197-2000 adalah:

Rumah tinggal = 60 - 250 lux

Perkantoran = 150 - 750 lux

Lembaga pendidikan = 200 - 750 lux

Hotel & Restoran = 100 — 500 lux

Rumah sakit/ balai pengobatan = 250 — 500 lux
Pertokoan/ ruang pamer = 250 — 500 lux
Industri (umum) = 1 - 2000 lux

Rumah ibadah = 200 lux

c. Obyek yang diperiksa

Pencahayaan pada ruang atau bagian ruang

Gambar.E.4. Ilustrasi Lux Meter
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5. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KECEPATAN ANGIN

a. Pengujian menggunakan Anemometer
Anemometer merupakan alat untuk mengukur besarnya kecepatan angin.
Untuk kecepatan angina yang rendah sebaiknnya menggunakan hot wire

anemometer.

b. Cara Penggunaan

Pegang alat pengukur dan posisikan antena pengukur secara tegak pada suatu

ruang atau bagian dari ruang yang ingin diketahui kecepatan anginnya. Hasil

pengukuran dapat langsung dibaca pada layar.

Ambang batas ideal dan persyaratan ventilasi:

1. Volume udara ideal adalah 0,283 m3/menit/orang dengan kecepatan angin
antara 0,15-0,25 m/detik.

2. Ruangan kerja yang tidak menggunakan pendingin harus memiliki lubang
ventilasi minimal 15% dari luas lantai dengan menerapkan sistem ventilasi

silang.

c. Obyek yang diperiksa

Kecepatan angin pada ruang atau bagian ruang

Gambar.E.5. Ilustrasi Anemometer
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6. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TINGKAT KEBISINGAN

a. Pengujian menggunakan Sound Level Meter
Sound Level Meter merupakan alat untuk mengukur tingkat intensitas di

tempat kerja.

b. Cara Penggunaan
1. Atur pembobotan waktu (lambat, cepat dan impulsf) dan frekuensi (A,C dan
Z) sesuai keperluan.
2. Posisikan mikrofon alat ukur setinggi posisi telinga manusia di tempat kerja.
Hindari terjadinya refleksi bunyi dari tubuh atau penghalang sumber bunyi.
3. Arahkan mikrofon alat ukur dengan sumber bunyi secara tegak lurus.’

4. Catat hasil pengukuran

c. Obyek yang diperiksa
Tingkat kebisingan pada suatu tempat. Tingkat kebisingan yang
diperkenankan ada di ruang kerja maksimum 85 desibel
(Kepmenkes No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan

Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri).

,\)Iw\t "

y

wr S
s

Gambar.E.6. [lustrasi Anemometer
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7. PENGUKUR JARAK

a. Pengukuran Jarak menggunakan Laser Distance Meter

Laser Disto Meter merupakan alat untuk mengukur jarak menggunakan laser.

b. Cara Penggunaan
e Tempatkan alat pada bagian dasar di satu titik.
e Arahkan sinar laser pada titik yang akan diukur jaraknya. Sinar laser yang
terpantul akan dilengkapi kembali oleh laser distance meter.

e Jarak diukur oleh alat berdasarkan interval waktu antara pengiriman dan

penerimaan kembali sinar laser.

c. Obyek yang diperiksa
Ruangan, koridor, tangga, ram, jalur kendaraan, jalur pedestrian dan area

parkir.

e

.lIHlIIII|IHIIIIII|IIII|IIII|IIII|IIII|II

TR

Gambar.E.7. llustrasi Laser Distance Meter
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o

. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN SISTEM KELISTRIKAN

d. Pengujian menggunakan alat Clamp Meter

Clamp meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik AC,

voltase AC dan DC, tahanan, dan kontinuitas arus listrik.

Cara Penggunaan

Buka penjepit clamp meter, tempatkan secara hati-hati bukaan alat terhadap
konduktor yang akan diukur. Yakinkan tidak ada konduktor lain dalam
bukaan alat. Tutup penjepit kembali, atur kenop untuk pemilihan jenis
pengukuran dan nilai maksimum yang dikukur untuk mendapatkan

pembacaan yang terbaik.

Obyek yang diperiksa

Instalasi listrik

Gambar.E.8. [lustrasi Pemeriksaan menggunakan Clamp Meter

BUPATI SUMEDANG,
ttd

EKA SETIAWAN




LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN

SUMEDANG

FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG ATAU BANGUNAN PRASARANA

YANG AKAN DIBONGKAR

Formulir
PERMOHONAN
PEVERINTA RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN (RTB)
SUMEDANG BANGUNAN GEDUNG
Dengan hormat,
Nomor : ........... Kepada
Perihal : Pemohon RTB Yth. Bupati Sumedang
Cq Kepala ... (perangkat
daerah yang
menyelenggarakan

urusan pemerintahan
bidang perumahan)

di Tempat
Yang bertanda tangan di bawah ini :
1. Bentuk Usaha : Perseorangan /Badan Usaha/Badan Hukum
2. Nama L e
3. Alamat et
4. No Telepon/HP et
5. Email PPN
6. No KTP PPN
7. Jabatan dalam Perusahaan : .........c.ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie
8. Nama Perusahaan L e
9. Alamat Perusahaan ettt
10. No Telepon Perusahan PP

11. Data Bangunan/Prasarana yang diajukan RTB
a. Jenis Bangunan/Prasarana : .........c.cooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiie
b. Jalan PP

c. Desa/Kelurahan PPN



d. Kecamatan PPN
Dengan ini mengajukan permohonan Rencana Teknis Pembongkaran (RTB)
Bangunan Gedung/prasarana karena :
[} pembangunan bangunan gedung/prasarana baru,;
] dinyatakan tidak laik fungsi;
[ membahayakan kepentingan umum;
[l bangunan gedung/prasarana tidak memiliki IMB.
Untuk :
1. Detail Bangunan Gedung :
Fungsi Bangunan : [J Fungsi Hunian
[] Fungsi Keagamaan
[] Fungsi Usaha
[] Fungsi Sosial Budaya

[J Fungsi Khusus

- Luas Bangunan L e m?
- Tinggi Bangunan/Lantai : ................ M/ i, Lantai
2. Tanah
a. Total Luas tanah e ettt m?2

b. Bukti Hak Atas Tanah

Nomor dan

Nama Lokasi Desa / |Luas tanah Atas
No tahun
Dokumen Kelurahan (m?2) nama
dokumen
1.
2.
3.

(untuk nama dokumen pilih sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik,
petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.)

3. Lampiran persyaratan permohonan Rencana Teknis Pembongkaran, yaitu:

a. fotokopi KTP pemohon;

b. dokumen legalitas dalam hal permohonan pembongkaran bangunan
gedung/prasarana,;

c. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung/prasarana dalam hal
pemohon bukan pemilik bangunan gedung/prasarana;

d. fotokopi surat bukti status ha katas tanah;



g.
h.
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surat persetujuan pemilik tanah dalam hal pemilik bangunan/prasarana
bukan pemilik tana;.

surat pernyataan bahwa bangunan gedung/prasarana tidak dalam
status sengketa;

laporan terakhir hasil pemeriksaan berkala; dan

dokumen RTB bangunan gedung/prasarana.

Demikian permohonan rencana teknis pembongkaran bangunan
gedung/prasarana ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan
yang berlaku.

Pemohon

BUPATI SUMEDANG,
ttd

EKA SETIAWAN



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

Bagian - A

Bagian - B

Bagian - C

Bagian - D

Bagian - E
Bagian - F

TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
PADA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IMB

TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
PADA SAAT PERMOHONAN DAN PENERBITAN SLF ATAU
PERPANJANGAN SLF

TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
PADA SAAT PEMBONGKARAN

TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG
EKSISTING

BORANG SURVEI PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING

TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG
EKSISTING
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Bagian - A

TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PADA
PERMOHONAN DAN PENERBITAN IMB

Tabel tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada permohonan dan
penerbitan IMB

NO Kegiatan Pemilik Petugas Tim Ket
BG Pemasukan Teknis
data

1 Pemohon mengajukan
permohonan IMB

2 Ceklist berkas ‘
permohonan sesuai I -

3 Bila berkas belum lengkap =
maka berkas akan =
dikembalikan N

4 e pendataan pertama
dilakukan petugas
pemasukan data setelah
berkas lengkap

e berkas IMB diberi
penomoran sesuai
dengan sistem informasi
manajemen bangunan
gedung kedalam basis
data.

Y

5 Berkas disampaikan ke
petugas IMB untuk dikaji
secara teknis

6 Basis data dimutakhirkan
setelah dilakukan proses
penialaian dokumen
rencana teknis,
pengesahan rencana
teknis, dan penerbitan
IMB

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 Bila hasil pengkajian tidak !
memenuhi persyaratan l
maka akan ‘
diinformasikan ke
pemohon dan database
akan diupdate

8 Bila hasil pengkajian v
memenuhi persyaratan

maka, IMB akan ‘ & 4‘
dikeluarkan dan database

akan diupdate
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Bagian - B

TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PADA SAAT

Tabel tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada saat permohonan

PERMOHONAN DAN PENERBITAN SLF ATAU PERPANJANGAN SLF

dan penerbitan slf atau perpanjangan slf

NO

Kegiatan

Pemilik
BG

Petugas
Pemasukan
data

Tim
Teknis

Ket.

Pemohon mengajukan
permohonan SLF/ SLF-N

Ceklist berkas
permohonan sesuai

Bila berkas belum lengkap
maka berkas akan
dikembalikan ke pemohon

pendataan pertama
dilakukan oleh petugas
pemasukan data setelah
berkas permohonan SLF
atau perpanjangan SLF
dinyatakan lengkap

berkas permohonan SLF
atau perpanjangan SLF
diberikan penomoran
sesuai dengan Sistem
Informasi Manajemen
Bangunan Gedung dan
dimasukan ke dalam
basis data

Kajian teknis oleh petugas
pengkaji teknis kelaikan
BG

v

basis data dimutakhirkan
setelah SLF atau
perpanjangan SLF terbit

Bila hasil pengkajian tidak
memenuhi persyaratan
maka akan
diinformasikan ke
pemohon dan database
akan diupdate

penerbitan atau
perpanjangan SLF untuk
bangunan gedung
sederhana dilakukan oleh
DPMPTSP dan untuk SLF
atau perpanjangan SLF
bangunan gedung lainnya
dilakukan oleh Dinas
PUPR
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Bagian - C
TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG PADA SAAT
PEMBONGKARAN

Tabel tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada saat
pembongkaran

NO Kegiatan Pemilik Petugas Tim Ket.

BG Pemasukan Teknis
data
1 Pemohon menyampaikan
permohonan

pembongkaran / Instansi
terkait memerintahkan

pembongkaran \

2 Ceklist berkas
permohonan
pembongkaran

®

3 Bila berkas belum lengkap < &
maka berkas akan

dikembalikan ke pemohon

e pendataan pertama
dilakukan oleh petugas
pemasukan data setelah
berkas permohonan
Pembongkaran
dinyatakan lengkap;

e berkas permohonan
pembongkaran diberikan
penomoran sesuai
dengan Sistem Informasi
Manajemen Bangunan
Gedung dan dimasukan
ke dalam basis data \

4 Bila lengkap akan \

dilanjutkan ke petugas
teknis /‘

S basis data dimutakhirkan
setelah rencana teknis
pembongkaran (RTB)
bangunan gedung ‘

disetujui Dinas PUPR dan
pembongkaran bangunan

gedung dilaksanakan Y

6 RTB disampaikan kepada /

pemohon ‘
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Bagian - D

TATA CARA PELAKSANAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING

Tabel tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung eksisting

NO

Kegiatan

Pemilik
BG

Petugas
Pemasukan
data

Tim
Teknis

Ket

petugas pemasukan data
menyiapkan daftar simak
data umum, data teknis
bangunan gedung, dan
data status bangunan
gedung sebagai instrumen
survei pendataan
bangunan gedung

pemilik bangunan gedung
menyiapkan kelengkapan
isian daftar simak

1

Pengisian berkas
pendataan dilakukan oleh
petugas pendataan

petugas pemasukan data
melakukan pengisian
daftar simak untuk
dimaksukkan ke dalam
basis data

Pengkajian dilakukan oleh
pengkaji teknis untuk
menilai kelayakan fungsi
bangunan

dalam hal diterbitkan IMB
dan/atau SLF untuk
bangunan gedung
eksisting, petugas
pemasukan data
melakukan pemutakhiran
basis data
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Bagian - E
BORANG SURVEI PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING

BORANG SURVEI PENDATAAN BG

Tanggal Pendataan : .......c.cceevveiiininieninnennenne.
Legalitas BG : O Legal O Tidak Legal
No. IMB L e
No. SLF L e

DATA PEMILIK

Type Pemilik QO Perorangan O Usaha () Negara
Perorangan Badan Usaha Negara
Nama Nama Badan Usaha Nama Institusi
No Identitas No Akte Pendirian No IKMN
Jenis ID HDNO
O KTP O SIM (O Passport

ALAMAT PEMILIK

Provinsi P
Alamat s
Kabupaten = .....ccocoiiiiiiiiiiiiiiieene,

Kecamatan : .....cocovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn..



DATA TANAH

Status Hak Atas Tanah

Nama Pemilik PP PP PTPRTPUPPR
No. Identitas et ettt et et ettt e et ettt e ettt e en et e n e e enean
Jenis ID : OKTPQ SIM Q) Passport

No. Bukti KepemiliKam :.....coouuouiniiiiii ettt e e
Jenis Bukti : (O SHM (O HGB O Letter C O Girik
Provinsi Tanah O PP PO P PP PPPPPEN
Kabupaten Tanah Tt ettt ettt eieeeteeetetetaenetetete ettt taeetateenetataeetataaaneaeraraneanns
Kecamatan Tanah PP PP PP
Desa Tanah PP PPPTPRR

Data Tanah

Luas Tanah (m?2) TP
Peruntukan Tanah : (O Hutan Produksi O Industri
(O Hutan Rakyat O Pariwisata
(O Pertanian (O Ibadah
(O Perikanan (O Pendidikan
(O Pertambangan (O Hankam
(O Pemukiman
KDB Max s KLB Max e
KDH Max TP KTB Max TN

FOTO BANGUNAN / TANAH FOTO DENAH




DATA BANGUNAN GEDUNG

Fungsi BG : () Hunian O Usaha () Keagamaan () Sosial Budaya () Khusus

Jumlah lantai

Luas BG (m?)

Ketinggian BG (m)

Luas Lantai Basemen

Tanggal dimulai konstruksi

Tanggal selesai konstruksi

Provinsi BG Kabupaten BG

Kecamatan BG Desa BG
RT BG RW BG
Alamat BG

KLASIFIKASI BG
Kompleksitas BG

(OSederhana (O Tidak Sederhana

Kepadatan Lokasi

(OPadat  (OSedang () Renggang
(O Khusus

Tingkat Permanensi
(O Permanen () Semi Permanen

Ketinggian BG

(OTinggi (OSedang (O Rendah
(O Darurat

Tingkat Resiko Kebakaran
(OTinggi (OSedang (O Rendah

Kepemilikan
(O Perorangan () Badan Usaha () Negara

Resiko Gempa Koordinat
(Ozonal (Ozona2 ()Zona3 LS :
(Ozona4 ()Zonas BT :
Nilai Bangunan saat didirikan IRD ceieiieienn, (opsional)

Nilai Bangunan saat ini IRD o, (opsional)



DATA TEKNIS
KOEFISIEN SEMPADAN
Koefisien Dasar Bangunan Koefisien Lantai Bangunan
Koefisien Daerah Hijau Koefisien Tapak Basemen

Garis S dan B .
atls sempadan bangunat Gambar Rencana Teknis ()

Gambar Sesuai Pelaksanaan

RUANG HIJAU TERBUKA PEKARANGAN
RTH O Luas RTH O Dokumen RTH O

DAMPAK LINGKUNGAN

. Sistem Penampungan & Dokumen Lingkungan
Limbah B3 O Pengolahan (O AMDAL O

FASILITAS BANGUNAN GEDUNG

Dokumen Aksesibilitas O Dokumen transportasi BG O

Transportasi dalam BG : () Lift () Tangga Berjalan () Lantai Berjalan

STRUKTUR

Struktur Bangunan Bawah

Dokumen Teknis Tanah O O Pondasi Dangkal
Dokumen Lampiran Struktur O O Pondasi Dalam

Struktur Bangunan Utama Struktur Atap
(O Beton (O Beton
(O Baja (O Baja
O Kayu O Kayu
Kebakaran Penangkal Kebakaran
MPK / RTDK O O Aktif

Dokumen Lampiran () O Pasif
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LISTRIK, PETIR, KOMUNIKASI, PENCAHAYAAN & SANITASI

Daya Listrik (Watt) : ....c.coveiiininie.

Dokumen Instalasi Listrik O

Instalasi Penangkal Petir Q)

Dokumen Penangkal Petir

Dokumen Pencahayaan ()

Dokumen Instalasi Komunikasi ()

Instalasi Komunikasi

Sanitasi
Pengolahan Limbah Domestik

O PABX (O LAN / WAN O
Sistem Sanitasi O

O Interkom O Lain-lain
Pengolahan Air Hujan O
Sistem Drainase O

O PDAM O Air Tanah Instalasi Gas O
Dokumen Lampiran Sanitasi O

DOKUMEN
Surat Advis KRK O Surat Kepemilikan Tanah Sewa

No. Surat Advis KRK :

Surat Permohonan IMB
Surat Permohonan SLF
Fotocopy Identitas Pemohon
Surat Kuasa IMB

Surat K3

Rekomendasi Desa

Rekomendasi Kecamatan

o O O O O 00 O

Copy Sertifikat Tanah
Surat Pajak

SIPPT

Tabel Ceklis Dokumen
Tabel Ceklis Teknis

Surat Setoran Retribusi Daerah

Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Berita Acara Pemeriksaan

O O OO OO0 OO OO0




PENYEDIA JASA
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Penyedia Jasa
Arsitektur

Penyedia Jasa Struktur

Penyedia Jasa Utilitas

Nama Perencana

Nama Perencana

Nama Perencana

No. Sertifikat

No. Sertifikat

No. Sertifikat

Alamat

Alamat

Alamat

Nama Pelaksana

Nama Pelaksana

Nama Pelaksana

No. Sertifikat

No. Sertifikat

No. Sertifikat

Alamat

Alamat

Alamat

Nama Pengawas

Nama Pengawas

Nama Pengawas

No. Sertifikat

No. Sertifikat

No. Sertifikat

Alamat

Alamat

Alamat
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Bagian - F
TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN BANGUNAN GEDUNG EKSISTING

Tabel tata cara pelaksanaan pendaftaran bangunan gedung eksisting

NO Kegiatan Pemilik Petugas Tim Ke
BG Pemasukan Teknis t.
data
1 pemilik /pengguna

bangunan gedung
menyiapkan kelengkapan
dokumen untuk
pendaftaran bangunan
gedung (dokumen
administrasi dan teknis)
untuk disampaikan

kepada petugas \
pemasukan data

3 petugas pemasukan data A
melakukan pengisian data
administrasi dan teknis ke
dalam basis data

4 Pengkajian dilakukan oleh
pengkaji teknis untuk
menilai kelayakan fungsi
bangunan

S dalam hal diterbitkan IMB

dan/atau SLF untuk

bangunan gedung

eksisting, petugas ‘@—'
pemasukan data

melakukan pemutakhiran
basis data

BUPATI SUMEDANG,
ttd

EKA SETIAWAN
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FORMULIR BERITA ACARA PENGAWASAN

Kop Surat SKPD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI

Berdasarkan  Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR  Nomor.......

tanggal......... perihal Penugasan Pengawasan Pelaksanaan  Konstruksi
Bangunan Gedung, maka pada hari
ini......... tanggal.............. bulan......... tahun................... , Saya/Kamil yang

bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama/NIP PPN
Jabatan . (Ketua/ Sekretaris/ Anggota)
2. Nama/NIP PP
Jabatan . (Ketua/ Sekretaris/Anggota)
3. Nama/NIP PP
Jabatan . (Ketua/ Sekretaris/Anggota)

telah melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian3 secara langsung terhadap
hasil Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung..................... yang, dan
dengan memperhatikan :

1. Dokumen IMB beserta lampirannya (Dokumen Rencana Teknis IMB yang
telah disahkan, surat penyataan).
2. Kelengkapan hasil penilaian, pemeriksaan, dan pengujian sekurang-
kurangnya:
1. Foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan
100%),
2. Laporan konsultan pengawas, laporan pelaksanaan pekerjaan,
Jaminan-jaminan, dll.

Untuk itu Saya/Kamil) menyatakan pelaksanaan konstruksi bangunan
gedung:

1. Nama Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung ........................................
2. Fungsi Bangunan Gedung = e,



3. Alamat et
sesuai/tidak sesuaill dengan ketentuan IMB dan lampirannya.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi ini
dibuat dengan sebenarnya.

Tim Pemeriksan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi4 :

1o e Nama jelas L tanda tangan
NIP.

2 e Nama jelas L tanda tangan
NIP

3 i Nama jelas L tanda tangan
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DAFTAR SIMAK KESESUAIAN RENCANA TEKNIS DAN HASIL KONSTRUKSI

NO URAIAN KESESUAIAN KETERANGAN
1. | Rencana Arsitektur O Sesuai 0O Tidak Sesuai
2. | Rencana Struktur O Sesuai 0 Tidak Sesuai
3. | Rencana Utilitas O Sesuai 0O Tidak Sesuai

Catatan: rincian uraian rencana teknis yang diawasi disesuaikan dengan
Persyaratan Teknis Permohonan IMB.
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Bagian - C

DAFTAR SIMAK PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN

KESEHATAN KERJA (K3)

NO URAIAN KESESUAIAN KET
1. | Persyaratan Umum O Sesuai [ Tidak Sesuai
2. | Tempat Kerja dan Peralatan O Sesuai 0O Tidak Sesuai
3. | Perancah (SC AFFOLDS) O Sesuai 0 Tidak Sesuai
4. Tan'gga Kerja Lepas (lgdder) dan Tangga O éje suai O Tidak Sesuai

Kerja Sementara (stairs).
5 Peral.atan untuk mengangkat (lifting O Sesuai [J Tidak Sesuai
appliance)
6. Ta.lh, Rantai-Rantai dan Perlengkapan O Sesuai [ Tidak Sesuai
lainnya.
7. | Permesinan O Sesuai 0 Tidak Sesuai
8. | Peralatan Pemindahan Tanah O Sesuai 0 Tidak Sesuai
9. | Pekerjaan-Pekerjaan Bawah Tanah O Sesuai 0 Tidak Sesuai

10. | Penggalian-Penggalian O Sesuai O Tidak Sesuai
11. | Pemancangan Tiang Pancang O Sesuai O Tidak Sesuai
12. | Pengerjaan Beton O Sesuai O Tidak Sesuai
13 Operasi lainnya dalam pembangunan O Sesuai 0 Tidak Sesuai

" | bangunan gedung
14 | Pembongkaran (Demolition) D Sesuai U Tidak Sesuai

Catatan: rincian uraian ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengacu
pada Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum
No. Kep-174/MEN/1986/ No. 104/KPTS/1986. Tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
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FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

KOP SURAT... (PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

.................. , .......Bulan......Tahun........

Nomor : Kepada,
Lampiran : Yth,Pemilik Bangunan/
Pengguna Bangunan
Perihal : Peringatan 1/2/3 Gedung.........cocevevninnnns
Alamat:......ccocoeevenieninnee.
di-

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bangunan Gedung Pasal ... ayat
... tentang IMB:

Bahwa setiap orang atau badan wajib memiliki IMB dengan mengajukan
permohonan IMB kepada Bupati untuk melakukan kegiatan:

a.Pembangunan Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan Gedung.

b.Rehabilitasi/renovasi Bangunan Gedung dan/atau prasarana Bangunan
Gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/
pengurangan; dan

c. pemugaran/pelestarian dengan mendasarkan pada surat Keterangan
Rencana Kabupaten (advis planning) untuk lokasi yang bersangkutan.

Peraturan Bupati Nomor .... tahun ... tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Pasal......... ayat........ , bahwa setiap orang atau badan hukum yang
akan membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat bangunan gedung harus memiliki IMB.

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera
melengkapi bangunan gedung yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki dengan IMB.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut
masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, maka akan dikenakan sanksi
penertiban berupa penyegelan dan/atau pembongkaran.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi
tanggung jawab Tim Penertiban Kabupaten...
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Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala ... (Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan),

......................................

Tembusan:

1. Bupati Sumedang.

2. Kepala ...(Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan)
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
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FORMAT SURAT PERINTAH PEMBATASAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

KOP SURAT... (PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

.................. , .......Bulan......Tahun........

Nomor : Kepada,
Lampiran Yth,Pemilik Bangunan/
) ) Pengguna Bangunan
Perihal : Peringatan 1/2/3 Gedung.......ocoevvevenennanen.
Alamat:......ccoceeeienieniann..
di-

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bangunan Gedung Pasal ... ayat

.. tentang IMB:

1. Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik
Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan.

2. Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti
semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam
IMB.

Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang ... Pasal ... Ayat ... bahwa ...

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk

melakukan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung sesuai dengan

persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ada dalam IMB.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut

masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, maka akan akan dikenakan sanksi

penertiban berupa pembatasan pekerjaan konstruksi.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi

tanggung jawab Tim Penertiban Kabupaten....................

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala ... (Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang
perumahan),

......................................

Tembusan:

1. Bupati Sumedang.

2. Kepala ...(Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan).
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
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FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN SEMENTARA PEKERJAAAN
KONSTRUKSI DAN SURAT PEMBEKUAN IMB

KOP SURAT... (PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

.................. , .......Bulan......Tahun........

Nomor : Kepada,
L . Yth,Pemilik Bangunan/
ampiran
hal . Peri tan 1/2/3 Pengguna Bangunan
Pertha : Peringatan 1/2/ Gedung.......ocoevvevenennanen.
Alamat:.......cccoeeivennnnn..
di-

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bangunan Gedung Pasal .... ayat

.. tentang IMB:

1. Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik
Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan.

2. Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti
semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam
IMB.

Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang ... Pasal ... Ayat ... bahwa ....

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk

melakukan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung sesuai dengan

persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ada dalam IMB.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut

masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, maka akan dikenakan sanksi

penertiban berupa penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan
pembekuan IMB.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi

tanggung jawab Tim Penertiban Kabupaten....................

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala ... (Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan),

Tembusan:

1. Bupati Sumedang.

2. Kepala ...(Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan).
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
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FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN TETAP PEKERJAAAN
KONSTRUKSI DAN SURAT PENCABUTAN IMB

KOP SURAT... (PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

.................. , .......Bulan......Tahun........

Nomor : Kepada,

) Yth,Pemilik Bangunan/
Lampiran  : Pengguna Bangunan
Perihal : Perlngatan 1 /2/3 Gedung .........................

Alamat:..........ocovevennnnn.
di-

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bangunan Gedung Pasal .. ayat

.. tentang IMB:

1. Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik
Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan.

2. Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti
semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam
IMB.

Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang ... Pasal ... Ayat ... bahwa...

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk

melakukan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung sesuai dengan

persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang ada dalam IMB.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut

masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, maka akan dikenakan sanksi

penertiban berupa penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB
dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi

tanggung jawab Tim Penertiban Kabupaten ...

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala ... (Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan),

......................................

Tembusan:

1. Bupati Sumedang.

2. Kepala ...(Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan).
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
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FORMAT SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG

KOP SURAT... (PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

.................. , .......Bulan......Tahun........

Nomor : Kepada,
Yth,Pemilik Bangunan/Pengguna

Bangunan Gedung ...
Perihal : Peringatan 1/2/3 Alamat: ...

Lampiran

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bangunan Gedung Pasal .. ayat

... tentang IMB:

1. Pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung dimulai setelah Pemilik
Bangunan Gedung memperoleh IMB dan dilaksanakan berdasarkan
dokumen rencana teknis yang telah disahkan.

2. Dalam melaksanakan pekerjaan, pelaksana bangunan wajib mengikuti
semua ketentuan dan syarat-syarat pembangunan yang ditetapkan dalam
IMB.

Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang ... Pasal ... Ayat ... bahwa...

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera
melakukan pembongkaran terhadap bangunan gedung yang sedang didirikan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat
Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan, maka akan dikenakan sanksi
pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
atas biaya pemilik bangunan gedung.

Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pemilik
bangunan gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya
ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan
setelah mendapat pertimbangan dari TABG.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi
tanggung jawab Tim Penertiban Kabupaten ...

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala ... (Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan),

Tembusan:

1. Bupati Sumedang.

2. Kepala ...(Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan).
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
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FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

KOP SURAT... (PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

.................. , .......Bulan......Tahun........

Nomor : Kepada,

) Yth,Pemilik Bangunan/
Lampiran Pengguna Bangunan
Perihal : Peringatan 1/2/3 Gedung.......ocoevvevenennanen.

Alamat:......ccoceeeienieniann..
di-

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bangunan Gedung Pasal .. ayat
...tentang SLF:

L
e
Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Pasal......... Ayat........ , bahwa setiap bangunan gedung yang telah

selesai dibangun harus memiliki SLF sebelum dimanfaatkan.

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera
melengkapi bangunan gedung yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki dengan SLF
sebelum dimanfaatkan.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut
masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, maka akan dikenakan sanksi
penertiban.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi
tanggung jawab Tim Penertiban Kabupaten Sumedang.

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala ... (Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan),

NIP.
Tembusan:
1. Bupati Sumedang.
2. Kepala ...(Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan).
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
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FORMAT SURAT PENGHENTIAN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN
GEDUNG DAN SURAT PEMBEKUAN SLF

KOP SURAT... (PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

.................. , .......Bulan......Tahun........

Kepada

Nomor i1

Lampiran Yth ,lfemmk Bgngunan /

Perihal : Peringatan 1/2/3 engguna angunan
Gedung.......ocoevveenennanen.
Alamat:......cc.coeveiennane..

Dasar hukum: = e

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bangunan Gedung Pasal .. ayat
... tentang SLF:

L e
e
Peraturan Bupati Nomor.. tahun ... tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Pasal......... Ayat........ , bahwa setiap bangunan gedung yang telah

selesai dibangun harus memiliki SLF sebelum dimanfaatkan.

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera
melengkapi bangunan gedung yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki dengan SLF
sebelum dimanfaatkan.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam 3 (tiga) kali berturut-turut
masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, maka akan dikenakan sanksi
penertiban berupa penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan
pembekuan SLF.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi
tanggung jawab Tim Penertiban Kabupaten Sumedang

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala ... (Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan),

Tembusan:

1. Bupati Sumedang.

2. Kepala ...(Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan).
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
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FORMAT SURAT PENGHENTIAN TETAP PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG
DAN SURAT PENCABUTAN SLF

KOP SURAT... (PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

.................. , .......Bulan......Tahun........

Nomor : Kepada,
Lampiran Yth,Pemilik Bangunan/
Pengguna Bangunan
Perihal : Peringatan 1/2/3 Gedung.........ococevnininnnns
Alamat:......ccocoeeveniennnne.
di-

Dasar hukum:

Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Bangunan Gedung Pasal .. ayat
... tentang SLF:

L
e
Peraturan Bupati Nomor.. tahun ... tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung Pasal......... Ayat........ , bahwa setiap bangunan gedung yang telah

selesai dibangun harus memiliki SLF sebelum dimanfaatkan.

Atas dasar tersebut kami meminta kepada Bapak/Ibu/Saudara/i untuk segera
melengkapi bangunan gedung yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki dengan SLF
sebelum dimanfaatkan.

Apabila surat peringatan ini tidak diindahkan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Penghentian Sementara
Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF, maka akan
dikenakan sanksi penertiban berupa penghentian tetap pemanfaatan
bangunan gedung dan pencabutan SLF.

Segala bentuk kerugian yang ditimbulkan dari penertiban tidak menjadi
tanggung jawab Tim Penertiban Kabupaten Sumedang
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Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Kepala ... (Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan),

Tembusan:

1. Bupati Sumedang.

2. Kepala ...(Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan).
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BUPATI SUMEDANG,
ttd

EKA SETIAWAN



